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Sambutan Kepala PPPM

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahi
segenap karunia-Nya sehingga kegiatan Penelitian Sistematis STPN 2013 ini
telah berjalan lancar dan menghasilkan laporan yang semoga berkontribusi
bagi kajian keagrariaan Indonesia. Penelitian Sistematis ini mengambil topik
Reformasi Birokrasi, Penyelesaian Konflik, dan Redistribusi Tanah.

Kegiatan penelitian yang secara simultan diselenggarakan oleh PPPM

STPN ini memiliki tahapan sebagai berikut.

1.

Tema-tema penelitian diterjemahkan dari hasil Rakernas BPN RI
2013

Penyusunan proposal payung sebagai desain penelitian secara
menyeluruh

Penjaringan peneliti melalui call for proposal baik dari calon peneliti
internal STPN maupun mitra luar

Pelatihan peneliti terpilih melalui forum yang disebut dengan Lingkar
Belajar Bersama Agraria (LiBBRA)

Pelaksanaan penelitian lapangan
Workshop hasil penelitian

Penerbitan hasil penelitian

Kami telah mengundang para pakar baik dari akademisi maupun

birokrasi pertanahan untuk memberi pendampingan melakukan penelitian

yang hasilnya tersaji dalam buku ini. Rekruitmen peneliti dijaring melalui

seleksi proposal, baik terhadap peneliti STPN maupun peneliti mitra.

Diharapkan dengan cara seleksi tersebut penelitian dari tahun ke tahun



semakin meningkat kualitasnya baik dari segi pengembangan substantif-
metodologis maupun pengembangan jaringan peneliti dan kelembagaan.

Darisisi pengelolaan, kami berupaya melakukan peningkatan mutu
penelitian melalui penyelenggaraan kursus agraria yang diikuti oleh semua
peserta terpilih, pendampingan penulisan proposal, pendampingan
penelitian lapang, lokakarya, dan pendampingan penulisan hasil penelitian.

Agar hasil penelitian PPPM STPN dapat dibaca secara luas, kami
menerbitkannya dalam bentuk publikasi tercetak maupun online
melalui website PPPM STPN. Penerbitan ini merupakan upaya kami
mempertanggung-jawabkannya kepada publik atas kegiatan kami yang
menggunakan dana publik (APBN).

Terima kasih kepada para Steering Comitte yang telah bekerja dengan
sungguh-sungguh membimbing tim penelitian, di antaranya adalah
Dr. Oloan Sitorus, SH. MS, yang sekaligus Ketua STPN, Noer Fauzi
Rachman, Ph.D (Sajogyo Institute), Dr. Sutaryono, M.Si. (STPN), Siti
Maimunah (JATAM), R. Agus Mahendra, A.Ptnh., M.Si, (BPN RI),
Ir. Heru Susanto Wahyono (BPN RI), dan Gamma Galudra (ICRAF).
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
mendukung kelancaran kagiatan ini, para narasumber kegiatan serta para
peneliti yang telah bekerja keras mengikuti semua proses penelitian dari
awal hingga akhir. Tak lupa, kami sangat menghargai jerih payah para
staf PPPM STPN yang bekerja secara sungguh-sungguh dan tiada henti.

Semoga laporan ini bermanfaat untuk kita semua dan selamat
membaca.
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Pengantar Penyunting

Masalah-masalah Agraria Kita Saat Ini

A. Pendahuluan

Penelitian Sistematis Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional tahun 2013 ini
mengambil tema besar “Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan
Pelayanan Prima, Peningkatan Penanganan Sengketa dan Konflik, serta
Peningkatan Redistribusi Tanah untuk Sebesar-besarnya Kesejahteraan
Rakyat”. Tema payung ini mengacu pada Sasaran Strategis PPPM-STPN
Tahun 2012-2015 serta disesuaikan dengan tema Rakernas BPN RI 2013
yang memiliki perhatian utama pada reformasi birokrasi, pelayanan prima,
penanganan sengketa dan konflik, serta peningkatan redistribusi tanah.

Buku ini merupakan hasil penelitian Tim Peneliti Sistematis
STPN 2013. Keragaman topik yang tersaji menunjukkan rentang
permasalahan agraria yang kita hadapi saat ini, utamanya yang dihadapi
oleh lembaga BPN RI. Permasalahan-permasalahan tersebut terhampar
mulai dari persoalan kelembagaan-birokrasi, tumpang- tindih regulasi
pengelolaan sumber daya alam, penanganan ketimpangan struktur
agraria dan konflik, introduksi teknologi dalam bidang pengukuran dan
administrasi pertanahan, pertumbuhan penduduk dan aktifitas manusia
yang mempengaruhi (zonasi) nilai tanah, hingga hubungan diadik antara
kebijakan konsesi dan politik lokal.

Sebagian permasalah tersebut adalah persoalan lama yang tidak
(hendak) di/ter-selesaikan atau disikapi secara tidak memadai dengan
pendekatan teknokratis yang tersedia tanpa mampu menyentuh akar



persoalannya. Berbagai tulisan masih menunjukkan nuansa suramnya
pengelolaan pertanahan, dan apa boleh buat, gambaran itu kita terima
sebagai cara untuk mengawali memperbaikinya. Sebagaimana perbaikan
didahului oleh koreksi; dan koreksi diawali dari pemahaman.

Tujuan penelitian di STPN adalah untuk menghasilkan kesimpulan-
kesimpulan yang mampu memberi daya perbaikan baik berupa koreksi,
rekomendasi, usulan-usulan, ataupun rumusan lain bagi kebijakan (dalam
hal ini BPN RI) dan atau berkontribusi bagi pengkayaan khazanah studi
agraria Indonesia. Penelitian Sistematis STPN Tahun 2013 ini memiliki
8 topik yang dikerjakan di 9 lokasi penelitian yang berbeda-beda.

B. Topik dan Lokasi

Kedelapan topik penelitian adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Pemberian Hak Guna Usaha (Riau)

2. Peluang dan Kendala Optimalisasi Tanah Terlantar (Propinsi Banten,
dan Blitar, Jawa Timur)

3. Resolusi Konflik Agraria di Mesuji (Lampung)

4. Harmonisasi Perundang-undangan Pertanahan dan Sumber Daya
Alam yang saling Tumpang Tindih (Tasikmalaya, Jawa Barat)

5. Sistem Kadaster 2014 untuk Kebijakan Pertanahan di Batam (Batam)

6. Pertambangan dan Dinamika Politik Lokal dan Rekonfigurasi
Kewenangan Pengelolaan Pertanahan Daerah (Kutai Kertanegara,
Kalimantan Timur)

7. Dinamika Tanah sebagai ruang sosial, lanskap ekologi dan komoditas:
merumuskan penilaian tanah yang progresif (Jawa Timur)

8. Analisa Jabatan Struktural dan Funggsional atas Kebutuhan Riil Badan
Pertanahan Nasional RI (Jakarta)

C. Rencana dan Hasil Penelitian yang Dicapai

Uraian berikut ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan
yang menjadi perhatian lembaga untuk diteliti lebih lanjut dan hasil
penelitian yang telah ditulis oleh Tim.
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1. Politik Konsesi HGU

Jika dirunut dari akarnya, konflik agraria dalam skala luas muncul
tatkala suatu wilayah dimasukkan ke dalam arel konsesi baik berupa
hak (HGU misalnya) ataupun ijin konsesi. Pemberian HGU yang tidak
selektif juga memberi peluang lebar bagi penelantaran tanah tatkala pihak
penerima HGU tidak menggunakan sebagaimana peruntukannya.

Ditengarai bahwa pemberian HGU tidak semata-mata terpenuhinya
syarat administratif namun lebih karena didasarkan motif ekonomi-
politik dan kepentingan pengambil kebijakan di pemerintahan daerah
dan kepentingan-kepentingan lain. Pemberian HGU kepada perusahaan
badan usaha maupun koperasi dengan saham kepemilikan kolektif, selain
mempertimbangkan terpenuhinya syarat-syarat administratif sangatlah
penting pula mempertimbangkan viabilitas pihak yang mengajukan, dan
berbagai kejelasan klaim atas tanah. Hal ini penting agar di kemudian
hari pemberian HGU tidak memunculkan masalah berupa korupsi sebab
ditengarai sebagai kedok melakukan money laundry, penelantaran tanah,
dan konflik pertanahan yang lebih luas.

Di antara beberapa kritik yang cukup keras mengenai HGU adalah:

— HGU telah banyak melahirkan konflik. Data resmi Dirjenbun
menyatakan bahwa luasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia
adalah 8,1 juta (Dirjenbun, 2012). Luas perkebunan ini, lebih
kecil dari yang sesungguhnya sebagaimana diperkirakan oleh Sawit
Watch (2012), yakni telah mencapai 11,5 juta hektar. Perkebunan-
perkebunan kelapa sawit sering lebih luas dari konsesi legalnya.
Dengan percepatan luasan 400.000 ha per tahun, luasan kebun
sawit Indonesia yang digenjot pemerintah, perusahaan-perusahaan
swasta, dan petani-petani sawit dalam luasan kecil, keseluruhan luasan
kebun sawit di Indonesia dicanangkan mencapai 20 juta hektar pada
tahun 2025." Pendapat lain menyatakan bahwa tahun 2015 akan
dialokasikan 20 juta ha lahan untuk perkebunan sawit yang tersebar
di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Hingga 2011 sekitar 10
juta orang secara radikal telah ditransformasikan oleh kedatangan

1 Noer Fauzi Rachman, Mengapa Konflik-konflik Agraria Terus-menerus Meletus Disana-sini?,
Jurnal Bhumi No.37 Tahun 12-2013, hlm. 1-2.
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jenis tanaman raksasa ini, dan jutaan orang lagi yang akan mendapat
pengalaman serupa beberapa tahun nanti.?

Pembukaan lahan tutupan dan pemberian HGU terutama
untuk perkebunan sawit terus terjadi, padahal pernyataan resmi
Kementerian Pertanian menyatakan bahwa sekitar 59% dari 1.000
perusahaan kelapa sawit di seluruh daerah Indonesia terlibat konflik
dengan masyarakat terkait lahan. Tim dari Ditjen Perkebunan sudah
mengidentifikasi konflik itu di 22 provinsi dan 143 kabupaten.
Totalnya ada sekitar 591 konflik: Kalimantan Tengah menempati
urutan pertama dengan 250 kasus konflik, disusul Sumatera Utara
101 kasus, Kalimantan Timur 78 kasus, Kalimantan Barat 77 kasus,
dan Kalimantan Selatan 34 kasus.’

Khusus selama tahun 2012, didata telah ada 198 kasus konflik agraria
yang terjadi, terdapat 90 kasus terjadi di sektor perkebunan (45%);
60 kasus di sektor pembangunan infrastrukeur (30%); 21 kasus di
sektor pertambangan (11%); 20 kasus di sektor kehutanan (4%); 5
kasus di sektor pertanian tambak/pesisir (3%); dan 2 kasus di sektor
kelautan dan wilayah pesisir pantai (1%).

Terdapat banyak penelantaran tanah-tanah perusahaan perkebunan
yang dikuasai dalam bentuk HGU. Teridentifikasi 7,3 juta ha tanah
terlantar (kota-desa); dengan 3,1 juta ha tanah terdaftar; setara dengan
133 kali luas Singapura; 15,32% adalah tanah-tanah yang dikuasai
oleh pemerintah atau BUMN, sisanya oleh swasta dalam bentuk
HGU (1,935 juta). Padahal telah banyak regulasi untuk menertibkan
tanah terlantar ini. (misalnya PP No 36/1998 tentang Penertiban
dan pendayagunaan tanah terlantar; PMNA/Ka BPN Nomor 3

Tahun 1998 tentang pemanfaatan tanah kosong untuk tanaman

viii

Tania Li dan Pujo Semedi, “Producing Wealth and Poverty in Indonesia’s New Rural
Economies: Sungei Dekan/Kuala Buayan, Kecamatan Meliau, Kalimantan Barat Preliminary
Overview of Research Area, June 2010”. Presentasi di FIB UGM, 2012. http://ruraleconomics.
fib.ugm.ac.id/wp-content/uploads/meliau-2010-overview-may-2010-tania-li.pdf

Data disampaikan oleh Direktur Pascapanen dan Pembinaan Usaha Direktorat
Jenderal (Ditjen) Perkebunan pada Kementerian Pertanian, Herdradjat Natawidjaja
dalam rapat koordinasi perkebunan berkelanjutan di Kota Pontianak, Kalimantan
Barat, pada tanggal 25 Januari 2012. Kompas, “Lahan Sawit Rawan Konflik®, 26
Januari 2012.

Laporan Akhir Tahun 2012, Konsorsium Pembaruan Agraria, Terkuburnya Keadilan Agraria
Bagi Rakyat Melalui Reforma Agraria”.
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pangan; Pasal 2 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 34 Tahun 2003, tentang Kebijakan Nasional di
Bidang Pertanahan, huruf g mengenai pemanfaatan dan penyelesaian
masalah tanah kosong; hingga termutakhir PP No 11 Tahun 2010
tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang disusul
dengan Peraturan Kepala BPN No 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Penertiban Tanah Terlantar.”

—  Baru-baru ini BPN secara resmi menyatakan bahwa di tengah-tengah
banyaknya pembukaan HGU, ternyata banyak terdapat gejala
penelantaran tanah oleh perusahaan.® Sampai dengan tahun 2012,
telah diidentifikasi 51.976 hektar tanah di Indonesia sebagai tanah
terlantar. Sementara konflik dimana-mana, sebagaimana pernah
dinyatakan secara resmi oleh BPN RI, jumlahnya lebih dari 8000
konflik. Atas fenomena semacam ini, BPN RI menekadkan diri
penanganan konflik sebagai agenda utama Rencana Strategis BPN RI
2010-2014; yang dinyatakan kembali menjadi tema dalam Rakernas
tahun 2013 ini.

Begitulah ironisnya, tatkala tanah-tanah HGU telah demikian nyata
melahirkan banyak konflik dan penelantaran tanah, pemberian HGU
bahkan pembukaan tanah-tanah negara dan yang diklaim adat terus saja
terjadi dalam skala luas, bukan malah dihentikan atau dinyatakan sebagai
status quo.

Masalah HGU sebenarnya telah menimbulkan perdebatan sejak
awal. UUPA yang bertujuan mendekolonisasi dan mendefeodalisasi serta
dinyatakan sebagai perlindungan hukum yang berpihak pada rakyat
dan bukan pada kepentingan kapital (domestik maupun asing) ternyata
masih mengakomodir dan mengatur keberadaan HGU. UUPA hanya

5  Lihat Ahmad Nashih Luthfi, “Tanah Kosong: Didefinisikan, Diatur, dan Dipraktikkan dari
Masa ke Masa”, presentasi dalam launching program penelitian tentang SPACE/SCAPE:
Bon Suwung, Kunci Cultural Studies, yang merupakan proyek 7he Wasteland Twinning
Network Forum yang berkantor di Zentrum fiir Kunst und Urbanistik, Berlin. Presentasi di
Yogyakarta, 24 Februari 2012. Makalah dan informasi proyek bisa diunduh di, http://space.
kunci.or.id/2012/02/

6 Detiknews, Sabtu, 16/02/2013,”"BPN Nyatakan 51.976 Hektar Tanah di Indonesia Sebagai
Tanah Terlantar”.

7 http://www.bpn.go.id/renstra.aspx
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mengurangi durasi waktu berlakunya HGU kepada perusahaan, dari yang
semula 75 tahun menjadi 25 tahun.

Dalam perkembangannya hukum dan kebijakan pertanahan
Indonesia malah melenggangkan pemberian HGU bahkan, super-
ironisnya adalah, tidak adanya pembatasan luas tanah untuk perusahaan
(dalam bentuk HGU). Tidak berlebihan jika dinyatakan bahwa neo-
kolonialisme dan kapitalis(me)asi tanah terjadi dan semakin hebat pada
era sekarang.®

Pemberian ijin pemanfaatan tanah (jjin lokasi) untuk swasta baik
oleh pemerintah daerah maupun kemudian dikukuhkan oleh BPN
(menjadi hak) berkait erat dengan politik lokal. Baru-baru ini Kompas
memberitakan bahwa ada gejala obral Ijin Usaha Pertambangan (IUP)
oleh pemerintah daerah seiring dengan pelaksanaan pemilu kepala daerah
(Pilkada) dan proses-proses politik lokal. Sebagai contoh, sebelum Pilkada
2010, di Kutai Kertanegara ada 73 IUP, dan naik setelah pilkada menjadi
210 IUP. Ditengarai bahwa petahana membiayai proses politiknya dengan
mengobral ijin usaha begitu pula peserta terpilih guna mengembalikan
modal politiknya. Perbandingan lain (2010-2012) adalah Kutai
Kertanegara yang mengeluarkan IUP 264, Kutai Barat sebanyak 232, dan
Bangka Belitung sebanyak 218.°

Hal ini menimbulkan berbagai dugaan dan penilaian bahwa
dikeluarkannya HGU lebih didasarkan motif ekonomi-politik dan
kepentingan-kepentingan pribadi pengambil kebijakan di pemerintahan
daerah dan kepentingan-kepentingan (lain di internal BPN)'’; kentalnya
manipulasi dan indikasi money-laundring; dan orientasi negara dan
aparaturnya yang lebih memilih tanah-tanah diberikan kepada perusahaan
(HGU) daripada dijadikan sebagai obyek landreform untuk rakyatnya.

8  Rikardo Simarmata, Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah oleh Negara,
Yogyakarta: Insist Press, 2002

9 Kompas, 17 Januari 2013.

10 Sejalan dengan data di atas, pemberian ijin konsesi terhadap perusahaan perkebunan dan
penambangan atau pembukaan hutan oleh pemerintah daerah telah disimpulkan terjadi sarat
manipulasi dan lahan subur bagi korupsi (sebagaimana kasus Bupati Buol dan pengusaha
Hartati Murdaya, 2012). Fenomena itu telah menjadi kajian serius tim Robin Burgess dari
London School of Economics, “The Political Economy of Deforestation in the Tropics”, tahun
2011. Ta mencatat angka deforestasi sebelum pilkada naik 42%, pada saat pilkada 36%, dan
melonjak 57% setahun setelahnya. Laporannya bisa diunduh di http://economics.mit.edu/
files/7860
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Jika dilacak lebih jauh, sejak keluarnya ijin lokasi hingga HGU,
terdapat banyak manipulasi dalam pengalokasian tanah untuk swasta/
perusahaan. Tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh investor seringkali
mereka abaikan, yang tidak berarti di luar pengetahuan pemerintah.

Penelitian yang dihasilkan oleh M. Nazir Salim, Sukayadi, Muhammad
Yusuf dengan judul “Politik dan Kebijakan Konsesi Perkebunan Sawit di
Riau” di dalam buku ini menunjukkan bahwa konsesi lahan baik HGU
atau yang lainnya, tidak bisa dilepaskan dari konteks global dimana
berbagai jaringan dan kepentingan masuk di dalamnya. Apa yang terjadi
dalam proses-proses konsesi lahan di Riau dari hutan alam ke Hutan
Tanaman Industri dan perkebunan telah menyisakan banyak persoalan.
Salah satu elemen penting sebagai pendorong di balik pembangunan
perkebunan luas di Riau adalah kebijakan negara yang dibangun di atas
logika ekonomi pasar/global. Ada banyak data yang menunjukkan logika
itu, karena negara memfasilitasi kepentingan tersebut. Beberapa regulasi
dibuat untuk mendukung kepentingan dimaksud, sekalipun pada level
tertentu, regulasi mengatur cukup tegas, namun tak mampu operasional
di lapangan, sehingga kesan yang muncul negara lemah. Konsesi lahan
yang luas seharusnya mensejahterakan masyarakat sekitar atau petani
umumnya, namun justru memunculkan banyak persoalan, baik konflik,
krisis ekologi, maupun kemiskinan yang akut.

Hilir dari ekses kebijakan di atas hingga kini menjadi persoalan yang
akut, karena semua lembaga yang ada di daerah mengalami kebingungan
“kebijakan” untuk mencari jalan penyelesaian dari akibat yang
dimunculkan. Kebingungan bukan karena tidak memiliki kemampuan
untuk menyelesaikan, tetapi akibat carut marutnya alias tumpang tindih
lahan dalam konsesi-konsesi yang dikeluarkan serta banyaknya mal prakeek
dalam penerbitan izinnya. Di satu sisi, kait mengait dan tarik menarik
berbagai persoalan dan kepentingan akibat lemahnya sistem peraturan dan
kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga sebagai alibi atas
ketidakmampuan mengatasinya.

2. Peluang dan Kendala Optimalisasi Tanah Terlantar

Sebagaimana telah disebut di muka, masalah tanah terlantar sangatlah
krusial dari sisi luasan dan urgensitas pemanfaatannya dihadapkan pada
realitas ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia saat ini: konsentrasi
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penguasaan tanah di satu sisi, dan penggureman bahkan ketunakismaan
di sisi yang lain. Ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia dari tahun
ke tahun semakin akut.

Hasil inventarisasi tanah BPN RI sampai dengan tahun 2010
menunjukkan bahwa penelantaran tanah terjadi di atas tanah hak
maupun ijin yang jika ditotal luasannya sampai dengan 7.386.290
hektar. Sebagaimana PP No 11 Tahun 2010 tentang Penertiban
dan Pendayagunaan Tanah Terlantar semestinya luasan itu dapat
didayagunakan untuk pelaksanaan reforma agraria (redistribusi), program
strategis negara (penciptaan lahan pangan, energi, dan perumahan rakyat),
dan cadangan negara lainnya (kepentingan pemerintah, hankam, dan
relokasi bencana alam. Akan tetapi tanah terlantar seluas itu ternyata
belum dapat didayagunakan dikarenakan adanya anggapan belum adanya
payung hukum tentang pendayagunaan tanah terlantar; dan yang ada saat
ini hanyalah penertiban tanah terlantar.

BPN RI pada tahun 2012 berupaya mendayagunakannya, namun
terjadi tuntutan peradilan oleh pemegang hak. Sebanyak 11 hak
menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Empat gugatan
dimenangkan oleh penggugat (perusahaan) dan hanya ada satu gugatan
yang dimenangkan oleh BPN RI. Maka menarik untuk diteliti lebih lanjut
apakah ketidakberhasilan pendayagunaan itu hingga proses pengadilannya
disebabkan karena hukum material yang keliru ataukah karena prosesnya
yang cacat, ataukah ada sebab-sebab lain.

Penelitian Ahmad Nashih Luthfi, Farhan Mahfuzhi, Anik Iftitah
berjudul “Menerjemahkan secara Teknis: Kendala Penertiban Tanah
Terlantar di Kabupaten Blitar” melakukan rekonstruksi proses identifikasi
tanah terlantar. Pendekatan rekonstruksi dapat digunakan untuk
melihat nantinya berhasil tidaknya kebijakan penetapan tanah terlantar.
Pengalaman di Blitar menunjukkan bahwa tidak adanya satupun lahan
yang dinyatakan sebagai tanah terlantar disebabkan pendataan tanah yang
berasal dari data sengketa, dilakukan dengan keterbatasan pemahaman,
dan dijalankannya program dalam keterbatasan kerangka kerja dan
tenggat waktu. Dengan kalkulasi pendataan dapat dikirim ke Kanwil BPN
Propinsi Jawa Timur tepat pada waktunya, Kantor Pertanahan Kabupaten
Blitar bertaktik menjadikan data sengketa sebagai data tanah terindikasi
terlantar. Inilah yang disebut sebagai “menerjemahkan secara teknis” suatu
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agenda besar yang dimaksudkan sebagai pelaksanaan reforma agraria dan
pengendalian tanah negara sebagai koreksi atas kebijakan pertanahan yang
melahirkan ketimpangan penguasaan dan penelantaran tanah.
Penelitian kedua mengenai penertiban dan pendayagunaan tanah
dilakukan oleh Sarjita, Haryo Budhiawan, Dian Aries Mujiburohman,
dengan judul “Gugatan atas Penetapan Tanah Terlantar di Provinsi
Banten”. Mereka menunjukkan bahwa penertiban tanah terlantar di
Provinsi Banten mengalami kegagalan disebabkan, pertama, terdapat
tahapan-tahapan identifikasi yang tidak dipatuhi dalam penertiban
tanah terlantar; kedua, faktor sumber daya manusia yang tidak cukup
memahami kebijakan reforma agrarian melalui PP No 11 Tahun 2010
tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar tersebut, dan
ketiga, belum didukung dana yang cukup. Tatkala dilakukan gugatan
oleh pihak perusahaan, ditemukan kelemahan-kelemahan yang dijumpai
dari pihak tergugat. Pengadilan tata Usaha Negara mempertimbangkan
bahwa a). Surat Pemberitahuan kepada Badan Hukum Pemegang Hak
tidak sampai dan kembali, disebabkan pindah alamat atau alamat tidak
diketahui; b). Identifikasi dan Penelitian tanah tidak dihadiri oleh Badan
Hukum Pemegang Hak; ¢). Kesulitan menyampaikan peringatan III
dan IIT kepada Badan Hukum Pemegang Hak bagi yang tidak diketahui
alamatnya; d). Terlambat memperoleh data tekstual dan data spasial
pada Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota; €) Kesulitan identifikasi dan
penelitian tanah bagi Badan Hukum Pemegang Hak yang penguasaan
tanahnya berdasarkan atas ijin lokasi sebagai DPAT ( Dasar Penguasaan
Atas Tanah); f). Kesulitan mengetahui penyebab tanah ditelantarkan;
g). Kesulitan menetapkan luasan tanah dan batas-batas tanah terindikasi
terlantar bagi tanah yang dikuasai Badan Hukum Pemegang Hak
berdasarkan Ijin lokasi sebagai DPAT. Inilah yang menjadi dasar utama
pihak pengadilan memutus perkara dimenangkan oleh penggugat.

3. Resolusi Konflik Agraria di Mesuji

Pada tahun 2012 yang lalu, STPN mengadakan kursus agraria
mempelajari naskah hasil penelitian TGPF Mesuji, sekaligus
mendiskusikannya bersama sekretaris Tim tersebut. Beberapa pelajaran
diperoleh dalam kegiatan tersebut. Hal penting yang dikaji adalah
rekomendasi tim yang di antaranya menyatakan status quo terhadap
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penguasaan tanah baik yang diklaim dikuasai oleh perusahaan maupun
masyarakat, menunggu sampai dengan selesainya Tim bekerja dan
pemerintah mengeluarkan kebijakan.

Terhadap kasus Mesuji, muncul kritik serius mengenai penanganannya,
yakni telah banyaknya tim dibentuk namun nihil pada level penyelesaian;
terjadinya konflik kepentingan dan tidak terintegrasinya berbagai inisiatif
tim yang dibentuk."

Presiden secara khusus telah membentuk sebuah Tim Gabungan
Pencari Fakta (TGPF) yang ditugaskan secara resmi untuk melakukan
investigasi terhadap kasus tersebut, mulai dari akar persoalan yang
menyebabkan konflik, hingga peristiwa kekerasan yang terjadi. Tim
TGPF ini kemudian telah menghasilkan sejumlah rekomendasi. Akan
tetapi sayangnya, rekomendasi terkait persoalan tanah di kasus ini tidak
dijalankan oleh pemerintah, khususnya Kemenhut RI, BPN RI dan
Pemda, sehingga pada tahun 2012 konflik Mesuji beberapa kali muncul
kembali ke permukaan.

Pada tahun 2012 ada begitu banyak inisiatif berbagai kalangan
terhadap situasi agraria yang tengah berkembang dan menjadi sorotan
publik ini; DPR RI, DPD RI, Setwapres, UKP4, dan Wantimpres
yang masing-masing telah membentuk sejumlah tim kerja (tim kajian-
investigasi-rekonsiliasi). Akan tetapi kesemuanya dilakukan secara parsial.
Ada penilaian tidak ada upaya integrasi atas berbagai inisiatif tersebut,
dan hasilnya nihil dalam menyediakan mekanisme penyelesaian konflik
agraria yang jelas dan utuh, dan dapat melindungi hak serta memberikan
keadilan bagi para korban konflik agraria.

Hal demikian karena konflik tidak dilihat secara mendasar, sebab-
sebab yang bersifat akar, dimana tanah dan SDA, dan wilayah kepunyaan
rakyat dimasukkan ke dalam konsesi-konsesi agraria yang bergerak dalam
bidang ekstrasi, produksi, maupun konservasi berbasiskan sumberdaya
alam. Dimasukkannya tanah dan SDA itu melalui keputusan pejabat
publik, termasuk Menteri Kehutanan, Menteri ESDM (Energi Dan
Sumber Daya Mineral), Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional),
Gubernur, dan Bupati, yang memberi ijin/hak/lisensi pada badan usaha

11 Laporan Akhir Tahun 2012, Konsorsium Pembaruan Agraria, gp.cit. Laporan ini bahkan
menyebutkan bahwa telah banyak rekomendasi yang lahir dari lembaga pemerintah namun
tidak ada penanganan dari lembaga pemerintah itu sendiri.
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tertentu.'” Mengingat telah adanya penelitian atas konflik Mesuji, maka
penelitian ini diarahkan khusus pada resolusi konfliknya.

Penelitian Oki Hajiansyah Wahab, Dwi Wulan Pujiriyani, Wijatnika
yang berjudul “‘Bara Nan Tak Kunjung Padam’: Konflik Agraria di Register
45 Mesuji Pasca Rekomendasi TGPF” melahirkan kesimpulan yang miris
bahwa bahwa pasca mandegnya rekomendasi TGPE, kondisi Register
45 justru menjadi semakin kaca. Konflik di Register 45 merupakan
konflik penguasaan dan pengelolaan HTT yang sejak lama telah menjadi
silang sengketa antara investor, masyarakat, dan pemerintah. Kebijakan
pemerintah yang berubah-ubah dan tidak terkoordinasi, minimalnya
pengawasan pemerintah, investor yang tidak menjalankan kewajiban dan
menyalahgunakan izin, masyarakat yang tersingkir dan menjadi agresif,
serta beroperasinya spekulan tanah adalah rangkaian yang menyebabkan
persengketaan terus terjadi dan belum dapat diselesaikan. Lebih dari
setahun TGPF Kasus Mesuji menyelesaikan tugasnya dan mengeluarkan
berbagai rekomendasi untuk penyelesaian konfik di kawasan tersebut.
Meski rekomendasi ini sebenarnya dianggap banyak kalangan memadai,
namun tidak satu pun rekomendasi TGPF tersebut dilaksanakan. Pada
kenyataannya saat ini situasi di Register 45 semakin tidak terkendali.
Ribuan penggarap baru berdatangan dan tidak dapat dikendalikan oleh
pemerintah setempat. Pemerintah Kabupaten Mesuji memperkiraan
bahwa hingga saat ini terdapat belasan ribu orang yang masuk.

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun dalam situasi konflik,
para pihak yang terlibat dalam konflik sebenarnya tetap meraih
keuntungan. Konflik di kawasan Register 45 pada akhirnya berkaitan
dengan kepentingan ekonomi politik yang berkaitan dengan putaran
uang yang beredar. Besarnya putaran uang yang beredar ini pada akhirnya
menumbuhkan spekulasi bahwa konflik ini memang sengaja dilestarikan
oleh pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari konflik ini.
kompleksistas konflik yang ditunjang dengan besarnya putaran uang
yang beredar menyebabkan konflik di kawasan hutan register 45 menjadi
semakin kronis. Persoalan awal yang berangkat dari keterbatasan akses
petani ke dalam kawasan hutan kini bercampur dengan motif ekonomi

politik.

12 Noer Fauzi Rachman, op.ci.
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4. PerpUU Pertanahan dan Sumber Daya Alam yang saling
Tumpang Tindih

Pada tahun 2009 BPN RI merintis kajian atas 538 produk hukum
yang terkait dengan pertanahan dan sumber daya alam. Pidato Kepala
BPN pada Dewan Guru Besar Ul, 12 Mei 2010 menjelaskan bahwa kajian
itu ingin melihat ketaat-asaan regulasi terhadap prinsip keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia; harmonis-tidak-nya UU; ketaat-asasan hierarki
PerpUU; dan dampak tumpang tindih itu terhadap akses atas sumber daya
itu sendiri (resource), bagi keuangan dan pembiayaan negara (finance), serta
eksekusinya di lapangan oleh birokrasi sektoral.

Kajian Maria W. Sumardjono, dkk. (2011)"* terhadap 12 UU Sumber
Daya Alam yang konteksnya berangkat dari Pasal 33 UU Penataan Ruang
Tahun 2007, juga telah menyimpulkan bahwa ada banyak kejanggalan di
dalamnya, baik dari sisi definisi filosof, orientasi, hubungan hukumnya,
dan lain sebagainya. Ini mencerminkan kekurangpahaman pembuat UU
dan diabaikannya akan hirearki dan materi muatan peraturan perundang-
undangan. Akibatnya, aspek kepastian hukum sebagai salah satu pilar
penyangga hukum telah dilanggar. Selain itu peraturan yang terkait dengan
pengaturan SDA, yang menjadi induk dari berbagai PP keberadaannya
jauh dari prinsip keterpaduan, pendekatan sistem, kepastian hukum
dan keadilan seperti yang dicanangkan. Simpulnya, UU yang mengatur
tentang SDA cenderung tidak konsisten dan saling tumpang tindih satu
sama lain.

Atas berbagai ketidak-konsistenan dan fenomen “the jungle of
regulation” itu, maka penelitian di atas menyarankan agar perlu didorong
upaya untuk segera terbitnya UU tentang pengelolaan SDA yang berisi
prinsip-prinsip pengelolaan SDA yang demokratis, adil dan berkelanjutan
yang akan menjadi landasan bagi pengaturan lebih lanjut berbagai
peraturan perundang-undangan SDA.

Di tingkat lapangan, dampak tumpang tindih tersebut berakibat
pada maladministrasi dan pergesekan antara-kelembagaan. Penelitian
yang dihasilkan oleh Widhiana HP, Muhammad Mahsun, Valentina
Arminah berjudul “Tumpang Tindih Pengelolaan Pertanahan di

13 Maria W. Sumardjono, dkk., Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, antara yang Tersurat
dan Tersirar (Kajian Kritis Undang-undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam),
Yogyakarta: UGM Press, 2011
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Kawasan Tapal Batas Kehutanan di Kab Tasikmalaya, Jawa Barat”.
Mereka mengkaji kasus yang terjadi di Desa Cidugaleun Kabupaten
Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat. Mereka mempelajari tentang pembatalan
sertipikat tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Tasikmalaya melalui program redistribusi tanah pada tahun 2000 di Desa
Cidugaleun Kecamatan Cigalontang. Kasus pembatalan ini terjadi dengan
dikembalikannya 199 buah sertipikat tanah dengan luas wilayah 35.3964
Ha yang notabene telah jadi dan telah diserahkan kepada masyarakat,
kepada pihak Departemen Kehutanan dalam hal ini adalah Perhutani
KPH Tasikmalaya dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah termasuk
dalam kawasan hutan.

Penelitian menyimpulkan bahwa bargainning position instansi
Perhutani tampak lebih kuat daripada BPN (Kantor Pertanahan) dalam
hal pengelolaan pertanahan yang berada di tapal batas kawasan hutan.
Ketidakberdayaan Kantah BPN Tasikmalaya ditunjukkan dengan
sikapnya yang lebih memihak pada Perhutani dibanding masyarakat
Cidugaleun, yakni dengan mengeluarkan kebijakan penarikan atas tanah
yang diredistribusikan dan disertipikatkan tersebut, meskipun sebagian
besar tanah-tanah ini dulu adalah termasuk objek landreform berdasarkan
SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 21 Juni 1967 Nomor LR
26/D/VI1/60/1967 tentang redistribusi tanah-tanah negara bebas. Selain
itu tindakan dan sikap Kantah BPN Tasikamlaya yang terkesan menjauh
dari konflik yang terjadi antara pihak Perhutani dan warga dalam sengketa
tanah yang telah diredistribusikan ke warga pada 2000, serta sikap diam
dan tidak mengayomi masyarakat yang tertindas akibat adanya intimidasi
dari orang-orang Perhutani. Upaya pihak BPN Tasikmalaya yang ikutserta
membentuk ruang konflik agar terkesan damai di permukaan bersama
pihak Perhutani, menjadi bukti kuat akan ketidak berdayaan ini.

5. Sistem Kadaster 2014 untuk Kebijakan Pertanahan

Sistem kadaster 2014 yang disebut sebagai “A Vision for a future
Cadastre System” adalah tolak ukur dunia dalam menilai reformasi dan
pengembangan sistem kadaster. Kadaster 2014 merupakan publikasi
dari kelompok kerja komisi 7 FIG (International Federation of survey).
Kelompok kerja ini telah membahas tema kadaster 2014 dari tahun 1994
sampai dengan 1998 dan dipresentasikan di kongres FIG pada Juli 1998.
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Sistem kadaster 2014 memiliki ciri (1) terintegrasinya penyajian
semua hak dan aspek hukum yang melekat diatas tanah secara lengkap
termasuk hak publik dan batasan penggunaan tanah; (2) terintegrasinya
antara peta dan buku tanah, sehingga antara kadaster dengan administrasi
tanah bersifat melekat; (3) berfungsinya peta sebagai penyaji informasi
atas data; (4) kadaster berbasis komputerisasi; (5) privatisasi pelaksana
kadaster; (6) swadana kadaster.

Penelitian dengan topik ini bersifat menjajaki kemungkinan dan
kesiapan diterapkannya sistem kadaster 2014 di Indonesia, dengan
kasus Batam. Penelitian akan berupaya memahami dalam kondisi dan
konteks pertanahan macam apa Batam siap (atau tidak) menerapkan
sistem kadaster tersebut. Juga pengembangan sistem kadaster yang tidak
semata-mata bersifat (a) teknis perbaikan teknologi, pergeseran pelaksana
pengukuran, serta sistem pendanaannya, juga (b) yang divisikan untuk
mendukung ekonomi pertumbuhan dalam ideologi Pembangunan
yang mana hal ini di masa lalu justru mengakibatkan ketimpangan
penguasaan tanah luar biasa, akan tetapi yang penting adalah bagaimana
pengembangan teknologi tersebut mampu memberi gambaran tentang
penguasaan dan pemilikan tanah (tenurial sistem) serta penggunaan
dan pemanfaatannya yang eksis di wilayah Batam, yang informasi itu
dituangkan dalam data spasial maupun tematik, dan dapat secara mudah
diakses oleh public sebagaimana yang dituntut oleh UU No 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi mengenai hal
ini akan sangat bermanfaat bagi kebijakan pertanahan lebih luas dalam
melakukan pembenahan ketimpangan dan strukeur P4T di wilayah itu,
misalnya dalam bentuk kebijakan redistribusi tanah (agrarian reform),
maupun bagi publik itu sendiri ketika menginginkan mengakses data
pertanahan.' Hal ini juga agar sistem kadaster baru ini terhindar dari
instrumentasi agenda pasar tanah yang menempatkan tanah semata-mata
sebagai komoditas, dengan kemudahan pemetaan dan penyediaan data
spasial serta pengelolalaan administrasi pertanahannya ini.

14 Kaitan antara perbaikan teknologi, reformasi birokrasi, dan masalah pertanahan berupa
konflik dan kebijakan redistribusi, merupakan perhatian/agenda utama BPN RI sebagaimana
menjadi judul dalam rapat kerja Nasional BPN R, 31 Januari — 1 Februari lalu, “Melalui
Reformasi Birokrasi Kita Wujudkan Pelayanan Prima, Peningkatan Penanganan Sengketa

dan Konflik, dan Peningkatan Redistribusi Tanah untuk Mencapai Kesejahteraan Rakyat”.
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Persoalan infrastruktur bagi dikembangkannya Kadaster 2014
juga bukanlah sederhana, mengingat data spasial dan data tekstual yang
menjadi dasar bagi pelaksanaan GeoKKP di BPN RI masih belum tersedia
secara optimal. Selain itu transformasi metode pengukuran dan pemetaan
bidang tanah dalam Kerangka Dasar Kadastral Nasional dari semula
yang di lapangan secara fisik ditandai dengan Titik Dasar Teknik (TDT)
menuju Continuously Operating Reference System (CORS) yang berbasis
satelit, sebagian masih wacana dan belum dijalankan.

Hasil penelitian berjudul “Perkembangan Visi Kadaster 2014
Di Kota Batam” oleh Tjahjo Arianto, Tanjung Nugroho, Eko Budi
Wahyono, ini menyimpulkan dua hal yang mengagetkan. Pertama,
pengembangan kadaster di Indonesia masih memprihatinkan sebab baru
sekitar 40% jumlah bidang tanah terdaftar; dari 40% tersebut hanya
sekitar 10% bidang tanahnya tersaji dalam satu peta, dan 90%-nya masih
“melayang-layang” tidak jelas schingga berpotensi konflik. Di Indonesia
belum ada Kantor Pertanahan yang dapat menjawab pertanyaan “ Desa
atau Kelurahan mana saja yang dijamin tidak ada lagi bidang tanah
yang masih melayang-layang?” selain itu informasi data yuridis pada
Buku Tanah belum ada ketegasan mengenai pemilikan harta bersama,
juga informasi penggunaan tanah yang tidak tegas menentukan subjek
hukum pemilik tanah dalam Buku Tanah. Ini akibat dari peraturan yang
mengatur tentang Tata Pendaftaran Tanah belum tegas dan cermat. Kedua,
cita-cita terwujudnya “Kadaster 2014” di Indonesia masih jauh dari
harapan. Kantor Pertanahan Kota Batam baru melakukan upaya melalui
pemanfaatan kemajuan teknologi antara lain dengan memperkenalkan
Buku Tanah digital, penyediaan peta pendaftaran skala 1:1000 melalui
citra satelit, bidang tanah terdaftar yang masih melayang layang segera
diukur ulang untuk dipetakan kembali, sedangkan yang belum diukur
diblokir. Dari sisi regulasi nasional, Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 9 Tahun 2013 tentang Surveyor Kadastral merupakan
peluang untuk menuju Pernyataan Kelima Kadaster 2014.

6. Ekspansi Pertambangan dalam konteks Politik Lokal dan
Rekonfigurasi Kewenangan Pengelolaan Pertanahan Daerah

Desentralisasi politik merangsang negoisasi ulang batas kekuasaan
pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan atas sumber daya alam.
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Dari sisi politik, banyak kritik yang menyatakan bahwa politik lokal
memlfasilitasi reproduksi pola-pola kekuasaan patrimonial, desentralisasi
politik kekuasaan administratif yang disubsidi secara besar-besaran oleh
pemerintah pusat, dan meluasnya korupsi di daerah sejak otonomi
diimplementasikan.

Politik lokal, pemilihan umum daerah, pemekaran kabupaten atau
propinsi di satu sisi, dan pembukaan ijin dan pemberian hak konsesi
atas tanah dan sumber daya adalah sisi lain dari proses-proses yang
mengiringinya. Dalam konfigurasi semacam itu, lahir apa yang disebut
sebagai “shadow state” yang memiliki kekuatan “lebih besar daripada
negara formal, dan berkepentingan dalam mengekalkan sebuah negara
formal yang sakit dan keropos”. Ini menjadi bagian dari kesimpulan utama
kajian atas politik lokal di Indonesia."

Aktor-aktor baru dan lama memanfaatkan peluang desentralisasi
politik itu guna mengoptimalkan pemanfaatan atas sumber daya:
eksploitasi pertambangan. Kelembagaan yang mengelola masalah
pertanahan di lingkup daerah juga direkonfigurasi, antara kewenangan
BPN di satu sisi, dengan kewenangan pemerintah daerah di sisi lain.
Jjin pertambangan dibuka besar-besaran oleh pemerintah daerah yang
berorientasi pada peningkatan PAD dari ekonomi ekstraktif tanpa
mempertimbangkan kerusakan sosial dan ekologis yang ditimbulkannya.
Pemerintah secara resmi melalui Menko Ekuin (2011) menyatakan
bahwa “ada sekitar 8000 ijin pertambangan yang 75%-nya tumpang
tindih dengan peruntukan lain”; Jaringan Advokasi Tambang (2012)
menyatakan bahwa ada 10.235 ijin tambang mineral dan batubara, dan
ini belum termasuk KPS Migas, dan ijin yang dikeluarkan sebelum UU
No 4 Tahun 2009. Dari sisi regulasi, banyak UU yang disusun dengan
paradigm yang menempatkan tanah dan sumber daya alam merupakan
komoditas, seperti UU No 22 Tahun 2001 tentan Migas, UU No
11 Tahun 1967 tentang Pertambangan Umum, UU No 23 Tahun
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup, UU No 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan, UU No 14 Tahun 2004 tentang Amandemen UU
Kehutanan UU No 4 Tahun 2009 tentang UU Minerba, UU No 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU 34 Tahun 2004, pasal 7,

15 Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, dalam pengantar untuk buku yang
disuntingnya, Politik Lokal di Indonesia, (Jakarta: Buku Obor dan KITLV, 2007), hlm. 35.
Buku ini mengkaji sembilan belas daerah di propinsi yang berbeda-beda.
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dimana TNI memiliki kewajiban mengamankan Objek Vital Nasional
yang bersifat strategis, dan lain-lain.'

Di Bangka Belitung deregulasi tata niaga timah dan desentralisasi
politik merobohkan monopoli kuasa pertambangan Perusahaan Negara
PN (Timah) dan merangsang ratusan petambang tanpa ijin maupun
tambang kecil yang dipelihara oleh Perusahaan memasuki tanah-tanah
milik negara, tanah konsesi PN Timah, dan juga tanah-tanah yang masih
dalam kategori tanah adat.

Di Kota Samarinda, sampai tahun 2010 telah diterbitkan 56 Ijin
Usaha Pertambangan (IUP) batubara dengan menduduki wilayah
Kota Samarinda hampir sekitar 73 Persen. Hal ini disinyalir berpotensi
memberikan dampak negatif karena banyak mengabaikan hak perempuan,
antara lain terjadinya penurunan peran ekonomi perempuan, diabaikannya
suara perempuan dalam pengambilan keputusan dalam hal investasi
(khususnya konversi lahan), menimbulkan pencemaran dan pengrusakan
fasilitas umum (hal ini menjadi indikasi kuat penyebab terjadinya banjir
yang berdampak pada terjadinya ancaman terhadap fungsi kesehatan
reproduksi perempuan dan kesehatan masyarakat pada umumnya), serta
adanya ancaman terhadap keselamatan dan kesehatan anak (tidak ada
lahan bermain bagi anak-anak, selain lahan-lahan terbuka bekas tambang
di sekitar pemukiman). 7

Tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Samarinda, demikian
pula kondisi yang dihadapi di Kutai Kartanegara. Sebelum tahun 2010,
di Kutai Kertanegara terdapat 73 IUD, dan naik menjadi 210 IUP setelah
tahun 2010. Perubahan tata guna tanah ini tentu akan sangat berdampak
luas baik bagi ekologi, sosial, maupun struktur penguasaan dan pemilikan
tanah itu sendiri. Sebagai contoh, 18 perusahaan pertambangan di
Kecamatan Samboja diindikasi sebagai penyebab banjir yang terjadi pada
Juli 2012 lalu."® Juga terjadi tumpang tindih suatu kawasan di Samboja

16  Siti Maimunah, “Potret Ekspansi Brutal Pertambangan Batubara Kalimantan Timur”,
presentasi di Sajogyo Institute, Bogor, 17 Januari 2013

17 Laila Mustikaningrum, “Pemiskinan Perempuan dalam Industri Pertambangan Batubara
(Studi Kasus Kota Samarinda-Kaltim)”, makalah Konferensi II tentang Perempuan dan
Pemiskinan, Komnas Perempuan dan Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia
bekerja sama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta, 1-4 Desember 2012.

18  Aji Wihardandi, “Perusahaan Tambang Penyebab Banjir di Kutai Kartanegara Akan Ditutup”,
Mangobay, 10 Juli 2012, http://www.mongabay.co.id/2012/07/10/perusahaan-tambang-
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dimana ditetapkan sebagai Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) namun
justru ditemui beberapa kegiatan pertambangan. Perluasan pembukaan
kawasan tambang di wilayah ini diindikasi seiring dengan pelaksanaan
politik daerah.”” Maka menarik untuk mengetahui (a) perubahan strukeur
agraria/P4T (Pemilikan, Penguasaan, Pemanfaatan, dan Penggunaan
Tanah) sebelum dan setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah, dan
secara lebih khusus setelah pembukaan kawasan pertambangan, (b)
dampak pertambangan bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat dan
ckologi sekitar, dan (c) dalam konfigurasi politik macam apakah kedua
perubahan ini dibentuk.

Penelitian yang dikerjakan oleh Anna Mariana, Devy DC, Vegitya R.
Putri dengan judul “Politik Lokal, Elite Lokal dan Konsesi Pertambangan:
Perjuangan Perempuan atas Akses Tanah di Kutai Kertanegara” perubahan
corak kekuasaan dari sentralistik menjadi desentralistik pada awal masa
reformasi menjadi angin segar tersendiri bagi dunia politik. Di Indonesia,
pasca rezim otoriter memunculkan perubahan di tingkat politik lokal yang
cukup signifikan. Namun, para aktor politiknya masih merupakan aktor-
kator “lama”. Ini kenyataan yang terjadi di Kutai Kertanegara. Sebagai
wilayah kabupaten baru ia tetap dipimpin oleh mesin politik lama, Partai
Golkar. Selain itu, elite-elite lokal muncul sebagai penguasa yang sekaligus
menjadi pengusaha. Wilayah-wilayah kekuasaan tersebut dipimpin oleh
tata pemerintahan yang oligarkis. Dengan tata pemerintahan semacam
itu, ketika arus besar kapital masuk ke arena sumber daya alam, maka
yang terjadi adalah perlombaan akumulasi kapital baik di kalangan elite
penguasa, apalagi oleh pengusaha, yang wujudnya melalui dikeluarkannya
ijin konsesi-konsesi secara besar-besaran untuk pertambangan.

Rezim pemerintahan yang terbentuk di Kutai Kertanegara merupakan
potret dari rezim konsesi pertambangan. Ijin konsesi yang keluar bisa
sangat mudah didapatkan, regulasi yang longgar, pengawasan yang
lemah, membuat lingkaran “kesejahteraan” dalam industri tambang hanya
dinikmati oleh “lingkaran kekuasaan” belaka dan bukan menyejahterakan
masyarakat. Hal ini dibuktikan meski dengan banyaknya konsesi yang
dikeluarkan, tentunya pendapatan Asli Daerah (PAD) secharusnya

penyebab-banjir-di-kutai-kartanegara-akan-ditutup/#ixzz2M4MiWays

19 Robin Burgess dari London School of Economics, “The Political Economy of Deforestation
in the Tropics”, tahun 2011.
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meningkat dan memberi dampak pada kesejahteraan warga. Namun yang
terjadi di Kukar justru berbanding terbalik.

Meluasnya konsesi pertambangan memicu pengalihfungsian lahan
besar-besaran. Perebutan tanah di Kutai Kertanegara samapai saat ini
sedengan berlangsung dengan sangat masif. Mode perampasan tanah
mulai dari yang persuasif melalui skema jual-beli—penggantian harga
tanah meski dengan harga yang murah; hingga sabotase, dengan merusak
fasilitas umum, seperti membiarkan jalanan rusak, dan tambang juga
mengakibatkan banjir dan lingkungan tidak sehat. Warga Kertabhuana
yang dikaji oleh Tim, tergambar sudah tidak lagi mampu menahan laju
pertambahan luasan pertambangan yang telah “merebut” tanah-tanah
mereka, karena segala bentuk mode perampasan lahan nyata di depan
mata. Ketersingkiran akses atas tanah-nya menjadi sangat nyata, baik
laiki-laki lebih-lebih perempuan.

Tidak hanya desa transmigran yang mengalami ketercerabutan atas
lahan mereka, desa masyarakat suku Dayak Kenyah yang juga dijadikan
desa budaya oleh Pemda, sebagai desa “penduduk asli” Kalimantan pun
mereka mengalami keterancaman yang sama yang diakibatkan oleh
industri tambang. Penyingkiran yang mereka hadapi saat ini juga dari
arah lain berupa klaim tanah ladang mereka oleh etnis lain. Dua desa
yang berbeda karakter ini memiliki satu kesamaan yakni terancam oleh
pertambangan. Para perempuan penjaga pangan yang dimiliki oleh warga
di dua desa ini sebagian besar masih berjuang melawan tambang, sebagian
lagi mereka sudah menyerah.

7. Merumuskan Penilaian Tanah yang Progresif

Penilaian tanah didefiniskan sebagai ro establish a relationship between
property characteristics and sale prices, thereby permitting an estimate of
the market value of other properties not subject to a recent sale.*
definisi konvensional ini penilaian tanah ditujukan semata-mata untuk

Dalam

kepentingan ekonomi pasar tanah dan pajak.

Sementara telah dinyatakan secara tegas bahwa tanah tidak hanya
mengandung nilai ekonomi dan berharga sebagai komoditi, karena “Semua

hak atas tanah mempunyai fungsi sosial” (UUPA 1960 Pasal 6). Tanah dan

20 German, Jerome C., Dennis Robinson and Joan Youngman, Land Valuation, 2000.
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alam adalah ruang hidup manusia dan ekologi dimana satu sama lain saling
berkoeksidensi. Oleh karena itu tidak dapat tanah dilihat semata-mata sebagai
komoditas yang memiliki nilai pasar dan nilai pajak.*' Jika tanah hanya
dianggap sebagai komoditas yang dengan mudah diperjual-belikan, sementara
sifat dari tanah itu berbeda dengan komoditas lain sebab tanah memiliki
sifat yang oleh Karl Polanyi diistilahkan sebagai fictitious commodity (barang
dagangan yang dibayangkan). Tanah selalu melekat di atasnya hubungan-
hubungan sosial, yang ketika ia dijual dan dilepaskan hubungan sosial itu
maka akan terjadi guncangan-guncangan yang menghancurkan sendi-
sendi keberlanjutan hidup masyarakat itu, sehingga akan muncul gerakan
petlawanan (counter movements).** Oleh karena itu perlu dikembangkan
metodologi penilaian tanah secara lebih luas. Salah satu pendekatan itu adalah
sosial-historis dan agroekologis dalam penilaian tanah.

Pendekatan sosial-historis dan agroekologis dalam penilaian tanah
diperlukan dengan menyadari bahwa nilai tanah terkait dengan lokasi
geografisnya, lokasi dimana sebidang tanah atau terlebih suatu zona/
kawasan telah memiliki karakter sosial, ekologis, dan historis. Karakter
sosial itu adalah “bidang dan ruang dimana diatasnya dibangun ruang
sosial, budaya (identitas), ekonomi, dan politik masyarakat.” Dialektika
hubungan tersebut diartikulasikan (salah satunya) oleh relasi produksi dan
menciptakan sistem akumulasi modal yang di satu sisi dapat menciptakan
kemiskinan kronis bagi sebagian orang, dan sisi lain menciptakan
kesejahteraan bagi sebagian lainnya.*

Sejak tahun 2006, BPN RI telah memetakan Zona Nilai Tanah
(ZNT). Melalui Direktorat Survei Potensi Tanah yang baru terbentuk
pada tahun 2006, ZNT dimaksudkan sebagai upaya membangun
sistem penilaian total aset pertanahan yang dapat dijadikan indikator
kemakmuran dan pencegahan sengketa pertanahan. Paradigma yang
digunakan oleh ZNT ini adalah tanah dalam nilai pasarnya, “karena nilai

21 Laksmi A. Savitri dan Endriatmo Soetarto, “Metodologi Penilaian Tanah untuk berbagai
Kebutuhan,” presentasi persiapan pembukaan SP 1 Penilaian Tanah, Sekolah Tinggi
Pertanahan Nasional, 09 Maret 2011

22 Noer Fauzi Rachman, 2013, op.cit, him. 10

23 Cara pandang pendekatan sosial-historis dan agrockologis ini misalnya, Akhram-Lodi,
“Land, Markets and Neoliberal Enclosure: an agrarian political economy perspective.” Zhird
World Quarterly, Vol. 28, No. 8, 2007, hlm. 1437 —1456; dan David Mosse, “Power and
Duarability of Poverty: a critical exploration of the links between culture, marginality and

chronic poverty.” CPRC Working Paper, 2007
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yang akan dimunculkan dalam peta ZNT harus menggambarkan nilai
pasar, maka penilaian yang dilakukan diutamakan berbasis nilai pasar.”*

Peta ZNT yang dihasilkan setidaknya dapat dimanfaatkan bagi tiga
pihak (1) untuk dasar penentuan tarif layanan pertanahan sebagaimana
diatur dalam PP No 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak di BPN RI; (2) bermanfaat bagi Pemda
dalam menentukan besaran PBB sebagaimana amanat UU No 28
Tahun 2009; (3) dan bagi masyarakat sebagai referensi transaksi tanah
dan properti, penetapan dasar ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk
kepentingan umum, dan inventarisasi aset publik dan aset masyarakat
untuk berbagai kepentingan.

Sampai dengan tahun 2011, BPN baru berhasil memetakan 8% dari
luas total tanah dari seluruh permukaan bumi Indonesia yang ada dalam
yurisdiksi BPN RI. Tantangan terberatnya adalah pada kesiapan SDM
dan belum tersedianya secara optimal infrastruktur seperti peta dasar dan
peta tematik.”® Hal ini belum mempertimbangkan peluasan metodologi
penilaian tanah sebagaimana diuraikan di atas. Inilah serangkaian
tantangan yang dihadapi oleh BPN RI dalam persoalan penetapan nilai
tanah yang menanti terobosan-terobosan pemikiran dan solusi alternatif.

Penelitian Rochmat Martanto dan Senthot Sudirman berjudul
“Zonasi Penilaian Tanah Berdasarkan Pola Konversi Penggunaan Tanah,
Sosial-Ekonomi, dan Lokasi di Kabupaten Ngawi” menghasilkan
kesimpulan ringkas bahwa konversi penggunaan tanah pertanian ke non
pertanian adalah berpola mengelompok. Ini artinya pola penggunaan
tersebut bersifat ikutan dan tergantung pada berbagai jenis aktifitas
manusia terhadap tanah tersebut. Faktor yang mempengaruhi konversi
penggunaan tanah pertanian ke non pertanian adalah kepadatan penduduk
dan aksesibilitas jalan.

8. Analisa Jabatan Struktural dan Fungsional atas Kebutuhan
Riil Badan Pertanahan Nasional Rl

Jabatan struktural di BPN RI adalah jabatan yang sesuai dengan
struktur organisasi BPN RI di tingkat kantor pertanahan, kantor wilayah

24  Laporan Utama majalah Bhumibhakti, “Memetakan Zona Nilai Tanah”, Bhumibhakti, Pusat
Hukum dan Humas BPN RI, edisi 11 tahun 2012, hlm. 7
25 Ibid, hlm 9-10
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BPN Provinsi maupun BPN Pusat. Berdasarkan UU Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian, pada Pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa setiap
Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu. Hal
ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2013
tentang Pola Jenjang Karier PNS di Lingkungan BPN RI, pada Pasal 43
ayat (1) disebutkan bahwa PNS yang tidak menduduki Jabatan Struktural
diangkat dalam Jabatan Fungsional. Di sisi lain BPN RI melalui Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 telah ditingkatkan
kewenangannya dari yang semula pelaksana administrasi pertanaham
menjadi pelaksana Politik Pertanahan. Kewenangan ini membutuhkan
pegawai dan jabatan yang lebih strategis dan luas.

Sebagai contoh, lahirnya kedeputian baru Bidang Pengkajian dan
Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan membutuhkan tenaga
khusus sebagai peneliti yang bertugas menghimpun dan mengkaji data-
data sengketa dan konflik untuk selanjutnya dirumuskan resolusinya.
Sementara itu kedeputian ini tidak diisi oleh tenaga yang secara fungsional
merupakan peneliti yang bertugas melakukan “pengkajian” itu.

Jabatan fungsional pengangkatan ditujukan untuk memberi kejelasan
tugas yang dilakukan pegawai serta indikator penilaian prestasi kerja,
jenjang kerier pegawai dan remunerasi. Di lingkungan BPN RI sendiri
saat ini, pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan
fungsional tertentu belum diangkat dalam jabatan fungsional umum.

BPN RI telah mengusulkan ke Menpan jabatan fungsional umum
yang saat ini telah ditetapkan dalam kamus jabatan fungsional umum
untuk menjadi jabatan fungsional tertentu, antara lain; Jabatan Analis
Penilai Tanah dan Pemeta Nilai Tanah, Jabatan Analis Permohonan
Hak, Jabatan Analis Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu, Jabatan
Penyuluh dan Fasilitator Pertanahan, Jabatan Mediator Pertanahan,
Jabatan Kuasa Hukum Pertanahan.?

Jabatan Fungsional tertentu yang sudah ditetapkan oleh Menpan
yang perlu dikembangkan oleh BPN adalah; Analis Kepegawaian, Auditor
Kepegawaian, Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengembang
Teknologi Pembelajaran, Perancang Peraturan Perundang-undangan,

26 Rumusan Rapat Kerja Nasional BPN RI Tahun 2013, BPN RI, hal 3
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Pranata Komputer, Perencana, Arsiparis, Pustakawan, Peneliti, dan Pranata
Hubungan Masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu dirumuskan kembali kebutuhan
kepegawaian baru dan jabatan fungsional tertentu seiring dengan
meningkatnya kewenangan BPN RI serta kebutuhan obyektif lembaga
disertai dengan prasyarat administrasi dan pengembangan pegawai dan
jabatan tersebut.

Tulisan Abdul Haris Farid, Arief Syaifullah, Muh Arif Suhattanto
yang berjudul “Evaluasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan di
Badan Pertanahan Nasional” ini melakukan analisa SWOT terhadap
pelaksanaan jabatan fungsional Surveyor Pemetaan. Analisa SWOT yang
lazim digunakan di dalam dunia bisnis oleh penulis digunakan untuk
melihat lingkungan internal suatu lembaga, yakni BPN RI. Tulisan ini
menyimpulkan bahwa dari sisi kekuatannya, kegiatan survey dan pemetaan
yang dilakukan BPN merupakan kegiatan primer Pendaftaran Tanah.
Selain itu jumlah tenaga Survei dan Pemetaan tergolong besar dengan
kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral yang relatif besar pula dari
tahun ke tahun. Namun BPN RI dalam hal jabatan fungsional bidang ini
menghadapi kendala diantaranya berupa volume dan jenis pekerjaan survey
pertanaahan yang berbeda antar kantor di BPN, minimnya informasi
tentang tata cara menjadi jabfungsurta dan persyaratan persyaratan dalam
melakukan penilaian, dan kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral
yang tidak sesuai dengan konsep Pengukuran dan Pemetaan di beberapa
daerah karena lemahnya SDM di bidang Survey dan Pemetaaan.

Demikianlah berbagai temuan yang dihasilkan Penelitian Sistematis
STPN 2013 yang menggambarkan keluasan permasalahan yang dikaji
dan dihadapi. Ia mencerminkan masalah-masalah agraria kita saat ini.
Sekali lagi, sebagian permasalah tersebut adalah persoalan lama yang tidak
(hendak) di/ter-selesaikan atau disikapi secara tidak memadai dengan
pendekatan teknokratis yang tersedia tanpa mampu menyentuh akar
persoalannya. Berbagai tulisan masih menunjukkan nuansa suramnya
pengelolaan pertanahan, dan apa boleh buat, gambaran itu kita terima
sebagai cara untuk mengawali memperbaikinya. Sebagaimana perbaikan
didahului oleh koreksi; dan koreksi diawali dari pemahaman.

Selamat membaca.
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Politik dan Kebijakan Konsesi
Perkebunan Sawit di Riau

M. Nazir Salim, Sukayadi, Muhammad Yusuf

A. Pendahuluan

Kirisis harga pangan dunia yang terjadi pada tahun 2007-2008 dan
krisis energi beberapa tahun terakhir telah mendorong adanya upaya
akuisisi tanah secara luas untuk pangan dan energi di dunia Selatan
termasuk Indonesia." Meski demikian fenomena ini bukan hal yang
baru di dalam sejarah panjang kolonialisme di Indonesia.? Dalam hal ini,
transisi agraria di dunia Selatan dicirikan sebagai proses Land Grabbing
seperti apa yang dikatakan Borras dan Franco, ‘Land grab’ has become a
catch-all phrase to refer to the current explosion of (trans)national commercial
land transactions mainly revolving around the production and export of food,
animal feed, biofuels, timber and minerals.?

Fenomena akuisisi tanah secara luas turut ditandai oleh investasi
besar-besaran terhadap lahan untuk dikonversi menjadi pertanian

1 “Seized: The 2008 landgrab for food and financial security “, Grain, 24 October, 2008, http://
www.grain.org/article/entries/93-seized-the-2008-landgrab-for-food-and-financial-security,
lihat juga Klaus Deininger and Derek Byerlee, with Jonathan Lindsay dkk., Rising Global
Interest in Farmland: Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits?, World Bank, 2011, hlm.
41-43. Dalam kajian yang sama lihat juga Klaus Deininger, “Challenges posed by the new
wave of farmland investment”, 7he Journal of Peasant Studies, Vol. 38, No. 2, March 2011,
hlm. 217.

2 Ben White and Anirban Dasgupta, “Agrofuels Capitalism: a View from Political Economy”,
Journal of Peasant Studies, Vol. 37, No. 4, October 2010, hlm. 599, lihat juga Tania Murray
Li, “Centering labor in the land grab debate”, Zhe Journal of Peasant Studies, Vol. 38, No. 2,
March 2011, hlm. 281.

3 Saturnino M. Borras Jr and Jennifer C. Franco, “Global Land Grabbing and Trajectories of

Agrarian Change: A Preliminary Analysis”, Journal of Agrarian Change, Vol. 12 No. 1, January
2012, hlm. 34.



pangan maupun biofuel berorientasi pasar ekspor oleh negara yang
miskin lahan pertanian pangan namun berlimpah sumberdaya finansial.*
Terhadap situasi ini, Zoomers menggunakan istilah yang cukup
menarik, “foreignisation of space”, dengan mengidentifikasi tujuh proses
yang menimbulkan perubahan secara radikal kepemilikan tanah dan
penggunaannya di beberapa wilayah, Afrika, Asia, dan Amerika Latin.’
Salah satu motif utama dalam investasi tersebut adalah meminimalisir
biaya produksi untuk mendapatkan stok pangan atau bahan baku biofuel
yang murah. Tak urung, fenomena ini mengundang debat global baik
secara konseptual maupun praktik, antara pendukung yang lebih memilih
istilah “akusisi tanah” (land acquisition) maupun kelompok penentang
yang melihatnya sebagai proses perampasan tanah (land grabbing).
Dalam laporan Bank Dunia tahun 2011, “Rising Global Interest
in Farmland: Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits?”, akuisisi
tanah secara luas merupakan sebuah jalan dalam mengurangi kemiskinan
melalui tiga mekanisme yakni: (1) penciptaan lapangan kerja (melalui
buruh upahan), (2) peluang bisnis (baru) bagi pertanian kontrak dan,
(3) pembayaran sewa dan pembelian tanah.® Namun menurut Tania
Murray Li, laporan Bank Dunia tersebut pada faktanya tidak masuk
akal. Menelusuri sejarah panjang sejak masa kolonial di Indonesia, ia
mengatakan, justru yang terjadi adalah pelepasan petani dari tanahnya (free
labour) namun pada akhirnya pun mereka (petani) tidak mampu terserap
dalam sistem yang tersedia dalam industri (perkebunan) kapitalistik
(suplus population). Bahkan yang terjadi adalah anak-anak petani yang
berpendidikan kemudian harus menjadi pengangguran terdidik (educated
unemployment). Dalam paper lain secara tegas Tania Li menyatakan, “heir

“Seized: The 2008 landgrab ...”, Op.cit., hlm 2-3.

5  Annelies Zoomers, “Globalisation and the Foreignisation of Space: Seven Processes Driving
the Current Global Land Grab”, 7he Journal of Peasant Studies, Vol. 37, April 2010, hlm.
429-430. Tujuh proses itu adalah pembangunan pertanian lepas pantai, investasi asing pada
komoditas pertanian non-pangan dan biofuel, pengembangan kawasan lindung, cagar alam,
dan ekowisata, Zona Ekonomi Khusus, infrastrukeur besar-besaran, perluasan perkotaan,
kompleks wisata, rumah tinggal untuk pensiunan, pembelian tanah oleh migran di negara
asal mereka.

6 Dikutip dari Tania Murray Li, “Centering Labor in the Land Grab Debate”, he Journal of
Peasant Studies, Vol. 38, No. 2, March 2011, hlm. 281. Statemen dan analisa lengkapnya
lihat naskah aslinya, Klaus Deininger and Derek Byerlee, with Jonathan Lindsay dkk., op.ciz.,
hlm. 49-50.
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land is needed, but their labor is not.” Kita dengan mudah menemukan
pola-pola yang disinyalir oleh Tania Li di Indonesia, terutama dalam kasus
perkebunan skala luas.

Dalam kasus Indonesia, kebijakan pemberian konsesi kepada pemilik
modal melalui investasi usaha perkebunan dengan cara menguasai lahan
skala luas, baik melalui penyerapan PMA (Penanaman Modal Asing)
maupun PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Pada wilayah
Sumatera, lahan-lahan model ini seperti yang telah banyak dilaporkan,
semenjak Orde Baru hingga era Otonomi Daerah lahan yang dialokasikan
untuk Hak Guna Usaha (HGU) sebagian besar adalah hasil konversi
hutan yang dianggap sebagai Hak Menguasai Negara (HMN).® Sekalipun
kita harus melihat proses awal pembangunannya, pola-pola PIR Bun,
PIR Trans, KKPA,” dan projek pemerintah lainnya dengan semangat
pembangunan ekonomi Pulau Sumatera. Akan tetapi, kebijakan itu
dibarengi dengan tren deforestasi, misalnya secara keseluruhan sejak
1960, kita telah kehilangan hutan tropis sekitar 80 persen. Deforestasi
itu sebagian besar terjadi akibat kebijakan eksplorasi kayu dan ekspansi
besar-besaran perkebunan kelapa sawit.'

Sejauh ini, HGU adalah hak untuk menguasai lahan yang relatif
mudah diperoleh oleh pelaku usaha dengan sejumlah modal tertentu.
Dengan mekanisme prosedural yang relatif mudah mereka akses, para
pemilik modal ini akan segera dengan resmi menikmati hak untuk
menguasai lahan dalam kurun waktu yang panjang. Hal ini berlawanan
dengan perlakuan terhadap rakyat yang tanpa/sedikit sumberdaya.
Penganaktirian ini terus terjadi meskipun sektor perkebunan yang mereka
kelola telah membuktikan diri sebagai tulang punggung penerimaan
negara dan penyerap tenaga kerja yang efektif.

7 Tania Murray Li, “What Happens when the Land is Needed, but the People are Not?”, Paper
presented at the RCDS International Conference Revisiting Agrarian Transformations in
Southeast Asia 13-15 May 2010, Chiang Mai, Thailand, http://rcsd.soc.cmu.ac.th/InterConf/
papet/paperpdfl_412.pdf, hlm. 1.

8  Dalam konteks hutan, selain HGU, terdapat mekanisme investasi lain yaitu dalam
bentuk HPH (Hak Pengusahaan Hutan), HTT (Hutan Tanaman Industri) dan KP (Kuasa
Pertambangan).

9  Info Sawit, “Petani Plasma Sawit: Berbicara Fakta”, 2010. http://infosawit.com/booklets/
BOOKLET%20PETANI%20PLASMA.pdf, diakses pada tanggal 28 Januari 2014.

10 Saturnino M. Borras Jr., Philip McMichael, Ian Scoones, “The Politics of Biofuels, Land
and Agrarian Change: Editors’ Introduction”, 7he Journal of Peasant Studies, Vol. 37, No. 4,
October 2010, hlm. 577.
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Alih-alih membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat,
keberadaan HGU perkebunan sawit skala luas maupun konsesi lainnya
justru menimbulkan konflik agraria di berbagai wilayah dan menimbulkan
krisis ekosistem.

Dengan pemetaan dan kondisi yang ada, Indonesia merupakan salah
satu Negara dengan laju deforestasi tercepat ketiga di dunia, setelah Brazil
dan Congo,'" maka menjadi alasan dan penting untuk melihat peta secara
persis begaimana sistem dan kebijakan bekerja dalam konteks konsesi.
Sejauh ini, Riau adalah wilayah dengan hutan dan perkebunan sawitnya
cukup luas, namun deforestasinya juga tercepat di Indonesia, baik untuk
perkebunan maupun tanaman industri. Data resmi Dirjenbun (Direktorat
Jenderal Perkebunan) tahun 2012 menunjukkan, Riau adalah salah satu
provinsi yang memiliki perkebunan sawit terbesar di Indonesia.'* Catatan
Dirjenbun hanya yang berstatus alas hak HGU, sementara masih banyak
terdapat perusahaan yang beroperasi tanpa HGU."

Tanaman ekstrak seperti sawit merupakan incaran banyak investor
karena fungsinya yang begitu banyak. Dalam berbagai catatan, produk
sawit berupa minyak bisa digunakan menjadi banyak produk olahan.
Hal itu membuat fungsi sawit begitu vital bagi masyarakat modern. Di
Eropa minyak kelapa sawit digunaka secara ekstensif dalam pembuatan
makanan. Minyak sawit juga menghasilkan oleins yang biasa digunakan
dalam proses kimia untuk memproduksi ester, plastik, tekstil, emulsi,
bahan peledak, dan obat-obatan.'

Indonesia sebagai negara yang sedang bertransisi menuju negara
“industri” dan memiliki sumber daya alam yang berlimpah, sudah tentu

11 Budy P. Resosudarmo, dkk., “Forest Land Use Dynamics in Indonesia”, Working Papers in
Trade and Development, ANU, Februari 2012, hlm. 24. https://crawford.anu.edu.au/acde/
publications/publish/papers/wp2012/wp_econ_2012_01.pdf. diakses pada tanggal 28 Januari
2014.

12 Marcus Colchester, Norman Jiwan, Andiko, dkk. 7anah yang Dijanjikan: Minyak Sawit dan
Pembebasan Tanah di Indonesia, Implikasi terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat.
Jakarta: Forest People Programme dan Perkumpulan Sawit Watch, 2006, hlm. 26.

13 Lihatlaporan WWEF Report 2013. Sawit dari Ttaman Nasional: Menelusuri TBS Sawit lllegal
di Riau, Sumatera. WWEF Riau, 2013. “50 Perusahaan Kelapa Sawit di Rohul Belum Miliki
HGU”, http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=58131, 02 April 2013. Ratusan Ribu
Hektar Kebun Sawit di Riau Tanpa HGU”, www.riauerkini.com. Rabu, 26 Agustus 2009.
“PT Guna Dodos Pelalawan Belum Miliki HGU”, www.riauerkini.com. Selasa, 24 Mei 2011.
PT Guna Dodos tercatat memiliki lahan 900 hektar tanpa HGU.

14 Marcus Colchester, op.cit., hlm. 22.
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menjadi daya tarik untuk para investor. Dokumen MP3EI menunjukkan
koridor Sumatera merupakan wilayah dengan target peningkatan
perkebunan sawit, artinya peningkatan Crude Palm Oil (CPO). Sekalipun
tanpa MP3EI jalur Sumatera sudah mapan dengan perkebunannya,"
MP3EI hanya menciptakan “jalan tol” untuk menuju Indonesia menjadi
pengekspor CPO terbesar di dunia, sebagaimana ditargetkan 40 juta ton
pertahun.

MP3EI hanya salah satu prangkat yang diciptakan dalam rangka
untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional. Oleh karena itu, atas
nama pembangunan, tanah menjadi kata kunci untuk mewujudkannya.
Dalam konteks itulah bisa dipahami bahwa di negara berkembang,
tidak ada paham yang paling berpengaruh selain paham pembangunan.
Paham ini merujuk tanah atau lahan merupakan aspek penting untuk
mewujudkan tapak-tapak pembangunannya, baik yang dilakukan oleh
industri pemerintah sendiri maupun swasta nasional dan asing. Paham
ini memang meyakini bahwa pembangunan sama dengan pertumbuhan
ckonomi, dimana modal diinvestasikan untuk produksi-distribusi-
konsusmsi.'®

Berbicara perkebunan sawit—yang ujung dari kegiatan itu adalah
izin dari negara bernama Hak Guna Usaha—bermula dari eksploitasi
hutan alam. Kasus Riau yang selama ini didengungkan oleh para aktivis
lingkungan adalah pembukaan lahan hutan alam secara besar-besaran
yang melanggar hukum. Hulu dari perkebunan di Riau adalah eksploitasi
hutan alam yang dianggap bermasalah. Pasca eksploitasi hutan alam
giliran berikutnya adalah izin pemanfaatan lahan, baik untuk Hutan
Tanaman Industri maupun perkebunan dengan alas hak HGU. Dalam
catatan legal administrasi setiap penerbitan izin usaha, semua proses
berlaku secara alamiah, tetapi dibalik semua itu justru bermunculan
persoalan, yakni konflik lahan antara masyarakat dan pengusaha. Data-
data di lapangan menunjukkan bahwa pemintasan proses terjadi schingga

15 Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangaunan Ekonomi Indonesia (MP3EL) 2011-2025.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011.

16  Noer Fauzi, “Pendahuluan: Argumentasi Konferensi Tanah dan Pembangunan”, dalam Noer
Fauzi, (Peny.), Tanah dan Pembangunan: Risalah dari Konferensi INFID ke-10, Jakarta: Sinar
Harapan, 1997, hlm. 4.
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sering menimbulkan persoalan, terutama yang menjadi korban adalah
masyarakat."”

Beberapa persoalan di lapangan yang dianggap serius adalah
menyangkut banyaknya usaha perkebunan sawit tanpa HGU, padahal
mereka menanam/menmiliki sawit dalam skala luas. Sementara dari sudut
pandang internasional, sedikitnya perkebunan sawit Indonesia yang
memiliki sertifikat dari Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai
sertifikat untuk CPO agar dapat menembus pasaran internasional.
Ketidakaberadaaan sertifikat tersebut menyebabkan petani skala kecil
sangat dirugikan, karena harga Tandan Buah Segar (TBS) sangat murah.
Persoalannya, untuk mendapatkan sertifikat Roundtable on Sustainable
Palm Oil (RSPO) yang berpusat di Swiss, ada 8 prinsip dan 38 kriteria
yang harus dipenuhi sebuah perusahaan, diantaranya prinsip mematuhi
hukum internasional dan nasional, tidak membuka hutan primer (hutan
alam) berekosistem tinggi, menghargai hak-hak adat, dan tidak ada tekanan
atau paksaan dalam menguasai lahan. Prinsip lain adalah menghargai hak-
hak buruh, menghargai hak-hak wanita, tidak menggunakan api dalam
membuka lahan atau saat melakukan peremajaan perkebunan, serta tidak
menggunakan kekerasan dalam membuka dan meremajakan kebun.'®
Prinsip di atas nyaris tidak terpenuhi oleh semua pemilik perkebunan
sawit di Riau dengan penguasaan lahan skala luas.

Persoalan berikutnya tentang HGU adalah minimnya negara
memberikan perlindungan sekaligus pendampingan kepada warga agar
masyarakat sekitar perkebunan tersejahterakan. Konsep Perusahaan Inti
Rakyat (PIR) yang selama ini dianut dengan menjadikan warga sekitar
sebagai “anak asuh” tak sepenuhnya jalan, bahkan tidak diberikan sama
sekali hak warga sekitar. Konsep dasar tentang anak asuh ini sebenarnya
menarik jika pelaku usaha dan negara mampu menjalankan, sebab bisa
meredam potensi konflik yang ada, sekalipun tidak mampu mengatasi
akar persoalannya.

17 Wawancara dengan Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik
Pertanahan BPN Provinsi Riau, Pekanbaru, 12 Juli 2013.

18  “50 Perusahaan Kelapa Sawit di Rohul Belum Miliki HGU”, http://www.riauterkini.com/
hukum.php?arr=58131, 31 Maret 2013. Di Riau pembukan lahan dengan metode murah
(pembakaran) sering terjadi. Menurut Walhi, metode pembukaan lahan untuk perkebunan
sawit di Sumatera dengan cara membakar lahan sering terjadi, karena metode ini sangat
murah dibanding harus menggunakan tenaga manusia atau alat berat.
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Pemberian HGU adalah salah satu kebijakan yang memungkinkan
para pemilik modal melakukan investasi untuk melakukan kegiatan usaha
di Indonesia dengan cara menguasai luasan lahan skala luas. HGU telah
menjadi salah satu upaya utama pemerintah dalam menyerap modal asing
dan dalam negeri melalui mekanisme PMA (Penanaman Modal Asing)
dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Lahan yang dialokasikan
untuk HGU sebagian besar adalah hasil konversi hutan yang dianggap
sebagai tanah (dikuasai oleh) negara. Dalam konteks hutan, selain
HGU, terdapat mekanisme investasi lain yaitu dalam bentuk HPH (Hak
Pengusahaan Hutan), HTT (Hutan Tanaman Industri) dan KP (Kuasa
Pertambangan).

Konsekuensi banyaknya lahan perkebunan dalam jumlah skala besar
telah memunculkan konflik, baik dalam bentuk pertentangan klaim
maupun perambahan, karena banyak rakyat yang “lapar” akan tanah. Data
laporan NGO lokal menunjukkan hampir semua kabupaten di Riau yang
memiliki lahan sawit berkonflik dengan masyarakat.”” Muncul dugaan
kuat penyebab konflik adalah problem administratif, pola penguasaan,
dan praktik kebijakan dan perolehan hak yang diduga menyimpang dari
aturan yang seharusnya, baik pada kasus perkebunan maupun kehutanan.
Beberapa persoalan di atas mesti dilihat secara utuh dalam kerangka politik
kebijakan perolehan hak sekaligus prakteknya di lapangan.

Kajian ini mencoba melihat beberapa persoalan dalam bentuk
rumusan besar. Gagasan utama yang ingin dilihat adalah konteks umum
sebelum HGU itu berada di tangan para pemegang hak. Terkait hal itu,
kami mencoba mendekati secara makro persoalan-persoalan konsesi lahan
di Riau, baik pola maupun cara kerja memperolehnya. Salah satu temuan
penelitian ini adalah peran berbagai pihak yang masuk dalam ranah
praktik kebijakan pengembangan ekonomi perkebunan di Indonesia/
Riau, khususnya sawit. Menarik mengetahui bagaimana konteks global
situasi ekonomi dunia dalam menempatkan pembangunan perkebunan
Indonesia? Bagaimana cara para pemodal menguasai, mengumpulkan,
dan menggunakan lahan skala luas di Riau?

Melalui analisis historical geographical materialsm, Henri Lefebrvre
menyatakan, setiap masyarakat kelas menciptakan ruangnya sendiri.

19 Scale Up, “Laporan Tahunan Konflik Sumberdaya Alam di Riau Tahun 2008-20117,
(Pekanbaru: Scale Up), 2012, hlm. 32.
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Dalam konteks kapitalisme kontemporer, ruang itu sendiri di(re) produksi

yang terkandung dalam proses perkembangan kapitalisme.” [a menyatakan

‘production no longer occurs merely in space; instead, space is itself now being
produced in and through the process of capitalist development... 1o change

life; to change society, these phrases mean nothing if there is no production of
an appropriated space”.*!

Mengikuti tradisi Marxist, keharusan kapitalisme untuk terus
melakukan produksi ruang dapat dipahami dengan melihat bagaimana
formulasi akumulasi surplus itu berlangsung. Kehendak untuk terus
melakukan produksi untuk kepentingan akumulasi surplus (over
accumulation) oleh korporasi membutuhkan (re)produksi ruang-ruang
baru yang menyediakan sumber tenaga kerja murah dan pasar komoditi
yang dihasilkan meskipun dengan menggunakan kekerasan, militer dan
sebagainya. Dalam hal ini, proses (re)produksi ruang mensyaratkan
adanya akumulasi primitif (primitive accumulation) yakni pelepasan
(pemutusan ikatan/hubungan tradisional) kaum tani dari alat produksi
utama berupa lahan garapan dan mengubahnya menjadi tenaga kerja
lepas. Proses akumulasi semacam ini tidaklah berlangsung pada tahap
awal perkembangan kapitalisme semata, namun merupakan bagian tak
terpisahkan dari cara produksi kapitalis itu sendiri yakni penciptaan
tenaga kerja lepas pedesaan dan pencaplokan lahan oleh korporasi
(kelas pengusaha-pemodal) sebagai modal.”> Pada sistem politik yang
demokratik, pencaplokan dilakukan melalui proses pengaturan oleh negara
dengan aturan perundangan-undangan dan administrasi, dan mekanisme
pasar, dengan prasyarat kekuatan korporasi beraliansi dengan politisi dan
apratus negara untuk menciptakan aturan hukum yang memberikan
kepastian (legalitas) bagi kegiatan investasi. Hal ini dilakukan lewat cara
mendorong petani perdesaan masuk dalam skema korporasi (adverse
incorporation) yang menyebabkan masing-masing dari mereka terlibat
dan tergantung alias tidak mandiri yang juga menjadi bagian dari skema

20 Henry Lefebvre, 7he Production of Space. Blackwell Publishing, 1991.
21 Henri Lefebvre, State, Space, World, (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2009),
hlm. 186..

22 Massimo De Angelis, “Marx and Primitive Accumulation: The Continuous Character of
Capital’s “Enclosures”, The Commoner N.2, September 2001. http://doczine.com/bigdata
/2/1367040941_95ffd3c0a5/02deangelis.pdf. Diakses pada tanggal 15 Desember 2013.
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korporasi, sechingga pada gilirannya tenaga dan lahannya dicaplok oleh
mereka.?

Dalam konteks pembangunan perkebunan skala luas oleh korporasi
dalam bentuk HGU dapat dilihat sebagai konstruksi ruang yang
didedikasikan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi regional
(jejaring spasial untuk kepentingan akumulasi). Praktek ini kemudian
dikenal sebagai land grabbing, yang secara umum merujuk pada transfer
penguasaan tanah skala besar — dengan cara apa pun — kepada korporasi,
baik perusahaan domestik maupun asing, dan sering kali bersifat lintas-
batas (teritori, wilayah administratif, negara) untuk tujuan investasi
dan mencari keuntungan maupun alasan ekologi tertentu (seperti
keseimbangan dan menjaga daya dukung lingkungan secara makro) di
satu sisi, tetapi di sisi lainnya mengabaikan hak-hak penduduk setempat
untuk juga menguasai dan/atau menggunakan tanah untuk keberlanjutan
hidupnya, untuk memelihara keberlanjutan budaya mereka, maupun
untuk turut serta dalam memelihara lingkungan. Di Asia Tenggara,
termasuk Indonesia, ada empat faktor yang bekerja dalam proses
penggusuran masyarakat setempat atas tanah-tanah yang mereka kuasai
selama ini: peraturan, pasar, legitimasi politik dan paksaan.**

John E McCarthy” melihat beberapa persoalan serius dalam proses
masuknya perkebunan sawit di Indonesia. Satu sisi benar bahwa laporan
Bank Dunia yang menjadi rujukan atas menurunnya kemiskinan di
pedesaan, akan tetapi praktik-praktik itu menimbulkan persoalan karena
orang-orang yang disebut sebagai pihak yang ikut terlibat dalam proses-
proses pembangunan perkebunan di sekitar perkebunan luas kehilangan
akses, bukan menjadi petani yang mandiri dan tetap menjadi petani kecil.
Konsep adverse incorporation yang diusungnya mampu menunjukkan
dengan valid dalam skala tertentu pada kasus Riau, secara perlahan para
petani kehilangan bukan hanya ketergantungan akses ke pasar tetapi juga
lahan, lewat cara-cara primitive accumulation.” Pola-pola demikian telah

23 John E McCarthy, “Processes of Inclusion and Adverse Incorporation: Oil Palm and Agrarian
Change in Sumatra, Indonesia”, 7he Journal of Peasant Studies, Vol. 37, No. 4, October 2010.

24  Derek Hall, Philip Hirsch, and Tania Li, Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast
Asia. (Singapore and Manoa: NUS Press and University of Hawaii Press, 2011).

25 John E McCarthy, gp.cit.

26 Maximo de Angelis, 2001. “Marx and primitive accumulation: The continuous character of

capital’s “enclosures™. In http://homepages.uel.ac.uk/M.DeAgnelis/PIMACCA.htm. Lihat
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terjadi dalam berbagai kasus di Riau, tentu ada banyak cara dan pola
akumulasi lahannya. Umumnya pola demikian telah memutus akses petani
ke pasar dan gagal mandiri, secara perlahan ia dibuat tergantung oleh para
petani besar dan akhirnya melepaskan lahannya (dijual).

Kajian ini mencoba melihat peta persoalan menyangkut konsesi lahan
secara lebih luas, bagaimana kebijakan pembangunan perkebunan itu
dimaknai sebagai sebuah proses “membangun Riau”. Keterkaitan kebijakan
negara sangat intim dengan agenda ekonomi yang berorientasi ekspor
sebagai pemenuhan kepentingan ekonomi dunia “pertama”. Dengan
label meningkatkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa, kebijakan konsesi berhasil memberi jalan investasi bagi
korporasi dengan membuka ruang secara luas dalam praktik kebijakannya.
Sekalipun ada banyak konsekuensi yang ditimbulkan, baik penyingkiran,
konflik, maupun kerusakan-kerusakan lingkungan. HGU hanya dilihat
sebagai hilir dari semua sezting besar yang diperankan oleh banyak pihak
dalam rangka memuluskan kebijakan yang berorientasi ekspor tersebut.

B. Deforestasi dan Perubahan Pengguanaan Tanah

Mengikuti pendapat Borras dan Franco transisi agraris dan ekspansi
perkebunan kapitalistik di negara-negara berkembang dapat dipahami
melalui penelusuran dua unsur yakni dinamika dari perubahan tata
guna lahan (land use chage), hubungan-hubungan kepemilikan (properzy
relations) serta keterhubungan kedua unsur tersebut. Dari keterhubungan
dua unsur tersebut menghadirkan empat tipologi perubahan tata guna
lahan untuk membantu penelusuran studi mengenai transisi agraris
yakni: Land use change within food to food production (type A), Land use
change form food to biofuel production (type B), Lands devoted to non-food
uses converted to food production (type C), dan Lands dedicated to forest
and marginallidle lands being converted ro biofuel production (rype D).”
Berdasarkan kategori (tipologi) tersebut, fenomena land grabbing dapat
dicirikan atau diurai dengan menelusuri orientasi produksi/tata guna lahan

juga, Alice B. Kelly, “ Conservation practice as primitive accumulation”, 7he Journal of Peasant
Studies, Vol. 38, No. 4, October 2011.

27  Saturnino M. Borras Jr and Jennifer C. Franco, op.cit., hlm 36. Hal yang perlu digarisbawahi,
arah dan corak perubahan tata guna lahan merupakan suatu hal yang kompleks dan sangat
bervariasi antara satu tempat dengan tempat lainnya.
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(food/biofuel), orientasi pasar (domestic/exsport) dan yang terpenting adalah
status kepemilikan/penguasaan (control) lahan (smallholder/coorporate).
Pada prakteknya, fenomena land grabbing yang terjadi di beberapa
tempat dicirikan oleh skema pertanian (pangan/biofuel) berorientasi
ekspor berbasis korporasi (trans) nasional (7NC-driven food and biofuel
production for export).

Tabel 1. Tipe Penggunaan Lahan di Indonesia

Type land Year
ypefand use 1990 | 1995 | 2000 | 2005
a. Oil palm plantations Area
(million ha) Differences 0,7 1,2 2 3,7
(million ha) 0,5 0,8 1,7
b. Agricultural lands Area
(million ha) Differences 45,1 42,2 44,8 48,5
(million ha) -2,9 2,6 3,7

c. Forests area Area (million ha)

118,6 109 99,4 97,9
'936 "9;6 - 1 ,6

Sumber: Budy P. Resosudarmo, dkk., “Forest Land Use Dynamics in Indonesia”,
Working Papers in Trade and Development, ANU, Februari 2012.

Differences (million ha)

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara di dunia dengan
laju perubahan tata guna lahan (land wuse change) yang cukup tinggi.
Ditandai dengan laju deforestrasi baik disebabkan oleh pemberian konsesi
penebangan hutan maupun pembangunan perkebunan sawit skala
luas. Data FAO menunjukkan pada tahun 2010 Indonesia menduduki
peringkat tiga di dunia sebagai negara yang kaya hutan tropis dengan
deforestasi tercepat setelah Republik Congo dan Brasil.*®

28 FAO, Global Forest Resources Assessment 2010: Main Report, FAO, 2010.
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Tabel 2. Laju Deforestrasi di Negara Hutan Tropis

;r::n Laju perubahan per tahun

2010 1990-2000 2000-2005 2005-2010

1000 ha 1000 ha/th % 1000 ha/th % 1000 ha/th %
Brazil 519.522 29890 | -5,51 3090 | -0,57 2194 | -042
gﬁg"jmﬁ 154.135 311 02 311 02 -311 0,2
Indonesia 94.432 1914 | -1,75 310 | -0,31 685 | 0,71
India 68.434 145 | 022 464 0,7 145 | 021
Peru 67.992 94| -1,14 94| 0,14 150 | -0,22
Mexico 64.802 354 | 0,52 235 | -035 155 | 0,24
Colombia 60.499 101 | -0,16 101 | -0,16 101 | 0,17
Angola 58.480 125 | 0,21 ;125 | -0,21 -125 | 021
Bolivia 57.196 270 | -0,44 271 -0,46 308 | -0,53
Zambia 49.468 167 | 0,32 167 | 0,33 167 | 0,33

Sumber: Budy P. Resosudarmo, dkk., “Forest Land Use Dynamics in Indonesia”,
Working Papers in Trade and Development, ANU, Februari 2012

Sejak tahun 1990 Indonesia terus mengalami proses deforestrasi.
Menurut data Bank Dunia, persentase areal hutan pada tahun 2011
mencapai 51,75 % yang sebelumnya pada tahun 1990 luas areal hutan
sebesar 65,44 % dari total daratan. Di tengah laju deforestrasi yang terus
meningkat, turut dibarengi penurunan jumlah penduduk pedesaan dan
jumlah orang yang bekerja di pertanian.

Hilangnya kawasan hutan dibarengi perubahan tata guna lahan
yang didedikasikan untuk kepentingan pembangunan perkebunan kelapa
sawit skala luas oleh korporasi, di sisi lain terdapat kegiatan ekstraksi
pertambangan. Hingga tahun 2012, tercatat luasan total areal perkebunan
sawit di Indonesia diperkirakan mencapai 9,56 juta ha dengan produksi CPO
25.2 juta ton pertahun.”” Berdasarkan luasan penguasaan lahan, pada tahun
2011 perkebunan sawit didominasi oleh perkebunan besar swasta (PBS) yang
mencapai 4,5 juta ha atau sekitar 54,5%, perkebunan besar negara (PBN)
mencapai 644.000 ha (7,9%) dan perkebunan rakyat (PR) mencapai 3,1 juta

29  Majalah Info Sawit, Vol. VIl No. 1 . Januari, 2013, hlm. 14.
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ha (37,7 %).” Jika digabungkan antara PBS dan PBN maka total penguasaan
perkebunan sawit skala luas mencapai 62,3% (Gambar 2).

Gambar 1. Indikator Pembangunan Kawasan
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Sumber: Diolah dari data Bank Dunia.
http://data.worldbank.org/country/indonesia

Gambar 2. Luas Areal Perkebunan Sawit di Indonesia, 1967-2011

Luas Areal Perkebunan Sawit di Indonasia berdasarkan Status
Penguasaan, Tahun 1967 - 2011{ha)
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Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian

30 Direkrorat Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian, 2011. htep://digenbun.pertanian.go.id/
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Angka-angka indikator yang telah dipaparkan sebelumnya tampak
terlihat model pengembangan kawasan di Indonesia termasuk Riau
dicirikan oleh praktek “tebang, ganti, dan hapus.” Perbuahan tata guna
lahan melalui pembongkaran hutan (tebang) yang menjadi sumber
penghidupan bagi sebagian besar warga pedesaan, “digantikan” oleh model
pemanfaatan ruang untuk kepentingan perkebunan besar berorientasi
ekspor yakni kelapa sawit. Konsekuensi logis dari model pembangunan
wilayah dan ekpansi ruang oleh perkebunan skala luas yakni “penghapusan”
ruang-ruang hidup penduduk pedesaan.

Tingginya laju deforestrasi hutan turut dibarengi oleh terus
meluasnya ekspansi perkebunan sawit yang dalam prakteknya banyak
merupakan hasil perubahan fungsi kawasan hutan. Jika pada tahun 1990
luas kawasan perkebunan sawit mencapai 0,7 juta ha, maka tahun 2005
telah meningkat secara drastis mencapai 3,7 juta ha dan 2010 menjadi
8.3 juta ha. Sebaliknya, luas kawasan hutan terus mengalami penurunan
dari 118,6 juta ha pada tahun 1990 menjadi 97,9 juta ha pada tahun
2005, dan 94 juta ha pada tahun 2010.%' Table berikut menunjukan tiga
tipe penggunaan lahan skala luas di Indonesia, perkebunan (kelapa sawit),
pertanian, dan kehutanan. Sementara laju pertumbuhan kelapa sawit
dalam lima tahun terakhir begitu pesat, 4.6 juta ha.

Tabel 3. Tipe Penggunaan Lahan di Indonesia, 1990-2010

Year
1990 1995 2000 2005 2010

Type land use

a. Oil palm plantations
Area (million ha) 0,7 1,2 2 3,7 8,3
Differences (million ha) 0,5 0,8 1,7 4.6

b. Agricultural lands Area
(million ha) Differences 45,1 42,2 44,8 48,5 -
(million ha) -2,9 2,6 3,7 -

31 FAO, Global Forest...op.cit., hlm. 13.
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Year
1990 1995 2000 2005 2010

Type land use

c. Forests area Area

(million ha) Differences | 118,6 109 99,4 97,9 94
(million ha) -9,6 -9,6 -1,6 -3,9

Sumber: Diolah dari beberapa sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2012,
FAO, 2010, Budy P. Resosudarmo, dkk., “Forest Land Use Dynamics in Indonesia”,
Working Papers in Trade and Development, ANU, Februari 2012.

Provinsi Riau secara keseluruhan menghasilkan CPO terbesar bila
dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Hal itu karena luas
areal sawit Riau memang yang terbesar di Indonesia. Pada tahun 2011,
total luasan lahan perkebunan sawit mencapai 1,47 juta ha dengan
perincian perkebunan besar swasta sebesar 701 ha (47,6%), perkebunan
besar negara mencapai 79 ribu ha (5,4%) dan perkebunan rakyat seluas 691
ribu ha atau sekitar 47%.% Namun data itu berbeda jauh dibandingkan
dengan data resmi yang dikeluarkan oleh Dirjenbun Provinsi Riau dan
Badan Pusat Statistik Riau pada tahun yang sama. Menurut data resmi
Badan Statistik Provinsi Riau, luas sawit 2.25 juta ha dengan produksi
CPO mencapai 6.93 juta ton pertahun.” Sementara data Dirjenbun lebih
jauh di atas data BPS, diperkirakan ada sekitar 3.4 juta ha sawit di Riau,
terdiri atas 2.25 juta ha perkebunan rakyat, 1 juta ha perkebunan swasta,
dan 90 ribu ha perkebunan negara. Data Dirjenbun lebih real, karena
mencatat semua tanaman, baik tanaman produktif maupun tanaman
rusak. Tampaknya data yang dikeluarkan BPS adalah catatan lahan sawit
produktif milik rakyat, tidak memasukan tanaman rusak dan tanaman
belum menghasilkan.

32 Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, 2011.

33 Riau dalam Angka 2012, Pekanbaru: BPS, 2013, hlm. 218 dan 223.
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Tabel 4. Perkebunan Sawit di 12 Kabupaten di Riau Tahun 2011

No| Kabupaten

Luas Areal (Ha)

21.281 |PRshiiE
16.220 [2Aisier;
10.194 158.927
17.885 118.661
27451 PRy ARRT.

15.885 186.297
3.407 190.735
1.743 38.379
1.212 179.557

110.203 578.324
- 6.747

11.307 88.588
230.788 BRI

8 00447
KRN 1.017.983

TBM ™
Kampar 38.283 199.269
8 Rokan Hulu 68.357 182.016
Pelalawan 17.603 131.130
Indragiri Hulu 22.038 78.738
Kuantan 65.788 128.500
Singingi
Bengkalis 65.756 104.656
78 Rokan Hilir 23.727 163.601
8 Dumai 13.258 23.378
52.423 125.922
L0 Indragini Hilir 101.009 367.112
I8N Pekanbaru 5474 1.273
Kep. Meranti 22.735 54.546
Perkebunan 496453 | 1.560.141
Rakyat
PBN 1.000 89.447
PBS 161.426 856.172
Total Riau 638.879 | 2.505.760

237.173 | 3.401.812

Sumber: http://disbun.riau.go.id/index.php/luas-pekebunan3*

Dari luasan itu, seluruh kabupaten di Riau menjadikan sawit sebagai
tanaman primadona dengan rata-rata luasan 283.484 hektar,” kecuali
Kota Pekanbaru yang hanya memiliki lahan sawit sekitar 1.273 hektar.
Meskipun angka resmi itu menurut beberapa sumber di Riau masih bisa

34 Rincian lahan sawit di Riau sebagai berikut: 2.256.538 ha (TM=tanaman menghasilkan),
658.879 ha (TBM-= tanaman belum menghasilkan), 237.173 ha (T'TR: tanaman tua rusak).
Total luasan 3.401.812 hektar, lihat http://disbun.riau.go.id/index.php/luas-pekebunan.

35 http://disbun.riau.go.id/index.php/luas-pekebunan, lihat juga Riau dalam Angka 2012,
Pekanbaru: BPS, 2013). Angka ini sudah menyalahi aturan tentang izin lokasi, karena sangat
mudah untuk melihat data para pengusaha perkebunan di Riau yang memiliki lahan diatas 50
ribu hekear. Lihat batasan kepemilikan lahan perkebunan skala besar dalam Instruksi Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor 5 tahun 1998 Tentang Pemberian
Izin Lokasi dalam Rangka Penataan Penguasaan Tanah Sekala Besar, www.bpn.go.id.
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diperdebatkan, karena penggunaan data perkebunan dalam jumlah besar
dihitung berdasarkan kepemilikan HGU, sementara terlalu banyak lahan
sawit di Riau dalam jumlah besar tidak beralas hak, bahkan izin lokasi
pun tidak dikantongi para pemiliknya.*

Gencarnya ekpansi perkebunan sawit di Riau tidak lepas dari
perubahan tata guna lahan khususnya wilayah hutan. Berdasarkan
pengamatan Jikahalari, luasan lahan Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan
Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi Konversi (HPK) tak
kalah luasnya dengan lahan perkebunan, total sekitar 7.699.675 hektar.
Sementara laju deforestasi di Riau lebih dari 120 ribu hektar per tahun.
Hasil dari laju deforestasi hutan Riau itu kemudian menghasilkan 66.87%
menjadi Hutan Produksi dan 23.64% menjadi lahan perkebunan.’”

Persoalan utama kerusakan hutan alam Riau adalah luasnya ekspansi
lahan dan perubahan tata guna lahan, baik untuk kepentingan perkebunan
maupun Hutan Tanaman Industri. Satu sisi, pesatnya pembangunan
Riau memberikan andil dan manfaat langsung bagi terbukanya akses
masyarakat dalam banyak ruang, namun di sisi lain menipisnya cadangan
Hutan Alam sebagai penjaga keseimbangan menjadi terancam. Perubahan
tata guna lahan ini ditandai dengan lajunya deforestasi yang mengancam
keseluruhan ekosistem, sehingga berdampak langsung bagi masyarakat
Riau. Jika hal ini terus diterima sebagai bagian dari pembenaran
pembangunan, maka ancaman nyata kerusakan lingkungan akan semakin
memojokkan masyarakat Riau sendiri.

C. HGU dan Problematikanya

Bagaimana sebenarnya sumber daya agraria itu dikelola oleh negara
(pemerintah setempat) dalam rangka menyejahterakan rakyat? Kita
mendapati terlalu banyak persoalan di lapangan akibat negara tidak
memiliki kemampuan untuk mengatur secara adil peruntukan sumber
daya agraria. Penguasaan yang timpang, tumpang tindih hak, dan konflik
yang terus meningkat menjadi persoalan serius di Riau.

36 Wawancara dengan Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Kanwil BPN Provinsi
Riau, Pekanbaru, 12 Juli 2013. Tentang sawit illegal dalam skala luas yang tidak memiliki
alas hak, lihat misalnya laporan WWE-Indonesia, Menelusuri TBS Sawit Ilegal dari Kompleks
Hutan Tésso Nilo, Riau, 2013.

37  Tim Jikalahari, “RTRWP & Masa Depan Hutan Alam Riau”, Pekanbaru: Jikalahari, tt. (www.
jikalahari.org).
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Pada tahun 2003 melalui Keputusan Presiden No. 34, pemerintah
telah menyerahkan sembilan kewenangan dibidang pertanahan kepada
kabupaten/kota. Diantaranya adalah kewenangan Izin lokasi, pengadaan
tanah untuk pembangunan, izin membuka tanah, dan kewenangan
lainnya. Izin lokasi secara prinsip dokumen hukumnya ada pada Badan
Pertanahan Nasional RI, namun alurnya dimulai dari perda masing-
masing wilayah. Para pengusaha yang ingin mendapatkan lahan ia harus
mengajukan secara resmi kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada
kepala kantor pertanahan, dinas perkebunan, dinas kehutanan dengan
dilengkapi dokumen-dokumen perusahaan, sampailah keluar izin prinsip
yang biasanya berlaku 1 tahun yang dikeluarkan oleh bupati/walikota.
Selama perolehan izin prinsip, biasanya lahan harus diolah sebagaimana
peruntukan sesuai rekomendasi dinas perkebunan. Dari izin prinsip
kemudian keluar izin lokasi yang berlaku 2 tahun sebagaimana diatur
dalam Perkaban 2 tahun 1999. Dalam Perkaban ini diatur secara detil
proses pengajuan izin lokasi, persyaratan, dan batas maksimum luasannya.

Diawali dari proses penanaman modal yang merupakan awal dari
apa yang akan dilakukan untuk membangun perkebunan. Setumpuk
peraturan-peraturan yang harus ditempuh dan banyak persyaratan yang
harus dilengkapi. Pada Bulan Mei 2002, Menteri Pertanian menerbitkan
SK Menteri Pertanian No. 357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang Pedoman
Perizinan Usaha Perkebunan. SK ini diperuntukkan untuk memperjelas
prosedur perizinan sebagaimana diatur sebelumnya dalam UU No.
22 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan mengenai kewenangan
Pemerintah Daerah dalam konteks Otonomi Daerah. Akan tetapi salah
satu kelemahan SK ini adalah detail mengani tujuan yang harus dipenuh
oleh calon atau pihak-pihak yang akan memperoleh hak, sehingga
dianggap lemah dalam beberapa hal, termasuk bagaimana menangani
kasus-kasus yang muncul pasca perolehan hak.

Di dalam SK tersebut, untuk mendapatkan IUP sebenarnya diatur
secara detil, dalam pengertian tidak begitu mudah untuk mendapatkan
Izin Usaha Perkebunan, akan tetapi dalam praktiknya, menurut beberapa
nara sumber dalam kasus Riau, semua itu bisa diselesaikan “di atas meja”.
Artinya, pengusaha yang ingin mendapatkan izin tinggal melakukan cek
list apa kebutuhan dan syarat yang harus dipenuhi, jika semua terpenuhi,
maka akan dengan mudah hak itu didapatkan. Hal inilah yang dalam
diskusi kami dengan semua Kepala Bidang Kanwil BPN Provinsi Riau
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menyimpulkan bahwa sering terjadi kekacauan karena masing-masing
sektor mengeluarkan rekomendasi dengan tidak melakukan verifikasi
secara substantif. Persoalan dasarnya adalah, sebelum terbit izin lokasi
yang “roh” dari izin itu ada di pemerintah daerah, para pengusaha
sudah melakukan aktifitas usahanya. Sehingga saat pengajuan HGU
terkadang sawit mereka sudah hampir panen. Realitas demikianlah yang
menempatkan pemegang otoritas izin dengan mudah meloloskan karena
berbagai pertimbangan, termasuk pertimbangan bahwa pembangunan
kebun dengan modal yang besar sudah dilakukan dan sudah melibatkan
banyak tenaga kerja. Akhirnya, kompromi menjadi jalan pintas untuk
menyikapi kondisi tersebut.”®

Pada kasus Riau, izin lokasi sangat mudah didapatkan, bahkan
terkesan diobral, karena alokasi cadangan hutan konversi sesuai RTRW/
TGHK? begitu luas. Kalau melihat dari sisi prosedur, izin lokasi yang
dikeluarkan akan selalu sesuai peruntukan dan clear and clean dari
persoalan konflik, karena alokasi izin prinsip adalah dari tanah negara.
Namun prakteknya tidak demikian, selalu muncul masalah di kemudian
hari karena di dalam izin lokasi selalu terdapat hak-hak lain yang tidak
tuntas penyelesaiannya. Sekalipun ada klausul enclave atau jual beli, hal
itu justru menjadi ruang konflik yang selalu muncul. Hal yang sama juga
terjadi pada proses Izin Usaha Perkebunan (IUP), sebagaimana diatur
dalam Permentan 26 tahun 2007 jo 98/2013.

Menilik lebih jauh, dasar hukum utama HGU adalah UUPA 1960,
kemudian diatur secara detil tentang pengaturan perolehan izin lokasi
(Perkaban 2 Tahun 1999) dan UU Perkebunan No. 18 Tahun 2004.
Setelah diperoleh izin prinsip, izin lokasi, Izin Usaha Perekebunan (IUP),
dan kemudian SK HGU, nyaris aturan main yang digunakan adalah UU
perkebunan dan dan aturan turunannya, Permentan 26/2007, jo 98/2013.
Dan terakhir Surat Edaran Kepala BPN RI No. 2 Tahun 2012 sebagai
penguat yang tidak berlaku surut. Permentan tersebut secara khusus
mengatur hak dan kewajiban pemegang HGU. Persoalan muncul dalam

38 Diskusi dengan lima Kepala Bidang Kanwil BPN Provinsi Riau, 15 Juli 2013.

39  Saat ini hanya Riau, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau yang menetapkan kawasan hutan
berdasarkan TGHK. Lihat Ali Irsyad, “Kebijakan Pemanfaatan Kawasan Hutan”, dalam M.
Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting), Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-
2007, Yogyakarta: STPN Press, 2012.
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hal luasan lahan dan alokasi 20% untuk warga, sebab poin ini sering
mengemuka di lapangan.

Di dalam Permentan 26/2007, dengan tegas dinyatakan bahwa
perusahaan yang mendaptkan IUP harus membangunakan sedikitnya
20% perkebunan untuk masyarakat sekitar, sekalipun pasal ini tidak
memiliki sanksi jika tidak dijalankan oleh pemegang hak (SK HGU). Di
dalam pasal 11: “Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B,
wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas
20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan
oleh perusahaan”. Pasal ini berubah pada Permentan 98/2013. Dalam
Permentan ini, pasal 15 ayat 1-7 justru mempertegas posisi pengusaha,
karena pemberian angka 20 % persen bukan pada lahan IUP, namun
diluar itu: Pasal 11 ayat 1) “Perusahaan Perkebunan yang mengajukan
[UP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau
lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat
sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari
luas areal IUP-B atau IUP, ayat 2) Kebun masyarakat yang difasilitasi
pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar areal
[UP-B atau IUP”. Pasal ini semakin mempertegas persoalan keberpihakan,
karena semakin sulit menunaikan pembangunan perkebunan untuk
rakyat, sebab persoalan utama masyarakat adalah tidak memiliki tanah
atau memilik tanah tetapi sangat kecil.*°

Dalam konteks investasi dan pembangunan perkebunan skala luas,
UUPM No. 25 Tahun 2007 telah mefasilitasi secara lengkap. Dalam
rangka pembangunan dan dalih menyejahterakan rakyat, negara telah
memfasilitasi para investor untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan.
Baik fasilitas regulasi maupun praktik kebijakan lapangannya. UUPM
memberikan kemudahan dalam penanaman modal, yakni: hak atas tanah,
fasilitas pelayanan imigrasi, dan perizinan impor. Bahkan untuk HGU,
Pasal 22 memberikan ruang perpanjangan HGU di depan hingga 95
tahun. Pasal ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan
yang berhak mengaturnya adalah UUPA. Sejatinya, semangat UUPM

40  Lihat juga analisis kritis atas rencana perubahan Permentan 26/2007, Andi Muttaqien
(ELSAM), “Melanjutkan Ketimpangan Lewat Revisi Pedoman Izin Usaha Perkebunan”,
https://docs.google.com/document/d/10efxBKEp7OmZfzlaZKvZcVF6HFc3_
fa9DEWSYvArqiM/edie?pli=1
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dilahirkan benar-benar untuk kepentingan memfasilitasi para pemodal
besar.”!

Instruksi Menteri Agraria Nomor 5 tahun 1998 menegaskan bahwa,
luasan lahan HGU diatur secara tegas di tiap provinsi (20 ribu ha) dan
100 ribu ha di seluruh Indonesia. Untuk tanaman tebu maksimum di
seluruh Indonesia 150 ribu hektar. Aturan ini nyaris tidak berlaku di Riau,
karena dengan mudah kita akan menemukan perusahaan satu bendera
mengelola HGU lebih dari batas maksimum tersebut.”* Artinya, ada jarak
yang cukup jauh antara aturan main yang dibuat oleh negara dan prakeek
di lapangan. Lalu apa konsekuensi semua dari aturan main tersebut? Inilah
persoalannya, ada banyak aturan yang mengatur namun tidak ada pasal
sanksi yang tegas, schingga dengan mudah aturan itu diabaikan.

Untuk memberikan dukungan dan menguatkan aturan di atas,
Perkaban Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi menyebut dengan
jelas batasan maksimum perolehan izin lokasi, karena izin lokasi adalah
kunci dari perolehan hak HGU untuk pengembangan perkebunan. Pasal
4 mengatur: “Untuk usaha perkebunan yang diusahakan dalam bentuk
perkebunan besar dengan diberikan Hak Guna Usaha: 1) Komoditas tebu:
1 provinsi: 60.000 Ha, seluruh Indonesia: 150.000 Ha. 2) Komoditas
lainya: 1 provinsi: 20.000 Ha, seluruh Indonesia: 100.000 Ha”. Jika
dibaca, aturan ini tidak tumpang tindih dan tidak saling menikung,
namun justru menguatkan tahapan-tahapan prosesnya, namun lagi-lagi,
semua aturan itu ternyata tidak memiliki sanksi yang tegas jika terjadi
pelanggaran.

Dalam draft RUU Pertanahan, persoalan luasan HGU di sebuah
wilayah menjadi isu menarik untuk dilihat, karena luas HGU dalam
satu provinsi dibatasi maksimum 10 ribu hekar dan dikalikan sepuluh
untuk seluruh wilayah Indonesia. Artinya, aturan ini jauh lebih bijak dari
kacamata distribusi dan pemerataan kepada masyarakat. Dari total luasan
tidak mengalami penurunan, namun tiap provinsinya yang dikurangi.
Namun jika dilihat lebih jernih, apakah persoalannya semata luasan
lahan? Bukankah jika ditegakkan aturan 20 ribu ha perprovinsi itu juga

41 Ahmad Surambo, dkk., HGU dan HAM. Hak Guna Usaha dan Hak Asasi Manusia, Jakarta:
Komnasham-Sawit Watch, tt, hIm. 39.

42 Peta Sebaran PO (Perolehan Objek), HGU, TGHK, dan RTRW Provinsi Riau. Pekanbaru:
Kanwil BPN RI Prov. Riau, 2013. Update data tahun 2012. Dalam data tersebut tercatat
dengan jelas luasan masing pereolehan hak dan nama perusahaan serta group-nya.
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akan jauh lebih efektif? Menjadi menarik pernyataan Boras dan Franco,
di lapangan, yang menjadi persoalan bukan angka 25 atau 95 tahun
lamanya konsesi, bukan juga luasan 100 ribu hektar per wilayah atau
seluruh Indonesia, tetapi adakah perampasan lahan, penyimpangan aturan
main, dan kontrak dengan petani kecil saat pembangunan perkebunan
luas dimuali.® Isu ni menjadi penting jika semangat membangun regulasi
demi kesejahteraan, bukan semata memfasilitasi terakumulasinya lahan
skala luas pada korporasi.

Perdebatan alokasi 20% sebagaimana diatur dan berlaku dalam
Permentan 26/2007 sebelum keluarnya Permentan 98/2013 juga
menarik untuk didudukkan. Setidaknya ketidaksepemahaman tafsir
itu jelas terlihat, sehingga Permentan perubahan mengaskan dengan
gamblang, sayang semangatnya bukan untuk kesejahteraan masyarakat,
lebih pada mewadahi keluhan pengusaha tentang alokasi 20 persen.
Dalam Permentan 26/207, mengalokasikan 20% lahan dari total yang
didapatkan dalam HGU untuk masyarakat sekitar adalah kewajiban,
bahkan sekalipun di sekitar HGU tidak terdapat warga masyarakat, alokasi
itu tetap disediakan. Namun pertanyaan lain juga muncul, bagaimana
mungkin perusahaan memberikan 20% dari perolehan IUP kepada
masyarakat padahal lahan tersebut milik negara. Ada konsekuensi logis
jika tanah itu diberikan kepada masyarakat, maka negara akan kehilangan
tanahnya di dalam setiap [UP yang diterbitkan.* Oleh karena itu menurut
tafsir birokrat dan pengusaha, wargalah yang harus menyediakan lahan
untuk pengembangan perkebunan tersebut.® Jika demikian, maka nyaris
tidak pernah terjadi pembangunan lahan itu, karena warga sekitar tidak
memiliki kemampuan untuk mendapatkan lahan tersebut, sebab persoalan
utama masyarakat adalah tidak memiliki lahan. Kondisi itu terkonfirmasi
pada beberapa kasus yang penulis temui di lapangan, perusahaan lebih

43 Saturnino M. Borras Jr and Jennifer C. Franco, gp.ciz., hlm 55.

44 Ketidaktegasan aturan ini memang menjadi perdebatan di lapangan, dan tafsir yang
muncul adalah masyarakat yang harus menyediakan lahan dan pengusaha membantu
membangunkannya, sealipun tidak juga tegas membangunakan perkebunan dengan cara
apa, sebatas apa, dan sampai dimana.

45 Wawancara dengan Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau, 15 Juli 2013, di Kanwil BPN Provinsi
Riau.
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memilih memberikan Corporate Social Responsibiliry (CSR) dibanding
membangun perkebunan untuk masyarakat.*

Ketika Hendarman Supanji diangkat menjadi Kepala BPN tahun
2012, ja mengeluarkan Surat Edaran Kepala Badan No. 2 Tahun 2012.
Dalam edaran tersebut pasal 5 menyatakan, “untuk pengajuan HGU
baru dan perpanjangan, calon pemegang hak harus membangun kebun
plasma untuk masyarakat sekitar minimal 20% dari perolehan hak,
sekalipun di sekitar perolehan hak tidak terdapat masyarakat, perusahaan
tetap wajib membangun kebun sampai ada calon penerima”. Salah satu
kemajuan dalam surat edaran ini dalam ayat berikutnya adalah “pernyataan
kesangupan perusahaan dikemukakan di depan dan dicatat oleh notaris”.
Dari sisi semangat, hal itu jauh lebih progresif, namun aturan ini hanya
setingkat edaran kepala badan, dan lagi-lagi tidak memiliki konsekuensi
hukum yang kuat jika pengusaha tidak melakukannya. Apalagi di dalam
permentan 98/2013 yang baru, pasal demikian tidak diakomodir, bahkan
berlawanan dengan edaran tersebut.

Kajian berbagai aturan main persoalan konsesi lahan di atas den-
gan segala praktik kebijakannya menjelaskan pada kasus-kasus pertana-
han di Riau. Munculnya konflik tak lepas dari kebijakan dari hulunya
(pelepasan kawasan, perolehan izin lokasi, perolehan usaha perkebu-
nan). Di Riau, hampir semua HGU bermula dari pelepasan kawasan
hutan, sebagamana dijelaskan di atas, deforestasi dan eksploitasi lahan
yang masif menjadikan cadangan hutan Riau untuk alokasi perkebunan
dan Hutan Tanaman Industri cukup luas. Deforestasi dan eksploitasi
tentu saja menyisakan banyak persoalan, baik konflik akibat prampasan
lahan maupun pertentangan klaim masyarakat versus pengusaha. Men-
urut beberapa narasumber, izin lokasi menjadi persoalan krusial terha-
dap konflik lahan, akibat tidak pernah clear pelepasan kawasannya. Dari
sisi tanggung jawab, BPN adalah “pemilik regulasi”, namun menurut
pengakuannya “kami nyaris tidak dilibatkan, bahkan semua sudah dis-
iapkan dalam bentuk rekomendasi”.*’ Artinya izin lokasi keluar dari
pemda setempat yang kemudian hanya “stempel” dari BPN setempat.

46 Wawancara dengan Fahrur (bukan nama sebenarnya)- Pengelolaan Keuangan PT. MSSP,
group perusahaan FIRST Resources Limited, 13 Juli 2013, di Siak Sri Indrapura.

47 Wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat
dan Kabid Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, BPN Provinsi
Riau, 12 Juli 2013, di Kanwil Prov. Riau.
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Dokumen-dokumen SK HGU yang ditunjukkan kepada kami
tentang beberapa perusahaan yang memperoleh hak menunjukkan
realitas yang mengkhawatirkan, karena persoalan konflik diserahkan
kepada pemegang konsesi. Salah satu pasal dalam SK HGU dengan
tegas menyebutkan, “Badan usaha yang mendapatkan perolehan hak
sanggup menyelesaikan persoalan jika dikemudian hari muncul konflik
atau sejenisnya’, kapadanya diberikan wewenang untuk menyelesaikan.

Menurut Kepala Bidang Sengketa Konflik BPN Riau, pasal itu
muncul karena “BPN tidak memiliki alat untuk menyelesaikan persoalan di
lapangan, karena memang lembaga ini tidak diciptakan untuk hal tersebut,
sehingga jika ada konflik, mestinya yang paling punya kewenangan untuk
menyelesaikan adalah pemda, selain sah secara hukum juga memiliki
perangkat atau tangan-tangan yang bisa melakukan eksekusi. BPN tidak
memiliki SDM, juga dari sisi perangkat hukum mengalami persoalan.”*®
Dalam risalah SK Kepala Badan ketika memberikan HGU, ada poins
dan celah hukum dimana kewenangan perusahaan begitu luas saat
HGU diberikan, sehingga apapun persoalan yang muncul di kemudian
hari, perusahaan diberikan “cek kosong” untuk menyelesaikannya. Poins
ini menjadi krusial karena kasus Riau yang terjadi adalah konflik pasca
terbitnya HGU begitu dominan. Pasal tersebut dianggap sebagai salah
satu sumber konflik yang sering muncul. Pasal ini juga yang ditafsirkan
pelimpahan kewenangan mengatasi konflik, sehingga penggunaan aparat
keamanan oleh pengusaha sebagai bagian dari praktiknya.

Di Riau, praktik konsesi lahan juga menjadi hal yang menarik untuk
diperhatikan. Dalam sebuah diskusi dengan narasumber yang berperan
sebagai pelaku, kami berupaya untuk memahami proses-proses di balik
atas terbitnya izin lokasi, HGU, HTI, dan izin lainnya yang menyangkut
konsesi lahan. Umumnya, penggunaan para aktor seperti pengusaha,
pejabat daerah, pengacara adalah sosok yang memainkan peran penting
dalam proses terbitnya sebuah izin konsesi lahan. Pengusaha menggandeng
pengacara karena pengacara setempat dianggap tahu persis pola dan
cara bermain para birokrat. Setelah pelaku usaha memastikan memiliki
lokasi atau lahan untuk dijadikan lahan perkebunan, maka langkah

48 Wawancara dengan Kabid Penyelesaian Sengketa dan Konflik BPN Kanwil Riau, 12 Juli
2013. Lihat juga Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.
44/HGU/BPN RI/2011 tentang Pemberian HGU atas nama PT. Marita Makmur Jaya, atas
tanah di Kabupaten Bengkalis, Prov. Riau.
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berikutnya adalah menjadi kerja para pengacara untuk meneruskan
niat para pengusaha tersebut.”” Menurut narasumber, kerja-kerja untuk
mendapatkan sebuah lahan sudah sering dilakukan, bahkan seluk beluk
serta cara-cara yang akan ditempuh sudah dikuasai secara baik. Pengusaha
tinggal menunggu sambil menyiapkan dana untuk mandapatkan
konsesi lahan, baik untuk perkebunan sawit maupun konsesi lainnya.
“Menggandeng pengacara setempat umum dilakukan karena jalur
birokrasi semua kami kuasai, bahkan kami menjamin asal lahan sudah
tersedia, izin pasti keluar. Jika ada persoalan, kami sudah paham betul
apa yang dikehendaki para birokrat daerah ini. Kami memahami persis,
masing-masing tahu kelemahan aparat. Praktiknya, nyaris tidak ada yang
tidak bisa diselesaikan di Riau ini, semua bisa dirundingkan di atas meja.
Kesepakatan hanya persoalan waktu”.”® Dalam kesempatan lain ia sempat
mengoreksi apa yang menjadi pekerjaannya, “prinsipnya adalah hukum
tetap dikedepankan, kami sama-sama diuntungkan, selagi lahan itu ada
dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak, ya kami akan
bantu, dan kami juga tidak membabi buta, karena lahan yang kami bantu
umumnya adalah tanah negara yang sudah dilepaskan oleh kehutanan,
dan juga secara administratif (persyaratan) tetap menjadi perhatian kami.”!

Kerja-kerja pelaku ini dimulai dari pencarian lahan, penyiapan
persyaratan administrasi, mengurus dan memantau, melobi pejabat yang
berwenang sampai terbitnya izin. Pada kasus Riau, umumnya konflik lahan
muncul pasca terbitnya izin prinsip dan lokasi, sebab pertentangan klaim
muncul setelah pengusaha mengolah izin haknya. Konflik lain adalah
luasan lahan yang melebihi dari yang diberikan. Ada banyak praktik di
Riau, izin lokasi atau setelah keluar SK HGU, antara yang tertulis dengan
yang dikerjakan bebeda, sehingga memancing persoalan dengan warga.”

Menurut Kabid Sengketa dan Konflik BPN Riau, “dalam konteks
legal formal, semua proses berjalan normal, bahkan tidak mungkin izin
akan keluar jika mereka tidak tertib admnistrasi, karena itu persyaratan dan

49 Wawancara dengan H. Zaini (bukan nama sebenarnya), seorang pengacara yang beberapa
kali membantu pengusaha dalam mengurus konssi lahan. Umumnya mereka membantu
pengusaha untuk mendapatkan lahan perkebunan sawit. Wawancara dilakukan pada tanggal
15, 17, 18 Juli 2013, di Pekanbaru, Riau.

50 Wawancara dengan H. Zaini, 15 Juli 2013, di Pekanbaru, Riau.

51 Wawancara dengan H. Zaini, 18 Juli 2013, di Pekanbaru, Riau.

52 Wawancara dengan Kabid Pendaftaran dan Hak Tanah Kanwil BPN Prov. Riau, 12 Juli 2013,
di Pekanbaru, Riau.
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aturan main yang mutlak harus dipenuhi. Tetapi mengapa tetap konflik?
Ada persoalan diujung sebelum izin itu keluar, yakni ketidakpastian
status lahan, dan BPN tidak memiliki kekuatan dan daya dukung untuk
memastikannya”.’® Pada kasus PT Marita Makmur yang mendapatkan
HGU di Bengkalis misalnya, praktik yang dilakukan di lapangan
mengerjakan lahan yang melebihi dari hak yang diperoleh, akhirnya
menimbulkan konflik akibat masyarakat adat tersingkir dari kegiatan
hariannya di sekitar hutan mereka tinggal. Pada kasus seperti ini, pihak
perusahaan merasa benar atas hak yang diberikan, dan menantang BPN
untuk melakukan pengukuran ulang, padahal sebagaimana dikemukakan
Kabid Pendaftaran Tanah, “kita tidak mungkin lagi melakukan pengukuran
ulang, sebab tidak tersedia anggaran untuk itu. Tangan kita tak mampu
menyentuh itu sebab sudah di luar kemampuan kita”.

Secara umum, di Riau, luasan konflik dengan alas hak HGU maupun
HTTI di kehutanan terus mengalami peningkatan. Sejak 2006 dari angka
100 ribuan ha menuju ke 300 ribu ha pada tahun 2012.>* Dari sisi sebaran
konflik juga mengalami hal yang sama, semua kabupaten terdapat konflik
lahan, baik perkebunan atau kehutanan. Gambar berikut menunjukkan
angka konflik yang cukup signifikan.

Gambar 3. Luas Lahan dan Jumlah Konflik Sumberdaya Alam
Kabupaten/Kota di Riau

4. Perkebunan b. Kehutanan

Pelstawsn Meranti  Dwmal Sk Benghalls Mokan by Ksmpar Rokan hite
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Sumber: “Laporan Tahunan Konflik Sumberdaya Alam di Riau Tahun 2008-2011",
Pekanbaru: Scale Up, 2012

53 Wawancara dengan Kabid Pengkajian Sengketa dan Konflik Kanwil BPN Prov. Riau, 12 Juli
2013, di Pekanbaru, Riau.

54  Lihat juga laporan penelitian Johny Setiawan Mundung, dkk., “Analisa Konflik Pertanahan di
Provinsi Riau Antara Masyarakat dengan Perusahaan (Studi Tentang PT RAPP, PT IKPP, PT
CPI dan PT Duta Palma 2003-2007)”, (Pekanbaru: TIM LITBANG DATA FKPMR, 2007).
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Gambar di atas menunjukkan hampir semua kabupaten-kota di
Riau muncul persoalan konflik. Hal itu sejalan sebagaimana dijelaskan
pada awal, bahwa politik konsesi atas ruang memang menimbulkan dan
menyisakan segudang persoalan. Pertanyaannya, benarkah konflik itu
semata persoalan yang lahir dari kebijakan, atau praktik di lapangan?
Kami meyakini bahwa kesemrawutan dan tumpang tindih lahan di Riau
menempatkan semakin rumitnya pengelolaan sumber daya agraria di Riau.
Konflik bukan lagi persoalan pertentangan klaim dan perampasan tanah
semata, tetapi jauh lebih dari itu. Secara struktural ada persoalan yang
cukup mendasar, yakni kebijakan penataan ruang yang salah menimbulkan
kekacauan pada semua sistem pengelolaan ruang, kesalahan itu melahirkan
konflik-konflik baru ditambah secara terus menerus dibiarkan.” Penjelasan
kasus pada beberapa contoh di atas hanya menjawab sedikit persoalan
sumbernya, namun dibalik itu, sebagaimana S.B. Silalahi sampaikan
dalam kritik awal dalam review kajian ini, Riau adalah etalase sempurna
bagaimana kebijakan pengelolaan sumber daya alam kacau, semrawut,
tumpang tindih, dan gagal pada semua level.*®

Ranah konflik pada tingkat kabupaten kota mayoritas didominasi
perebutan klaim, penyingkiran warga masyarakat, dan HGU yang
melebihi batas wilayah yang seharusnya, konsesi HTT yang melebihi batas.””
Pada kasus Kepulauan Meranti (Pulau Padang) misalnya, perusahaan
telah merambah perkebunan milik warga, akibat izin yang dikeluarkan
oleh Menteri Kehutanan melampaui yang seharusnya.’® Dominannya
model-model konflik demikian sangat merugikan warga, karena energi
mereka habis untuk melakukan perlawanan terhadap korporasi yang
begitu besar. Kasus Pulau padang dari kaca mata lebih dekat semakin
meningkatkan kepercayaan diri korporasi, karena ketika negara gagal

55 Wawancara dengan Romes IP, Direktur Scale UR, Pekanbaru, Riau, 12 Juli 2013, di Pekanbaru,
Riau.

56 Catatan S.B. Silalahi dalam Progres Report dan LIBBRA II. PPPM-STPN, 6 November
2013.

57 Wawancara dengan Romes IP, Direktur Scale Up. Pekanbaru 13 Juli 2013, di Pekanbaru,
Riau, Lihat juga Muslim, Susanto Kurniawan, Made Ali, Kejahatan Kehutanan di Bumi
Lancang Kuning, Pekanbaru: Jikalahari-Bahana Press, 2013

58 Andiko dkk, Laporan Tim Mediasi Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Setempat Terhadap
Jjin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Pulau
Padang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. (SK.736/Menhut-I1/2011 tanggal 27
Desember 2011).
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menyelesaikan konfliknya, maka disitulah kesempatan bagi korporasi
untuk mengupayakan peningkatan konsesinya.

D. Pola Akumulasi Lahan

Pada tahun 2010/11 Pemerintah Provinsi Riau mengusulkan
perubahan RTRW, namun ditolak karena sisa minimal kawasan hutan
tutupan/alam atau hutan lindung tidak terpenuhi minimal 30%, schingga
tidak diperoleh persetujuan dari pemerintah pusat. Penolakan itu akibat
RTRW usulan hanya menyisakan hutan alam sekitar 8.85%, idealnya
adalah menyisakan 30%. Oleh karena itu, hingga hari ini Provinsi Riau
belum memiliki RTRW/P yang baru, yang ada adalah tahun 1994 (Perda
No. 10 1994). Jika menggunakan RTRW tersebut tergambar dengan jelas
tumpang tindih lahan, khususnya konsesi lahan dalam skala luas. Gambar
berikut menunjukkan posisi tersebut antara APL (Areal Penggunaan Lain),
HL (Hutan Lindung), HPT (Hutan Produksi Terbatas), HGU yang
masing-masing saling tumpang tindih. Di dalam Hutan Produksi juga
bisa terdapat konsesi HGU, begitu juga dengan konsesi lainnya, masing-
masing saling tumpang tindih.

Banyak peneliti menyebut penataan ruang yang tidak berkeadilan,
inkonsistensi kebijakan pemerintah, dan ekspansi penguasaan lahan
menjadi sumber konflik baru bagi masyarakat Riau. Pemberian konsesi
kawasan hutan, HPH/HTT konversi lahan ke perkebunan, dan izin
pertambangan yang saling tumpang tindih semakin mengabaikan hak-hak
masyarakat lokal dan adat. Satu sisi beroperasinya perkebunan dalam skala
luas menarik migrasi masyarakat dari satu titik ke titik lain, namun di sisi
lain perlahan memunculkan persoalan baru karena klaim lahan menjadi
problem berikutnya. Konflik antara masyarakat dengan perusahaan,
migran dengan masyarakat tempatan tidak terhindarkan.”

59 Prudensius Maring, Afrizal, dkk. “Studi Pemahaman dan Praktik Alternatif Penyelesaian
Sengketa oleh Kelembagaan Mediasi Konflik Sumberdaya Alam di Provinsi Riau, Jambi,
Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan”, Pekanbaru: Scale Up, Kemitraan Pembangunan Sosial
Berkelanjutan, 2011. Lihat juga Johny Setiawan Mundung, dkk., “Analisa Konflik Pertanahan
di Provinsi Riau Antara Masyarakat dengan Perusahaan (Studi Tentang PT. RAPE, PT. IKPP,
PT. CPI dan PT. Duta Palma 2003-2007)”, (Pekanbaru: Tim Litbang Data FKPMR, 2007).
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Gambar 4. Peta Sebaran HGU Provinsi Riau
sampai Tahun 2012 dan Tumpang Tindih Lahan

Sumber: Diolah dari data peta sebaran HGU Provinsi Riau, Kanwil BPN RI Riau
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Data BPS 2012 menyebutkan bahwa luas lahan hutan Riau 8.6
juta hektar. Dari luasan itu tersisa 8.85%, untuk hutan lindung dan
hutan suaka alam. Sisanya, 49.75% merupakan hutan produksi konversi,
18.67% hutan produksi, 21.12% hutan produksi terbatas. Sisa kecil hutan
alam ini cukup membuat Riau menjadi wilayah yang sangat kritis.®* Dalam
RTRW baru yang dajukan dan ditolak oleh pemerintah pusat, luasan
hutan alam inilah yag menjadi masalah utama karena Riau danggap tidak
bisa menjaga hutan tutupannya/hutanprimer.

Dalam beberapa kasus sebenarnya ada upaya untuk “menambah”
hutan lindung, misalnya kasus Hutan Lindung Taman nasional Tesso
Nilo (TNTN). Namun, seolah kita terkaget ketika aktor terkenal
Horrison Ford berkunjung ke Tesso Nilo dalam rangka pembuatan film
dokumenter, dia menyaksikan penebangan hutan secara ilegal, padahal
wilayah itu hutan yang dilindungi, dan menurutnya negara membiarkan
praktik tersebut. Menurut Horrison, pemerintah setempat tidak memiliki
niat serius untuk memelihara hutan lindungnya, apalagi nyata-nyata
yang sudah dikonversi (pelepasan) menjadi hutan cadangan. Pada kasus
TNTN, disinyalir terdapat perkebunan sawit skala luas yang dimiliki oleh
APP yang selama ini dikenal sebagai penguasa HTI. Beberapa sumber
menyebutkan di TNTN, APP hanya memiliki izin konsesi HTT, bukan
untuk perkebunan, maka orang menyebut sawit illegal. Ketika ditelusuri
lebih jauh, perusahaan raksasa itu menolak dan menyebut wargalah
sebagai pemilik lahan sawit tersebut.®' Investigasi WWEF-Indonesia
menunjukkan perusahaan tersebutlah yang membangun perkebunan dan
membina perkebunan rakyat sekitar dengan membeli TBS-nya.®* Cara-
cara mengakumulasi lahan model ini mulai dilakukan di Riau. Mulanya
izin yang dikantongi adalah HPH, kemudian HTI, selanjutnya secara
perlahan menyerobot sisa hutan lainnya untuk melakukan kegiatan usaha
lainnya, dalam hal ini pembangunan perkebunan ilegal.®

Di bidang perkebunan luasan konsesi lahan bukan menjadi isu
utama di Riau, karena banyak orang sudah mathum, Riau menjadi tempat

60 Riau dalam Angka 2012, (Pekanbaru: Badan Pusat Statistik, 2013).
61  Secara detil kasus Taman Nasional ini lihat Totok Dwi Diantoro, “Perambahan Kawasan

Hutan pada Konservasi Taman nasional (Studi Kasus Taman Nasional Tesso Nilo, Riau)”,
Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 3, Oktober 2011, Lihat juga WWZF-Indonesia, op.cit.

62 WWF-Indonesia, op.cit.
63 Alice B. Kelly, “Conservation....op.cit., hlm. 683.
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berkumpulnya perusahaan “asing” yang menguasai ratusan ribu hektar
lahan, baik dengan konsesi HGU maupun HTI. Isu krusial dalam hal
konsesi adalah pola penguasaannya dan bagaimana cara memperolehnya.
Dari sisi luasan, dari total 3.4 juta ha lahan sawit Riau, 2.29 juta ha
meruapakan perkebunan rakyat, dan 1.08 juta ha merupakan perkebunan
swasta, sisanya perkebunan negara. Luasnya perkebunan rakyat menjadi
menarik untuk dilihat, namun benarkah semua itu masuk dalam skema
perkebunan rakyat? Tidak terlalu jelas karena ada ratusan ribu ha lahan
sawit di Riau yang dimiliki oleh perorangan tanpa alas hak HGU. Beberapa
narasumber menunjukkan bahwa pola PIR Trans dan KKPA yang dulu
dibangun oleh pemerintah dengan membagi lahan kepada masyarakat
per dua hektar kini banyak yang bergeser status kepemilikannya. Pola ini
menurut narasumber kami, diyakini menjadi pola yang sangat umum dan
banyak dilakukan di Riau.*

Di atas telah dijelaskan bahwa sistem peraturan kita membatasi
pola penguasaan lahan beralas hak HGU, setiap provinsi 20 ribu ha
dan 100 ribu ha di seluruh Indonesia, akan tetapi kita dengan mudah
melihat data-data yang dikeluarkan oleh Kanwil BPN RI Provinsi Riau,
penguasaan lahan sawit dalam jumlah yang cukup luas. Misalnya PTPN
V sebagai perusahaan negara, tercatat memiliki 66.864 hektar dari total
perkebunan sawit negara sejumlah 89.447 hektar, PT. Guntung Hasrat
Makmur memliki 57.005 hektar, PT. Duta Palma memiliki 31.563
hektar, kemudian PT. Ivomas Tunggal memiliki 38.136 hektar.®> Data
dari BPN ini sebenarnya menjelaskan struktur penguasaan lahan sawit di
Riau yang beralas hak HGU, namun sayang, data ini tidak mudah dibaca
akibat indeks perusahaan satu group belum lengkap, sehingga penulis
hanya mengambil secara acak sebagai sampel, untuk melihat strukeur
penguasaan secara terbatas. Salah satu sampel yang juga mengejutkan
adalah perusahaan Singapura dengan berbagai bendera namun tergabung
dalam satu group usaha, yakni PT. FIRST Resources Limited group.
Perusahaan ini memiliki 14 anak perusahaan dengan total luasan lahan

64 Wawancara dengan Wewen, 12 Juli 2013, di Pekanbaru, Riau. Sun Haji, 17 Juli 2013, di
Pekanbaru, Riau.

65  Peta Sebaran PO (Perolehan Objek), HGU, TGHK, dan RTRW Provinsi Riau. Pekanbaru:
Kanwil BPN RI Prov. Riau, 2013. Update data tahun 2012. Sampel struktur penguasaan
terbatas di atas hanya menandai perusahaan dengan satu bendera, belum melihat perusahaan
yang menggunakan bendera lain namun masih dalam satu group.
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sekitar 146 ribu hektar.®® Dari struktur total luasan lahan sawit yang beralas
hak HGU, total ada sekitar 1.222.835 hektar, terdiri atas 276 HGU aktif
dan 110 dalam proses mengajukan dan konfirmasi HGU. Data ini belum
memasukkan proses-proses lain yang sedang terjadi, misalnya perolehan
izin lokasi, penguasaan bidang lahan, dan pencadangan lahan.®” Dari data
ini, kita bisa membaca bahwa tidak ada data yang pasti tentang luasan
lahan sawit di Riau, karena masing-masing lembaga menampilkan data
yang berbeda. Tentu data BPN Riau tampak jauh terang karena mencatat
objek secara detil, baik tempat, luasan, dan kepemilikan, sementara data
lain hanya menyebut status luasan lahan.

Bagaimana dengan status kepemilikan yang dimiliki oleh rakyat Riau?
Data Dirjenbun menyebutkan angka 2.2 juta hektar. Namun menjadi
debatable karena data itu tidak mencerminkan realitas di lapangan.
Menurut Kabid Sengketa dan Konflik, “perkebunan rakyat banyak dikuasai
oleh segelintir orang tanpa alas hak. Model PIR Trans dan Koperasi Kredit
Primer untuk Anggota (KKPA) dulu yang dibangun oleh pemerintah kini
sudah banyak berpindah tangan. Dan mereka membeli per dua hektar
lahan rakyat dan menjadi tuan tanah-tuan tanah. Secara hukum status
kepemilikan mereka sah karena ada sertifikat atas nama pemilik, dan
mereka menguasai sertifikat itu tanpa balik nama”.®® Model penguasaan
ini penulis temukan di beberapa tempat di di Kabupaten Kampar, Riau.”
Modus lain untuk mengakumulasikan lahan yakni cara membangun
koperasi namun dengan status koperasi sebagai koperasi “abal-abal” alias
fiktif. KTP petani dipinjam untuk kepentingan administrasi pengurusan

66 Wawancara dengan Fahrur (bukan nama sebenarnya)-kepala pengelolaan keuangan PT.
MSSP, group perusahaan FIRST Resources Limited, 13 Juli 2013, di Siak Sri Indrapura.
PT MSSP memiliki lahan lebih kurang 11.000 hektar dan semua beroperasi dengan status
TM-= tanaman menghasilkan/produktif.

67  “Peta Sebaran Hak Guna Usaha (HGU) Provinsi Riau”. Pekanbaru: Kanwil Prov. Riau, 2013.
Update data Oktober 2012.

68 Wawancara dengan Kabid Pengkajian Sengketa dan Konflik Kanwil BPN Riau, 12 Juli 2013,
di Pekanbaru, Riau. Lihat juga “50 Perusahaan Kelapa Sawit di Rohul Belum Miliki HGU”,
hetp://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=58131, 02 April 2013. “Ratusan Ribu Hektar
Kebun Sawit di Riau Tanpa HGU”, www.riauerkini.com. Rabu, 26 Agustus 2009. “PT Guna
Dodos Pelalawan Belum Miliki HGU”, www.riauerkini.com. Selasa, 24 Mei 2011.

69 Wawancara dengan Sun Haji dan Rohimah, 16 Juli 2013, di Kampar, Riau.
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lahan. Tentu para buruh ini dijanjikan akan dipekerjakan sebagai buruh
di lahan sawit tersebut.”

Pada beberapa kasus, modus operandinya adalah dengan menahan
sertifikat lahan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Kasus di Mataram,
Kampar, status tanah de facto milik petani, namun de jure semua sertifikat
dipegang oleh oknum PTPN V. Sejak 1994 hingga kini memperjuangakan
hak milik tersebut namun gagal.”" PTPN V menguasai sekitar 7 blok
yang masing-masing sekitar 200 hektar. Dengan kondisi itu, masyarakat
tidak bisa sepenuhnya memiliki akses terhadap lahannya secara baik,
termasuk akses ke modal. Dengan tidak dimilikinya sertifikat di tangan,
posisi petani berada pada pihak yang lemah, termasuk dalam urusan jual
beli dan akases terhadap pasar dan modal. Padahal sistem pertanian sawit
membutuhkan modal yang tidak sedikit. Berdasarkan penuturan petani,
rata-rata mereka membutuhkan suntikan modal dari perbankkan atau
lembaga lain untuk melakukan pengembangan.” Menurut Wewen, aktivis
yang banyak melakukan advokasi di wilayah Riau, “ada banyak kasus
bahwa oknum PTPN bermain dengan memanfaatkan kelamahan posisi
petani yang kemudan dengan mudah “membeli” dengan harga di bawah
harga pasar karena status tanah tidak memiliki sertifikat.”?

Pola akumulasi lain yang juga menjadi modus oleh korporasi besar
adalah dengan mengerjakan lahan di luar konsesi yang diberikan. Menurut
narasumber, “ada banyak perusahaan nakal dengan mengerjakan di luar
dari hak yang diberikan. Modus mereka dengan cara mengerjakan lahan
di ujung terlebih dahulu, yang berdekatan dengan hutan, lalu kemudian
baru mengerjakan wilayahnya. Ditemukan kasus mereka mengerjakan
lahan di luar batas sampai dua kilo jauhnya, setelah terjadi komplain
dengan masyarakat, mereka menantang kita untuk mengukur ulang,
karena mereka merasa tidak mengerjakan di luar hak yang didapatkan.””*
Cara ini lebih juga terjadi dan model ini termasuk salah satu penyumbang
tumpang tindih lahan antara BPN dan kehutanan.

70 Wawancara dengan Kabid Pengkajian Sengketa dan Konflik Kanwil BPN Riau, 12 Juli 2013,
di Pekanbaru, Riau.

71 Wawancara dengan Sun Haji dan Rohimah, 16 Juli 2013, di Kampar, Riau.

72 Wawancara dengan Sun Haji dan Rohimah, 16 Juli 2013, di Kampar, Riau.

73 Wawancara dengan Wewen, 12-15 Juli 2013, di Pekanbaru, Riau.

74 Wawancara dengan Kabid Bidang Hak dan Pendaftaran Tanah, Kanwil BPN Provinsi Riau,
12 Juli 2013, di Pekanbaru, Riau.
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Ekspansi lahan dengan pola akuisis per dua hektar juga marak
dilakukan oleh pengusaha menengah dan korporasi besar. Pada kasus di
beberapa wilayah di Riau, awalnya petani dimasukkan dalam skema PIR
Trans dan KKPA. Akhir 1980-an, kampanye perubahan dan perpindahan
sistem perkebunan dari karet ke sawit memang dilakukan secara masif
oleh pemerintah. Dengan janji penghasilan yang lebih besar, banyak
petani karet tertarik untuk mengembangkan atau bergabung dengan
skema tersebut, sialnya mereka bukan saja berpindah ke sawit, namun
juga menjual lahan karetnya untuk modal. Menurut petani, pergeseran itu
tidak mudah, bahkan banyak diantara petani gagal. Salah satu kegagalan
yang paling menonjol adalah daya tahan petani (subsistensi) dan dukungan
modal. Sawit adalah tanaman yang membutuhkan modal perawatan cukup
besar, sechingga banyak petani tidak siap dengan berbagai resikonya.”
Berbeda dengan perkebunan karet yang relatif jauh lebih membutuhkan
sedikit modal, sawit tidak demikian. Alhasil, setelah berhasil masuk dalam
skema pengembangan sawit dan gagal, maka banyak petani kehilangan
lahan dan menjadi buruh di lahan sawit milik para petani besar. Proses
hilangnya lahan petani umumnya terjadi dengan cara ijon atau gadai
lahan.”® Tatkala petani gagal bayar, maka lahan menjadi jaminannya. Proses
inilah yang kemudian disebut sebagai “masuk dan dirugikan” sekaligus
menjadi miskin, karena mereka yang semula memiliki lahan kini menjadi
buruh upahan. Lahan-lahan mereka kemudian bergeser menjadi milik
prtani besar, bahkan menjadi milik korporasi. Tak jarang, para petani ini
kemudian menyingkir ke hutan sebagai pelaku illegal logging.””

Pola penguasaan lahan model ini awalnya penulis anggap kasuistik,
namun begitu masuk ke Mataram, Bangkinang, Kabupaten Kampar, pola
demikian banyak ditemui. Alhasil jika dilihat secara utuh, ada ratusan ribu
hektar tanaman sawit milik petani besar dan korporasi tidak beralas hak,
namun berstatus hak milik di bawah penguasaan perorangan. Menurut
kabid Sengketa dan Konflik Kanwil BPN Riau, “itulah persoalannya,
status itu sah menurut hukum, tapi tidak dibenarkan, dan kita tidak bisa
melakukan apa-apa”.

75 Wawancara dengan Sun Haji dan Rohimah, 16 Juli 2013, di Kampar, Riau.
76 Wawancara dengan Sun Haji dan Rohimah, 16 Juli 2013, di Kampar, Riau.
77  John E McCarthy, “Processes of Inclusion...op.ciz., hlm. 834.
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Akumulasi lahan model demikian memang relative lebih mudah
dan murah, mendekati petani, kemudian secara perlahan mengambil
lahannya. Bergesernya masyarakat dari tanaman tradisional sebelumnya
seperti karet ke sawit bukan semata kesadaran masyarakat untuk beralih,
namun benar-benar sebuah kebijakan yang dibentuk oleh negara melalui
pola-pola PIR Trans dan KKPA. Mereka tidak menyadari secara penuh
dan masuk dalam “jebakan” atau “perangkap” kebijakan tersebut.

E. Kesimpulan

Berbicara tentang konsesi lahan baik HGU atau yang lainnya,
tidak bisa dilepaskan dari konteks global dimana berbagai jaringan dan
kepentingan masuk di dalamnya. Apa yang terjadi dalam proses-proses
konsesi lahan di Riau dari hutan alam ke Hutan Tanaman Industri dan
perkebunan telah menyisakan banyak persoalan. Salah satu elemen penting
sebagai pendorong di balik pembangunan perkebunan luas di Riau adalah
kebijakan negara yang dibangun di atas logika ekonomi pasar/global. Ada
banyak data yang menunjukkan logika itu, karena negara memfasilitasi
kepentingan tersebut. Beberapa regulasi dibuat untuk mendukung
kepentingan dimaksud, sekalipun pada level tertentu, regulasi mengatur
cukup tegas, namun tak mampu operasional di lapangan, sehingga
kesan yang muncul negara lemah. Konsesi lahan yang luas seharusnya
mensejahterakan masyarakat sekitar atau petani umumnya, namun justru
memunculkan banyak persoalan, baik konflik, krisis ekologi, maupun
kemiskinan yang akut.”®

Di luar itu, kebijakan 20% hasil konsesi dari HGU nyaris tidak
mampu dikawal, alih-alih bisa berjalan, justru banyak perusahaan abai
terhadap peraturan tersebut, sehingga warga merasa dikucilkan dalam
percaturan ekonomi besar perusahaan pemegang konsesi. Sementara
luasan konsesi yang diberikan oleh negara kepada para pengusaha justru
semakin tak melihat kondisi masyarakat, luasan konsesi yang diperoleh
jauh melebihi batas yang seharusnya diatur dalam peraturan. Sementara
dari sisi masyarakat, kebijakan konsesi meminggirkan dan mencabut
mereka dari akar kultur dan wilayahnya.

78 Tania Murray Li, “What Happens...op.cit.
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Akumulasi lahan sebagaimana terjadi, negara memberikan fasilitas
dan kemudahan sehingga korporasi bekerja tanpa banyak tentangan.
Ada beberapa pola yang dipraktekkan di Riau dalam rangka memperoleh
lahan untuk pembangunan perkebunan besar. Salah satunya adalah
politik ruang dengan memanfaatkan kelemahan kebijakan negara dan
mendorong kebijakan konsesi lahan yang longgar. Sekalipun praktek
lainnya, pola-pola yang sangat primitive dengan membuat petani kecil
bergantung pada petani besar yang pada gilirannya mereka secara perlahan
kehilangan lahannya. Model pengusaan lahan demikian marak terjadi
dengan memanfaatkan kelemahan petani sebagai pihak yang diputus
aksesnya terhadap pasar dan modal. Pada gilirannya, ujung dari segala
praktik demikian adalah konflik di semua lini, baik pada lahan perkebunan
maupun kehutanan dengan konsesi-konsesinya.

Hilir dari ekses kebijakan di atas hingga kini menjadi persoalan yang
akut, karena semua lembaga yang ada di daerah mengalami kebingungan
“kebijakan” untuk mencari jalan penyelesaian dari akibat yang
dimunculkan. Kebingungan bukan karena tidak memiliki kemampuan
untuk menyelesaikan, tetapi akibat carut marutnya alias tumpang tindih
lahan dalam konsesi-konsesi yang dikeluarkan serta banyaknya mal prakeek
dalam penerbitan izinnya. Di satu sisi, kait mengait dan tarik menarik
berbagai persoalan dan kepentingan akibat lemahnya sistem peraturan dan
kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga sebagai alibi atas
ketidakmampuan mengatasinya.

Konsesi lahan seperti HGU mendapat banyak kritikan karena semakin
menciptakan ketimpangan penguasaan lahan, alih-alih meningkatkan
kesejahteraan ekonomi warga, justru memunculkan banyak persoalan.
Akan tetapi, jawabannya tentu tidak mudah, karena memutus mata rantai
atau meniadakan konsesi lahan seperti HGU atau HTT mungkin juga
tidak menguntungkan. Akar persoalannya harus dilihat secara jelas, bukan
persoalan konflik dan kemiskinan semata, tetapi bagaimana proses konsesi
itu hadir dan bagaimana pelaksanaannya. Jika konsesi itu mengadung
kuat dugaan perampasan, pengabaian hak-hak masyarakat, serta merusak
sistem, tatanan, dan ekologi, maka mereview kebijakan konsesi adalah
bagian dari cara untuk memahami semua proses tersebut.

Tentu saja konsesi lahan skala luas seprti HGU tidak bisa dilihat
semata sebagai sebuah konsesi lahan negara menjadi lahan pengusaha yang
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produktif, tetapi jauh lebih dari itu adalah bagaimana negara mengatur
warga negara di atas lahannya. Pemerintah sendiri mencipatakan jebakan
pada petani dengan menciptakan pola atau sumber ekonomi baru. Data-
data di lapangan menunjukkan banyak warga negara beralih status lahan
dari petani tradisional sebelumnya ke sawit menjadi korban “kebijakan
pemerintah”. Masyarakat masuk dalam sistem dan perangkap kebijakan
pemerintah dengan mengubah pola tanaman karet dan lainnya ke sawit,
padahal mereka tidak memiliki cukup bekal untuk bertahan, sehingga
banyak diantara mereka gagal kemudian menjadi buruh.
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Menerjemahkan secara Teknis:

Kendala Penertiban Tanah Terlantar
di Kabupaten Blitar

Ahmad Nashih Luthfi, Farhan Mahfuzhi, Anik Iftitah

A. Pendahuluan

Masalah tanah terlantar sangatlah krusial dari sisi luasan dan
urgensitas pemanfaatannya dihadapkan pada realitas ketimpangan
penguasaan tanah di Indonesia saat ini: konsentrasi penguasaan tanah
berhadapan dengan penggureman bahkan ketunakismaan di Indonesia
yang dari tahun ke tahun semakin akut.

Pemberian hak dalam bentuk penguasaan skala luas seperti Hak
Guna Usaha (HGU), penelantaran tanah dan konflik pertanahan
memiliki hubungan yang “saling membentuk”. Dikeluarkannya hak
legal atas aset dalam bentuk hak ataupun ijin akan dapat berakibat pada
penelantaran tanah. Ini dapat terjadi karena tidak adanya verifikasi yang
memadai terhadap kapasitas calon penerima hak/ijin, dan evaluasi atau
kontrol terhadap pelaksanaannya, serta adanya kemungkinan manipulasi
dalam proses pemberiannya. Akibat lebih lanjut adalah tanah menjadi
sumber sengketa dan konflik tatkala proses pemberian hak sebelumnya
dilakukan dengan cara yang masih menyisakaan masalah, serta reklaiming
dan pendudukan oleh masyarakat atas tanah-tanah yang ditelantarkan
perusahaan pemegang HGU.

Membicarakan mengenai tanah terlantar membuka kembali diskusi
mengenai hubungan negara, warga, dan tanah yang terbentuk dari
konsep dan pemahaman mengenai woeste gronde, tanah kosong/liar,
beschikkingrecht/ulayat, dan prinsip domein verklaring. Hal terpenting lain



dalam diskusi ini adalah pendefinisian tanah terlantar dalam nomenklatur
BPN Rl yang ditempatkan sebagai jalan dari pelaksanaan reforma agraria.

B. Kebijakan terhadap Tanah Terlantar dan Tanah Kosong

Jika melihat kondisi fisik “penelantaran” dan “kekosongan tanah”
dari aktifitas pengusahaan, keberadaan tanah terlantar dan tanah kosong
dan kebijakan yang mengaturnya memiliki riwayat yang cukup panjang,

1. Konteks Negara Kolonial Hindia Belanda

Kemunculan konsep “woeste gronden” atau tanah kosong
tidak terlepas dari kepentingan kolonialisme-industrial. Munculnya
deklarasi domein atau pemilikan negara yang diberlakukan di atas
tanah-tanah yang dianggap terlantar dan kosong dari penduduk
ataupun dari pemangku hak adat, berakar jauh ke belakang dari
keberadaan VOC (Vereenigde Ost-Indische Compagnie) dan WIC
(West India Company. Perjanjian yang mengikat dengan otoritas lokal
menempatkan posisi perusahaan dagang ini sebagai pemilik teritori
dan tanah-tanah yang ada dalam lingkupnya terhisap ke dalam
kepemilikan dan menjadi domein VOC/WIC.!

J. C. Baud pada tahun 1829 telah melakukan penelitian
tentang siapa sebenarnya pemilik atas “tanah liar” itu, hasilnya
merekomendasikan pelarangan pemberian hak tanah kepada
perusahaan perkebunan jikalau tanah-tanah itu telah dibuka oleh
seseorang, atau tanah itu termasuk dalam lingkungan desa, sebagai
tempat penggembalaan umum ataupun dengan sifat lain. Usulan
Baud ini tidak lagi berarti tatkala dideklarasikan “domein verklaring”
secara merata di wilayah nusantara, Jawa-Madura pada tahun 1870;
Ambon pada 1872; Sumatera pada 1874; Manado pada 1877, yang
berimplikasi bahwa semua tanah-tanah liar adalah domein negara
dan hak menguasi tanah-tanah tersebut melulu ada di tangan
pemerintah. Lahirnya Agrarische Wer 1870 semakin memantapkan
keberadaan woeste gronde itu, schingga dinyatakan sebagai domein

1 Marjanne Termorshuizen-Arts, “Rakyat Indonesia dan Tanahnya: Perkembangan Dokzrin
Domein di Masa Kolonial dan Pengaruhnya dalam Hukum Agraria Indonesia”, dalam Myrna
A. Safitri dan Tristam Moeliono, Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia, (HuMa, van
Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta, 2010), hlm. 35-41
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negara. Bunyinya adalah, “landsdomein is alle grond, waarop niet door
anderen recht van eigendom wordt bewezen” (domein negara adalah
semua tanah yang mana di atasnya tidak dapat dibuktikan adanya
hak eigendom oleh seseorang). Tanah kosong dianggap bebas dari
klaim kepemilikan.

Pada awal abad 20, van Vollenhoven membuka kembali
perdebatan tentang domein verklaring tersebut yang merupakan
dasar dari konsep teritori negara dan dibangunnya keberadaan
perusahaan-perusahaan di atas hak yang diberikan oleh negara, serta
penguasaan-pemilikan kawasan kehutanan dan upaya eksploitasinya.
la menyatakan bahwa prinsip kepemilikan negara itu merupakan
bentuk kekerasan, disebutnya sebagai “setengah abad pelanggaran
hak” sebab menafikan hak-hak pribumi atas tanah. Menurutnya,
tanah liar itu ada dalam hak masyarakat pribumi dengan apa yang
disebut sebagai “beschikkingsrecht”.? Beschikkingsrecht ini tidak
dikenal dalam hukum barat BW (Bugerlijk Wetboek).

Tegasnya, pemerintah kolonial melakukan kekerasan
epistemologis dengan mendefinisi-kategorisasikan secara luas
“woeste gronden” dan mengenakan “prinsip domein” di atas tanah
itu sehingga dengan legitimasi itu mengeluarkan eksistensi (hak)
pribumi/adat dan memasukkan kepentingan lain (modal) sesuai
keinginannya.

Perkebunan sebagai Tanah Kosong pada Masa Jepang

Kondisi “keterlantaran tanah” pada masa Jepang adalah
berupa ditinggalkannya tanah-tanah perkebunan (onderneming)
oleh pengelolanya yang berkebangsaan Eropa karena diinternir
oleh Jepang. Di atas tanah-tanah itu Jepang mengharuskan rakyat
menanam tanaman pangan dan tanaman untuk pertahanan perang.
Puluhan onderneming dalam puluhan ribu hektar tanah diubah
menjadi tanah pertanian dengan tanaman jagung, singkong, kapas,

Hak ini diterjemahkan sebagai “hak pertuanan” (Prof. Soepomo), “hak purba” (Prof.
Djojodigoeno), atau “hak menguasai” (Prof. Notonagoro), dan “hak ulayat/adat” (UUPA
1960). Lihat Vollenhoven, C. Van, Orang Indonesia dan Tanahnya, STPN Press, Sajogyo
Institute, HuMa, dan TAB, 2013; juga Peter Burns, “Adat, yang Mendahului Semua Hukum?”,
dalam Jamie S. Davidson, David Henley, dan Sandra Moniaga, (eds.), Adar dalam Politik
Indonesia, (Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia, 2010).

Untuk Sebesar-besarnya Kesejahteraan Rakyat e 45



jarak dan juga didirikannya huma. Meski hasil utamanya untuk
kepentingan perang Jepang, perubahan yang mendasar bagi rakyat
Indonesia adalah bahwa mereka merasa pendudukan atas tanah-
tanah perkebunan itu diperbolehkan dan sewaktu-waktu mereka akan
menjadi pemilik atas tanah itu tatkala Jepang hengkang.’

Aspirasi Kemerdekaan Menghapus Prinsip Domein; dan Tanah Kosong
untuk Pangan

Sadar bahwa akar masalah pengingkaran akan hak-hak pribumi
atas keadulatan teritori (tanah) adalah karena adanya prinsip domein
(memiliki) oleh negara, maka para pendiri bangsa, salah satunya
adalah Soepomo yang merupakan murid paling menonjol—selain ter
Haar—dari van Vollenhoven, menghapus prinsip tersebut. Sebagai
negara baru, berdasarkan asas sentralisasi dalam bingkai negara
Kesatuan, diputuskan bahwa kepentingan negara harus di atas hak
ulayat masyarakat hukum adat, yang mana negara kemudian memiliki
Hak Menguasai Negara.

Hak Menguasai Negara (HMN) itu dirumuskan di dalam
konteks historis bahwa negara memikul aspirasi kemerdekaan. Mereka
berasumsi bahwa negara dibangun untuk mensejahterakan rakyatnya
(negara budiman). Tidak terbayangkan bagi para pendiri bangsa saat
itu bahwa dengan HMN negara bisa mempraktikkan suatu proses dan
kepentingan yang mengakibatkan rakyat kehilangan hak atas tanah.
Kesadaran tentang negara sebagai commonwealth mengaspirasikan
mereka dalam merumuskan HMN.* Undang-Undang dasar 1945
pasal 33 (3) dan UUPA 1960 pasal 2 menegaskan pernyataan HMN
ini. Singkatnya, pernyataan hak memiliki negara diganti dengan
hak menguasai negara, dan UUPA 1960 sebagai hukum agraria
yang baru mengakui adat sebagai sumber hukum (pasal 5).

UUPA 1960 anti terhadap penelantaran tanah sehingga jika
tanah diterlantarkan maka akan dicabut/dihapuskan dan dialihkan

46

Simak misalnya, Shigero Sato, War, Nationalism, and Peasants Java Under the Japanese
Occupation 1942—1945, (Australia: Allen & Unwin, Ltd. 1994)

Hal ini berbeda sekali dengan rezim kolonial bahwa atas nama domein verklaring mereka bisa
mengambil alih “tanah-tanah terlantar” milik adat; dan rezim Orde Baru yang atas nama Hak
Menguasai Negara dapat melakukan pengadaan tanah untuk Pembangunan atau Kepentingan
Umum yang dipraktikkan dengan cara-cara pengusiran terhadap rakyat (komunitas adat),
dengan menganggap diri seolah-olah negaralah yang memiliki tanah.
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ke pihak lain, baik untuk jenis hak milik (pasal 27), hak guna usaha
(pasal 34), hak guna bangunan (pasal 40). Hal ini mengingat bahwa
tanah memiliki fungsi sosial (pasal 6) sehingga pemanfaatan dan
penguasaan oleh pihak lain dimungkinkan. Hubungan manusia
dengan tanah tidaklah semata-mata hubungan hak kebendaan
(perdata) namun terkandung hak publik.

Sebelum lahir UUPA 1960, pemerintah Indonesia
mengorientasikan pemanfaatan tanah-tanah kosong untuk pangan.
Menteri urusan Bahan Makanan, 1.J. Kasimo, membuat Rencana
Produksi Tiga Tahun (1947-1950) atau dikenal dengan Plan Kasimo.
Kebijakannya berupa perintah penanaman bahan-bahan pangan di
atas tanah-tanah kosong, utamanya yang ada di Sumatera Timur
seluas 281.277 ha. Pedesaan digiatkan dalam usaha tani, intensifikasi
melalui bibit padi unggul, pembentukan kebun-kebun bibit untuk
rakyat, dan pemeliharaan hewan ternak sebagai alat produksi
pangan, serta pelaksanaan transmigrasi. Kesemuanya dalam rangka
swasembada pangan.” Kelaparan yang melanda rakyat Indonesia
selama periode Jepang sebelumnya sampai dengan masa Revolusi
harus segera diatasi dengan berswasembada pangan melalui cara-cara
penanaman di atas tanah-tanah kosong,.

Penataan Tanah Terlantar Masa Orde Baru hingga Reformasi

Di tengah ketimpangan penguasaan tanah yang demikian
akut dan gejala pencerabutan manusia atas tanah dan pertanian
(deagrarianisasi), di sisi lain masih dijumpainya fakta adanya
penelantaran tanah. Penyebabnya bermacam-macam, salah satunya
adalah tanah dijadikan barang dagangan (komoditas) sehingga
menjadi objek spekulasi, atau cadangan untuk investasi pembangunan.
Penelantaran tanah oleh pemerintah (atau badan usaha negara)
disebabkan keterbatasan biaya pengelolaan yang bersumber dari
dana publik, ketidakseriusan pengelolaan, atau bahkan salah urus.
Mengatasi hal demikian, maka pemerintah membuat serangkaian

Di sini mulai dikenal pula pendidikan orang dewasa dengan peserta pemuda-pemudi tani
berumur 18-25 tahun. Mereka tanpa ujian masuk/lulus dan tamat untuk kembali bekerja di
pertanian. Pendidikan ini dikenal dengan Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD) yang
sejak Oktober 1947 merupakan bagian dari “Plan Kasimo”.
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kebijakan tentang pemanfaatan tanah kosong dan penertiban tanah

terlantar. Beberapa regulasi yang mengaturnya adalah:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang
Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.

2) Permen Agraria/Perkaban nomor 3 tahun 1998 tentang
pemanfaatan tanah kosong untuk tanaman pangan. Ditegaskan
lagi dengan,

3) Pasal 2 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia
nomor. 34 Tahun 2003, tentang Kebijakan Nasional di Bidang
Pertanahan, huruf g mengenai pemanfaatan dan penyelesaian

masalah tanah kosong,.

PP Nomor 11 Tahun 2010: tanah terlantar untuk Reforma Agraria

Pada tahun 2010 pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui
PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan
Tanah Terlantar. Kebijakan ini untuk pelaksanaan Program
Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Tanah terlantar menjadi bagian
dari obyek yang akan diredistribusi dalam kebijakan tersebut (dari
target 8,1 juta ha, sebesar 7,3 juta ha disumbang dari tanah terlantar).

Hasil inventarisasi tanah BPN RI sampai dengan tahun 2010
menunjukkan bahwa penelantaran tanah terjadi di atas tanah hak
maupun ijin yang jika ditotal luasannya sampai dengan 7.386.290
hektar (kota-desa); dengan 3,1 juta ha tanah terdaftar-setara dengan
133 kali luas Singapura; 15,32% adalah tanah-tanah yang dikuasai
oleh pemerintah atau BUMN, sisanya oleh swasta dalam bentuk
HGU (1,935 juta). Total potensi kerugiannya adalah Rp. 6000
triliun/5 th.

Sebagaimana PP No 11 Tahun 2010 tentang Penertiban
dan Pendayagunaan Tanah Terlantar semestinya luasan itu dapat
didayagunakan untuk pelaksanaan reforma agraria (redistribusi),
program strategis negara (penciptaan lahan pangan, energi, dan
perumahan rakyat), dan cadangan negara lainnya (kepentingan
pemerintah, hankam, dan relokasi bencana alam). Akan tetapi
tanah terlantar seluas itu ternyata belum dapat didayagunakan
dikarenakan adanya anggapan belum adanya payung hukum tentang
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pendayagunaan tanah terlantar; dan yang ada saat ini hanyalah
penertiban tanah terlantar dalam skalanya yang sangat terbatas.

Tabel 1. Penelantaran Tanah

Luas hak yang di Tanah Persentase
dalamnya terdapat terindikasi | penelantaran
tanah terlantar (ha) | terlantar (ha) (%)
Hak Guna Usaha 2.253.685 1.729.775 76,8
Hak Guna Bangunan 176.480 146.248 82,9
Hak Pakai 423.361 401.704 94,9
Hak Pengelolaan 788.809 538.304 68,4
Izin Lokasi 1.518.716 1.401.653 92,3
Penggunaan Belum 3.168.606
Optimal
Jumlah 7.386.290

Sumber: Hasil Inventarisasi BPN Rl (sampai Januari 2010)

Baru-baru ini BPN secara resmi menyatakan bahwa di tengah-tengah
banyaknya pembukaan HGU, ternyata banyak terdapat gejala penelantaran
tanah oleh perusahaan. Hanya untuk tahun 2012 saja, telah diidentifikasi
51.976 ha tanah di Indonesia sebagai tanah terlantar.® Sedikit lebih maju,
BPN RI sampai dengan tahun 2013 telah menetapkan ada 80 pemegang
hak yang melakukan penelantaran tanah dengan luas total 54.123,2436
Ha. Ini bertambah dari luasan yang diperoleh tahun 2012. Dari kedelapan
puluh (80) yang telah ditetapkan tersebut, sebanyak 11 hak dengan luas
tanah 34.235,3797 ha menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha
Negara. Empat gugatan dimenangkan oleh penggugat (perusahaan) dan
hanya ada satu gugatan yang dimenangkan oleh BPN RI.

Gugatan terhadap penetapan tanah terlantar oleh BPN RI ini
tentu penting menjadi bahan pembelajaran. Satu kasus yang berhasil
dimenangkan di Batang disebabkan adanya intervensi dari para petani

dalam perkara tersebut ke majelis hakim PTUN Jakarta. Mereka

6 Detiknews, Sabtu, 16-02-2013, “BPN Nyatakan 51.976 Hektar Tanah di Indonesia Sebagai
Tanah Terlantar”.
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didampingi oleh Public Interest Lawyer Network (PilNet). Secara ringkas,
gambaran kasus tersebut adalah sebagai berikut. PT Perkebunan Tratak
yang terletak di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang,
menggugat BPN karena mencabut HGU perkebunannya melalui SK
No:7/PTT-HGU/BPN R1/2013 tentang “Penetapan Tanah Terlantar
yang Berasal dari Hak Guna Usaha, Nomor 1/Batang Atas Nama PT.
Perusahaan Perkebunan Tratak”. Gugatan tersebut terdaftar dengan no
perkara: 25/G/2013/PTUN-Jkt. Alasan BPN adalah karena Tratak telah
menelantarkan perkebunannya selama bertahun-tahun. Para petani di 4
desa sekitar menggarap lahan terlantar bekas perkebunan Tratak. Mereka
yang diwakili 13 petani penggarap tersebut mengajukan permohonan
intervensi ke majelis hakim PTUN Jakarta. Singkatnya, dalam sidang
ke 2 tanggal 11 April 2013, PTUN Jakarta mengabulkan permohonan
intervensi para petani penggarap yang intinya adalah mendukung
Putusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN
RI) tentang Penetapan Tanah Terlantar.” Penertiban dan pendayagunaan
tanah terlantar sangat penting bagi petani. Kepentingan BPN RI dengan
para petani penggarap bertitik-temu dalam kebijakan penertiban dan
pendayagunaan tanah terlantar. Akan tetapi dalam pelaksanaan di
lapangan, lembaga pertanahan dalam hal ini BPN RI sendiri yang
memiliki dan menjalankan kebijakan justru terlihat tidak berupaya
mempertahankan dengan apa yang telah ditetapkannya. Dalam kasus
gugatan tanah terlantar di Batang, Jawa Tengah itu, pihak tergugat yakni
BPN RI tidak hadir dalam beberapa sidang pendahuluan, seperti saat
pemeriksaan pendahuluan (dismissal process) dan beberapa sidang pokok
perkara. BPN juga tidak menghadirkan saksi sama sekali di pengadilan,
disertai bukti yang minim, bahkan sertifikat HGU a quo hampir ketlingsut
atau tidak bisa ditemukan®. Hal ini menunjukkan ketidakseriusan unsur
pelaksana. PP No 11 Tahun 2010 ini terancam mandul sebagaimana
yang dituduhkan terhadap regulasi sebelumnya yang mengatur hal serupa.
Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta akhirnya pada tanggal 8 Juli

7 Rahma Mary dan Malik, “Penetapan Tanah Terlantar Digugat”, http://huma.or.id/
pembaruan-hukum-dan-resolusi-konflik/penetapan-tanah-terlantar-digugat.html, diakses
tanggal 14 Juni 2013.

8  Komunikasi pribadi dengan Rahma Mary yang turut hadir dalam persidangan sebagai
peneliti dan aktifis di HuMa (salah satu jaringan Pilnet). Komunikasi tanggal 20 Juli 2013.
Putusan atas kasus ini bisa diunduh di http://pilnet.or.id/data/wp-content/uploads/2013/07/
Putusan-Kasus-Tratak-Batang_19-Jul-20131.pdf.
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2013 menolak Gugatan PT. Perusahaan Perkebunan Tratak (PT. Tratak)
terhadap Badan Pertanahan Nasional yang mencabut HGU perusahaan
tersebut. Meski telah dicabut, tanah negara eks-HGU yang sebagian telah
digarap petani tersebut belum diredistribusi (didayagunakan) sebagaimana
tujuan utama PP No 11 Tahun 2010 ini.

Selain lemahnya dari sisi pelaksanaan, secara normatif beberapa pihak
memang telah menyadari titik lemah dari kebijakan ini, bahkan sejak
awal kelemahan itu telah dideteksi. Kebijakan ini dinilai memiliki “pasal
karet” berupa pernyataan “kektidaksengajaan” yang hal ini menyulitkan
bagaimana cara mem-verifikasinya. Kritik lain adalah pengecualian
obyek tanah yang dikuasai oleh pemerintah (langsung-tidak langsung)
dan sudah atau belum berstatus barang milik negara/daerah.® Padahal
di jenis tanah ini fakta keterlantaran demikian tinggi dibarengi dengan
konflik pertanahan yang ada (misalnya di PTPN-PTPN). Kalangan
masyarakat melihat lemahnya political will pemerintah dengan tidak segera
dieksekusinya penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar. Di sisi lain
birokrasi pertanahan masih keliru menganggap bahwa PP No 11 tahun
2010 tidak bisa dijalankan tanpa keluarnya PP reforma Agraria. Padahal
PPAN yang disebut sebagai Reforma Agraria itu telah dipraktikkan di
beberapa tempat. BPN Rl sendiri telah mengantongi data hasil identifikasi
tanah terlantar tersebut.

Untuk itulah menarik mengkaji mengenai kendala dan optimalisasi
penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar terhadap kasus yang telah
ditangani oleh BPN RI. Sebagai studi lapangan penelitian ini mengkaji
kebijakan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar yang dilakukan
oleh BPN di Kabupaten Blitar. Penelitian penertiban dan pendayagunaan
tanah terlantar di Kabupaten Blitar dipilih untuk mengetahui bagaimana
pelaksanaan kebijakan ini di wilayah yang memiliki tingkat konflik agraria
yang cukup tinggi.

C. Fokus dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berangkat dari pokok persoalan mengenai perbedaan
cara pandang tentang tanah terlantar antara Kantor Pertanahan Blitar

9  Diskusi Sosialisasi PP No 11 tahun 2010 di STPN, 15 April 2010. catatan kritis diberikan
oleh Gunawan dari IHCS; lihat juga, Usep Setiawan, “Tanah Terlantar”, Republika, 13 April
2010
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dengan masyarakat; bagaimana mereka berdua mengidentifikasi,
memanfaatkan dan mendayagunakannya. Penelitian dilakukan di dua
lokasi yang memiliki karakter berbeda dari sisi yuridis formal namun
secara faktual di lapangan memiliki kesamaaan yaitu adanya aktifitas
pendayagunaan tanah oleh masyarakat, tidak adanya kegiatan usaha
perkebunan, munculnya spekulan dan adanya konflik dengan petani
sekitar yang sudah berlangsung kronis. Lokasi yang dipilih adalah
Perkebunan Kismo Handayani di Desa Soso Kecamantan Gandusari
dan Perkebunan Gunung Nyamil Kab. Blitar. Adapun penelitian ini
menggunakan pedekatan rekonstruksi atas proses dan mekanisme
pelaksanaan penertiban tanah terlantar oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Blitar. Dengan pendekatan rekonstruksi kebijakan di level pelaksana akan
dapat diketahui bagaimana ketika kebijakan diterjemahkan secara teknis
(rendering technical) oleh praktik administrasi pertanahan Indonesia.
Dalam buku 7he Will to Improve, Tania M. Li'® menunjukkan bahwa
untuk mencapai rasionalisasi pelaksanaannya, birokrasi pemerintahan
menggunakan kalkulasi dan taktik. Ini adalah dua istilah kunci.
Kalkulasi dan taktik adalah cara yang digunakan untuk mengoptimalkan
tujuan. Lembaga tertentu (dalam hal ini Kantor Pertanahan) yang berniat
memperbaiki kehidupan masyarakat, harus memiliki prosedur, analisis,
perhitungan, dan taktik tertentu. Hanya dengan kalkulasi dan taktik,
intervensi bisa dibayangkan dan diwujudkan.

Pemahaman mengenai intervensi kepemerintahan ini sebagai
“perakitan” beragam pengetahuan, otiritas dan kekuasaan serta teknik
dan kalkulasi yang juga membantu kita membongkar pandangan
mengenai pemerintah sebagai unit monolitik yang beroperasi dengan
sumber kekuasaan yang tunggal. Tatkala diteknikalisasi itu, dapat terjadi
kebijakan menjadi hilang sifat politisnya. Padahal, penertiban dan
pendayagunaan tanah terlantar merupakan politik kebijakan pertanahan
yang memiliki tujuan pengendalian penggunaan tanah dan penataan
mengatasi ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia, hingga berlanjut
dengan kebijakan pengalokasian untuk cadangan negara dan pelaksanaan
redistribusi kepada masyarakat. Dengan kata lain, penertiban dan
pendayagunaan tanah terlantar adalah politik reforma agraria.

10 Tania M. Li, The Will to Improve: Governemntality, Development, and Practice of Politics, (Duke
University Press, 2007)
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Membandingkan pelaksanaan reforma agraria atau landreform pada
tahun 1960-an (PP No. 224/1961) dengan reforma agraria yang ditempuh
melalui kebijakan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar (PP No
10/2011), terdapat perbedaan mendasar yang dapat kita lihat, utamanya
dalam hal tanah obyek landreform dan subyek penerimanya. Secara umum
program pelaksanaan landreform di Indonesia meliputi ketentuan: a)
Larangan menguasai tanah pertanian yang melampaui batas; b) Larangan
pemilikan tanah absentee; ¢) Redistribusi tanah-tanah kelebihan dari
batas maksimum serta tanah-tanah yang terkena larangan absentee; d)
Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang
digadaikan; e) Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian
dan; f) Penetapan batas minimum pemilikan tanah. Dari ketentuan
ini terlihat bahwa sasaran utama obyek tanah landreform adalah tanah
masyarakat, bukan tanah negara (mengingat secara filosofis negara tidak
memiliki tanah). Tanah perkebunan yang notabene adalah tanah negara,
dengan pengertian dikuasai oleh negara sebab pada dasarnya negara
tidak mempunyai hak milik sebagaimana prinsip anti domein verklaring,
sebagian besar telah dikuasai oleh manajemen baru tentara di bawah situasi
darurat militer.!" Akibatnya, tanah-tanah perkebunan tidak secara resmi
dijadikan sasaran obyek landreform, meskipun terdapat pendudukan
tanah di sana-sini oleh masyarakat.

Pelaksanaan landreform pada tahun 1961-1963 menghasilkan
redistribusi tanah kelebihan (65.132 ha), tanah eks-swapraja dan tanah
absentee (82.176 ha), dan tanah negara lain untuk melengkapinya (147.192
ha)."? Kategori “tanah negara lain” ini adalah antara lain bekas tanah-tanah
partikelir yang “kembali ke negara”, sebagaimana telah diatur melalui UU

11 Selain soal darurat militer, tidak dijadikannya tanah perkebunan sebagai obyek landreform
adalah juga konsekuensi dari pelaksanaan isi perjanjian KMB yang mewajibkan pengembalian
tanah perkebunan yang telah diduduki oleh rakyat kepada pengelolanya semula, yakni
perusahaan (Eropa). Untuk hal ini, lihat, Ahmad Nashih Luthfi, dkk., Kronik Agraria
Indonesia, Memperluas Imajinasi Lintas Zaman, Sektor dan Aktor, (STPN Press, Sajogyo
Institute, dan ISSI, 2010), hlm 27-28

12 Gerrit Huizer, 1972, dikutip dalam Andi Achdian, 7anah bagi yang Tak Bertanah, Landreform
pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965, (Bogor: Kekal Press, 2008), hlm. 73. Sasaran
utama landrefom tahun 1960-an in adalah tanah kelebihan, mengingat tujuan utamanya
adalah koreksi atas ketimpangan (horizontal) penguasaan dan pemilikan tanah. Prioritas kedua
adalah tanah swapraja dan absentee, mengingat prinsip anti-feodal kebijakan ini. Sedangkan
tanah negara lain bersifat melengkapi (nomboki, dalam istilah Sajogyo). Wawancara dengan
Gunawan Wiradi, 25 November 2013.
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No. 1/1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir. Tanah-tanah ini
dibagikan kepada rumah tangga petani miskin atau tunakisma sejumlah
592.958 penerima. Sedangkan landrefom melalui PP No 10/2011 ini
menjadikan tanah-tanah kuasa negara, utamanya terbesar dikuasakan
kepada perusahaan melalui HGU berupa tanah-tanah perkebunan, sebagai
obyeknya. Adapun penerima tanah hasil pendayagunaannya selain petani
miskin adalah juga lembaga negara (pemerintah). Dalam teori landreform,
mengacu Borras dan Franco," pengalaman tahun 1960-an melalui PP No.
224/1961 merupakan kebijakan pembagian tanah berciri redistributif,
sementara reforma agraria melalui PP No 10/2011 ini mayoritas berciri

distributif, bahkan bisa jadi rekonsentratif, dan sedikit sekali yang berciri
redistributif.

D. Pelaksanaan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah di
Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar merupakan satu Kabupaten yang terletak di
Pulau Jawa bagian Tenggara. Blitar adalah daerah di Jawa Timur yang
sarat dengan persoalan sengketa dan konflik keagrariaan. Secara geografis
Kabupaten Blitar terletak di perbatasan Malang, Kediri dan Tulungagung,.
Wilayah utara merupakan daerah dataran tinggi yang berada di lereng
Gunung Kelud dan lereng sebelah barat adalah lereng Gunung Kawi.
Blitar berada pada ketinggian rata-rata diatas 800 dpl. Blitar bagian utara
merupakan daerah perkebunan sejak masa Hindia Belanda dan berlanjut
hingga sekarang dengan banyaknya perkebunan oleh perusahaan.

1. Struktur Agraria dan Konflik yang Terjadi

Dalam starukeur agraria di Blitar, perkebunan swasta maupun negara
menempati posisi teratas dalam penguasaan dan pemilikan tanah, yakni

13 Saturnino M. Borras Jr dan Jennifer C. Franco, “Contemporary Discourses and Contestations
around Pro-Poor Land Policies and Land Governance”, Journal of Agrarian Change, Vol.
10 No. 1, Januari 2010, hlm. 16-22. Untuk memudahkan memahami keempat jenis ini,
kira-kira demikian ilustrasinya: distributif (dari “tanah negara” menuju tunakisma—tanah
terlantar misalnya); re-distributif (diambil dari tuan tanah/kelebihan maksimum untuk
dibagi kembali kepada tunakisma); rekonsentratif (tanah negara atau tanah rakyat dengan
mekanisme tertentu diambil untuk tuan tanah/perusahaan—HGU, PIR BUN, pengadaan
tanah); non(re)distributif dimana kebijakan pertanahan berlangsung tanpa adanya kebijakan
(re)distribusi, sehingga kondisi ketimpangan tetap berlangsung.
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35,34 % (44.935,11 Ha) dari luas total kabupaten 158.879 Ha. Di Kab.
Blitar setidaknya terdapat 27 perkebunan swasta maupun negara dengan
luasan mencapai 44 ribu ha lebih tersebut. Data tersebut menunjukkan
banyaknya tanah negara yang dikuasai oleh pihak lain dengan hak
tertentu. Sementara di wilayah Blitar Selatan yang dibatasi oleh Sungai
Brantas juga terdapat penggunaan tanah negara yang luas oleh Perhutani.'
Secara faktual penggunaan tanah negara inilah yang menjadi penyebab
utama atau setidaknya menjadi lokasi munculnya sengketa dan konflik
agraria pada beberapa tahun terakhir. Kepentingan tersebut sebenarnya
semula hanya melibatkan antara pengusaha/pemegang hak usaha dengan
petani penggarap atau warga sekitar. Saat ini menjadi lebih rumit karena
munculnya kepentingan lain yang ikut menumpangi isu-isu reforma
agraria, seperti para spekulan tanah yaitu yang mengharapkan keuntungan
dari persaingan klaim atas tanah dan konflik pertanahan tersebut. Konflik-
konflik ini muncul di permukaan berupa aksi reclaiming, demonstrasi,
sengketa di peradilan, laporan pidana, bahkan kekerasan yang membawa
korban nyawa.

Keberagaman persoalan sebagai bukti belum tercapainya tujuan
penertiban tanah terlantar seperti tersebut di atas, juga dapat dilihat
dengan adanya berbagai perjuangan rakyat yang melakukan berbagai
tuntutan akses atas ratusan hektar lahan di Kab. Blitar yang dianggap
sebagai tanah terlantar oleh masyarakat sebab habisnya masa HGU.
Beberapa contoh ini menunjukkan hal tersebut. Warga menuntut Bupati
Blitar agar melepas tanah perkebunan Gondang Tapen di Desa Ringinrejo,
Kecamatan Wates, seluas 48,9 hektar untuk diredistribusikan kepada
rakyat sebagaimana amanat konsep landreform. Ini mengingat Hak Guna
Usaha (HGU) perkebunan Gondang Tapen telah habis pada 31 Desember
2009.7

Juga banyaknya petani menuntut redistribusi tanah di wilayah
Perkebunan Sengon, Desa Ngadirenggo Kecamatan Gandusari yang
HGU-nya habis pada 31 Desember 2011. Tuntuttan lain adalah terhadap
tanah perkebunan Nyunyur, Desa Soso, Kecamatan Wlingi yang HGU-
nya habis 31 Desember 2010.'¢ Terhadap 3 kecamatan eks perkebunan di

14 Tim Fasilitasi Sengketa Pertanahan, “Buku Data Sengketa Pertanahan Kab. Blitar”, Kab.
Blitar Tahun 2012.

15 Ibid
16 Ibid
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Blitar, Warga dari Desa Sengon Kec. Wlingi, Desa Soso Kec. Gandusari
dan Gondang Tapen Kec. Wates di Kab. Blitar juga menutut agar ratusan
hektar lahan eks perkebunan dikembalikan lagi ke warga. Tuntutan lain
adalah terhadap dua lahan eks perkebunan, yakni perkebunan Sengon,
Desa Ngadirenggo, Kec. Wlingi, dan Perkebunan Gambar Anyar di Desa
Sumber Asri, Kec Nglegok.!”

Semantara itu para petani perkebunan Soso, Kecamatan Gandusari,
Perkebunan Sengon, Kecamatan Wlingi dan Perkebunan Gambaranyar,
Kecamatan Nglegok, menuntut BPN untuk segera melakukan proses
redistribusi tanah. Hal itu mengingat Bupati Blitar telah mengeluarkan
keputusan No: 590/119/409.011/2002 tentang usulan pembatalan Hak
Guna Usaha'®.

Melihat beberapa tuntutan di atas, pada umumnya masyarakat
menganggap bahwa dengan berakhirnya masa HGU, serta-merta ataupun
beberapa tahun setelahnya, mengakibatkan terjadinya penelantaran
tanah. Berakhirnya masa HGU juga menjadi argumen bagi tuntutan
direditribusikannya tanah bagi masyarakat. Sementara PP No 11
Tahun 2010 ini menyebutkan bahwa tanah dinyatakan terlantar jika
“tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai
dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar
penguasaannya’ (pasal 2).

Ada 15 titik sengketa dan konflik pertanahan yang tinggi di Kab.
Blitar. Hampir seluruh perkebunan dari 27 perkebunan besar yang ada di
Kab. Blitar mengalami sengketa dan konflik. Hanya empat perkebunan
yang tidak mengalami konflik, yaitu perkebunan PT. Perdagangan
Dewi Sri (Kawisari) Desa Semen Kec. Gandusari, PT. Jurang Banteng
(Jurang Banteng) Desa Ngaringan Kec. Gandusari, PT. Tjandisewu
Baru (Candisewu) Desa Penataran Kec. Nglegok, dan PT. Harta Mulia
(Karanganyar) Desa Modangan Kec. Nglegok, Blitar. Jika konflik tersebut
ditambah dengan konflik pertanahan dengan Perhutani, maka total titik

konflik pertanahan di Kab. Blitar adalah 27 titik konflik.

17 http://news.detik.com/surabaya/read/2012/07/11/132450/1962850/475/ratusan-warga-di-
blitar-turun-ke-jalan-tuntut-eks-perkebunan, diakses pada 18 Juni 2013.

18  hetp://www.koran-sindo.com/node/308461, diakses pada 18 Juni 2013.
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Gambar 1. Sebaran Konflik Pertanahan dan Lokasi Penelitian
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Sumber Peta: Penelitian Sistematis STPN, 2010 (telah modifikasi

Berikut catatan awal kami berkaitan dengan jumlah sengketa tanah

di Kabupaten Blitar, terutama yang berdasarkan penguasaan HGU. Data

ini menunjukkan bahwa sumber konflik/lokasi konflik yang terbesar

adalah berkaitan dengan tanah-tanah negara yang dikuasai oleh pihak

lain dengan HGU.

Tabel 2. Daftar Tanah Negara dengan HGU atau yang Lainnya

No | Nama Perkebunan | Luas Dasar Hak (Masa Habisnya) | Keterangan Sengketa
1 | Bantaran 609 Ha HGU (31 -12-2022) -
2 | Banyu Urip 262 Ha | Erfpacht (24 -09-1980) Sudah diredis 200 Ha
3 | Banaran 1050 ha HGU (31 -12-1996) Sengketa
4 | Candi Sewu 620 Ha HGU (31 -12-2012) Tidak ada
5 | Gambar 898 Ha HGU (31 -12-2015) Sudah diredis 225 Ha
6 | Gondang Tapen 1123 Ha | HGU (31-12-2001)-dalam Sengketa
penetapan kawasan hutan/
Perhutani
7 | Gunung Nyamil 2123 Ha | Puskopad (penguasaan) Sengketa
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8 | Jurang Banteng 317 Ha HGU (31 -12-2009) Tidak ada
9 | Karanganyar 380 Ha HGU (31 -12-2012) Redis 100 Ha
10 | Karangnongko 269 Ha HGU (2004 dan 2015 Sengketa
11 | Eks Korem 100 ha - -
12 | Kawisari 349 Ha HGU (31 -12-2015) Tidak ada
13 | Kruwuk 423 ha HGU (31 -12-2009) Sengketa
14 | Rotoredjo 254 Ha -
15 | Kulon Mbambang 955 Ha HGU (31-12-1998) Diredis 280 Ha
16 | Ngusri 386 Ha HGU 31-12-2023) Sengketa
17 | Nyunyur 472 Ha HGU (31-12-2010) Sengketa
18 | Penataran PTPN 399 Ha HGU (31 12-2001) Sengketa
XII
19 | Petungombo 433 Ha Puskopad/Majapahit Kencana | Sengketa
(penguasaan)
20 | Pijiombo 359 Ha HGU (31 -12-2017) Sengketa
21 | Sekargadung 809 Ha HGU (31 -12-2001) Sengketa
22 | Sengon 556 Ha HGU (31 -12-2011 dan Sengketa
2022)
23 | Sirah Kencong 423 Ha HGU (31 -12-2012) -
24 | Swarubuluroto 609 Ha HGU (31 -12-2012) Sengketa
25 | Ponggok 36 Ha Hak Pakai AURI Malang Sengketa
Total lahan 13.869
Ha

Sengketa dan konflik agraria di Blitar melibatkan beragam aktor.
Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik perkebunan di Kab. Blitar
yaitu pihak perkebunan swasta, perkebunan negara, TNI AD, TNI
AU, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat. Kondisi
keagrariaan Kab. Blitar untuk tempo sekarang, tidak terlepas dari situasi
dan kondisi keagrariaan Kab. Blitar di masa lampau. Wilayah pinggiran
Kab. Blitar hampir semuanya merupakan wilayah Perhutani. Wilayah
pinggiran dikuasai Perhutani, kemudian wilayah agak kedalamnya dikuasai
oleh perkebunan-perkebunan besar dan selanjutnya merupakan wilayah
masyarakat, dimana pengusiran dan adanya desa yang hilang, mewarnai
peristiwa keagrariaan pada masa itu. Secara singkat konflik keagrariaan di
Blitar yang memiliki akar sejak Belanda, terus berlanjut pada zaman Jepang,
hingga pasca kemerdekaan. Pasca-1965 perjuangan keagrariaan di Kab.
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Blitar diwarnai dengan strategi konsolidasi. Pada era reformasi, konflik-
konflik tersebut menjadi manifest dan hampir semua wilayah reclaiming,
dimana waktu itu menjadi tahun-tahun yang memberi gambaran seolah-
olah negara tidak kuat menghadapi gerakan reclaiming besar.

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa konflik agraria di Kab.
Blitar disebabkan oleh adanya sejarah perampasan tanah, habisnya masa
Hak Guna Usaha (HGU) suatu badan usaha/perusahaan perkebunan,
adanya HGU perusahaan yang tidak dilanjutkan dengan perpanjangan,
dan diterlantarkannya secara fisik tanah yang dalam kuasa HGU oleh
perusahaan perkebunan.

2. Rekonstruksi Proses Penertiban Tanah Terlantar

Penelitian ini menyajikan rekonstruksi proses penertiban tanah
terlantar oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar. Dari rekonstruksi
ini akan terlihat bagaimana kebijakan penertiban dan pendayagunaan
tanah terlantar dipahami oleh birokrasi/pelaksana kebijakan, kendala
yang dihadapi dan upaya mengatasinya, serta keluaran hasilnya. Dengan
mengetahui proses dan mekanisme yang ditempuh oleh pelaksana di
lapangan menjadi dapat dimengerti kemudian bahwa di kabupaten Blitar
tidak terdapat satupun luasan tanah yang ditetapkan dan diputuskan oleh
BPN RI Pusat sebagai tanah terlantar.

Di sisi lain penelitian ini juga menunjukkan bagaimana tanah
terlantar dipahami oleh masyarakat dan telah didayagunakan, dan dalam
batas pengertian itu, dilakukan penguasaan dan pemanfaatan berupa
penggarapan tanah pertanian, pendirian rumah sehingga terbentuk
perkampungan temporer maupun permanen.

Kedua perspektif di atas mencerminkan dialektika antara regulasi
dan aksi (batas dan peluangnya), antara kondisi yuridis dan faktual yang
tidak jarang memiliki gambaran yang berseberangan. Dalam analisa proses
pembentukan kebijakan (policy as policy-making)”, diskursus mengenai
“tanah terlantar” yang dinarasikan oleh regulasi sebagai “yang tidak

19  Peralihan cara pandang terhadap kebijakan dari semula “analisa tentang kebijakan” menuju
“analisa tentang proses pembuatan kebijakan” mengajak melihat bagaimana isu yang nantinya
menjadi kebijakan itu dinarasikan dan diwacanakan, aktor dan jaringan yang mempengaruhi
isu, dan kondisi politik serta kepentingan yang melingkupi isu tersebut. Lihat, Wolmer, W.
and Scoones, I, An Introduction to Policy Processes. IDS: Brighton, 2005
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diusahakan atau dimanfaatkan sesuai dengan dasar pemberian haknya”

sehingga dapat didayagunakan untuk tujuan “pelaksanaan reforma

agraria’, hanya memenubhi interest politik belaka yang dalam praktiknya

memiliki banyak keterbatasan baik yang dirasakan oleh birokrasi pelaksana

maupun narasi yang dipraktikkan oleh masyarakat. Narasi terakhir ini

justru tidak terakomodir di dalam diskursus mengenai tanah terlantar.

1)  Memasukkan tanah sengketa sebagai tanah terlantar

60

PP Nomor 11 (2) Tahun 2010 memerinci objek tanah yang
bisa dinyatakan sebagai tanah terlantar. “Obyek penertiban tanah
terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara
berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak
Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang

tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai

dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar
penguasaannya.”

Mengacu pada peraturan di atas, BPN Kabupaten Blitar merasa
bahwa akan banyak HGU di Kabupaten Blitar yang dapat diindikasi
sebagai tanah terlantar. Umumnya dinyatakan sebagai terlantar sebab
(1) banyak terjadi peralihan pemanfaatan tanah dari komoditas
yang ditetapkan dalam SK HGU menjadi jenis komoditas lain, (2)

tidak dipergunakan sebab kondisi ekonomi perusahaan yang labil,
(3) peralihan oleh penggunaan lain baik oleh perusahaan maupun
masyarakat dalam bentuk penggarapan, pendudukan, dan pendirian
pemukiman. Hampir semua perkebunan di Blitar memiliki kondisi
demikian yang jika dirunut lebih lanjut kondisi perkebunan tersebut
adalah dalam keadaan sengketa dan konflik.

Terdapat hubungan erat antara tanah terlantar dengan sengketa
dan konflik. Dengan diterlantarkannya tanah oleh perusahaan dan
atau status yang dianggap tidak jelas karena berakhirnya masa HGU/
ijin maka tanah akan dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga terjadi
peralihan pemanfaatan, penggunaan, bahkan penguasaan yang
berujung sengketa antara pihak perkebunan dengan masyarakat atau
konflik antar-masyarakat. Di sisi lain mayoritas tanah perkebunan di
Blitar adalah dalam kondisi sengketa yang sebagaimana disebutkan
di muka, memiliki akar sejak zaman dahulu. Tatkala Kanwil BPN

Propinsi Jawa Timur meminta agar semua wilayah kerja Kabupaten
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dan Kota mengusulkan data tanah terindikasi terlantar, maka tidak
terelakkan bagi Kantah Kabupaten Blitar untuk memasukkan semua
data tanah bersengketa sebagai usulan tanah terindikasi terlantar.
“Dahulu (waktu memasukkan data) seluruh kebun dikategorikan
sebagai tanah terlantar bahkan tanah sengketa seringkali dianggap
sebagai tanah terlantar.”*” Bagi pelaksana di BPN Kabupaten Blitar,
terjadi kesulitan memisahkan antara data tanah bersengketa dengan
tanah terlantar, sehingga yang dilakukannya kemudian adalah
menyerahkan semua data kepada Kanwil BPN Jawa Timur agar
dilakukan verifikasi dan penilaian oleh Panitia C.

“Jadi luasanya berdasarkan sengketa yang dipermasalahkan. Alasannya
yang dikuasai tidak sesuai dengan prosedur atau data yang ada. Jadi
di sini juga sulit untuk mengkategorikan lahan tersebut terlantar
atau tidak. Untuk BPN sendiri tidak bisa membedakan atau
mengkategorikan mana lahan sengketa atau mana lahan terlantar
karena data yang masuk adalah seluruhnya sengketa. Jadi data yang
masuk tidak ada kategori tanah terlantar. Dengan kondisi tersebut
bisa jadi Blitar tidak ada tanah tanah terlantar. *!

BPN Kabupaten Blitar sebenarnya sejak awal telah menyadari
tumpang-tindih dan tidak-tepatnya dikategorikan tanah sengketa
sebagai tanah terlantar.

“Pemahaman antara sengketa dan terlantar berbeda antara BPN
dengan masyarakat. Secara teknis di BPN menjadi wilayah sendiri-
sendiri, scharusnya tanah terlantar adalah tanah yang clear n clean.
Jadi di lapangan bisa kita lihat memang tanah dikerjakan tidak sesuai
dengan aturan. Padahal pada faktanya untuk pulau Jawa bisa dibilang
tidak ada tanah terlantar, jika ada hampir seluruh lahan sudah digarap

oleh warga.”*

Terdapat kondisi dan keterbatasan yang dihadapi pelaksana
kebijakan tatkala dituntut menjalankan kebijakan dengan kerangka
program dan tenggat wakrtu tertentu.

20

21

22

Kasie Pengendalian Tanah BPN Kabupaten Blitar yang membidangi masalah tanah terlantar,
wawancara pada 12 Juli 2013.

Kasie Pendaftaran Tanah BPN Kabupaten Blitar, yang pada waktu pengusulan data tahun
2010 menjadi Kasie Pengendalian Tanah, wawancara 13 Juli 2013.

Ibid.
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“Berkaitan dengan tanah terlantar, pada waktu itu adalah kejar tayang.
Di sini banyak kasus yang ambigu yaitu antara tanah terlantar ataukah
tanah sengketa. Kalaupun itu sengketa tidak bisa dimasukkan kedalam
tanah terlantar atau sebaliknya. Dan kalau tidak ada kejelasan terkait
dua hal tersebut maka permasalahan akan semakin rumit. Karena
pada dasarnya sebenarnya semua perkebunan di Blitar ini bisa masuk
tanah terlantar.”

Menyadari kerumitan tersebut BPN Kabupaten Blitar tetap
mengajukan data awal kepada Kanwil BPN Propinsi Jawa Timur
mengenai tanah terindikasi terlantar yang diambil dari data tanah
sengketa. Data-base dalam tabel ini ini menunjukkan bahwa total
luasan tanah terindikasi terlantar adalah 3.601,4639 ha dengan
pemegang hak yang berbeda-beda.

Tabel 3. Data Awal Tanah yang Terindikasi Terlantar
Kab. Blitar, 2010

. Luasan Tanah
No. Nama Pemegang Hak Jenis Hal/Dasar Luas yang Terindikasi
Penguasaan Terlantar
1. PT. BLITAR PUTRA, Gadungan, HGU 386,400 80
Gandusari
2. PT. ROTOREJO, Gadungan, Sumberagung, SK Hak 464,972 53
Gandusari 92,2550
3. PT. Kismo Handayani, Soso, Gandusari HGU 368.000 26
PT. Sari Bumi Kawi, Suber Urip, Doko HGU 955,500 255
PT. Veteran Sri, Modangan, Nglegok HGU 165,000 plus 200
58,9375
PTPN XII, Penataran, Nglegok HGU 328,660 70
. | PT. Setia Mukti Raya, Karangrejo, Garum HGU 612,000 150
8. | PT. NV Perkebunan dan Perdagangan Dewi HGU 319,645 180
Sri, Ngadirenggo, Wlingi 198,103
9. | PT. Tri Windu, Ngadirenggo, Wlingi HGU 174,420 50
185,670
10. | PT. Semen Dwima Agung, Ringinrejo, HGU 56,738 50
Wates 287,190
11. | Puskopad, Ngeni dan Ngadipuro Kec. Tanah erfpacht 211,749 511,073
Wonotirto dan Serang-Pangunggrejo
12. | Dephankam Cq TNI AU, Pojok-Ponggok Hak Pakai 17,890 17,890
15,000 15,000
13 | PERHUTANI, Ampelgading, Selorejo Tanah Negara - 60

23 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, wawancara 12 Juli 2013

62 e Reformasi Birokrasi, Penyelesaian Konflik, dan Reditribusi Tanah



14 | PERHUTANI, Ngadirenggo, Wlingi Tanah Negara - 100
15 | PERHUTANI, Semen Gandusari Tanah Negara - 46
16 | PERHUTANI, Krisik Gandusari Tanah Negara - 35
17 | PERHUTANI, Plumbangan Doko Tanah Negara - 110
18 | PERHUTANI, Banjarsari Wonotirto Tanah Negara - 213
19 | PERHUTANI, Tambakrejo, Wonotirto Tanah Negara - 350
bekas hak barat
(Hak erfpacht)
20 | PERHUTANI, Rejoso, Binangun Tanah Negara - 525
bekas hak barat
(Hak erfpacht)
21 | PERHUTANI, Semen Gandusari Tanah Negara - 18
bekas hak barat
(Hak erfpacht)
22 | PERHUTANI, Tulungrejo Wates Tanah Negara - 313
bekas hak barat
(Hak erfpacht)
23 | PERHUTANI, Bululawang, Bakung Tanah Negara - 20
bekas hak barat
(Hak erfpacht)
24 | PERHUTANI, Pohgajih, Selorejo Tanah Negara - 137
bekas Pangonan
JUMLAH 3.601,463 ha

Sumber : BPN Kab. Blitar, 2010

2)  Memasukkan tanah instansi pemerintah dan non-yurisdiksi BPN sebagai

tanah terlantar

Basis data yang diusulkan oleh BPN Kabupaten Blitar
memasukkan sejumlah 24 HGU dan Ijin lokasi sebagai tanah
terindikasi terlantar. Pemegang hak dan ijin terdiri dari 9 perkebunan
swasta, 1 perkebunan negara, 2 lembaga militer, dan 12 Perhutani.
Mengacu pada ketentuan pasal (3b) dari PP No 11 Tahun 2010,
maka semestinya perkebunan negara atau yang dikuasai pemerintah
baik secara langsung maupun tidak langsung tidak termasuk obyek
penertiban tanah terlantar. Tanah Perhutani juga di luar jangkauan
PP 11 Tahun 2010 ini sebab berada didalam yurisdiksi Kementerian
Kehutanan. Dalam hal ini memasukkan Perhutani dan PTPN XII
dalam daftar tanah terlantar tidaklah tepat.

Kekeliruan itu tidak terelakkan mengingat pengusulan tersebut
berangkat dari data sengketa. Ke-24 HGU dan Jjin Usaha di atas
memiliki tingkat ekskalasi sengketa dan konflik agraria yang variatif.
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3)  Hasil verifikasi dan penilaian lebih lanjut Panitia C

Mengacu pada indikasi perubahan pemanfaatan dan jenis
tanaman, beberapa tanah perkebunan dapat diindikasi sebagai
tanah terlantar. Sebagai contoh adalah tanah perkebunan PT.
Kruwuk Rotorejo di Gadungan, dengan SK Hak No.3/VIII-1998
seluas 557,227 ha. Sesuai dengan SK, perkebunan ini semestinya
melakukan usaha penanaman cengkeh, kopi dan karet. Akan tetapi
perusahaan ini melakukan perubahan tanaman menjadi tanaman
tebu yang secara resmi kemudian mendapatkan SK Bupati Blitar
No. 188/374/409.012/Kpts/2012 tentang Pemberian Izin Usaha
Budidaya Perkebunan. BPN Kabupaten Blitar sendiri dalam posisi
turut di dalam pengurusan perubahan komoditas tersebut.

“Menurut BPN istilah tanah terlantar itu adalah yang tidak sesuai
SKHGU, misal tanaman kopi tapi ditanami tebu. Ini bisa dikatakan
tanah terlantar. Akan tetapi dalam perkembangannya kadang-kadang
dalam hal ini (perkebunan) membutuhkan modal, sehingga berusaha
di tengah-tengah tanaman tersebut ditanami tanaman lain dengan

mengantongi ijin dari dinas perkebunan.” **

Dengan perkebunan melakukan perubahan tanaman seizin dari
dinas perkebunan, maka BPN tidak dapat mengusulkannya sebagai
tanah terindikasi terlantar.

“Menurut BPN tidak bisa dikategorikan sebagai tanah terlantar,
karena (BPN) ikut terlibat didalam panitia permohonan hak dan di
dalamnya dilampirkan surat ijin resmi dari dinas perkebunan.”*

Selanjutnya basis data tanah terlantar tahun 2010 tersebut diatas
dikaji ulang oleh Kanwil BPN Jawa Timur sehingga dihasilkan data
terakhir berupa data base tanah terindikasi terlantar dengan hak guna
usaha total luasannya 579 ha dan data base tanah terindikasi terlantar
dengan dasar penguasaan (Ijin Lokasi) seluas 511, 0739 ha.

24  Kasie Pendaftaran Tanah BPN Kabupaten Blitar, yang pada waktu pengusulan data tahun
2010 menjadi Kasie Pengendalian Tanah, wawancara 13 Juli 2013.

25 Ibid.
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Tabel 4. Tanah Terindikasi Terlantar (HGU)
Kab. Blitar setelah Diverfikasi

No | Nama Pemegang Hak Status Tanah Luas (Ha)
1. | PT. Rotorejo HGU no.4,1 53
2 | PT. Kismo Handayani HGU no.2 26
3 | PT. Veteran Sri HGU no.3,5 200
4 | PTPN XII HGU no.9 70
5 | PT. NV Perkebunan dan HGU no.§8,12 180
Perdangangan Dewi Sri
6. | PT. Tri Windu HGU no.10,11 50
7 | Gunung Nyamil di Desa Ngeni Ijin lokasi oleh 511,073
Ngadipiro, dan Wonotirto, Puskopad Kodam
Penggungrejo Brawijaya
Total 578 +
511,073
= 1089,073

Sumber : Kantor Badan Pertanahan Negara Kab. Blitar, 2010

4)

Tanah terindikasi terlantar dalam bentuk HGU perkebunan
seluas 578 ha. Sedangkan tanah terlantar dalam kuasa Zjin Lokasi
adalah 511,073 ha. Kedua jenis lisensi penguasaan dimasukkan
dalam data. Data terakhir hasil seleksi tanah terindikasi terlantar di
Kab. Blitar inilah yang kemudian diusulkan ke BPN RI Pusat untuk
ditetapkan sebagai tanah terlantar. Akan tetapi sampai dengan tahun
2013 di Kabupaten Blitar tidak ada satupun luasan tanah perkebunan
yang ditetapkan sebagai tanah terlantar.

Tidak ada yang ditetapkan sebagai tanah terlantar

Sampai dengan tahun 2013 di Kabupaten Blitar tidak ada satupun
luasan tanah perkebunan berdasarkan HGU maupun Ijin Lokasi yang
ditetapkan sebagai tanah terlantar oleh SK Kepala BPN RI.

Melihat proses yang berlangsung sebagaimana telah diuraikan
di atas, dapat diduga bahwa tidak adanya penetapan sebagai tanah
terlantar itu disebabkan beberapa faktor. Di antaranya adalah: (1)
Pengusulan data indikasi tanah terlantar didasarkan pada identifikasi
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luasan dan pemegang hak atas tanah yang masuk dalam kategori
sengketa dan konflik. Secara nomenklatur, pengurusan pengendalian
tanah yang menangani masalah terlantar dibedakan dengan
pengurusan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Namun
data tanah terlantar yang diajukan oleh Seksi Pengendalian diambil
dari data sengketa dari Seksi Sengketa. Jika data semacam itu terus
diproses, maka akan menambah kerumitan baru. Kondisi tanah yang
clear and clean mestinya menjadi syarat sehingga memudahkan proses
penertiban; (2) Data-base tanah terindikasi terlantar tahun 2010
seperti tersebut diatas disusun untuk memenuhi target luasan tanah
terlantar di Jawa Timur; (3) Jangkauan regulasi berangkat dari kondisi
yuridis yang sulit dan atau tidak mempertimbangkan kondisi aktual
sebagai tanah terlantar atau tanah dengan pemanfaatan, penggunaan,
dan penguasaan (pihak) lain.

Di dalam konteks dan kondisi wilayah yang sarat konflik,
pelaksanaan penertiban tanah terlantar sulit dilakukan. Regulasi
ini memang menyisir wilayah yang clear and clean dan cenderung
menghindari sengketa dan konflik. Jika dibayangkan kebijakan
mengenai tanah terlantar ini sebagai pelaksanaan reforma agraria
(RA), sementara RA bertujuan memperbaiki ketimpangan
penguasaan tanah dan upaya penyelesaian konflik yang ada, maka
kebijakan tentang tanah terlantar ini jauh dari cita-cita tersebut.
Dalam praktik di Blitar, hal tersebut terkonfirmasi.

Tanah Terlantar dan Pendayagunaannya dalam Pandangan
Masyarakat

Dua kasus yang diulas ini ingin menunjukkan bahwa penelantaran fisik

atas tanah, ketidak-jelasan status penguasaan tanah, dan ketidakberlanjutan
kebijakan redistribusi tanah membawa akibat pada pendayagunaan tanah

secara sepihak oleh masyarakat di luar kerangka hukum.

1.

66

Tanah terlantar dalam pandangan petani Gunung Nyamil
Perkebunan Gunung Nyamil terletak melintasi Desa Ngeni,
Desa Ngadipuro Kecamatan Wonotirto dan Desa Serang Kecamatan
Panggung Rejo. Secara geografis wilayah ini termasuk wilayah Blitar
Selatan yang kering, merupakan daerah perbukitan dengan komposisi
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tanah berkapur yang sangat dominan, berpenduduk padat dan dalam
kondisi infrastruktur jalan, kesehatan dan pendidikan yang tidak
memadai.

Dari hasil kunjungan lapangan diketahui hampir keseluruhan
wilayah perkebunan ini (80 % lebih) sudah dikerjakan masyarakat.
Setidaknya terdapat tiga kelompok besar yang mengerjakan yaitu
kelompok yang berada di desa Ngeni, dua kelompok yang berada
di desa Ngadipuro (Ngrandon dan Babatan) dan satu kelompok di
Desa Serang. Semua desa ini saling berbatasan wilayahnya

Sedangkan Perkebunan Gunung Nyamil merupakan eks-
erfpacht dengan nomor 155, 156, 194, 195, 196, 209 dan 210
dengan luas 2117 ha atas nama Bank of Taiwan dan masa haknya
berakhir pada tahun 1971. Setelah tahun 1971 tidak pernah terbit
lagi hak atas tanah lokasi ini.

Secara kronologis persoalan tanah Gunung Nyamil sejak wilayah
ini dikuasai oleh Pusat Koperasi Angkatan Darat (Puskopad) Kodam
V Brawijaya pada tahun 1963. Masyarakat menilai bahwa penguasaan
sejak tahun tersebut adalah karena kondisi darurat militer yang
berfungsi sebagai pengamanan dan bukan penguasaan. Akan tetapi
dalam perkembangannya tanah tersebut oleh Puskopad dikuasai dan
diberikan hak pengelolaannya kepada pihak perusahaan perkebunan
secara berganti-ganti.

SK Panglima Kodam V Brawijaya selaku penguasa darurat
Militer tertanggal 8 Maret 1963 melimpahkan tanah Gunung Nyamil
kepada kepada Puskopad Kodam V Brawijaya pada tahun 1964,
dan beralih menjadi PT Majapahit Kencana pada tahun 1975 yang
masih di bawah pengelolaan Puskopad. Surat Keputusan inilah yang
menjadi dasar bagi penguasaan oleh Puskopad DAM V Brawijaya
di wilayah ini.

Kondisi di lapangan secara aktual memberi gambaran, bahwa
terdapat wilayah yang dikerjakan dan diusahakan masyarakat dan
ada wilayah yang diusahakan oleh Pihak Puskopad. Wilayah yang
dikuasai oleh Puskopad pada faktanya tidak juga diusahakan sendiri
namun dikerjasamakan dengan pihak ketiga baik berbadan hukum
maupun perorangan. Salah satu mitra yang disebut adalah PT
Kanta Timur, sedangkan pihak perseorangannya adalah H. Faisol
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dan beberapa pengusaha lokal yang sedang mengupayakannya untuk
tambang kaolin.

Masyarakat menjelaskan bahwa wilayah tersebut telah
dikerjakan sendiri oleh penduduk desa setempat dan telah membawa
manfaat, kesejahteraan dan kemajuan desa. Salah satu tokoh desa
menjelaskan, “Tanah-tanah ini tidak dikerjakan oleh Puskopad,
yang ada malah mereka menebangi tanaman pokok yaitu kelapa dan
randu. Sedangkan tanaman lain seperti tebu dan sengon muncul

karena disewakan kepada pihak lain “*
Lebih lanjut masyarakat menjelaskan riwayat perkebunan
Gunung Nyamil sebagai berikut.

Pada tahun 1958 tanah di eks-erfpacht wilayah Nyamil itu dalam
posisi disewakan akan tetapi tidak jelas siapa yang menyewakan. Pada
perjalanannya sewa menyewa dengan masyarakat belum habis, akan
tetapi dicabut secara sepihak oleh Letnan Suradi. Berdasarkan hal
itu maka persepsi masyarakat, penguasa lahan wilayah ini tersebut
adalah Letnan Suradi. Kasarnya, kalau masyarakat ambil kelapa gak
ijin maka akan diusir sama Letnan Suradi. Pada tahun 1968 pimpinan
penguasa wilayah tersebut digantikan dari pejabat Puskopad namanya
Adi Manteb.

Untuk saat ini tanah yang digarap penduduk saat ini tanah tersebut
telah dilimpahkan dari Puskopad ke Kodim, dan oleh Kodim
diberlakukan aturan sewa bagi seluruh penggarap tanah tersebut
dengan alasan bahwa uang sewa tersebut untuk membayar pajak.
Akan tetapi selama Puskopad menguasai wilayah pegunungan nyamil
belum pernah ada bukti tertulis terkait penguasaan tanah di wilayah
tersebut. Persepsi masyarakat terhadap Puskopad atau Kodim adalah
sebatas mengamankan wilayah tersebut.” *’

26 M, tokoh tani di Babatan, Desa Ngadipuro, wawancara tanggal 15 Juli 2013

27 B, tokoh tani di Babatan, Desa Ngadipuro, wawancara tanggal 15 Juli 2013
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Gambar 2. Perkebunan Gunung Nyamil
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Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Blitar, 2013

Dahulu warga ketika menggarap tanah tidak terikat dengan
aturan hukum ataupun sewa menyewa dan atas dasar tersebut
warga beranggapan bahwa tanah tersebut adalah tanah terlantar atau
mereka menyebutnya “tanah bebas milik negara” yang diamankan
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oleh tentara.”® Masyarakat menjelaskan bahwa tidak eksis-nya
perkebunan pasca-erfpacht ini maka pada masa kemerdekaan sampai
pada munculnya Surat Keputusan Pangdam tersebut sebenarnya
wilayah itu sudah banyak dikelola oleh masyarakat secara mandiri.
Hal ini dikuatkan dengan munculnya SK No 49 Tahun 1964 yang
melepaskan secara enclave seluas 426 Ha untuk diredistribusikan
kepada petani sedangkan sisanya diduga dimaksudkan diupayakan
kembali sebagai Perkebunan oleh PT Majapahit Kencana, namun
hingga kini hal tersebut tidak dilaksanakan.Wilayah Gunung Nyamil
masuk dalam ketentuan SK No 49 Tahun 1964 sebagai wilayah yang
diatur untuk diredistribusi kepada petani sebagaimana dalam daftar
yang terlampir.

Pada periode pasca reformasi masyarakat berupaya memperoleh
pengakuan pemerintah dengan mengupayakan mengajukan
usulan agar tanah tersebut diredistribusi. Pada tanggal 3 Juni 2009
masyarakat Babatan membentuk panitia yang kemudian disahkan
oleh pemerintah desa dan telah diterbitkan Perdes yang mengatur
kepanitian dan jumlah pemohon, begitu juga dengan tiga kelompok
yang lain. Pengajuan usulan tersebut telah dimasukkan ke kantor
pertanahan setempat dan sudah dilakukan cek lapangan oleh pihak
kantor pertanahan Kab Blitar. Bahkan usulan ini juga mendapatkan
dukungan pemerintah daerah melalui adanya rekomendasi Bupati
Blitar. Akan tetapi proses pengakuan dan penerbitan hak atas tanah
ini berhenti sebab pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar tidak
memprosesnya lebih lanjut dengan alasan menunggu keputusan dari
Kodam Brawijaya.

Di sisi lain pihak Kodam semakin kukuh menyatakan bahwa
wilayah tersebut merupakan tanah milik Angkatan Darat. Sejak
tahun 2006 Kodam Brawijaya membuat 6 plang yang dipasang
di beberapa penjuru wilayah Gunung Nyamil yang menyatakan
kepemilikan tersebut, serta didirikannya pos komando (posko).

28  lbid
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Gambar 3. Plang dan Posko Angkatan Darat di Desa Babatan dan
Desa Ngadipuro, Gunung Nyamil

Sumber: Tim peneliti, foto diambil 9 Juli 2013

Berbagai pihak merasa dalam posisi yang ambigu, di satu sisi
masyarakat menyatakan bahwa posisi Kodam Brawijaya hanya
mengamankan seiring dengan kondisi darurat kala itu, sementara
di sisi lain birokrasi pertanahan tidak melakukan pemrosesan tanpa
persetujuan Kodam yang bersikap pasif. Akibatnya, masyarakat
melakukan proses-proses politik dengan cara bernegosiasi dengan
Puskopad yang berkedudukan di Malang, Jawa Timur. Meski
demikian, hingga saat ini prosesnya masih belum ada kejelasan bagi

kesemua pihak.

2. Silang-sengkarut Tanah Obyek Landreform yang Diterlantarkan di
Perkebunan Nyunyur

Perkebunan Kismo Handayani berada di Desa Soso Kecamatan
Gandusari. Kira-kira memerlukan perjalanan kendaraan bermotor
sekitar satu jam menuju lokasi. Berada di ketinggian 900-1000 dpl,
perkebunan ini menanam kopi robusta sebagai tanaman pokok,
selain juga tanaman karet.

Masyarakat mengenal perkebunan ini sebagai Perkebunan
Nyunyur yang semula merupakan perkebunan Belanda diusahakan
oleh NV. Handels Vereniging Amsterdam dengan hak erfpacht No
39, 32,120, 308 dan 309, dengan luasan + 472,788 ha. Pada waktu
pendudukan Jepang perkebunan ini ditinggalkan oleh pemegang
hak. Sebagian kawasan kemudian dimanfaatkan masyarakat setempat
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untuk pertanian dan juga perkampungan. Setelah itu tepatnya di
tahun 1945 Perkebunan Nyunyur dikelola oleh Pusat Perkebunan
Negara (PPN), pengelolaan ini pada tahun 1949 dibatalkan, sehingga
para pekerja kebun diberhentikan. Para pekerja akhirnya mengelola
secara mandiri kebun ini dan kemudian mereka mendirikan Koperasi
Pertanian dan Perkebunan Kelud yang berdasarkan surat Kepala
Inspeksi Agraria Jawa Timur: J/Agr/227/Ia diberikan hak pakai
terhitung dari 1 Januari 1956. Hak pakai ini meliputi luas lahan
sejumlah 280 Ha karena 100 ha telah diduduki masyarakat sedangkan
sisanya berupa hutan lindung. Lahan seluas 100 ha yang diduduki
masyarakat ini kemudian dikukuhkan sebagai obyek landreform
berdasarkan SK 49/ Ka/ 1964 sebagaimana dalam lampiran.

Gambar 4. Perkebunan Kismo Handayani, Desa Soso

P e

.......

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Blitar, 2013
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Perubahan politik tahun 1965 mengakibatkan koperasi Kelud
tersebut dibubarkan dan pengelolaan perkebunan diambil alih oleh
KOREM 081/Madiun. Perkebunan yang semula dikelola dalam bentuk
koperasi para pekerja ini kemudian dikelola oleh Koperasi Warga
Inspektorat Perkebunan Jawa Timur (Kowaper) yang kemudian menjadi
PT Nyunyur Baru.

Berdasarkan surat Keputusan Mendagri tanggal 14-09-1974 No.
15/ HGU/DA/74 diberikan HGU kepada PT Nyunyur Baru seluas +
468 Ha dan didaftarkan menjadi sertifikat HGU No.1/ Desa Soso. Akan
tetapi karena perkebunan tersebut terkena SK 49 mengenai redistribusi,
maka Mendagri lewat surat keputusannya tanggal 11-08-1981 dengan
No. 92/DJA/81 membatalkan sertifikat HGU Nol. Desa Soso itu dengan
pengurangan luasan + 100 ha, sehingga HGU yang ada menjadi seluas
+ 368,00 ha.

Berdasarkan surat Keputusan Mendagri tanggal 08-20-1985 No.
391/HGU/PH/85, PT Nyunyur Baru berganti nama menjadi PT Kismo
Handayani dengan sertifikat HGU No.2/ Desa Soso dengan luasan +-
386,00 ha dengan waktu berakhir haknya pada tanggal 31-12-2010.

Dalam perkembangannya, tanah seluas 100 ha yang telah
ditetapkan sebagai obyek redistribusi melalui SK 49 dan dinyatakan oleh
Mendagri lewat surat keputusannya tanggal 11-08-1981 dengan No.
92/DJA/81, ternyata masih dalam kondisi yang tidak jelas. Masyarakat
memperjuangkan tanah tersebut hingga saat ini. Salah satunya adalah
yang dilakukan oleh kelompok Prawipodo cs.

Kelompok petani Soso yang dipimpin oleh Prawiropodo cs, telah
berjuang semenjak tahun 1998. Argumentasi yang digunakan adalah
dikembalikannya tanah garapan masyarakat yang dulu telah digusur,
bahkan dulu sudah pernah menjadi kampung. Argumen lain adalah
masyarakat menganggap redistribusi yang sudah dilakukan tidak sesuai
dengan tuntutan di lapangan, baik dalam hal lokasi tanahnya maupun
petani penerimanya. “Kita hanya meminta apa yang menjadi milik kita
bukan yang punya orang lain, maka kampung harus dikembalikan seperti
semula.”” Kelompok tani ini menuntut dikembalikannya tanah garapan
masyarakat seluas 100 ha sebagaimana hal yang sama dinyatakan oleh SK
49 tahun 1964.

29 P, 70 tahun, tokoh Desa Soso, wawancara pada 17 Juli 2013
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Berdasarkan musyawarah warga dengan pihak perkebunan, pada 14
Februari 1999, kelompok petani ini mendapatkan 26 ha dan saat ini sudah
digarap oleh sebagian anggota. Akan tetapi sisanya yang lain seluas 74 Ha
masih belum teredistribusi. Berbagai dialog diupayakan, namun pihak
perkebunan bertahan. Pada tahun 2010 kelompok ini berusaha melakukan
reklaiming, namun upaya ini malah berujung pada pemidanaan dan 10
tokoh tani dikenai hukuman percobaan

Gambar 5. Lahan yang Dikuasai Masyarakat Dimanfaatkan untuk
Tanaman Pangan dan Pekarangan, Desa Soso

s *.,,___ : :

Sumber: Tim peneliti, foto diambil 16 Juli 2013

Pada tahun 2010 PT Kismo Handayani melakukan pengajuan
perpanjangan HGU namun berkas tersebut oleh BPN pusat dikembalikan
karena adanya keberatan dari masyarakat yang diajukan oleh kelompok
Prawiropodo. Semenjak itu berkas pengajuan HGU Kismo Handayani
tidak jelas hingga sekarang.

Dalam perkembangannya wilayah ini mengalami berbagai klaim dan
terjadi banyak perseteruan. Begitu banyak aktor yang terlibat di dalam
kasus Kismo Handayani dan di dalam pengelolaan kebun sendiri semenjak
tahun 2009. Pada tahun 2009 Perkebunan menanam tanaman baru, yakni
tebu. Hal ini terjadi karena karena ketidakmampuan PT Kismo Handayani
mengelola perusahaan dengan penanaman kopi. Usaha perkebunan
kopi memang sudah tidak jalan, sebagian karyawan dirumahkan dan
perkebunan terlilit hutang di Bank Mandiri. Bekerjasama dengan para
pengusaha tebu merupakan pilihan praktis bagi pihak perkebunan
untuk “menyewakan tanah” kepada mereka. Maka yang terjadi adalah
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aktifitas sewa-menyewa di atas tanah HGU. Pada tahun-tahun berikutnya
perusahaan melakukan diversifikasi tanam mulai dari pepaya, pisang dan
kakao. Mengikuti PP No. 11 Tahun 2010, tindakan ini mestinya bisa
berakibat tanah diindikasi terlantar secara yuridis.

Sementara itu dalam pandangan kelompok tani Prawiropodo,
kondisi itu menggambarkan ketidakmampuan perusahaan dalam
mengelola perkebunan dan menjadi alasan utama bagi mereka untuk
turut mengerjakannya. Pada pertengahan tahun 2011 masyarakat serentak
melakukan upaya penggarapan lahan. Sampai saat ini luas lahan yang
dikerjakan masyarakat mencapai 150 ha lebih. Mereka membangun
perkampungan semi-permanen di dalam wilayah tersebut dan dinamainya
dengan “kampung merah putih”, sebagai simbol dari perjuangan.

Gambar 6. Gapura Kampung Merah Putih, Desa Soso

Sumber: Tim peneliti, foto diambil 16 Juli 2013

Kelompok Prawiropodo yang selama ini memimpin dan memelopori
perjuangan saat ini bukanlah satu-satunya kelompok yang ada di dalam
masyarakat. Kampung Merah Putih adalah kelompok yang saat ini secara
faktual menggarap lahan dan meminta dilakukan redistribusi total.
Kelompok lain adalah yang dipimpin oleh Deny yang menamakan diri
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sebagai Ratu Adil atau KRPK. Ini menambah silang sengkarut permasalah

tanah di Desa Soso.*°

E. Kesimpulan dan Rekomendasi

Rekonstruksi proses identifikasi tanah terlantar dapat digunakan
untuk menilai berhasil tidaknya kebijakan penetapan tanah terlantar.
Pengalaman di Blitar menunjukkan bahwa tidak adanya satupun lahan
yang dinyatakan sebagai tanah terlantar disebabkan pendataan tanah yang
berasal dari data sengketa, dilakukan dengan keterbatasan pemahaman,
dan dijalankannya program dalam keterbatasan kerangka kerja dan
tenggat waktu. Dengan kalkulasi pendataan dapat dikirim ke Kanwil
BPN Propinsi Jawa Timur tepat pada waktunya, Kantor Pertanahan
Kabupaten Blitar bertaktik menjadikan data sengketa sebagai data tanah
terindikasi terlantar.

Kasus pertama (Gunung Nyamil) yang dikaji di atas menunjukkan
bahwa meski suatu wilayah dalam kondisi kekosongan aktifitas dari
pemegang kuasa sementara dan kekosongan yuridis mengingat belum
jelas alas hak atas wilayah tersebut, serta telah didayagunakannya tanah
tersebut oleh masyarakat, tidak berarti ia dapat dan mudah diproses
melalui kebijakan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.
Akibatnya, Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dan selanjutnya BPN
RI di Pusat tidak berhasil menetapkan tanah di Gunung Nyamil sebagai
tanah terlantar.

Dalam kasus kedua (Desa Soso) memberi pengertian kita bahwa
tanah yang telah jelas-jelas ditetapkan sebagai obyek landreform oleh
pelaksana kebijakan dan pihak perkebunan tidak segera dijalankan untuk
diredistribusi. Beralihnya penguasaan tanah (sewa-menyewa) secara
internal di lahan perkebunan justru difasilitasi oleh pihak pemegang HGU.
Kondisi ini melahirkan konflik beragam aktor. Selain itu penggantian
komoditas tanam oleh perusahaan yang mestinya telah memenuhi unsur
penelantaran tanah, juga tidak menjadi pertimbangan bagi lembaga

pertanahan. Dengan kondisi demikian, tanah perkebunan ini tidak (dapat)

30 Terjadi konflik antar kelompok yang berujung pada kekerasan sehingga berakibat jatuhnya
korban serius. Kondisi Desa mencekam dan masih relatif tegang saat peneliti berada di lokasi.
Laporan berita acara kepada polisi yang diperoleh peneliti menyajikan kronoligi tindakan-
tindakan kekerasan yang ada. Alih-alih ditertibkan dan dinyatakan sebagai tanah terlantar,
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ditetapkan sebagai tanah terindikasi, alih-alih ditetapkan sebagai tanah
terlantar. Ini menunjukkan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar lemah
mengelola konflik-konflik atas tanah negara yang dikuasakannya kepada
pihak perusahaan perkebunan. Tim fasilitasi konflik pertanahan di Blitar
yang sifatnya lintas-sektoral harus lebih aktif, selain perlu memberikan
otoritas lebih kuat pada Kantor Pertanahan di Blitar sehingga tidak ragu
dalam menjalankan kebijakan penanganan konflik pertanahan.

Kebijakan pendayagunaan tanah untuk kepentingan negara dan
redistribusi tanah atau reforma agraria kepada masyarakat akan sulit
dijalankan jika pencabutan hak atas tanah dari pemilik semula dilakukan
melalui strategi kebijakan penertiban tanah terlantar. Dengan menargetkan
tanah seluas 7,3 juta ha tanah terlantar dari total luas 8,1 juta ha sebagai
obyek Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN), maka dikhawatirkan
angka dari tanah dalam kuasa negara berupa tanah terlantar seluas itu
tidak dapat diperoleh. Akibatnya, PPAN dan kebijakan reforma agraria
hanya akan memiliki jangkauan yang minimal, yakni terhadap obyek
tanah adat (masyarakat). Lebih-lebih jika tanah tersebut secara existing
telah dikuasai masyarakat, sehingga yang terjadi kemudian hanyalah
kebijakan legalisasi aset.

Lembaga ini tidak menyadari bahwa pelaksanaan PP No. 11/2010
adalah mekanisme pelaksanaan reforma agraria (RA) yang menjadi agenda
utama politik pertanahan di Indonesia. Bahkan BPN RI sendiri tidak
menempatkan kebijakan ini dalam kerangka tersebut, dilihat kebijakan ini
dari sisi pelaksanaan, anggaran, kelembagaan, hingga proses peradilannya
dalam menghadapi gugatan pihak pemegang semula. Artinya, sejak
dari desain hingga pelaksanaan, kebijakan ini telah diteknikalisasi secara
reduktif, sehingga tampak nyata ia tidak memiliki sisi politis sama sekali
dalam upaya perombakan ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia.

Penelitian ini merekomendasikan bahwa penertiban pendayagunaan
tanah terlantar ditempatkan sebagai pelaksanaan politik pertanahan
dan bukan semata-mata pelaksanaan administrasi pertanahan berupa
pengendalian. Akan tetapi ia benar-benar sebagai bagian dari agenda utama
politik dan kebijakan penataan struktur penguasaan tanah melalui reforma
agraria. Dengan demikian maka perlu penempatan ulang kebijakan ini di
dalam pemahaman, kelembagaan, pendanaan, dan operasionalisasi yang
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menempatkannya sebagai agenda utama BPN RI sebagai pelaksanaan
Reforma Agraria yang sesungguhnya (genuine).
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Lampiran:

Salinan Keputusan Tanggal 26 Mei 1964, No. SK 49/Ka/64

Tabel. Daftar Kebun-Kebun Selfsupporting, Daerah Jawa Timur

Luas Luas yang
No. Nama Kebun Seluruhnya Diduduki Letak Tanah
(Ha) Rakyat (Ha)
1. | Panglungan 291 133 Kab. Jember
2. | Pongadjaran 1056 212 Kab. Jember
3. | Segunung 394 170 Kab. Jember
4. | Sumberdjac 1036 532 Kab. Jember
5. | Tukun 120 120 Kab. Jember
6. | Ubalan 1143 838 Kab. Jember
7. Wonokerso 368 221,5 Kab. Jember
8. | Dilem / Kalikater 344 - Kab. Mojokerto
9. | Gedoro/ Gondang 354 182 Kab. Ngawi
10. | Margomulyo 460 - Kab. Kediri
11. | Pakellan 500 250 Kab. Kediri
12. | Gukosewu 313 53 Kab. Kediri
13. | Gotjang 318 159 Kab. Kediri
14. | Djurangbanteng 1326 - Kab. Blitar
15. | Gondang Tapen 1124 266 Kab. Blitar
16. | Karanganyar 378 143 Kab. Blitar
17. | Karangnongko 296 110 Kab. Blitar
18. | Kulonbambang 938 - Kab. Blitar
19. | Kruwuk 843 262 Kab. Blitar
20. | Gunung Nyamil 2117 426 Kab. Blitar
21. | Ngusri 381 80 Kab. Blitar
22. | Nyunyur 474 100 Kab. Blitar
23. | Pidjiombo 336 - Kab. Blitar
24. | Petungombo 248 138 Kab. Blitar
25. | Rotoredjo 1254 15 Kab. Blitar
26. | Sekargadung 1043 1043 Kab. Blitar
27. | Kali Genteng 1474 1 Kab. Tulungagung
28. | Kaliduwe / Panggungkalah 58 1,5 Kab. Tulungagung
29, | ® 127 85 Kab. Tulungagung
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30. | Pontjowati 178 125 Kab. Trenggalek
31 | o Wilis 166 - Kab. Trenggalek
32. | Gledaganpantjur / 2007 1398 Kab. Malang
Sumberpakel

33. | Kali Glidig 529 341 Kab. Malang
34. | Mujoharajo 1716 619 Kab. Malang
35 | . / Ralesari - - Kab. Malang
36. | ... () 1851 1451 Kab. Malang
37. | Sumbertjulang 992 651 Kab. Malang
38. | Sumbermandjing 121 - Kab. Malang
39. | Gonosekar 707 230 Kab. Malang
40. | Gonowangi 279 45 Kab. Malang
41. | Tretes Panggung 670 640 Kab. Malang
42. | Wonokerto 1479 - Kab. Malang
43. | Wonotoja 1406 450 Kab. Malang
44. | Wonolopo 686 516 Kab. Malang
450 | . 6] 2077 - Kab. Lumadjang
46. | e ® 822 404 Kab. Lumadjang
47. | Gunung Gantung / Telakaja 129 - Kab. Djember
48. | Gukosawah 35 - Kab. Bondowoso
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Gugatan atas Penetapan Tanah
Terlantar di Provinsi Banten

Sarjita, Haryo Budhiawan, Dian Aries Mujiburohman

A. Pendahuluan
1. Latar belakang

Kegagalan paradigma negara “legal state” yang berprinsip
“staatenthouding” atau pembatasan peran negara dan Pemerintah dalam
bidang politik, telah menyebabkan peralihan paradigma yang semula
paradigma “penjaga malam” (nachtwakerstaat) menuju paradigma
Negara Kesejahteraan (Welfare Stare). Paradigma Negara Kesejahteraan
menempatkan warga negara atau orang perorangan menjadi subjek
hukum yang harus dilindungi serta disejahterakan dalam segala aspek
kehidupannya, dan bukan lagi sebagai objek. Konsekuensinya, negara
mempunyai kewajiban untuk masuk ke dalam wilayah kehidupan
warganya, dalam rangka menjalankan fungsinya, melayani dan
mengupayakan kesejahteraan.

Adanya kewajiban negara tersebut, melalui institusi Hukum
Administrasi Negara, diciptakan instrument pengendalian administrasi
negara berupa Peradilan Administrasi Negara atau Peradilan Tata Usaha
Negara (PTUN) yang terdiri dari sejumlah norma sebagai alat pengatur
dan pemaksa, tetapi juga sebagai pembatas kekuasaan negara itu sendiri.
Hal ini diperlukan, dengan pertimbangan bahwa kekuasaan negara yang
terlalu banyak akan menimbulkan kekuasaan yang absolut. Kekuasaan
yang absolut, pada gilirannya akan menimbulkan kepemimpinan yang
korup. Oleh karena itu, masyarakat (orang perorangan/badan hukum



swasta) memerlukan adanya jaminan perlindungan yang cukup pula dari
kekuasaan negara yang besar tersebut.

Alat Administrasi Negara adalah merupakan subyek hukum yang
mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kepentingan
umum. Di dalam melakukan tindakan untuk menyelenggarakan
kepentingan umum harus mengindahkan asas-asas umum pemerintah
yang baik. asas-asas umum pemerintahan yang baik ini dalam lapangan
HAN sangat diperlukan, mengingat kekuasaan negara mempunyai
wewenang yang istimewa di dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan
dan kepentingan umum sangat luas. Apalagi Indonesia sebagai negara
hukum yang berorientasi pada negara kesejahteraan (Welfare State),
intensitas campur tangan negara dalam kehidupan masyarakat semakin
berkembang, sehingga peranan HAN semakin dominan dan penting.
Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya perbuatan Alat Administrasi
Negara sering kali menyimpang dari hukum yang berlaku yang tendensinya
bisa mengakibatkan kerugian pada warga masyarakat.

Untuk perlindungan hukum bagi warga masyarakat, diperlukan
tindakan-tindakan Alat Administrasi Negara, diperlukan perangkat
hukum yang berbentuk ketentuan-ketentuan peraturan perundang-
undangan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, jabatan
atau kekuasaan.

Salah satu perbuatan Alat Adminstrasi Negara adalah Keputusan Tata
Usaha Negara yang di terbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional
tentang Penetapan Tanah Terlantar yang merupakan tindakan hukum
publik sepihak, keputusannya bersifat “konkrit, individual dan final”
dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang melantarkan
tanahnya, keputusan tata usaha negara tersebut perlu diperhatikan asas-
asas umum pemerintahan yang baik, sehingga agar tidak menimbulkan
kerugian bagi pemegang hak atas tanah.

Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik selalu menjadi
“batu uji” dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan
keputusan penetapan tanah terlantar, misalnya keputusan tanah terlantar
yang di terbitkan oleh Kepala BPN RI di Provinsi Banten

Keempat SK Kepala BPN RI di gugat di Pengadilan Tata Usaha
Negara Serang, yang pada pokoknya SK Kepala BPN RI dinyatakan batal
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dan harus dicabut sesuai dengan putusan Nomor 13/G/2012/PTUN-SRG
dan putusan Nomor 16//G/2012/PTUN-SRG.

Pembatalan dan pencabutan SK Kepala BPN RI tersebut salah
satunya disebabkan oleh faktor sumber daya manusia, dana, dan tidak
menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, pertama, asas
kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan
landasan perundangan-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap
kebijakan penyelengara negara; kedua, asas keterbukaan, yaitu asas yang
membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi
dan tidak diskriminatif dengan memperhatikan perlindungan atas hak
asasi manusia; ketiga, asas pemberian alasan dan asas kecermatan. Begitu
juga dengan faktor sumber daya manusia, kemampuan penyelengara
negara dalam beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, termasuk belum
mengikuti dan memahami tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam
peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan penetapan tanah
terlantar.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk:.

a. Memperoleh pengetahuan tentang dasar dan alasan yang digunakan
oleh penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan
Kepala. BPN tentang Penetapan Tanah Terlantar.

b.  Memperoleh pengetahuan tentang dasar-dasar pertimbangan majelis
hakim PTUN yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara
tanah terlantar.

c.  Memperoleh gambaran tentang implikasi putusan PTUN tersebut
terhadap pelaksanaan RA yang objeknya tanah Negara eks Tanah
Terlantar

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, selanjutnya
sebagai pendukung dilakukan penelitian lapangan atau studi kasus,
penelitian dilakukan di Kanwil BPN Propinsi Banten, dengan
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pertimbangan ada 4 (empat) SK Kepala BPN RI tentang Penetapan Tanah
Terlantar yang menjadi Objek Gugatan di PTUN.

Pengumpulan Data dilakukan dengan cara wawancara, observasi
dan studi dokumen, kemudian di analisis dengan menggunakan metode
deskriptif kualitatif, yaitu analisis data dengan menyeleksi dan memilih
data yang menggambarkan sebenarnya di lapangan menurut kualitas dan
kebenarannya. Data tersebut kemudian dihubungkan dengan teori-teori
yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen.

4. Tinjauan Pustaka

a. Paradigma Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terindikasi

Terlantar

Tanah tidak langsung memberikan kemakmuran, tetapi pengunaan
dan pemanfaatan dalam penggarapan dan pembangunan (development)
yang dilakukan di atas tanah tersebut-lah yang langsung memberikan
kemakmuran. Istilah pembangunan merupakan terjemahan dari kata
development, adalah kata benda netral dan digunakan dalam menjelaskan
proses dan/atau usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi,
politik, budaya, insfrastruktur masyarakat, dan sebagainya. Namun, kata
pembangunan dapat juga dimaknai sebagai salah satu discourse, suatu
pendirian atau paham, ideologi dan/atau teori tentang perubahan sosial,
seperti kapitalisme, sosialisme, dependensia, ataupun teori lain. Dalam
perkembangannya pembangunan sebagai sebuah teori, akhirnya telah
bergeser dan berubah menjadi suatu pendekatan dan ideologi, bahkan
menjadi suatu paradigma’ (paradigm) kacamata atau alat pandang dalam
perubahan sosial.

Dalam ilmu sosial, menurut Habermas® paradigma dibedakan
menjadi tiga, yaitu: Pertama, instrumental knowledge dimana ilmu
pengetahuan lebih dimaksudkan sebagai alat untuk menahklukan dan
mendominasi objeknya; Kedua, hermeneutic knowledge atau paradigma
interpretative, ilmu pengetahuan dimaksudkan untuk memahami suatu
objek secara sungguh-sungguh (eksploratif). Didasarkan pada tradisi

1 Paradigma diterjemahkan sebagai @ world view, a general perspective, a way of breaking down
the complexity of the real world”. Patton (1975) dalam Mansour Fakih, (2001), Runtuhnya
Teori Pembangunan Dan Globalisasi, Yogyakarta, INSIST PRESS: 19.

2 Ibid: 23-29.
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filsafat phenomenology dan hermeneutics, yaitu biarkan fakta bicara atas
nama dirinya sendiri. Ketiga, paradigma kritik atau criticallemancipatory
knowledge. Ilmu pengetahuan tidak boleh dan tidak mungkin bersifat
netral, akan tetapi memperjuangkan pendekatannya yang bersifat holistik,
serta menghindari cara berpikir deterministik dan reduksionistik.

Pembaruan UU Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) beserta peraturan
pelaksanaannya yang sekarang sedang dan akan berproses merupakan
sebuah keniscayaan. Upaya tersebut merupakan realisasi dari prinsip-
prinsip yang terkandung dalam Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001
tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Kelahiran Ketetapan MPR tersebut didasarkan pada suatu
keyakinan bahwa dalam pengelolaan SDA yang berlangsung selama
ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan
struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannnya
serta menimbulkan berbagai konflik. Kondisi dan situasi tersebut terjadi
dikarenakan secara realitas pembentukan berbagai peraturan perundang-
undangan yang bersifat sektoral dilahirkan dengan tidak berlandaskan
pada prinsip-prinsip UUPA. Bahkan dalam perkembangannya kedudukan
UUPA didegradasi menjadi undang-undang yang bersifat sektoral yang
hanya mengatur masalah pertanahan.’

Prinsip-prinsip dalam Ketetapan MPR RI tersebut di atas, sejatinya
telah tercermin dalam semangat utama dan prinsip UUPA (UU No.
5 Tahun 1960) yang populis. Menurut Joyo Winoto prinsip-prinisp
tersebut harus kita internalisasikan dalam batin, pikiran, dan proses-
proses penyelenggaraan pertanahan di tanah air.* Sehubungan dengan
hal tersebut BPN-RI menetapkan 11 agenda dan dinternasilisasikan
ke dalam empat prinsip untuk diposisikan sebagai jiwa, semangat, dan
acuan dari setiap kebijakan, program, dan proses pengelolaan pertanahan
di seluruh tanah air. Empat prinsip tersebut adalah, bahwa Pertanahan
harus berkontribusi secara nyata untuk: 1) meningkatkan kesejahteraan
rakyat dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat; 2)
tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya
dengan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah;

3 Sarjita, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Era Otda (Disampaikan pada Workshop
Penguatan SDM Pemkab Sleman, 11 November 2008), (Tidak dipublikasikan).

4 Joyo Winoto, (2006), Pertanahan Dan Keagrariaan Nasional (Sambutan Kepala BPN RI
pada Hari Agraria Nasional 2006, 24 September 2006), Bogor, Brighten Press: 3-4
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3) menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan
kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada
generasi akan dating pada sumber-sumber ekonomi masyarakat-tanah;
dan 4) menciptakan tatanan kehidupan bersama secara harmonis dengan
mengatasi berbagai sengketa dan konflik pertanahan di seluruh tanah air
dan menata sistem pengelolaan yang tidak lagi melahirkan sengketa dan
konflik di kemudian hari.

Pada masa Orde Baru, tatanan pelaksanaan pembangunan, tanah
mengalami pergeseran nilai, yaitu dari tanah yang dikelola bersama, di
mana tanah tidak lagi semata-mata bernilai uang menjadi asset komoditi
yang bisa diperdagangkan, yang memiliki nilai ekonomis, dan objek
spekulasi bagi orang yang mempunyai uang banyak.> Tanah yang memiliki
karakter sosial telah dirubah menjadi masuk dalam skema pasar tanah.
Kondisi tersebut mengakibatkan hak-hak rakyat atas tanah terpangkas
untuk kepentingan investor sehingga membuahkan kemiskinan dan
rakyat termarjinalkan.

b. Penerapan Asas Fungsi Sosial

Pemahaman dan keyakinan akan sifat dan hakikat manusia
sebagai individu dan sekaligus makluk sosial, secharusnya tetap dijaga
keberadaannya. Dari sisi kaidah agama maupun kaidah sosial telah
diajarkan, bahwa setiap individu memiliki hak. Pada orang lainpun
terdapat hak. Bahkan sang Pencipta-pun juga memiliki hak. Kesemuannya
harus dipenuhi dan diselaraskan. Bahkan penegasian atau peniadaan hak
bagi salah satunya adalah kedzaliman.®

Sebagai individu sudah benar dan sepantasnyalah jika setiap WNI
diberikan hak atas tanah (Hak Milik) maupun hak-hak yang lainnya.
Namun demikian, tidaklah dibenarkan hak atas tanah tersebut dalam
penggunaannnya hanya diorientasikan untuk kepentingan pribadinya
(si empunya hak), tanpa memperhatikan kepentingan sosial atau

5  Adabeberapa alasan mengapa Orde Baru semakin menjauh dari UUPA, yaitu: Pertama, pada
awal Orba ada consensus di antara pendukungnya tentang perlunya stabilitasi, rehabilitasi dan
pembangunan ekonomi gaya kapitalis; Kedua, Angkatan darat menganggap bahwa Landreform
yang disponsori golongan kiri apada awal 1960-an dapat mengancam pengendaliannya atas
beberapa perkebunan milik Negara; Ketiga, dilihat dari segi ekonomi, strategi radikal tersebut
tidak menguntungkan. (Endang Suhendar dan Ifdal Kasim, (1996), Tanah Sebagai Komoditas,
Kajian Kritis Atas Kebijakan Pertanahan Orba, Jakarta, ELSAM: 33.).

6 Sudjito, Fungsi Sosial Hak Atas Tanah, Majalah Ilmiah Widya Bhumi Tahun 2007: 2.
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lingkungannya. Dengan kata lain, menurut Sudjito, semua hak atas tanah
harus mempunyai fungsi individu atau pribadi, sekaligus fungsi sosial.”
Implementasi asas tersebut, harus dipahami secara hati-hati dan benar, agar
tidak terjebak atau dipersamakan dengan paham sosialis yang menyatakan
bahwa semua hak atas tanah adalah fungsi sosial.

Penerapan prinsip bahwa tanah mempunyai fungsi sosial mengandung
suatu maksud, bahwa pemerintah secara moral mempunyai kewajiban
untuk menjaga keseimbangan antara dua kepentingan yang bersifat
antinomi, yaitu antara kepentingan individu di satu sisi, dan kepentingan
masyarakat di sisi yang lain.® Notonagoro dalam M. Mahfud MD.
menggunakan istilah bahwa untuk menyelaraskan dua kepentingan
yang ada dalam masyarakat tersebut, maka prinsip fungsi sosial terhadap
hak milik atas tanah menurut UUPA bercorak “dwitunggal”.” Sementara
Maria S.W Sumardjono menekankan bahwa hubungan atau relasi antara
orang perorangan dan masyarakat dalam kaitannya dengan tanah, bersifat
kedwitunggalan yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan untuk memberi
isi dan ukuran dari fungsi sosial, menurut Sunarjati Hartono, maka dalam
pelaksanaan hak milik atas tanah harus memperhatikan empat asas,
yaitu: 1) asas manfaat; 2) asas usaha bersama dan kekeluargaan; 3) asas
demokrasi; dan 4) asas adil dan merata.!”

Konsekuensi lebih lanjut, jika secara nyata ditemukan pelanggaran
dari prinsip fungsi sosial, yaitu tanah diterlantarkan atau (ada unsur
kesengajaan untuk menelantarkan) tanah, maka hak atas tanah tersebut
kembali kepada hak menguasai dari negara.!' Pernyataan lebih ekstrim lagi
dikemukakan oleh Ari Sukanti Hutagalung,'? yaitu apabila kewajiban ini
diabaikan negara berwenang untuk membatalkan hak sehingga tanahnya
menjadi tanah negara. Dengan demikian pemegang hak atas tanah
tidak hanya mempunyai hak untuk menggunakan tanah yang dikuasai-
nya tetapi juga berkewajiban menggunakan tanahnya sedemikian rupa

7 Sudjito, Ibid.: 3.

8  Sarjita, (2002), Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (PP Nomor 36 Tahun 1998
Jo. Kep. Ka. BPN No. 24 Tahun 2002), Yogyakarta, CV. Global Visindo Consultant: 1.

9 M. Mahfud MD (1998), Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, PT. Pustaka LP3ES: 186.

10 Maria S.W. Sumardjono, (2001), Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi,
Jakarta, Kompas: 42.

11 Iman Sutiknjo, (1980), Proses Terjadinya UUPA, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press: 61.
12 Arie Sukanti Hutagalung , (1985), Program Redistribusi Tanah di Indonesia Suatu Sarana ke
Arah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah, Jakarta, CV. Rajawali: 32.
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sehingga baik secara langsung dan tidak langsung memenuhi kepentingan
umum.

c. Tahapan-Tahapan Penertiban Tanah Terlantar

Tahapan-tahapan penertiban tanah terlantar diatur dalam Pasal 4
sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010
tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar,”® yang pada
intinya membagi tahapan sebelum penetapan tanah terlantar di terbitkan,
yaitu;

1) Identifikasi dan penelitian oleh Kepala Kantor Wilayah BPN
Provinsi dan oleh Panitia;'*

2) Peringatan oleh Kepala Kantor Willayah BPN Provinsi kepada
Pemegang Hak;"

3) DPenetapan tanah terlantar oleh Kepala BPN atas usul Kepala
Kantor Wilayah BPN Provinsi.'®

Tahapan-tahapan dalam PP Nomor 11 Tahun 2010 diperjelas dalam
Pasal 3 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2010 menjadi 4 (empat)
bagian tahapan penertiban tanah terlantar, yaitu; perrama, inventarisasi
tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar;
kedua, identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar; keziga,
Peringatan terhadap pemegang hak; keempat, penetapan tanah terlantar.

Dari 4 (empat) bagian tahapan penertiban tanah terlantar tersebut
terbagi lagi menjadi sub-sub tahapan yang harus dilakukan sebelum
menyimpulkan suatu tanah ditetapkan sebagai tanah terlantar, yaitu;

1) Inventarisasi tanah terlantar
Kepala Kantor Wilayah BPN mengiventarisasi tanah
terindikasi terlantar dari hasil pemantauan lapangan oleh
Kepala Kantor Wilayah BPN, Kantor Pertanahan, laporan
dinas atau instansi lainnya, laporan tertulis dari masyarakat

13 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan
Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor16). (Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098)

14 Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010

15  Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010

16 Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010
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atau pemegang hak."” Untuk kelancaran kegiatan inventarisasi,
pemegang hak telah diberitahukan kewajibannya untuk
melaporkan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan
keputusan pemberian hak atau dasar penguasaan tanah dari
pejabat yang berwenang.'® Inventarisasi tanah terindikasi
terlantar dilaksanakan melalui pengumpulan data tekstual dan
data spasial, yang pengelompokannya sebagaimana tersebut
dalam format Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010."

2) Identifikasi dan penelitian

Setelah inventarisasi tanah terindikasi terlantar
ditindaklanjuti dengan identifikasi dan penelitian aspek
administrasi dan penelitian lapangan yang meliputi terhitung 3
(tiga) tahun sejak diterbitkan sertipikatnya atau terhitung sejak
berakhirnya dasar penguasaan tersebut, dan Kepala Kantor
Wilayah BPN menganalisis hasil inventarisasi untuk menyusun
dan menetapkan target yang akan dilakukan identifikasi dan
penelitian terhadap tanah terlantar berdasarkan pertimbangan
lamanya tanah tersebut ditelantarkan dan/atau luas tanah yang
terindikasi terlantar.” Kepala Kantor Wilayah BPN menyiapkan
data dan informasi tanah terindikasi terlantar yang akan
dijadikan target identifikasi dan penelitian, untuk keperluan
tersebut Kepala Kantor Wilayah BPN memberitahukan secara
tertulis kepada Pemegang Hak yang akan dilakukan identifikasi
yang disampaikan langsung atau jika tidak dijumpai lagi sesuai
alamat atau domisili, maka pemberitahuan dilakukan melalui
pengumuman di Kantor Pertanahan dan pemasangan papan
pengumuman di lokasi tanah yang bersangkutan.”’ Kepala
Kantor Wilayah BPN membentuk Panitia C dan sekretariat
Panitia C guna membantu menyiapkan data yang diperlukan
dan membuat resume permasalahan tanah yang terindikasi

17
18
19
20
21

Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010
Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010
Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010
Pasal 7 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010
Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010
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3)

4)

terlantar.?? Panitia C melakukan identifikasi dan penelitian
dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Kantor

Wilayah BPN.#

Peringatan dan Pemberitahuan

Atas hasil identifikasi dan penelitian dari Panitia C Kepala
Kantor Wilayah BPN memberitahukan kepada pemegang hak
sekaligus memberikan peringatan tertulis pertama, kedua dan
ketiga masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.**
Pemegang Hak diberikan kesempatan untuk melakukan
tindakan konkret yaitu mengusahakan tanahnya sesuai
keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya, mengajukan
permohonan perubahan hak dalam hal tanah yang digunakan
tidak sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya,
mengajukan permohonan hak untuk dasar penguasaan atas
tanah mengusahakan, menggunakan atau memanfaatkan
tanahnya sesuai ijin dari pejabat yang berwenang, dalam masa
peringatan pertama, kedua, ketiga mana, Pemegang Hak wajib
menyampaikan laporan kemajuan dan pemanfaatan tanah
kepada Kepala Kantor Wilayah BPN dengan tembusan Kepala

Kantor Pertanahan.?

Penetapan tanah terlantar ;

Kepala Kantor Wilayah BPN mengusulkan kepada Kepala
BPN apabila Pemegang Hak tidak mematuhi peringatan ketiga
dan tanah yang diusulkan tersebut dinyatakan dalam keadaan
status quo dan tidak dapat dilakukan perbuatan hukum atas
tanah dimaksud, dan kemudian Kepala BPN menetapkan
keputusan penetapan tanah terlantar tersebut.”® Keputusan

22

23

24
25

26
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Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor
4 Tahun 2010

Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2010

Pasal 14 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2010
Pasal 15 dan 16 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor
4 Tahun 2010

Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2010
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d.

untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria

penetapan tanah terlantar diberikan sesuai persentase luas tanah
yang ditelantarkan, dan tanah negara bekas tanah terlantar
dikuasai langsung oleh negara.”” Berdasarkan keputusan
penetapan tanah terlantar, Kepala Kantor Pertanahan wajib
mencoret sertipikat hak atas tanah dan/atau sertipikat dari
daftar umum dan daftar isian lainnya dalam tata usaha
pendaftaran tanah, dan mengumumbkan di surat kabar 1 (satu)
kali dalam waktu sebulan setelah dikeluarkannya keputusan
Kepala BPN yang menyatakan sertipikat tersebut tidak
berlaku.” Tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan
wajib dikosongkan oleh Pemegang Hak dan apabila tidak
memenuhi kewajiban tersebut, maka benda-benda di atasnya
dikuasai langsung oleh negara.””

Pendayagunaan Tanah Terlantar

Terhadap tanah negara bekas tanah terlantar, didayagunakan
30

dan Program Strategis Negara serta untuk Cadangan Negara lainnya.

Sedangkan penataan asset dan penataan akses (Acces Reform)’’ masyarakat

terhadap tanah Negara bekas tanah terlantar dilakukan melalui distribusi

dan redistribusi tanah negara.

27

28
29
30

31

Pasal 20, Pasal 21 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor
4 Tahun 2010

Pasal 22 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010
Pasal 23 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010
Reforma Agraria merupakan suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan
penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agrarian,
dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian perlindungan hukum serta keadilan dan
kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. RA ini bertujuan untuk menciptakan sumber-
sumber kesejahteraan masyarakat yang berbasis agrarian (walfare); menata kehidupan
masyarakat yang lebih baik berkeadilan (eguity), meningkatkan keberlanjutan (sustainability)
sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dan penggunaan/pemanfaatan
tanah dan factor-faktor produksi lainya secara optimal (efficiency); penyelesaian sengketa tanah
(harmony) kemasyarakatan. (Joyo Winoto, (2007), Reforma Agraria Mandat Politik Konstitusi
Dan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Tanah Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan Rakyat,
Jakarta, Badan Pertanahan Nasional RI.)

Antara lain dilakukan melalui penyediaan infrastruktur dan sarana produksi, pembinaan dan
bimbingan teknis kepada penerima manfaat, dukungan permodalan, distribusi dan pemasaran
hasil serta dukungan lainya. (Sarjita, Opcit.: 8).

Untuk Sebesar-besarnya Kesejahteraan Rakyat e 93



B. Analisis Putusan tentang Penetapan Tanah Terlantar di
Propinsi Banten (putusan Nomor 13/G/2012/PTUN-SRG)

Dalam sengketa Tata Usaha Negara antara PT Pasetran Wanarattindo
melawan BPN yang kemudian PTUN menjatuhkan putusan Nomor
16/G/2012/PTUN-SRG dan PT. Pondok kalimaya putih Melawan BPN,
kemudian PTUN menjatuhkan putusan Nomor 13/G/2012/PTUN-
SRG. Dalam Putusan PTUN tersebut menyatakan batal dan mewajibkan
mencabut keempat SK Ka BPN.

Tabel. 1
Penetapan Tanah Terlantar di Propinsi Banten

Nama badan No .
No hukum HGB Lokasi Luas No SK

1 | PT. Pondok 23 Kab. Serang | 43,59 ha | 1/PTT-HGB/BPN R1/2012
kalimaya putih

2 | PT. Pondok 24 Kab. Serang | 189,6 ha | 2/PTT-HGB/BPN R1/2012
kalimaya putih

3 | PT. Pondok 22 Kab. Serang | 2,45 ha | 3/PTT-HGB/BPN R1/2012
kalimaya putih

4 | PT. Pasetran 4 Kota Cilegon | 66,4 ha | 4/PTT-HGB/BPN RI1/2012
wanarattindo

Berpedoman pada tahapan-tahapan-tahapan yang diatur dalam PP
Nomor 11 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun
2010 terlihat hal-hal teknis administratif dalam penetapan penertiban
tanah terlantar tidak dilakukan, sehingga oleh PTUN berkesimpulan
dari segi prosedur/formal, terdapat tahapan-tahapan yang tidak dipatuhi.

1. Putusaan Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 13/G/2012/PTUN-
SRG
Dewanto Kurniawan, selaku Direktur Utama PT. Pondok
Kalimaya Putih (sebagai pengugat) melawan Kepala BPN RI (sebagai
tergugat I) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang (sebagai
tergugat II). Dan sebagai Objek Perkara adalah:
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b)

9

d)

SK Kepala BPN Nomor 1/PTT-HGB/BPN RI/2012 tentang
Penetapan Tanah Terlantar Atas Tanah HGB Nomor 23 atas
nama PT. Pondok Kalimaya Putih;

SK Kepala BPN Nomor 2/PTT-HGB/BPN RI/2012 tentang
Penetapan Tanah Terlantar Atas Tanah HGB Nomor 24 atas
nama PT. Pondok Kalimaya Putih;

SK Kepala BPN Nomor 3/PTT-HGB/BPN RI/2012 tentang
Penetapan Tanah Terlantar Atas Tanah HGB Nomor 22 atas
nama PT. Pondok Kalimaya Putih;

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor
96/300.7.36.04/11/2012 tanggal 24 Pebruari 2012 Perihal
Pemberitahuan Hapusnya Hak Atas Tanah atas Sertipikat HGB
Nomor 23, 24, 22/Cikoneng atas nama PT. Pondok Kalimaya
Putih.

Dasar dan Alasan-Alasan Penggugat

a)

b)

PT. Pondok Kalimaya Putih adalah perusahaan yang bergerak
di bidang usaha jasa Akomodasi dan Jasa Rekreasi dan Hiburan
tengah merintis usaha untuk membangun Tempat Rekreasi
dan Hiburan serta pembangunan rumah peristirahatan di
Pulau Sangiang, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri
Kehakiman RI dengan SK Nomor C2-6418.HT.01.01
tertanggal 9 Oktober 1985.

Pada tanggal 7 Pebruari 1994 telah mengajukan permohonan
HGB kepada Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor
Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat (Sekarang Provinsi Banten)
di atas tanah Hak Milik dan Hak Milik Adat yang telah
dibebaskan dari Penduduk/Pemilik, kemudian terbitsertipikat
masing-masing Nomor: 1) Sertipikat HGB Nomor 21 seluas
24.500 M2; 2) Sertipikat HGB Nomor 22 seluas 122.00 M2; 3)
Sertipikat HGB Nomor 23 seluas 435.9000 M2; 4) Sertipikat
HGB Nomor 24 seluas 1.896.000 M2. Berarkhir Jangka waktu
berlakunya pada tanggal 9 Maret 2024.

Sejak tahun 1994 PT. Pondok Kalimaya Putih sudah melakukan
pembangunan sarana dan prasarana wisata di Pulau Sangiang
yaitu pembangunan Pelabuhan Marina di Pulau Sangiang,
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d)

g)

h)

pembelian kapal penumpang, membangun mess/tempat
peristirahatan, membangun tanggul-tanggul penahan rob
gelombang pasang laut serta membuat kolam pemandian alam.
Pada Tahun 1997-1998 terjadi krisis moneter adanya perselisihan
antara pemegang saham, dan adanya tuduhan Pengrusakan
Lingkungan Hidup dan sampai ke Pengadilan dengan Register
Perkara Nomor 158/Pid.B/2005/PN.Srg, maka pembangunan
terkendala untuk sementara.

Pada awal Agustus 2010 Penggugat telah menerima Surat dari
H. Muh Eddy Gozali (Direketur I PT Pondok Kalimaya Putih
sekaligus sebagai Pemegang Saham PT yang bersangkutan)
dengan Surat Nomor 008/EG-PKT/VII/2010 tertanggal 23
Juli 2010, Perihal Tanggapan atas Surat Nomor 1000/16-
36/VI1/2010 tertanggal 9 Juli 2010 yang ditujukan kepada
Kakanwil BPN Provinsi Banten. Perihal Pemberitahuan ke
2 tentang Rencana Pelaksanaan Identifikasi dan Penelitian
Lapangan di Pulau Sangiang;

Mengingat Muh. Eddy Gozaliy tidak memberikan tanggapan
terhadap surat Penggugat tersebut, maka Penggugat telah
mengirim surat kepada Kakanwil BPN Provinsi Banten yang
pada intinya penggugat beralasan: 1) Penggugat belum pernah
menerima kedua surat Kakanwil BPN Provinsi Banten baik
Surat Nomor 1000/16-36/VII/2010 maupun Surat Nomor
941/16-46/V1/2010; 2) Penggugat baru mengetahui Surat
pemberitahuan Kedua dari Kakanwil BPN Provinsi Banten
setelah ada surat tanggapan Sdr. Muh Gozaly;

Alamat Surat dari Kakanwil BPN Provinsi ke PT. Pondok
Kalimaya Putih adalah Jalan Green Garden Blok I-9 No.
37-40 Jakarta Barat 11520; Terhadap alamat tersebut tidak
dikenal/pindah alamat. Sehingga Penggugat minta waktu
untuk menjelaskan duduk persoalannya kepada Kakanwil BPN
Provinsi Banten.

Sehubungan dengan pengiriman surat yang dikembalikan,
karena alamat tidak jelas, maka Kakanwil BPN Provinsi Banten
mengajukan permohonan ke Kementerian Hukum dan HAM.
Jakarta;
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i)  Sambil menunggu surat jawaban dari Kementerian Hukum dan
HAM Jakarta, Kakanwil BPN Provinsi Banten menyampaikan
Surat Peringatan Tertulis kepada Penggugat, pada intinya
menyampaikan Peringatan I, II, III. Masing-masing surat
tersebut ditembuskan kepada Ketua PTUN Jakarta, Ketua
PTUN Banten, Ketua PTUN Bandung, Ketua Pengadilan
Negeri Serang, dan Pimpinan BI Wilayah Banten.

j)  Penggugat berdalih bahwa PT. Pondok Kalimaya Putih belum
pernah menerima Peringatan I, II, dan III dan belum pernah
diberikan kesempatan untuk membela diri, sechingga penggugat
mohon dapat menjelaskan persoalannya kepada Kakanwil BPN
Provinsi Banten.

k) Penggugat menerima pemberitahuan pada tanggal 28 Pebruari
2012 dari Tergugat II dengan Nomor 96/300.7.36.04/11/2012
tertanggal 24 Pebruari 2012 perihal pemberitahuan Hapusnya
HGB atas Sertipikat HGB Nomor 23, 24, 22/Desa Cikoneng
Atas Nama PT. Pondok Kalimaya Putih, serta mencoret dalam
daftar umum dan daftar isian lainnya dalam Tata Usaha
Pendaftaran Tanah.

Menurut pengugat, dasar hukum gugatan seperti uraian tersebut
diatas bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) hurufa dan
b UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo UU Nomor 9 Tahun 2004, yaitu,
pertama Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; kedua,
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan
Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Peraturan Perundang-undangan dimaksud antara lain: 1) Pasal
3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepostisme; 2) Pasal 1
ayat (0) tentang pengertian tanah terlantar, PP Nomor 11 Tahun
2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah terlantar; 3)
Pasal 7 ayat (1) huruf ¢ Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) huruf ¢
Pasal 8 ayat 3-4 tentang Kegiatan Identifikasi dari Peraturan Kepala
BPN Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan PP
Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Tanah terlantar; sehingga
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Peringatan I, II, IIT menjadi cacat hukum dan tidak mempunyai
kekuatan hukum;

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang (tergugat II)
dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten (tergugat I) yang
tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan
pembelaan diri dengan cara menjelaskan persoalan yang terjadi
merupakan tindakan sewenang-wenang (abuse of power), yang
melanggar asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas
pemberian alasan dan asas kecermatan. Bertentangan dengan Pasal 3
angka 1 dan penjelasan Angka 3 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1999.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PTUN
Telah terungkap fakta hukum dan sekaligus pengadilan
memberikan peniliaian atas fakta hukum:

a) Dalam tahapan inventarisasi, Kakanwil BPN Provinsi Banten
dalam menginventarisasikan tanah HGB Nomor 23, 24, 22 atas
nama PT. Pondok Kalimaya Putih tidak berdasarkan laporan
Kepala Kantor Pertanahan Kota Serang, laporan dinas/instansi
lainnya, laporan tertulis dari masyarakat atau pemegang hak;

b) Laporan hasil idetifikasi dan penelitian dengan format lampiran
3 Peraturan Ka BPN Nomor 4 juga tidak dilakukan;

c) Tahap identifikasi berdasarkan bukti yang ada dilakukan tanggal
17 Mei 2010— 20 Mei 2010, pada hal sesuai tahapan yang sah
ditentukan identifikasi dan penelitian baru dapat dilakukan
setelah tahapan inventarisasi tanah terlantar selesai dilaksanakan;

d) Formatnya telah ditentukan dalam Pasal 1 Perkaban Nomor 4
Tahun 2010 tentang pengumpulan data tekstual, dan tanggal
keputusan pemberian hak atas tanah, serta data spasial tanah
terindikasi terlantar tidak dapat dibuktikan;

e) Tidak ditemukan alat bukti terkait dengan pelaksanaan tahapan
identifikasi dan penelitian serta analisis hasil inventarisasi
untuk menyusun dan menerapkan target yang akan dilakukan
identifikasi dan penelitian terhadap tanah terindikasi terlantar,
termasuk luas tanahnya.

f)  Tidak ketemukan laporan hasil pelaksanaan tahapan identifikasi

dan penelitian serta analisis hasil inventarisasi untuk menyusun
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dan menerapkan target yang akan dilakukan identifikasi dan
penelitiahn terhadap tanah terindikasi terlantar, termasuk luas
tanahnya.

g) Dari fakta hukum dan penilaian fakta hukum tersebut,
berkesimpulan bahwa prosedur/formal, terdapat tahapan-
tahapan yang tidak dipatuhi oleh tergugat I sebelum
mengeluarkan Keputusan TUN yang disengketakan, yaitu pada
tahapan inventarisasi, tidak analisis hasil inventarisasi schingga
tidak dapat diperoleh informasi yang lengkap dan utuh untuk
pengambilan keuptudsan dalam rangka menerbitkan Keputusan
TUN yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara ini.

h) Oleh karena itu, Keputusan tergugat I harus dinyatakan cacat
yuridis menurut hukum dan harus dinyatakan batal.

C. Analisis Putusan tentang Penetapan Tanah Terlantar di
Propinsi Banten (putusan Nomor 16/G/2012/PTUN-SRG)

1. Putusaan Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 13/G/2012/PTUN-
SRG
Para Pihak dalam Perkara Sengketa Tata Usaha Negara adalah
Sdr. Nona Ho Hariaty selaku Direktur dari PT. Pasetran Wanarattindo
(sebagai pengugat), melawan Kepala BPN RI (sebagai tergugat I)
dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon (sebagai tergugat II).
Dengan Objek Sengketa:

a)  Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor 4/PTT-HGB/BPN-
RI/2012 tertanggal 18 Januari 2012 tentang Penetapan Tanah
terlantar Atas Tanah HGB Nomor 4 Atas Nama PT. Pasetran
Menarattindo yang terletak di Kelurahan Kepuh Kecamatan
Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten.;

b) Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan kota Cilegon Nomor
162/Peng-36.72/IV/2012 tertanggal 10 April 2012.

2. Dasar dan Alasan-Alasan Penggugat

a) Penggugat baru mengetahui objek sengketa yang diterbitkan
oleh tergugat I setidaknya pada tanggal 18 Pebruiari 2012
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berdasarkan surat Nomor 77/300-36.72/11/2012, dan objek
sengketa yang diterbitkan oleh tergugat II pada tangal 12 April
2012 berdasarkan Pengumuman Kantor Pertanahan Kota
Cilegon Nomor 162-36.72/1V/2012 tertanggal 10 April 2012
tentang Penarikan dan pernyataan tidak sah Sertipikat HGB
Nomor 4 atas nama PT. Pasetran Menarattindo;

b) PT. Pasetran Menarattindo dahulu bernama PT. Tunas Rimba
Pusaka Rattan adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan
Akta Pendirian Nomor 10 Tanggal 16 Juni 1987;

¢) PT. Tunas Rimba Pusaka Rattan mengalami perubahan menjadi
PT, Pasetran Menarattindo berdasarakan Akta Notaris Nomor
54 tentang Pembetulan tanggal 28 September 1988;

d) Penggugat memperoleh tanah dengan cara membeli dari
PT. Proppelat seluas 664.000 M2. Dengan hargga Rp.
6.800.000.000,- sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli
Nomor 0016/1/Jb/CWD/1993;

e) Objek sengketa pernah dijaminkan di PT. ANZ Panin Bank
Tahun 1997 dan kredit lunas baru tahun 2005;

f)  Sertipikat HGB Nomor 4 berarkhir pada tanggal 11 Oktober
2011 dan Penggugat telah mengajukan perpanjangan kepada
tergugat | melalui tergugat 11, tetapi ditolak dengan alasan tanah
terindikasi terlantar;

g) Sementara di lapangan atau diatas tanah banyak pihak
melakukan penambangan secara liar dan penggugat sudah
melaporkan hal tersebut kepada Pemerintah daerah da Kota
Cilegon;

h) Objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat
IT yang menyatakan tanah sebagai tanah terlantar diatur secara
khusus dengan PP Nomor 11 Tahun 2010, Perkaban Nomor
4 Tahun 2010 dan Perkaban Nomor 5 Tahun 2011;

Berdasarkan uraian ditas dasar hukum Penggugat mengajukan
gugatan merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) hurufa dan b UU
Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UU Nomor 9 Tahun 2004, yaitu: hurufa:
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku; Huruf b: Keputusan
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Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas

Umum Pemerintahan Yang Baik. Maka dari itu pengugat beralasan

a)

d)

g

Para tergugat telah salah dan keliru dalam menerapkan
pengertian tanah terlantar serta menafsirkan secara sempit arti
tanah terlantar atas objek sengketa;

Tanah objek sengketa, awalnya bukan merupakan tanah negara
murni, tetapi berasal dari tanah hak milik adat, namun berubah
menjadi HGB, dikarenakan pembelianya adalah Perusahaan
(PT. Propelat);

Penggugat telah mengusahakan tanah objek sengketa tidak
dengan sengaja menelantarkan, bahkan untuk mengusahakan
agar optimal penggunaannya dijadikan jaminan kredit di PT.
ANZ Panin Bank, kredit lunas pada tahun 2005 kemudian
dimohonkan ijin Pertambangan ke Pemerintah Kota Cilegon;
Dengan demikian tergugat I dan II telah melakukan pencabutan
hak dengan dalih tanah terlantar, dengan alasan kepentingan
negara dan bangsa. Sehingga bertentangan ketentuan Pasal 40
Jo. 18 UUPA, Pasal 7 ayat 1c, h, i, PP Nomor 11 Tahun 2010,
dan Perkaban Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 8 ayat (2) huruf ¢
Penggugat tidak pernah diberitahu atau informasikan tentang
kegiatan tergugat I dan tergugat II pada tahap identifikasi
maupun penelitian bahkan persidangan Panitia C, yang
berakibat Panitia C tidak memperoleh informasi yang akurat
dari penggugat;

Surat Peringatan I, ILIII masing-masing Nomor 1079/16-
36/VI11/2010 tertanggal 23 Juli 2010, Nomor 1192/500-36/
VIII/2010 tertanggal 20 Agustus 2010, Nomor *301-1/500-
36/IX/2010 tertanggal 20 September 2010 tidak dilakukan
secara hati-hati dan tidak cermat karena Peringatan Pertama
dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2010, seharusnya Peringatan
IT pada tanggal 23 Agustus 2010, ternyata dari dokumen yang
ada Surat Peringatan ke II dikeluarkan pada tanggal 20 Agustu
2010, berarti kurang dari 1 bulan;

Surat Peringatan I, II, dan III tidak pernah diterima oleh
Penggugat, sehingga tidak mengetahui tindakan apa yang harus
dilakukan terhadap tanah objek sengketa;
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h)

i)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tergugat I dan II telah
melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga
objek sengketa ini patut untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak
sah;

Penggugat telah mengajukan perpanjangan Sertipikat HGB No.
4/Kepuh ternyata di campuradukan antara pendaftaran tanah
dengan Tanah terindikasi terlantar adalah merupakan tindakan
kesewenang-wenangan;

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim PTUN

a)

b)

c)

d)

Kakanwil BPN Provinsi Banten dalam menginventarisasikan
tanah HGB Nomor 4 atas anama PT. Pasetran Menarattindo
adalah tidak berdasarkan laporan Kepala Kantor Pertanahan,
laporan dinas/instansi lainnya, laporan tertulis dari masyarakat
atau pemegang hak. Adanya hanya Keputusan Kakanwil BPN
Provinsi Banten Nomor 01/Kep-36.17/11/2010 tanggal 8
Pebruari 2010 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Sertipikasi
HAT Usaha Mikro dan Kecil, dan Sertipikat Tanah Nelayan
dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil, Penertiban Tanah
terlantar, Inventarisasi Tanah negara terindikasi terlantar
bukan Hak Kanwil BPN Provinsi Banten TA 2010, bukan
ditambahkan pada kegiatan sertipikat HAT UMK.

Tahapan identifikasi tertanggal 18 Juni 2010 dan tertanggal 30
Juni 2010, ternyata tahapan identifikasi dan penelitian sudah
dilakukan dari tanggal 22 -25 Juni 2010, padahal sesuai prosedur
tahapan yang telah dilakukan, diidentifikasi dan penelitian baru
dapat dilakukan setelah tahapan inventarisasi tanah terlantar
selesai dilaksanakan.

Tidak diperoleh 1 (satu) pun alat bukti surat yang membuktikan
tentang laporan hasil identifikasi dan penelitian dengan formal
lampiran 3 Perkaban Nomor 4 Tahun 2010, sechingga akan
diperoleh kesimpulan yang utuh dari aspek administrasi,
lapangan dan yuridis.

Persidangan Panitia C tanggal 29 Juni 2010, akan tetapi
pada tanggal yang telah ditentukan tersebut Panitia C tidak
melakukan persidangan sebagaimana telah ditentukan.
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Sebaliknya yang terjadi pada tanggal 29 Juni 2010 tersebut
Kakanwil BPN melalui Surat Nomor 1960/22-500/V1/2010
mengirim pemberitahuan kepada Kakanwil BPN seluruh
Indonesia perihal alamat Pemegang Hak tidak diketahui dalam
Penertiban Tanah Terlantar.

e) Dalam Tahapan Peringatan dan Pemberitahuan. Ketidakjelasan
alamat pemegang hak atas tanah tidak dapat dijadikan alasan bagi
tergugat I untuk memberikan peringatan dan pemberitahuan
atas hasil identifikasi dan penelitian, karena ketentuan Pasal 14
Perkaban Nomor 4 Tahun 2010 secara formal maupun materiial
bersifat wajib dilaksanakan oleh Kakaknwil BPN Provinsi.
Mekanisme jika tidak lagi sesuai alamat atau domisili pemegang
hak secara mutandis dapat diterapkan ketentuan Pasal 8 ayat
(5) Perkaban Nomor 4 Tahun 2010.

f) Dari fakta hukum dan penilaian fakta hukum tersebut,
berkesimpulan bahwa prosedur/formal, terdapat tahapan-
tahapan yang tidak dipatuhi oleh tergugat I sebelum
mengeluarkan Keputusan TUN yang disengketakan, yaitu pada
tahapan inventarisasi, tidak analisis hasil inventarisasi sehingga
tidak dapat diperoleh informasi yang lengkap dan utuh untuk
pengambilan keputusan dalam rangka menerbitkan Keputusan
TUN yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara ini.

g) Oleh karena itu, keputusan tergugat I harus dinyatakan cacat
yuridis menurut hukum dan harus dinyatakan batal.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Beberapa faktor gagalnya penertiban tanah terlantar di Provinsi
Banten, pertama, terdapat tahapan-tahapan yang tidak dipatuhi dalam
penertiban tanah terlantar; kedua, faktor sumber daya manusia, baik dari
segi kualitas maunpun kualitas; keriga, belum didukung dana yang cukup.

Faktor gagalnya penertiban tanah terlantar kemudian di Indentifikasi
Hambatan, Kendala dan Masalah berdasarkan Putusan PTUN: a). Surat
Pemberitahuan kepada Badan Hukum Pemegang Hak tidak sampai
dan kembali, disebabkan pindah alamat atau alamat tidak diketahui;
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b). Identifikasi dan Penelitian tanah tidak dihadiri oleh Badan Hukum
Pemegang Hak; c). Kesulitan menyampaikan peringatan L,II dan
III kepada Badan Hukum Pemegang Hak bagi yang tidak diketahui
alamatnya; d). Terlambat memperoleh data tekstual dan data spasial
pada Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota; €) Kesulitan identifikasi dan
penelitian tanah bagi Badan Hukum Pemegang Hak yang penguasaan
tanahnya berdasarkan atas ijin lokasi sebagai DPAT ( Dasar Penguasaan
Atas Tanah); f). Kesulitan mengetahui penyebab tanah ditelantarkan;
g). Kesulitan menetapkan luasan tanah dan batas-batas tanah terindikasi
terlantar bagi tanah yang dikuasai Badan Hukum Pemegang Hak
berdasarkan Ijin lokasi sebagai DPAT

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian dapat di simpulkan:
Pertama, dasar hukum atau alasan penggugat adalah Keputusan Tata Usaha
Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik; Kedwua, pertimbang hukum Majelis Hakim
PTUN berkesimpulan dari segi prosedural/formal, terdapat tahapan-
tahapan yang tidak dipatuhi, dan terbukti mengandung cacat yuridis.
Oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang di persengketakan
menandung cacat yuridis dari segi prosedur formal, maka pengujian dari
segi subtansi/material tidak perlu di pertimbangkan lagi; Ketiga, secara
psikologis dengan adanya gugatan di PTUN terhadap aparatur pelaksana
di lingkungan BPN RI, akan mempengaruhi kinerja dalam rangka
pelaksanaan Reforma Agraria.

2. Saran/rekomendasi

a) Perlu dilakukan kajian ulang terhadap pasal-pasal krusial pada
Perkaban Nomor 4 Tahun 2010 sebagai peraturan pelaksanaan
PP Nomor 11 Tahun 2010 terkait fungsi koordinasi dengan
instansi lain di luar BPN RI;

b) Perlu dilakukan sosialisasi secara berkelanjutan bagi semua
pihak terkait, khususnya bagi aparat penegak hukum
khususnya Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus
perkara sengketa TUN, aparat BPN RI bidang Pemberdayaan

Masyarakat, masyarakat dan sarana prasarana untuk
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mempersamakan persepsi dalam rangka penguatan pelaksanaan
Reforma Agraria

¢) Perlu dialokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung
pelaksanaan tahapan-tahapan Penertiban dan Pendayagunaan
Tanah terindikasi terlantar.
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‘Bara Nan Tak Kunjung Padam’: Konflik Agraria
di Register 45 Mesuji Pasca Rekomendasi TGPF

Oki Hajiansyah Wahab, Dwi Wulan Pujiriyani, Wijatnika

“Pukul 18.30 mobil yang mengantarkan kami bertiga melambat untuk kemudian
menepi dan membelok ke arah kiri. Goncangan menandakan kalau mobil mulai
keluar dari jalan aspal dan bergerak di jalan yang tidak rata. Gelapnya malam
memekatkan pandangan. Yang terlihat hanya bayangan rimbunan pohon serta
rumah-rumah papan yang diterangi lampu remang-remang. Inilah kawasan
Register 45, Kampung Moro-Moro. Berbagai cerita tentang daerah yang konon
dianggap rawan itu sekarang tepat berada di depan mata. Tiba-tiba teringat
sejenak dengan pembicaraan singkat dengan sopir yang mengantarkan dari
bandara 2 hari yang lalu.... ‘Hati-hati di sana mba, di sana itu kalau malam
gerilya, ya jahat gitulah mba, kalau malam diam-diam di hotel saja nggak usah
keluar. Mereka masih kubu-kubu gitu. Memang disana itu pasca kejadian jadi
begitu, saya lihat kok yang memang benar-benar digantung di tiang listrik.”

A. Pengantar

Bara konflik di Register 45 Mesuji belumlah usai. Ibarat setitik
nila, Mesuji seolah telah menjadi sebuah cap yang terlanjur melekatkan
citra tentang sebuah kawasan yang ‘tak cukup aman’ atau ‘rawan’.’
Mesuji adalah kantong konflik yang melahirkan cerita tentang mereka

1 Catatan Lapangan 15 Juli 2013.

2 Kabupaten Mesuji adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung. Kabupaten ini
diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto, pada 29 Oktober2008.
Kabupaten Mesuji terletak di ujung utara Provinsi Lampung dan pada jalur jalan nasional
yaitu jalan Lintas Timur Sumatera yang menghubungkan Provinsi Lampung dengan kota-kota
besar di Pulau Sumatera. Kabupaten Mesuji berbatasan dengan sebelah utara: Kabupaten OKI,
Prov. Sumatera Selatan; sebelah selatan: Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten



yang konon adalah orang-orang yang berkarakter keras. Cerita tentang
mereka yang konon bisa melakukan apapun tak terkecuali pasang badan
mengorbankan dirinya berhadapan dengan kekuasaan yang mereka anggap
represif. Mesuji adalah potret sebuah rantai konflik agraria yang rumit
dan tidak berujung. Di wilayah inilah kisah-kisah tentang sebuah konflik
agraria yang begitu pekat dengan kekerasan itu menjadi sebuah tuturan
yang semakin hari semakin menyisakan kesan sebuah kewajaran bahwa
Mesuji sudah demikian kronis, sehingga sangat sulit untuk dirumuskan
sebuah penyelesaian.

Konflik agraria di kawasan Register 45 Mesuji merupakan konflik
yang kronis dan telah berlangsung selama kurang lebih 15 tahun. Sampai
tahun 2006 terdapat sekitar 15.000 warga mengalami penggusuran
(Wahab, 2012:11-12). Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF)
Kasus Mesuji® menyebutkan bahwa konflik di Register 45 merupakan
konflik penguasaan dan pengelolaan HTT yang sejak lama telah menjadi
silang sengketa antara investor, masyarakat, dan pemerintah. Kebijakan
pemerintah yang berubah-ubah dan tidak terkoordinasi, minimalnya
pengawasan pemerintah, investor yang tidak menjalankan kewajiban dan
menyalahgunakan izin, masyarakat yang tersingkir dan menjadi agresif,
serta beroperasinya spekulan tanah menyebabkan persengketaan terus
terjadi dan belum dapat diselesaikan.*

Lebih dari setahun TGPF Kasus Mesuji menyelesaikan tugasnya
dan mengeluarkan berbagai rekomendasi untuk penyelesaian konfik di
kawasan tersebut. Meski rekomendasi ini sebenarnya dianggap banyak
kalangan memadai, namun tidak satu pun rekomendasi TGPF tersebut
dilaksanakan. Akibatnya sampai saat ini konflik justru terus berkembang,.
Medio 2012 sempat terlontar wacana dan juga rapat-rapat yang dilakukan
oleh Tim Gabungan Penertiban Register 45 Mesuji yang terdiri dari
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, dan aparat gabungan
TNI/Polri, bahwa sebagaimana periode sebelumnya pilihan menggusur
ribuan perambah di kawasan hutan Register 45 Mesuji adalah kebijakan

Tulang Bawang; sebelah timur: Kabupaten OKI-Prov. Sumatera Selatan; sebelah barat:
Kabupaten OKI-Prov. Sumatera Selatan.

3 Tim Gabungan Pencari Fakta Kasus Mesuji dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan setelah konflik dan kekerasan di Mesuji menjadi isu nasional
pada akhir tahun 2011.

4 Laporan TGPF Kasus Mesuji hlm 4
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yang akan kembali dijalankan. Operasi terpadu secara besar-besaran
yang waktu pelaksanaannya masih belum diumumkan ini akan menelan
anggaran negara hingga Rp 7,5 miliar.’ Ketiadaan dana ditenggarai sebagai
faktor penyebab tertundanya operasi penertiban yang direncanakan
pemerintah. Pada kenyataannya saat ini situasi di Register 45 semakin
tidak terkendali. Ribuan penggarap baru berdatangan dan tidak dapat
dikendalikan oleh pemerintah setempat. Pasca mandegnya rekomendasi
TGPF, kondisi Register 45 justru menjadi semakin kacau.

Penelitian ini hendak menjelaskan rangkaian kondisi dan dinamika
terkini Register 45 Sungai Buaya TGPF kasus Mesuji pasca keluarnya
rekomendasi TGPF Kasus Mesuji. Penelitian ini juga hendak menjelaskan
mengapa terjadi perbedaan perlakuan dari Tim Penertiban Kawasan
Register 45 Sungai Buaya Mesuji terhadap kelompok aktor dan wilayah-
wilayah konflik agraria. Dinamika politik lokal, status legitimasi dari klaim
para kelompok aktor, dan strategi perjuangan untuk mempertahankan
akses atas tanah merupakan tiga faktor yang akan diurai sebagai penjelas
dari perbedaan perlakuan tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode etnografi.
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui riset lapangan
selama 10 hari pada bulan Juli 2013. Sesuai dengan pencapaian first hand
experience, observasi partisipasi dengan peneliti sebagai instrumen utama
(major instrument) merupakan teknik utama yang dipakai dalam penelitian
ini. Selama 10 hari peneliti tinggal (/ive in) di Kampung Moro Seneng,
di wilayah Register 45, Mesuji Lampung. Selain observasi partisipasi,
indepth interview’ juga merupakan teknik utama yang dipakai untuk
memperoleh informasi mengenai perspektif kelompok penggarap di
Register 45. Selain data primer, pengumpulan data dalam penelitian ini
juga dilakukan melalui studi pustaka untuk menggumpulkan data tertulis
mengenai perkembangan konflik di kawasan Register 45. Data sekunder

5  Ketua Tim Gabungan Penertiban Register 45 Sungai Buaya Mesuji, Warsito, Kamis
(18/10/2012) mengatakan, anggaran kegiatan penertiban perambah itu berasal dari dana
APBN dan APBD Provinsi Lampung. Menurutnya, dana yang disiapkan adalah sekitar Rp
7,5 miliar. Berdasarkan catatan TGPE operasi besar-besaran yang direncanakan menggunakan
dana APBN dalam operasi penertiban di Register 45 Mesuji macam itu belum pernah terjadi
sebelumnya. Dalam operasi yang dilakukan tahun 2010 dan 2011 misalnya, anggaran untuk
pengusiran perambah diduga diperoleh dari PT Silva Inhutani Lampung (SIL), selaku
pemegang hak pengelolaan hutan atas Register 45 Mesuji. Lihat: http://regional. kompas.
com/read/2012/10/18. Diakses 30 Oktober 2013.
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terutama diperoleh dari reportase atau liputan media mengenai kondisi
terkini di kawasan Register 45.

B. Mereka yang Disebut ‘Perambah’

Rawan dan penuh kehati-hatian, itulah kesan yang sekaligus juga
menjadi label yang dilekatkan pada Mesuji. Daerah konflik yang tidak
pernah pupus menghadirkan berita tentang kekerasan dan cerita tentang
orang-orang yang bersimpangan. Mesuji ‘Bara nan tak kunjung padany,
begitulah kondisi yang terjadi saat ini. Mesuji adalah sebuah fakta konflik
yang tak terjembatani, terus mengular, menyebar dan mengurat akar.

Konflik Mesuji belumlah berhenti, seolah hanya menunggu waktu
untuk menyala kembali, sangat rapuh dan begitu mudah tersulut. Kesan
inilah yang selalu muncul dan dihadirkan khususnya melalui media.

Gambar 1. Contoh Liputan Media dan Kesan Mesuji
yang Tak Pernah Damai

Sumber: Dokumentasi Lampung Post, 2013

Berbagai pemberitaan mengenai Mesuji adalah bagian yang secara
tidak langsung juga terus menggambarkan dan menegaskan bahwa mereka
tetap bukan bagian dari kelompok yang direstui pemerintah. Mereka
adalah kelompok penduduk ilegal, perambah brutal yang kerapkali
secara frontal berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Mereka
adalah kelompok orang-orang yang harus diatur atau sering disebut juga

‘ditertibkan’.
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Penggunaan terminologi ‘perambah’ dapat dikategorikan seperti apa
yang disebut Mc.Charty (2011) sebagai bagian dari praktek negara untuk
menghadirkan prinsip-prinsip legalitas dan kemudian menempatkannya
secara berlawanan dengan narasi ilegal. Sebagaimana ditegaskan bahwa
narasi ilegal atau illegality naratives mencakup pelabelan pada suatu
kelompok atau perilaku tertentu yang muncul dan dibedakan dengan
kondisi umum. Mengacu pada konsep tersebut, fakta keberadaan
perambah di Register 45 Mesuji adalah sebuah potret kecil dari kategori
illegal activities yang secara sederhana ditandai dengan adanya pelanggaran
terhadap hukum tertentu. Sebuah pengkategorian yang diciptakan oleh
negara, sebuah konsep modern dimana dalam konteks ini negara dimaknai
sebagai sebuah entitas yang dibatasi oleh hukum-hukum dan prinsip-
prinsip dasar legalitas. Negaralah yang dengan kapasitasnya mampu
mendefinisikan (jika tidak menerapkan) aturan-aturan, parameter-
parameter dalam sebuah kebijakan dan menentukan mana yang bisa
diterima dan tidak. Perilaku mereka yang tidak mengikuti aturan atau
memenuhi parameter inilah yang kemudian dikatakan sebagai tindakan
ilegal. Negara dapat mengklaim yang sekaligus melegitimasi perilaku-
perilaku yang sesuai dalam koridor hukum negara, sementara mereka yang
tidak bisa mengikuti akan dianggap #/legitimate atau tidak sah.

Kelompok perambah sebagaimana dikutip dari Habba (1996),
selama ini didefinisikan sebagai setiap orang yang melakukan kegiatan
berusaha tani/atau mengambil hasil hutan dalam kawasan hutan secara
tidak sah, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan, baik mereka yang
tinggal di dalam maupun di luar kawasan hutan. Pendefinisian ini sekali
lagi menegaskan bahwa bagaimanapun keberadaan perambah tidak pernah
bisa direstui atau dilegalkan. Di samping postulasi mengenai perambah
hutan, pihak Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan,
mengkategorikan perambah hutan ke dalam tiga kelompok, yaitu: (1)
Perambah hutan (termasuk peladang berpindah) yang tidak mengetahui
atau menyadari bahwa pekerjaan mereka itu merusak hutan dan melanggar
hutan; (2) Penduduk yang mengetahui bahwa merambah hutan dan
mengambil hasil hutan di areal hutan lindung hutan negara dan hutan
wisata itu dilarang, tetapi mereka terus melakukannya sebab mereka tidak
mempunyai lahan pertanian; (3) Perambah hutan yang dengan sadar
mengetahui tentang aturan/hukum yang berlaku, sebab mereka hanya
mencari keuntungan pribadi semata. Pelaku dari kelompok ini akan
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ditangkap dan dihadapkan ke meja hijau. Pelaku perambahan hutan dari
kelompok pertama dan kedua dibina dan direlokasi/ditransmigrasikan ke
lokasi asal atau ke tempat baru.

Dalam konteks Register 45 Mesuji, penggunaan istilah ‘perambah’
yang dipakai pemerintah secara jelas menegaskan kembali bahwa
pengkategorian tersebut muncul karena penggunaan kawasan hutan secara
tidak sah. Ketidaksah-an ini berkaitan dengan status tanah yang saat ini
berada di bawah izin pengusahaan dari PT Silva Inhutani Lampung,
terlepas apakah pihak perusahaan memenuhi kewajibannya sebagai
pemegang hak dengan baik ataukah tidak. Oleh karena izin berada di
tangan perusahaan inilah, maka segala bentuk tindakan yang dilakukan
masyarakat di kawasan hutan tersebut baik membangun pemukiman,
fasilitas umum, maupun mengusahakannya untuk pertanian adalah sebuah
‘pelanggaran’. Masyarakat tidak hanya dilabelkan mengusahakan tanah
yang tidak sah, tetapi juga dianggap menyebabkan kerusakan lingkungan
karena telah menebang pohon-pohon keras (tahunan) dan menggantinya
dengan tanaman pangan (musiman). Singkong yang ditanam di areal
Register 45 sekarang ini pada jangka panjang dikhawatirkan dapat memicu
bencana longsor.®

Perambah tetaplah perambah dan setiap tindakannya tidak pernah
bisa dibenarkan. Pemerintah dan perusahaan menganggap keberadaan
masyarakat di kawasan Register 45 adalah ilegal. Kawasan register
merupakan kawasan hutan produksi yang tidak boleh ditinggali.
Membangun pemukiman dan melakukan pengusahaan di luar peruntukan
ini adalah sebuah pelanggaran, sehingga sebutan untuk mereka ini
tidak bisa lain adalah ‘perambah’. Hal ini juga menguat dimana konsep
‘perambah’ masih selalu dimunculkan ketika kasus Mesuji naik ke media.
Frase yang umum kemudian dikenal adalah ‘perambah’ dan upaya
penanggulangan atau solusinya yaitu ‘penertiban’.

Sementara itu bagi masyarakat yang dikategorikan sebagai perambah,
label utama yang mengemuka perihal pandangan Negara terhadap mereka
adalah: illegal. Status ini bukan semata permainan bahasa hukum, namun
mengendalikan perspektif untuk membatasi hak-hak dasar manusia. Status
illegal berimplikasi pada tidak diakuinya hak-hak konstitusional mereka.

6 Catatan persepsi salah satu kepala desa di wilayah Register 45 terhadap keberadaan perambah.
Jumat 19 Juli 2013.
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Satu paket bahasa kemudian dijejalkan kepada mereka, terartikulasi di
koran-koran, diperbincangkan, dilegitimasi secara sosial, dikuatkan secara
politis. Label illegal yang bersanding dengan kata “perambah”. Paket
bahasa itulah yang memberikan pembenaran ingkarnya Negara.

Penggunaan frase ‘perambah’ dan ‘penertiban’ secara umum
mengesankan bahwa mereka ini memang termasuk dalam kategori devian
yang mengembangkan perilaku yang dianggap keluar dari tatanan yang
dalam hal ini adalah norma hukum.” Istilah ‘perambahan’ pun ternyata
masih muncul dalam laporan TGPF Kasus Mesuji Lampung. Penggunaan
frasa ini menegaskan bahwa dalam kasus Register 45 Mesuji Lampung,
akan sulit ditemukan solusi ketika stigmatisasi masih melekat tanpa
kemudian menghadirkan sebuah terminologi yang lebih netral seperti
petani, penggarap, masyarakat Moro-Moro dan sebagainya. Hal serupa
diitegaskan Wenny (2013) bahwa media massa memberikan pemberitaan
yang tak seimbang secara teks dan konteks dalam kasus Mesuji dan
Register 45.

Tabel.1. Strategi Hegemonik Teks Berita di Tiga Media Massa Online

(Tempo.co, Vivanews.com dan Kompas.com) Mengenai Kasus Mesuji, Lampung

Warga/Petani

Aparat Keamanan

Perusahaan Perkebunan

Merambah hutan, merampas,
menebangi

Melakukan penertiban,
mengerjakan tugas dengan

baik

Memiliki izin sah dengan
prosedur resmi

Anarkis, beringas, melakukan
penyerbuan, penjarahan,
pembakaran terhadap mes
karyawan

Melakukan penertiban
terhadapwarga, melakukan
evakuasi terhadap karyawan
perusahaan

Menmiliki izin sah dan sesuai
dengan prosedur resmi

Rekayasa video dengan
mencampuradukan peristiwa
yang berbeda

Video tandingan yang
menunjukkan warga dengan
senjata tajam menyerang
areal perkebunan perusahaan

Tidak ada pembantaian
hanya 1 tewas dan 1 terluka,
tidak mungkin ada peristiwa
sadis di lokasi perusahaan,
Indonesia negara hukum

7 Apapun kegiatan penduduk di dalam kawasan hutan yang berkaitan dengan pengelolaan
dan pemanfaatan sumberdaya hutan dianggap melanggar peraturan perundang-undangan.
Dari sinilah kemudian muncul label-label negatif yang disematkan kepada penduduk yang
penghidupannya bergantung pada sumberdaya hutan seperti: penjarah hutan, perambah
hutan, pencuri kayu, penduduk liar, suku terasing, dan peladang berpindah.

113

Untuk Sebesar-besarnya Kesejahteraan Rakyat e



Warga/Petani Aparat Keamanan Perusahaan Perkebunan
‘Warga membawa senjata Datang setelah peristiwa Karyawan perusahaan
tajam 400-an warga untuk mengamankan melarikan diri dari kamp
membawa truck pick up, situasi agar tidak jatuh lebih | mereka, 5 korban dari
sepeda motor, 2 tewas dari banyak korban, melakukan kekerasan warga
pihak warga penyidikan dan penangkapan

terhadap pelaku yang terlibat

di lapangan

Sumber: Wenny Pahlemy (2013)

C. Kepahitan Trauma dan Kekuatan Cita-Cita

“Yaa... ujung tanduk lagi, ujung tanduk lagi, mau sampai kapan...?,
Alangkah oh alangkah oii, alangkah pahit”, itulah sebaris kalimat yang
meluncur dari seorang penggarap yang tinggal di dusun Margajaya, sebuah
dusun seperti beberapa dusun lain yang didirikan kelompok penggarap
di kawasan Register 45. Sabtu 20 Juli 2013 yang kelabu atau mungkin
tidak lebih mengharu biru seperti tahun 2011 lalu, hari dimana kelompok
perambah di Register 45 mendengar kabar tentang operasi penertiban
yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah provinsi. Penertiban akan
dilakukan dalam 10 hari ke depan, seperti biasa sebelum hari Lebaran
tiba. Memang kedamaian di kampung Moro-Moro dan sekitarnya agak
terusik sejak dua hari terakhir ini. Pemberitaan media mengenai akan
diterjunkannya tim operasi penertiban kembali memaksa masyarakat
untuk berjaga-jaga.

Terkejut? Mungkin tidak juga. Ini bukanlah pengalaman pertama,
bahkan Wasito pun jika tidak salah menghitung, ini adalah pengalaman
ke-empatnya akan digusur. Sebuah pengalaman dan kenyataan yang
benar-benar memukau, ‘berulang kali digusur, dan berulang kali kembaly’.
Tidakkah terbersit ketakutan atau kelelahan mengulang kejadian yang
sama atau bahkan trauma? Entahlah. Bagi Wasito hamparan tanah yang
digarapnya sekarang adalah tumpuan yang memang sudah menjadi pilihan
dan diperjuangkannya. Tak ada yang lebih menjanjikan, selain tanah ini.
Itulah juga yang menyebabkan Wasito rela membawa seluruh keluarganya
dari Lampung Timur mengadu nasib untuk secuil tanah di Register 45,
kawasan yang Wasito sendiri pun sebenarnya tahu kalau itu secara formal

dikuasai PT Silva.
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Wasito akan mempertaruhkan segalanya demi bertahan di Register
45. Wasito telah menjual semua harta bendanya di Lampung Timur dan
memboyong seluruh keluarganya yang berjumlah 16 orang untuk bersama-
sama bertani dengan menanam singkong di Register 45. Keputusannya
melawan tindakan represif dalam penertiban bukan hanya karena ia
bertanggungjawab menjaga lahan kelolanya dan tanaman singkongnya
yang belum layak panen, juga menjaga nama baiknya di mata keluarganya
yang ia janjikan akan sukses di Register 45. Wasito memang tak ingin
kembali ke kampungnya yang ia anggap tak menjanjikan dibanding di
Register 45.

Sosok muda yang digelorakan oleh semangat untuk bisa hidup
sejahtera. Tak lelah sebenarnya Wasito mengikuti alur kehidupan ala
perambah yang keras dan tentu saja penuh permainan dari mulai
menghadapi ancaman penggusuran, menerima berbagai diskriminasi
perlakuan karena menjadi bagian dari kategori penduduk ilegal sampai
dengan pemerasan yang dilakukan oleh penjaga keamanan dan para
preman. Preman yang sebenarnya tidak lebih dari mesin tagihan yang
mengkamuflasekan diri menjadi penjaga keamanan, benar-benar menjadi
sosok tuan-tuan kecil yang saat ini hampir bisa dikatakan mengendalikan
kehidupannya. Hasil panenan tak pernah bisa aman tersimpan. Selalu saja
tuan-tuan kecil ini punya cara untuk membuatnya tidak bisa memilih
selain hanya menjawab ya'.

Wasito adalah satu dari ribuan perambah yang bisa merasakan
betapa tanah yang digarapnya ini sebenarnya memberikan banyak berkah.
Tanah yang konon ditelantarkan PT SIL ini mereka sulap menjadi
kebun-kebun singkong nan subur.® Tidak mengherankan kalau dalam
kurun waktu 6 bulan (satu kali masa panen), tanah dengan luasan satu
hektar yang ditanaminya singkong bisa menghasilkan 30 ton atau apabila
dinominalkan bisa memperoleh 21 juta rupiah. Tentu saja hasil yang
melimpah seperti ini bisa terus diharapkan apabila tidak ada setoran-
setoran yang harus diserahkan kepada kelompok: ‘Sodong’, ‘Kalong’,
“Tutul’, ‘Macar’, ‘Bintang’ dan lain-lain.

Hidup sebagai apa yang disebut orang-orang kebanyakan sebagai
‘perambah’ memang tidak mudah. Sebuah ‘cap’ bahwa wasito dan

8  Cerita tentang tanah yang ditelantarkan ini berkaitan dengan awal mula terjadi penggarapan

di Register 45.
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teman-temannya adalah masyarakat yang tinggal dan bercocok tanam di
tanah-tanah yang tidak sah, bahkan ada yang menyebutnya ‘tanah haram’.
Konsekuensi yang harus ditanggung oleh Wasito dan teman-temannya
adalah bisa hidup aman dan untuk kawasan perambah, ‘aman’ adalah
sesuatu yang harus dibayar mahal. Untuk bisa hidup aman, mereka harus
mendapat sokongan dari penjaja-penjaja keamanan, para preman. Tekanan
demi tekanan memang menghimpit keberadaan perambah. Ancaman
keamanan karena keberadaan mereka yang menggarap tanah secara ilegal
membuat mereka tidak punya banyak pilihan selain berlindung dengan
memanfaatkan jasa para preman.

Dan inilah yang dihadapinya sekarang, kembali lagi harus berjuang
untuk bertahan bahkan melawan pun akan dilakukan. Wasito dan
kelompoknya sedang melakukan kalkukasi untuk menghadapi tim
gabungan. Belajar dari penertiban-penertiban sebelumnya: bahwa tidak
pernah ada penertiban yang manusiawi. Aparat selalu memperlakukan
mereka layaknya pencuri dan mencabuti tanaman singkong dengan tidak
ada sedikitpun rasa peduli.

Berbeda dengan Wiasito, kerasnya kehidupan di Register memberikan
gurat pengalaman lain bagi sosok Kartini, sosok yang tak pernah mau
kembali menjejakan kaki di Register, tempat yang telah menggoreskan
kepahitan hidup yang sangat dalam baginya. Tempat yang tidak ingin lagi
dijadikan tumpuan masa depannya. “Tidak tahu dan ditipu’ adalah awal
dari perjalanan pahit Kartini yang juga mengalami penggusuran. Sebuah
kenyataan yang tidak pernah dibayangkan sama sekali. Cita-citanya
membangun hidup ternyata menyisakan trauma mendalam. Kartini
tidak pernah tahu kalau keputusannya menjual rumah dan mobil yang
dimilikinya untuk menggantikannya dengan tanah murah di Register itu
akan membawa petaka. Rumah yang dijualnya dengan harga Rp.5 juta
dan mobil seharga 24 juta ketika itu, hanya cukup untuk membeli lahan
dan bertahan hidup sampai tanaman bisa dipanen. Tak banyak berkah
yang dirasakannya di Register. Modal yang dikeluarkannya ini habis dan
tidak bisa digantikan dari hasil panen di lahan register.

Merintis dan mengawali hidup dengan membuka lahan di register
tidaklah mudah. Masa-masa kepahitan dirasakannya saat terpaksa harus
hidup dari memungut sisa-sisa singkong. Singkong yang diperoleh dari leles
(memungut sisa-sisa singkong) diolah dan dimasak menjadi #hiwul sebagai
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pengganti nasi. Lauk diambil dari daun singkong yang dimasak. Semua
modal yang dibawa habis untuk membeli tanah, dan proses membukanya
menjadi lahan yang siap tanam mulai dari: menebang, membajak, sampai
membeli pestisida. Tiga tahun adalah waktu yang sangat singkat agar bisa
mengembalikan modal yang dikeluarkan untuk membeli tanah dari para
makelar tanah di Register. Dua kali panen tak mampu menutup kebutuhan
hidup sampai detik-detik penggusuran itu secara nyata mengambil semua
yang dimilikinya.

Kita diintimidasi harus pergi dari situ. Bahkan kalau kita baru nanam
itu, diusir sama dia, nggak boleh nanam. Itu dari satpamnya. Yang sangar
disayangkan sama masyarakat itu kan mereka mengusir kita dengan semena-
mena, kita nggak dipikirkan, main gusur gitu aja, nggak dikasih waktu
lagi, karena waktu itu bertepatan dengan lebaran juga kan. Habis lebaran
kita kan habis-habisan kan semuanya. Jadi sakitnya sampai terasa sampai
ke dalam bener waktu penggusurannya itu. Penggusuran itu banyak bener
mbak, ada polisi, satpol pp, satpam, jadi satu disitu, ribuan jumlah mereka,
menghancurkan tempat tinggal kita dengan ekskavator, 4 kalau nggak salah
waktu itu. Kita kan diserang dari titik-titik jalan-jalannya, untuk keluar
itu sudah dikuasai mereka jadi kita nggak bisa keluar. Malem kan mereka
datangnya, jam 11 malem. Pokoknya kejadiannya mengerikanlah. Sebenarnya
saya sudah ini...ngingat-ngingat lagi kayaknya, sakit gitu lho..”

Penggusuran itu benar-benar menjadi trauma terpahit yang membuat
Kartini harus merelakan apa yang sudah diperjuangkannya. Cita-cita untuk
mencari penghidupan yang lebih sejahtera itu pun pupus sudah. Ingatan
tentang penggusuran melekat kuat dalam benak Kartini. Masih diingatnya
ketika itu jelas jam 11 malam seusai lebaran, saat semua simpanan uang
habis untuk merayakan lebaran. Empat buah eskkavator besar bersama
ribuan polisi, satpol pp dan satpam, merubuhkan rumah satu persatu.
Titik-titik jalan keluar ditutup dan tidak boleh dilewati. Sebuah malam
yang tiba-tiba mencekam dan menjadi awal yang mengubah pilihan hidup
Kartini sekarang ini.

Sudah cukup bagi Kartini, kenangan pahit intimidasi yang terus
menerus diterimanya menjelang hari penggusuran itu. Begitu pahit
kenyataan yang harus diterimanya; kehilangan tanaman singkong yang
sebenarnya sudah siap ditanam. Trauma dan kenangan pahit itulah yang
sampai sekarang tidak bisa menghapus kebencian Kartini pada perlakuan
negara yang telah menyingkirkannya secara paksa dari jerih payah yang
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dirintisnya dari tanah yang telah dibeli dan diolah menjadi hamparan
singkong siap panen.

Kartini sudah tak ingin kembali lagi ke Register. Kartini sudah
menutup catatan dan cita-citanya tentang kesejahteraan yang ia harapkan
bisa diperoleh dari tanah murah yang dibelinya dulu. Tanah murah yang
telah diubahnya menjadi tanaman singkong itu tak ingin lagi diingatnya.
Kartini tak lagi menjadi penggarap di tanah Register. Kartini sekarang
merintis masa depannya dengan membuka usaha jahitan di rumahnya
yang sederhana di sebuah desa tak jauh dari Register. “Sudab selesailah, mau
perjuangin apa, sekarang merjuangin keluarga sendiri. Ya Alhamdulilah, gak
ketang cuma buruh-burub aja, udah tenang”, begitulah tuturnya mengakhiri
cerita panjangnya mengenang masa-masa tinggal di kawasan Register.

Kartini memang tidak bisa sepenuhnya lupa. Ingatan dan trauma
itu menjadi bagian yang tidak bisa diingkarinya. Masih ada teman-teman
Kartini yang saat ini memilih untuk tetap bertahan dan tinggal di dalam
Kawasan Register. Melalui merekalah Kartini terkadang masih mencari
tahu perkembangan keadaan di Register. Ada yang mengatakan aman dan
ada yang mengatakan masih sama seperti ketika Kartini meninggalkannya
dulu. Teman-teman Kartini yang saat ini berada di dalam kawasan Register,
adalah merek yang tak mundur meskipun digusur. Beberapa kali digusur,
mereka tetap kembali lagi. Sebaik apapun kabar yang mengisahkan
tentang kehidupan di dalam Register, Kartini tidak ingin kembali lagi.
Register memang masih menjanjikan, namun tak putus menghadirkan
ketidakpastian. Cerita yang didengar Kartini tentang Register sekarang,
bukanlah sebuah cerita melulu tentang kesuksesan; Register masih saja
menggemakan cerita sama yang dialaminya dulu, banyak pungutan
liar dan preman. Register sekarang pun menyisakan persoalan tentang
permusuhan antara mereka yang berebut lahan.

D. Mencoba Mengurus Mesuji: Mandulnya Implementasi
Rekomendasi TGPF

Sampai bulan Juli 2013, telah terbit beberapa kebijakan lokal terkait
‘bagaimana mengurus Register 45’. TGPF sendiri merupakan tim khusus
ketiga yang dibentuk untuk membantu pemecahan konflik Mesuji setelah
Tim 13 dan Tim Pansus Hutan Register.
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Tabel.2. Capaian/Rekomendasi Dari Tim Khusus
Pemecahan Konflik Mesuji

Tim Pansus Hutan Register

Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mesuji

1. Meninjau kembali dan
merevisi izin HP-HTI
PT. Silva Inhutani (anak
perusahan PT. Bumi Waras)
di Register 45 Sungai Buaya
Kabupaten Tulangbawang

2. PT. Silva Inhutani agar
mengembalikan lahan
masyarakat adat Desa

1. Melakukan Adendum Ijin Luas kawasan Hutan
yang diberikan pada PT. SIL seluas 7000 ha untuk
Masyarakat Talang Gunung dan 2.600 ha untuk
Masyarakat Labuhan Batin

2. Melakukan Penertiban Penduduk Pendatang yang
masuk ke dalam Register 45 Sungai Buaya

3. Proses Penegakkan Hukum kepada Oknum Calo dan
Spekulan

4. Memberikan Sanksi Disiplin kepada Personil POLRI
yang terbukti melanggar prosedur

5. Memberikan sanksi hukum kepada pelaku terkait

Talangbatu seluas 7.000 meninggalnya Made Aste

ha. Lahan milik masyarakat | ¢ pT. SIL Tidak melibatkan PAMSWAKARSA dalam

adat Labuhan Bain 1.700 proses Penertiban Kawasan Hutan

h;:ktar, lahan masyarakar 7. Melakukan Pendekatan Persuasif dalam Upaya
i ;t Suay Umpu 2.900 Penertiban Kawasan Hutan
ektar

8. Melakukan Mediasi dan Memfasilitasi Masyarakat
Moro- moro, Pelita Jaya dan Suka Agung

9. Masalah Verifikasi Masyarakat Moro-Moro yang
memenubhi syarat hak-hak dasarnya

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Salah seorang anggota DPRD Provinsi Lampung yang juga pernah
menjadi anggota Pansus Hutan Register menyatakan bahwa sebenarnya
jika pemerintah mau melaksanakan rekomendasi Pansus Hutan Register’
pada saat itu juga (melepaskan kawasan seluas 4.700 ha kepada masyarakat
Talang Batu, Labuhan Batin dan Suay Umpu), maka persoalan di Register
45 tidak akan menjadi serumit sekarang. Upaya pemerintah pusat yang
tiba-tiba membentuk TGPF tanpa berkoordinasi atau menanyakan terlebih

9  Salah satu rekomendasi Pansus Hutan Register adalah melepaskan sebagian wilayah dari
kawasan Regsiter 45 sebagai wilayah definitif, yaitu areal seluas 4.700 ha kepada masyarakat
Talang Batu, Labuhan Batin dan Suay Umpu yang memang telah tinggal di wilayah itu
sejak tahun 1940-an. Selain itu juga karena PT SIL selaku pemegang HPHTT dinilai tidak
melaksanakan tugasnya dengan semestinya. “DPRD Lampung Usul Hutan Register Dilepas”,
12 Agustus 2010, http://nasional.kompas. com/read/2010/08/12/18522227. Dijelaskan
juga bahwa dimasukannya wilayah mereka kedalam kawasan Register 45 dilakukan melalui
penggusuran tanpa kompensasi pada tahun 1987, padahal waktu itu telah ada perkampungan
dan sekolah. “Perizinan Belum Lengkap” 13 Agustus 2010, http://nasional. kompas.com/
read/2010/08/13/03064910.
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dahulu bagaimana pendapat dan usaha-usaha yang dilakukan Pemerintah
Daerah dalam menangani konflik ini, dianggap sebagai salah satu pemicu
‘keengganan’ Pemerintah Daerah untuk melaksanakan rekomendasi TGPE
Dalam persoalan ini sangat penting untuk melihat rekomendasi Pansus
Hutan Register karena masalah Register 45 berkaitan erat dengan tata
ruang wilayah sebelum dan sesudah dilaksanakannyaTGHK.

“Sebenarnya kasus Register 45 itu sudah ada titik temunya pada masa kerja
Pansus Register, yaitu lahan dikembalikan ke masyarakat sesuai tata ruang
sebelum pelaksanaan TGHK. Tahu-tahu masyarakat berbondong-bondong ke
Register 45, lalu ada kekerasan, lalu ditunggangi kasus Sodong. Pecah lagi.
Siapapun yang membangun opini ini, telah berhasil membuat rakyar marah.
Pemerintah pusat turun tangan tanpa permisi pada pemerintah daerah. Lalu
dibentuklah TGPF oleh Presiden. Muncullah rekomendasi TGPE Akar kasus
ini sebenarnya karena ada penghilangan dana negara oleh Inhutani V yang
Jjumlahnya nyaris trilyunan, maka ada take over ke PT SIL. Seharusnya diaudit
dulu PT SIL. Lalu pemerintab laksanakan rekomendasi Pansus Register. Ini
kok jadinya saling lempar tanggungjawab antara pusat dan daerah, sementara

di lapangan semakin kacau. Dan sekarang tiba-tiba Menhut punya solusi. . .. "’

Sikap pemerintah Pusat yang terkesan ‘tidak permisi’ dengan
pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik di Register 45 dinilai
sebagai bentuk penghilangan akar konflik yang sesungguhnya. Satu hal
yang sangat penting diperhatikan sebelum melakukan tindakan lain pada
penggarap adalah perlunya dilakukan audit kepada PT Silva Inhutani
Lampung (PT SIL). Terbentuknya PT SIL yang merupakan penggabungan
PT.Silva Lampung Abadi dan PT Inhutani V ditengarai sebagai bentuk
penghilangan dana pemerintah yang mencapai trilyunan rupiah.

Dibentuknya TGPF tanpa pertimbangan untuk mendorong para
pihak melaksanakan rekomendasi Pansus Hutan Register dianggap sebagai
‘penghilangan’ kerja-kerja Pansus Hutan Register. Seakan-akan Pansus
Hutan Register tak pernah terbentuk, tak pernah bekerja dan tak pernah
memberikan rekomendasi dalam upaya penyelesaian kasus di Register
45. Tarik ulur kepentingan berbagai pihak terlihat nyata. Setiap pihak
tidak mau mengalah. Rekomendasi demi rekomendasi dikeluarkan, tetapi
tak satu pun yang dilaksanakan. Pemerintah pusat seolah lupa bahwa

10 Wawancara dengan Watoni Noerdin pada 14 Juli 2013, anggota DPRD Provinsi Lampung
yang juga pernah menjadi anggota Pansus Register.
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memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Daerah merupakan bentuk
penghargaan atas pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

Sebenarnya rekomendasi TGPF diharapkan menjadi resolusi
pamungkas bagi konflik di Register 45. Tim bentukan Presiden yang telah
bekerja sepanjang tahun 2011 itu dianggap berbagai kalangan, mampu
memberikan angin segar bagi kebuntuan penyelesaian silang sengketa
hak pengelolaan ‘tanah’ di Mesuji. Keseluruhan rekomendasi tersebut
pada dasarnya merupakan alas bagi para pihak untuk melihat konflik
dari berbagai sudut pandang, karena tidak semua klaim pengelolaan
bisa dibenarkan ataupun dipersalahkan. Selain itu, keadilan juga harus
ditegakkan atas berbagai peristiwa kemanusiaan yang terjadi sepanjang
konflik berlangsung. Penting bagi para pihak untuk secara konsekuen
memandang rekomendasi TGPF sebagai sebuah ‘solusi’ yang ditawarkan
dalam upaya menyelesaikan konflik yang berkepanjangan tersebut. Pada
kenyataannya, solusi yang ditawarkan tersebut, tampaknya tidak menarik
bagi para pihak. Digantungnya kasus ini membuat berbagai kalangan
geram. Pembiaran konflik di Register 45 justru dapat meledak sewaktu-
waktu, bahkan bisa saja dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk
berbagai kepentingan.''

Selain melakukan rekomendasi ulang atas rekomendasi Pansus
Hutan Register terkait tanah masyarakat Talang Batu dan Labuhan Batin,
rekomendasi TGPF dipandang oleh berbagai pihak tidak menyentuh akar
masalah konflik di Register 45.

11 Pasca keluarnya rekomendasi TGPF konflik justru semakin parah. Ketegangan meningkat.
Jumlah penggarap semakin bertambah dari hari ke hari. Kini jumlahnya mencapai 17.000-an
orang. Mereka datang dari berbagai wilayah. Alasan paling sederhana yang mereka kemukakan
adalah untuk mengadu nasib dengan memanfaatkan lahan yang tidak dikelola PT SIL selaku

pemegang HGU sebagaimana mestinya, untuk kepentingan ekonomi dan akses atas tanah.
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Gb.2. Kritik Terhadap Rekomendasi TGPF-Mesuiji, Register 45

TPF tak Sentuh Masalah

o - - x S BAMDARLAMPUNG (Lnmpast): Aekemendas Tim Pencari
Warga Tolak Rekomendasi T PE | i e i o s
— yang dituntut warga, TPF manjsuhkan tanggung jwakb
LOKASI KEIADIAN pemerintah pusat dan daesah dalam memenubi hak-hak

agrasia padahal persoalannya sangat keusial.

Dt ke bigerse n
[ Reokomendasi Jauh
Panggang darl Api

ﬁ]“nh

ML BRI LA NG EHA WILIAYA,

Dua Hal Menarilk
Rekomendasi TPF!

Sumber: Lampung Post, 11 Januari 2012 (h. 1, 5)

Terdapat beberapa hal yang dipandang oleh berbagai pihak yang
membuat rekomendasi TGPF jauh panggang dari api, yaitu:

1. TGPF tidak bekerja sebagai pencari fakta, tetapi hanya melakukan
kerja-kerja klarifikasi (dan verifikasi) atas berita-berita mengenai kasus
Register 45 yang mencuat ke ranah nasional.'

12 Seruuu.com 17 Januari 2013, “KPA: Rekomendasi TGPF Mesuji Tidak Sentub Akar
Masalah. http://utama.seruu.com/read/2012/01/17/79189/kpa-rekomendasi-tpgf-mesuji-
tidak-sentuh-akar-masalah. Diakses 30 Oktober 2013.
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2.

Rekomendasi TGPF dinilai semakin menjaubkan tanggungjawab
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atas hak-hak warga. Berkiatan
dengan para penggarap baru, TGPF hanya merekomendasikan agar
Pemerintah Daerah melakukan pendataan ulang, tanpa memberikan
solusi mengenai ‘harus diapakan’ para penggarap yang jumlahnya
semakin banyak tersebut.

Rekomendasi TGPF hanya mengedepankan soal pelanggaran Hak
Asasi Manusia, namun tidak menyentub akar persoalan yaitu konflik
pengelolaan sumber daya alam, > dan hak agraria masyarakat adat
yang tanahnya dicaplok masuk ke konsesi PT SIL'* dan tidak
mengakomodir tuntutan pengakuan hak masyarakat atas tanah.
Rekomendasi TGPF tidak menyentuh akar persoalan dengan PT SIL,
dimana seharusnya PT SIL diaudit dan lahan konsesinya diukur ulang.
Bahwa masalah Register 45 juga harus dikaitkan dengan UUPA 1960
dalam melihat fungsi tanah sebagai fungsi sosial dan bukan fungsi
investasi.'®

Pada dasarnya, meskipun bersifat normatif, rekomendasi TGPF

memberikan kesempatan kepada para pihak untuk duduk bersama dan

memandang persoalan Register 45 sebagai persoalan kebijakan yang

keliru. Sebagaimana dituturkan oleh ketua Komnas HAM, bahwa dalam

kasus Register 45, pemerintah daerah dapat melihatnya sebagai batu

ujian dalam proses pembangunan sebuah kabupaten baru. Kenyataannya,

hal ini dimaknai lain oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Pemerintah

menganggap bahwa ‘ada pemodal besar’ dibalik kedatangan penggarap
ke Register 45. Salah satunya terlihat dari kebijakan Pemerintah Provinsi

Lampung yang mengambil alih kasus Register 45 pasca Rekomendasi

13

14

15

16

“Komisi Il DPR menilai temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TPGF) Mesuji Tidak Menyentuh
Subtansi Masalah.”Bandar Lampung News, 18 Januari 2012, hetp://www.bandarlampungnews.
com/m/index. php?ctn=18&k=politik&i=9537. Dlakses 28 Oktober 2013.

Kompas Female, 18 Januari 2012, “Rekomendasi Pencari Fakta Belum Sentuh Akar Masalah”.
hetp://female kompas.com/read/2012/01/18/03510367/Rekomendasi.Pencari.Fakta. Belum.
Sentuh.Akar.Masalah. Diakses 30 Oktober 2013.

Tempo, 18 Januari 2012, “Rekomendasi TGPF Mesuji Mengecewakan,” http://www.tempo.
co/read/news/2012/01/18/173378102/Rekomendasi-TGPF-Mesuji-Mengecewakan. Diakses
28 Oktober 2013

Wawancara dengan Watoni Noerdin (Anggota DPRD Provinsi Lampung) dan SN Laila
(Komnas HAM)
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TGPE" Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung
melihat persoalan Register 45 sebagai ladang kepentingan dan
mengabaikan posisi PT SIL yang seharusnya diaudit dan dipertimbangkan
HGU-nya.' TGPF maupun Pemerintah Provinsi Lampung tidak melihat
persoalan Register 45 dari akar konflik yang kajiannya harus mundur ke
belakang, saat TGHK dilakukan termasuk dari sudut pandang sosiologi
masyarakat adat di wilayah itu. Pada akhirnya Rekomendasi TGPF hanya
berupa kebijakan di atas kertas yang tidak memiliki kekuatan memaksa
para pihak terkait untuk segera menyelesaikan konflik di Register 45.

Dalam konteks Register 45, kebijakan yang lahir seyogyanya mengacu
pada rekomendasi TGPF dalam upaya resolusi konflik. Pemkab Mesuji
misalnya, telah menerbitkan sebuah kebijakan terkait rekomendasi
TGPF dalam melakukan peninjauan kembali luas areal kelola PT SIL,
sesuai dengan rekomendasi TGPE yaitu surat bernomor 590/419/1.01/
MS]J/2012 tanggal 06 Maret 2012. Dalam surat tersebut Bupati Mesuji
mengajukan permohonan enclave untuk wilayah Talang Gunung dan
Labuhan Batin kepada Menteri Kehutanan. Surat tersebut juga merujuk
pada Surat kementerian Kehutanan dan Perkebunan RI No: 1135/
Menhutbun-VIII/2000 tanggal 24 Agustus 2000 dan Surat Kementerian
Kehutanan RI No: S.23/Menhut-11/2005 tanggal 18 Januari 2005 yang
secara substansial menyatakan bahwa: “Status areal seluas 7000 hektar
dikurangi luas enclave (untuk pemukiman, fasos, fasum seluas 149,1 ha)
tetap sebagai kawasan hutan negara yang dapat dikelola bersama dengan
masyarakat lalang Gunung dengan P1. SIL di sesuaikan dengan program
kerja P1. SIL.”

Dalam hal ini, Menteri Kehutanan berjanji untuk memberikan
lahan adat kepada yang berhak. Pada awal tahun 2013, melalui Menteri
Kehutanan RI No: SK. 182/menhut-11/2013, lahan seluas 149, 1 ha
lahan dikembalikan pada masyarakat adat talang Gunung. Meskipun,
jumlah tersebut belum sesuai dengan permintaan masyarakat Talang

17 Pemerintah Provinsi Lampung yang mengambil alih kasus Register 45 pasca Rekomendasi
TGPF mengaku tidak berdaya karena salah satu poin rekomendasinya menyebutkan
bahwa masyarakat tidak boleh dikeluarkan dari kawasan hutan, sedangkan Pemprov tetap
berkeyakinan bahwa kawasan hutan tidak bisa dihuni, apalagi oleh ribuah penggarap.
Sengkarut kebijakan ini bisa dilihat di berita bertajuk “Pemprov Ambil Alib Kasus Register
45” Lampung Post, edisi 12 April 2012.

18 Wawancara dengan Watoni Noerdin, Anggota DPRD Provinsi Lampung yang juga anggota
Pansus Hutan Register pada 2010.
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Gunung yang menghendaki pengembalian lahan mereka seluas 7000
ha yang masuk kedalam perluasan HPH TT PT SIL pada tahun 1991.
Terdapat permintaan peninjauan dan pendataan ulang luasan lahan yang
disebabkan oleh jumlah penduduk Talang Gunung yang bertambah dan
tidak mungkin hanya mengelola lahan seluas 149,1 ha sebagaimana yang
diberikan Menhut dan sebagian kawasan yang diduduki oleh penggarap.
Pada kenyataannya kebijakan ini belum cukup menjawab per-
soalan yang berlangsung sejak lama. Pemberian lahan adat yang dija-
njikan Menteri Kehutanan tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat
adat sendiri. Rekomendasi penyelesaian tuntutan pengembalian tan-
ah adat ini bukan saja merupakan rekomendasi TGPE tetapi juga re-
komendasi Pansus Hutan Register. Dalam konteks ini dapat dikatakan
bahwa persoalan mendasar belum mendapat prioritas penyelesaian.
Pemerintah belum memiliki komitmen yang tegas berkaitan dengan
pengembalian lahan adat yang bersinggungan dengan PT SIL.

Gb. 3. Kesepakatan Pemerintah Kab Mesuji, Pemprov Lampung,
Kemenhut danberbagai Pihak Terkait Persoalan Register 45 Mesuji

Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Mesuji, Pemerintah Provinsi
Lampung, Kementerian Kehutanan RI dan berbagai pihak terkait soal
Register 45 Mesuji

1. Kawasan Hutan Produksi Register 45 Sungai Buaya seluas 42.762 hektar
tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan Negara. Dengan catatan:

a.  Ketua DPRD Kab. Mesuji merekomendasikan agar lahan adat di
Talang Gunung seluas 7.000 Ha yang masuk dalam KHP Reg. 45
agar dikaji kembali.

b. Ketua DPRD Prov. Lampung (diwakili Anggota Komisil)
merekomendasikan agar lahan masyarakat adat Labuhan Batin seluas
2.600 Ha yang masuk dalam KHP Reg. 45 agar dikaji kembali

2. Terhadap masyarakat yang menduduki kawasan hutan tanpa izin akan
dikeluarkan dari kawasan hutan tersebut.

3. Terhadap masyarakat Dusun Talang Gunung Desa Talang Batu yang telah
bermukim secara turun temurun dan telah mendapat persetujuan Menteri

Kehutanan seluas 149,1 hektar tetap dipertahankan (enclave).
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4.  Terhadap masyarakat yang menduduki kawasan hutan tanpa izin akan
diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

5.  Pelaksanaan operasi akan dilaksanakan secara gabungan yang terdiri dari
aparat pemerintah Kabupaten Mesuji, Pemerintah Provinsi Lampung,
Kementerian Kehutanan, Kepolisian Republik Indonesia dan didukung
oleh unsur TNI serta instansi terkait lainnya.

6. Pelaksanaan operasi pengeluaran masyarakat yang menduduki kawasan
hutan tanpa izin akan dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

7. Biaya operasi dibebankan kepada anggaran Kementerian Kehutanan dan
Pemerintah provinsi Lampung.

Sumber: Kemenkopolhukam (2013)

E. Register 45 Pasca Rekomendasi TGPF Kasus Mesuji

Pasca mencuatnya kasus Register 45 Mesuji Lampung di tingkat
nasional pada tahun 2011, yang melahirkan diturunkannya Tim Gabungan
Pencari Fakta (TGPF) Kasus Mesuji, konflik agraria di kawasan hutan
Register 45 justru menjadi semakin kronis. Saling lempar tanggung jawab
antara pemerintah pusat dan daerah diduga merupakan faktor utama
yang membuat penanganan kasus-kasus konflik ini tidak memadai.
Berdasarkan sumber kepolisian dan Pemkab Mesuji diperkirakan saat ini
terdapat 17.569 jiwa dari 8.784 kepala keluarga (KK) yang masuk ataupun
berada di kawasan Hutan Register 45. Asal para kelompok penggarap yang
dikategorikan sebagai oleh perambah dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3. Data Perkiraan Asal Perambah Saat ini'°

No | Kabupaten Jumlah Keterangan
1 Mesuji 4340 KK Warga Sekitar Register 45
2 Tulang Bawang 1298 KK Luar Mesuji
3 Lampung Tengah 811 KK Luar Mesuji
4 Oki 645 KK Luar Mesuji

19 Paparan karo Ops Polda Lampung 4 Juli 2013,Pembahasan Kesiapan Tim Faungan Operasi
Penertiban Perambah di Register 45 Kabupaten Mesuji
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5 Lampung Timur 521 KK Luar Mesuji
6 | Tulang Bawang Barat 437 KK Luar Mesuji
7 | Lampung Selatan 400 KK Luar Mesuji
8 Lampung Utara 102 KK Luar Mesuji
9 | Way Kanan 72 KK Luar Mesuji
10 | Tanggamus 70 KK Luar Mesuji
11 | Pring Sewu 70 KK Luar Mesuji
12 | Lampung Barat 18 KK Luar Mesuji
Total 8.784 KK (17.569 Jiwa)

Sebagian keluarga perambah yang datang atau sekitar 49%,
sesungguhnya berasal dari sekitar Kabupaten Mesuji dan sisanya berasal
dari berbagai wilayah di Lampung. Kondisi ini pada gilirannya tentu saja
mempersulit penanganan atas aktor-aktor yang terlibat konflik, maupun
pengendalian atas wilayah yang diperebutkan. Register 45 diokupasi oleh
beragam masyarakat dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda,
baik oleh penduduk lokal (penduduk di sekitar Mesuji sendiri), para
migran dan migran spontan yang lapar tanah. Tak urung Register 45 kini
menjadi medan pertarungan kepentingan dan kekuasaan dari beragam
aktor. Konflik di Register 45 kini meluas menjadi 10-14 wilayah: Karyajaya
I, Karyajaya II, Karyajaya III, Karyajaya IV, Padepokan Romosamin,
Lebung Gajahjaya, Margajaya, Mesujiraya, Airmati, Tuguroda, Sidorukun,
Margomulyo, Tegaljaya, dan Umbullalang.?® Pengelompokan dan sebaran
kelompok aktor masyarakat yang terlibat dalam konflik di Kawasan Hutan
Register 45 dapat dilihat dalam ilustrasi di bawah ini:

20 Kelompok Penggarap baru ini dipimpin oleh korlap-korlap diantaranya nya adalah Krisyadi,
Trubus, Mattoseh, Bogel, Supadmono, Purwanto, M.Hikam, Sirojudin, Basar, Imanudin,
Muslimin, Darsani, Marsani, Budi, Komag Bon, Ketut Sadam, Hani,Gimun, Pendi, Yusuf,
Yasin, Ngadiman, Medan, Wan Mauli, Dul, Sutanto, Santoni, Dulrahman, Matsori, dan
Kemis
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Gb.4. Situasi Pemetaan Perambahan Hutan Register 45 Terkini 2
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Secara garis besar terdapat tiga pengelompokan aktor yang terlibat
dalam konflik di Register 45. Kelompok pertama yang terlibat konflik
adalah Masyarakat Talang Gunung, yakni kelompok masyarakat yang

telah ada di kawasan Hutan Register 45 jauh sebelum kawasan hutan ini

ditetapkan. Kelompok kedua adalah mereka yang menamakan diri sebagai
Masyarakat Moro-Moro.** Kelompok ketiga adalah kelompok masyarakat

21
22

Perkiraan Inteljen Khusus,4 Juli 2013
Masyarakat Moro-Moro adalah masyarakat dari berbagai daerah di Lampung yang masuk

dalam kawasan Hutan Register 45 pada tahun 1996 menjelang reformasi.Periode 1997-2000
di Lampung terjadi eksodus masyarakat ke dalam kawasan hutan akibat krisis ekonomi, dan
reformasi.Saat ini masyarakat mengelola lahan seluas 2.444 hektar. Sampai sekarang terdapat

lima daerah setingkat dusun yang menjadi pusat pemukiman warga, yakni Moroseneng
(datang untuk senang), Morodadi (datang sudah jadi), Morodewe (datang sendiri),
Sukamakmur, dan Asahan. Nama-nama dusun itu diberikan secara swadaya oleh masyarakat.
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yang datang pasca meledaknya kasus Mesuji. Mereka adalah kelompok
masyarakat migran lama® yang sebelumnya berulang kali tergusur
sebelum meledaknya kasus Mesuji dan kelompok masyarakat baru yang
datang secara bergelombang untuk mendapatkan tanah. Sebagian besar
dari mereka datang karena tertarik untuk membeli tanah murah yang

ditawarkan oleh para spekulan tanah.

Gb. 5. Kelompok Aktor Masyarakat yang Terlibat konflik

Masyarakat Adat Talang Gunung
yang menuntut pengembalian
tanah adat yang terampas oleh

perluasan kawasan hutan

Register 45

gstik setelah TGPF kasus
Mesuji tersebar di 14
wilayah: Karyajaya |,
Karyajaya I, Karyajaya llI,
Karyajaya IV, Padepokan
Romosamin, Lebung
Gajahjaya, Margajaya,
Mesujiraya, Airmati,
Tuguroda, Sidorukun,
Margomulyo, Tegaljaya dan
Umbulalang

Masyarakat Moro-Moro yang
masuk sebelum tahun 1996
menuntut hak kelola hutan
dan pengakuan hak-hak
konstitusional warga negara

Sumber: Data primer, 2013

Beragamnya kelompok yang datang melakukan klaim atas tanah
dengan berbagai isu mulai dari isu tanah adat, penelantaran tanah,
hingga isu keadilan pengelolaan kawasan hutan yang selama ini dianggap
dimonopoli oleh perusahaan. Seperti disebutkan di awal mereka tersebar

23 Masyarakat yang sebagian kecil merupakan korban penertiban sejak tahun 2006. Diwilayah
Simpang D misalnya setidaknya telah terjadi 2 (dua) kali penertiban/penggusuran yakni

tahun 2006 dan 2011 lalu.
129
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di sekitar wilayah Register 45 dengan membentuk perkampungan-
perkampungan baru dengan berbagai nama.

Tabel.4. Kelompok Penggarap Baru dan Klaim yang diusung

No | Nama Kelompok | Keterangan
1 | Tuguroda/ Klaim atas Tanah Adat marga Megoupak. Megoupak ini
Simpang D merupakan aliansi dari empat keluarga adat yang berdominasi
di kawasan Tulangbawang. Motivasi Megoupak memobilisasi
petani masuk ke areal adalah untuk menguasai klaim tanah adat
2 | Airmati Klaim masuk wilayah Talang Gunung
3 | Karyajaya I Kelompok baru, isu ekonomi dan ketidakadilan
4 | KaryajayaII Kelompok baru, isu ekonomi dan ketidakadilan
5 | Karyajaya III Kelompok baru, isu ekonomi dan ketidakadilan
6 | Karyajaya IV Kelompok baru, isu ekonomi dan ketidakadilan
7 | Padepokan Kelompok baru, isu ekonomi dan ketidakadilan
Romosamin
8 | Lebung Gajahjaya | Kelompok baru, isu ekonomi dan ketidakadilan
9 | Margajaya Kelompok baru, isu ekonomi dan ketidakadilan
10 | Mesujiraya Kelompok baru, isu ekonomi dan ketidakadilan
11 | Sidorukun Kelompok baru, isu ekonomi dan ketidakadilan
12 | Margomulyo Kelompok baru, isu ekonomi dan ketidakadilan
13 | Tegaljaya Kelompok baru, isu ekonomi dan ketidakadilan
14 | Umbullalang Kelompok baru, isu ekonomi dan ketidakadilan
Disamping itu juga terdapat masyarakat yang berpotensi menggugat perolehan tanah atas
dasar klaim sejarah yakni
15 | Pelita Jaya Dusun Pelita Jaya sesungguhnya merupakan dusun pemekaran
dari dusun Talang Gunung yang terbentuk pada dekade 1980-an.
Masyarakat Pelita Jaya adalah masyarakat campuran Bugis, Sunda,
Jawa dan Baliyang bekerja pada eks areal HPH yang kemudian
mendirikan pedusunan. Pada tahun 1986 tentara merobohkan
rumah-rumah mereka. Sejak itu masyarakat Pelita Jaya tercerai
berai ke berbagai lokasi
Periode 2008-2012 masyarakat eks Pelita Jaya berusaha kembali
ke wilayah yang dulunya perkampungan mereka. Mereka juga
mengadukan penggusuran tahun 1986 ke berbagai instansi seperti
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No | Nama Kelompok | Keterangan

Komnas HAM maupun Kementerian Kehutanan. Pada 6
November 2010, tim terpadu penertiban kawasan Register 45
yang terdiri dari polisi, TNI dan Pamswakarsa merobohkan
rumah warga. Peristiwa inilah menyebabkan Nyoman Sumarte
tertembak dan Made Aste tewas dan menjadi salah satu pemicu
meledaknya Kasus Mesuji pada akhir tahun 2011

Sumber: Tabel diolah dari berbagai sumber

Di Register 45 sendiri setidaknya ada empat tipologi perambahan/
penggarapan liar. Pertama, perambahan yang dilakukan secara sporadis
dan cenderung tidak terorganisir. Kedua, perambahan secara terorganisir
yang didukung modal oleh para cukong. Ketiga, perambahan melalui
pengorganisiran kolektif (self or collective-organizing) untuk memudahkan
dalam proses pengelolaan lahan. Keempat, melakukan transaksi ‘jual beli’
atau “ganti rugi’pembukaan garapan dari para pelaku yang menginginkan
menjualnya. Harga lahan per hektar antara 2-15 juta tergantung pada
kondisi lahan dan tanamannya.

Selanjutnya untuk mewujudkan harapannya, para penggarap baru
yang datang pasca meledaknya kasus Mesuji mereplikasi model penggarap
yang datang belasan tahun sebelumnya (baca Masyarakat Moro-Moro).
Mereka membangun rumah-rumah semi permanen yang dijadikan
tempat tinggal dan membangun fasilitas publik, seperti rumah ibadah,
sekolah dan infrastruktur pendukung lainnya. Belum ada penelitian yang
mampu menjawab mengapa terjadi mobilisasi penggarap dalam jumlah
besar ini. Berdasarkan observasi dan wawancara awal yang kami lakukan
tentu terjadi perubahan-perubahan pola mobilisasi massa. Berikut kami
sajikan beberapa perbedaan pola mobilisasi yang terjadi sebelum dan
sesudah rekomendasi TGPE

Untuk Sebesar-besarnya Kesejahteraan Rakyat e 131



Tabel. 5. Perbedaan Pola Mobilisasi Penggarap Sebelum dan dan
Sesudah Rekomendasi TGPF

Sebelum TGPF Sesudah TGPF

- Mobilisasi dilakukan berdasarkan - Mobilisasi dilakukan dengan
penarikan sejumlah uang dengan mengajak sebanyak mungkin orang
janji mendapatkan tanah masuk ke lokasi dan tidak meminta

uang dimuka

- Pembangunan rumah-rumah - Pembangunan rumah seragam
penggarap tidaklah seragam dan secara ukuran dan berlangsung
berjalan normal serentak dan relatif cepat

- Penggarap yang masuk mayoritas - Penggarap yang masuk adalah
adalah korban penggusuran korban penggusuran sebelumnya
sebelumnya dan orang-orang baru

- Diorganisir oleh organisasi-organisasi | - Diorganisir oleh koordinator-
tertentu koordinator lapangan

- Massa relatif cair - Massa lebih solid

Sumber: Data primer, 2013

Motivasi para perambah umumnya juga beragam diantaranya ada yang
sekedar untuk bertahan hidup, berspekulasi tanah maupun berinvestasi
untuk kepentingan akumulasi modal. Beragamnya motivasi semacam ini
juga berpengaruh terhadap karakter perjuangan yang dilakukan.Tipologi
motivasi dan karakter perjuangan kelompok penggarap disajikan dalam
tabel dibawah ini:

Tabel.6. Tipe, Motivasi dan Karakter Kelompok
Penggarap Pasca TGPF

No | Tipe Penggarap | Motivasi Karakter Keterangan
1 | Sporadis dan Bertahan Nekat dan Biasanya mereka adalah
cenderung tidak | Hidup mudah orang-orang yang sudah
terorganisir dimobilisasi tidak memiliki apa-apa dan
dan juga korban penggusuran
dimanfaatkan | sebelumnya
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2 | Teorganisir dan Investasi Pragmatis Biasanya mereka

didukung modal | akumulasi membangun relasi dengan
oleh para cukong | Modal kelompok politisi, oknum
atau para politisi/ polisi nakal

spekulan tanah Memanfaatkan kelompok

masyarakat yang masuk ke
wilayah penguasaaan mereka

3 | Pengorganisiran | Bertahan Menggunakan isu perluasan
kolektif (self’ hidup dan kawasan hutan Register 45
or collective- mendapatkan Menggunakan isu reforma
organizing) akses agraria

pengelolaan Menggunakan isu
sumber daya pemenuhan hak
hutan konstitusional

4 | Transaksi jual Pengembangan | Pragmatis Lapar tanah
beli’ atau “ganti usaha
rugi”

Sumber: Data primer, 2013

Permasalahan perambahan hutan®* seperti yang dinyatakan
pemerintah faktanya merupakan hal rumit, yang tidak hanya menyangkut
masalah lingkungan fisik dan ekonomi semata, tetapi juga masalah aspek-
aspek non material lainnya. Kasus di Register 45 menunjukan bahwa
tanah murah adalah faktor yang menyebabkan mobilisasi perambah
bertambah masif.

F. Hak Vs Akses

Secara esensial, kasus-kasus perambahan liar tidak hanya terjadi
dalam konteks perebutan sumber daya ekonomi dari beragam aktor
dan institusi, tetapi dapat dilihat dari perspektif yang lebih luas sebagai
perebutan kontrol administratif dan politik atas sumber daya hutan.
Bagaimanapun konflik agraria merupakan permasalahan yang terkait
erat dengan persoalan pokok mengenai ketidakadilan. Ketimpangan atau
ketidakpastian penguasaan dan pengelolaan tanah beserta segala potensi

24 Menurut Siswono Yudohusodo perambah hutan adalah setiap orang yang melakukan
kegiatan berusaha tani/atau mengambil hasil hutan dalam kawasan hutan secara tidak sah
mengakibatkan kerusakan hutan, baik mereka yang tinggal di dalam maupun di luar kawasan
hutan.

Untuk Sebesar-besarnya Kesejahteraan Rakyat e 133



alam yang dimilikinya menjadi faktor kunci yang mendorong struktur
yang tidak adil bagi masyarakat.

Akses, bagi Ribot dan Peluso, memfasilitasi analisis mengenai siapa
yang memperoleh keuntungan dari sesuatu dan melalui proses apa mereka
mampu memperolehnya, atau yang dirujuk Ribot dan Peluso dari Neale,
fokusnya ada pada siapa yang melakukan dan tidak melakukan (who
does and who does not) untuk memperoleh apa (what), berdasarkan cara
apa (what ways), dan dalam situasi kapan atau yang bagaimana (when).”
Penekanan pada “kemampuan” dibandingkan dengan hak akan membawa
perhatian yang lebih luas pada hubungan-hubungan sosial yang membatasi
atau memperbolehkan masyarakat memanfaatkan sumberdaya tanpa
memperhatikan alas hubungan kepemilikan (property rights) saja.

Menurut Ribot dan Peluso, analisis akses meliputi: (1) identifikasi dan
pemetaan alur (flow) keuntungan tertentu (partikular) suatu kepentingan;
(2) pengidentifikasian mekanisme di mana sejumlah aktor yang berbeda
terlibat dalam mendapatkan, mengontrol, dan mempertahankan alur
keuntungan dan distribusinya; (3) analisis terhadap relasi kekuasaan yang
melandasi mekanisme yang mengendalikan keuntungan itu.?

Secara ringkas, kerangka itu dibagi menjadi dua kategori mekanisme.
Kategori pertama adalah akses berdasar-hak yang terdiri dari akses legal
dan akses ilegal. Kategori kedua adalah akses struktural dan relasional.
Kategori yang pertama dan yang kedua tersebut beroperasi secara paralel.
Lebih-lebih dengan kategori yang kedua, akses menurut kategori yang
pertama dipertajam dalam rangka menemukan jalinan siapakah yang
mendapat atau tidak mendapat, serta apa, bagaimana, dan kapankah
mendapat keuntungannya.” Perusahaan menganggap mereka memilliki
akses legal pengelolaan kawasan Hutan Register 45 yang diberikan oleh
hukum. Sementara para penggarap beranggapan semestnnya mereka
juga mendapatkan akses dari sumber daya hutan yang ada. Pertentangan
konsep hak vs akses diantara aktor-aktor yang teribat konflik ini terus
berkontestasi.

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun dalam situasi konflik,
para pihak yang terlibat dalam konflik sebenarnya tetap meraih

25 Jesse C. Ribot and Nancy Lee Peluso, Loc.cit., hlm. 154.
26 Ibid., hlm. 161.
27 Ibid. hlm. 162.
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keuntungan. Dengan kata lain mereka tetap menikmati situasi konflik
yang muncul akibat ketidakpastian tentang masa depan masing-masing
aktor. Konflik di kawasan Register 45 pada akhirnya berkaitan dengan
kepentingan ekonomi politik yang berkaitan dengan putaran uang yang
beredar. Besarnya uang yang beredar ini pada akhirnya menumbuhkan
spekulasi bahwa konflik memang sengaja dilestarikan oleh pihak-pihak
tertentu yang mengambil keuntungan darinya. Konflik di kawasan Hutan
register 45 ternyata memberikan manfaat ekonomi pada sekelompok orang
baik secara legal maupun ilegal.

Tabel.7. Pihak-Pihak yang Mendapatkan Keuntungan
atas Situasi Konflik di Register 45

No | Aktor/Pihak Manfaat Keterangan
1 | Petani Penggarap Keuntungan finansial Meski menerima manfaat
produksi lahan mereka harus bekerja keras

dalam situasi yang tidak
menentu dan resiko yang

dihadapi
2 | Koordinator Lapangan/ | Keuntungan finansial Mereka menerima manfaat
Spekulan Tanah sebagai pemimpin dalam | finansial dari situasi yang tidak

mengorganisasikan para | menentu untuk dapat menarik
penggarap sejumlah uang atas nama
perjuangan. Mereka memungut
sejumlah uang untuk berbagai
kepentingan seperti pengurusan
perjuangan, mendatangi

sejumlah elit politik dll

3 | Oknum aparat Keuntungan Finansial Sejumlah oknum aparat
keamanan dari penggarap dan juga | keamanan menerima manfaat
perusahaan dari kelompok-kelompok

penggarap dengan menarik
sejumlah uang setoran keamanan
Mereka juga menerima
penghasilan dari perusahaan atas
jasa pengamanann perkebunan

karet

4 | Pengusaha Kayu Keuntungan finansial Mereka tak segan
dari proses land clearing | mendatangkan mesin circle

di wilayah Register 45 untuk mengubah pohon
menjadi kayu yang selanjutnya
dijual pada penggarap untuk

keperluan mendirikan rumah
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5 | PT Sylva Inhutani
lewat agen-agen /lapak-
lapak singkong yang

mereka dirikan

Keuntungan finansial
dari menerima hasil
panen dari para
penggarap yang dibawa
ke pabrik pengolahan
tapioka milik grup usaha

mercka

Meski tidak menyetujui
perambahan hutan yang
menjadi konsesi mereka,
namun mereka juga
mengambil manfaat besar dari
hasil panen singkong melalui
agen-agen yang bekerjasama
dengan mereka

6 | Perusahaan penerima
singkong atau tapioka
lainya

Keuntungan finansial
dari menerima hasil
panen para penggarap
yang dibawa ke pabrik
pengolahan tapioka
milik grup usaha mereka

Murni kegiatan ekonomi/
bisnis

7 | Pengusaha mesin berat

Keuntungan finansial
dari jasa pembukaan

jalan

Mesin-mesin berat
didatangkan oleh kelompok
penggarap untuk keperluan
pembukaan jalan-jalan guna
mengangkut hasil panen,
murni kegatan bisnis sewa alat
berat

8 Pengusaha material

Keuntungan finansial
dari jasa penjualan
kebutuhan perumahan

Murni kegiatan bisinis

9 | Pengusaha pupuk
dan sarana produksi
pertanian

Keuntungan Finansial
dari jasa penjualan

Murni kegiatan bisinis

10 | Preman

Keuntungan finansial
dari penggarap dan juga
perusahaan

Sejumlah oknum preman
menerima manfaat dari
kelompok-kelompok
penggarap dengan menarik
sejumlah uang setoran
keamanan/memeras

Di masa lalu mereka juga
menerima penghasilan
dari perusahaan atas jasa
membantu penertiban

11 | Jurnalis Lokal dan
Media tertentu

Keuntungan finansial
dari jasa publikasi yang

mendukung perusahaan

Murni kegiatan bisinis dan

timbal balik atas jasa

Sumber: Data primer, 2013

Dengan demikian kompleksitas konflik yang ditunjang dengan
besarnya putaran uang yang beredar menyebabkan konflik di kawasan
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hutan register 45 menjadi semakin kronis. Persoalan awal yang berangkat
dari keterbatasan akses petani ke dalam kawasan hutan kini bercampur
dengan motif ekonomi politik. Satu hal yang penting bahwa dalam
paparan tentang siapa mendapatkan apa melalui apa, terlihat bahwa
perusahaan memiliki kelebihan akses modal dan pasar.”®

G. Perbedaan Perlakuan

Kebijakan pemerintah pusat terkait Register 45 secara esensial
merupakan bagian dari strategi untuk mempertahankan kontrol dan
kewenangan serta kekuasaan administratif dan politik atas sumberdaya
lahan hutan. Berbagai kebijakan yang dipertahankan di Register 45
pada hakikatnya adalah bagaimana mempertahankan kepentingan dari
Departemen Kehutanan untuk menguasai tanah yang begitu luas yang secara
politico-administrative ditunjuk atau ditetapkan sebagai kawasan hutan.

Sementara itu bagi perusahaan, penguasaan atas tanah kawasan
hutan dimaknai sebagai proses pelestarian monopoli atas tanah yang
berimplikasi pada kelanggengan akumulasi modal yang telah dilakukan
selama ini. Karenanya tak heran jika berbagai tindakan ekslusi dilakukan
lewat berbagai cara untuk mempertahankan kontrol perusahaan terhadap
hutan. Hal ini selaras dengan kepentingan pemerinah (Departemen
Kehutanan) untuk mempertahankan kontrol atas hutan. Di sisi lain bagi
para penggarap proses perolehan lahan yang melibatkan beragam aktor
sesungguhnya juga bertujuan untuk memperluas akses dan basis kekuasaan
dan kewenangan politik administratif dalam mengontrol sumberdaya
alam dan masyarakatnya. Untuk mempertahankan keberadaan dan
akses mereka, maka secara kolektif para perambah berusaha melakukan
komunikasi politik dengan berbagai kelompok tak terkecuali politisi baik
di tingkat lokal maupun nasional.

Pada akhirnya perbedaan sudut pandang ini akan berimplikasi pada
perlakukan terhadap para aktor yang terlibat konflik. Perbedaan perlakuan
yang dimaksud adalah bagaimana perbedaan perlakuan ini berkait dengan
jaringan dan bundel kekuasaan. Perbedaan perlakuan ini pada akhirnya
diekspresikan dalam pilihan tindakan sosial dalam konteks kepentingan

28 Lewat akses modal dan pasar Perusahaan lewat agen-agennya membuka lapak-lapak
penerimaan singkong d Register 45, tidak bisa dipungkiri meskipun terjadi konflik perusahaan
tetap menerima singkong-singong dari para perambah.
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mengendalikan dan mempertahankan akses. Perlakuan terhadap
pelanggaran perusahaan dan pelanggaran yang dilakukan dengan mereka
yang dikategorikan perambah sangat jelas berbeda. Akses modal yang
dimiliki oleh perusahaan memungkinkan mereka untuk mempertahankan
kontrol dengan cara membayar sewa, biaya formal akses, atau membeli
pengaruh orang yang mengendalikan sumber daya

Sementara meskipun melakukan pelanggaran,perusahaan selaku
pemegang HPH TT acap mendapatkan perlakuan yang berbeda. Sebagai
contoh jika merujuk pada Laporan TGPF Kasus Mesuji, berbagai
pelanggaran yang dilakukan PT Sylva selaku pemegang hak sebenarnya
dapat menjadi pertimbangan pemerintah, dalam hal ini Kementerian
Kehutanan untuk meninjau ulang hak yang diberikan.?” Perbedaan
perlakuan tentu tidak hanya antara perusahaan dan kelompok penggarap
yang dikategorikan perambah seperti dijelaskan diatas, tetapi juga terjadi
terhadap kelompok-kelompok penggarap yang dituding sebagai perambah
di Register 45. Perbedaan perlakuan ini pada dasarnya dilatarbelakangi
oleh status klaim, latar belakang sejarah dan strategi yang dikembangkan
oleh kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat konflik.

Seperti dijelaskan diawal ada beberapa kategori kelompok masyarakat
yang ada di Register 45. Pertama, Kelompok pertama adalah Masyarakat
Talang Gunung adalah kelompok masyarakat yang telah ada di kawasan
Hutan Register 45 jauh sebelum kawasan hutan ini ditetapkan,kelompok
ii memperjuangkan pengembalian tanah adat mereka yang terkena
perluasan kawasan Hutan Register 45. Kelompok masyarakat kedua adalah
mereka yang menamakan masyarakat moro-moro. Kelompok masyarakat
iniadalah kelompok yang amsuk kawasan hutan Register 45 pada
penghujung tahun 1997 saat krisis ekonomi karena melihat penelantaran
tanah. Kelompok masyarakat ini memperjuangkan pengakuan hak kelola
di kawasan hutan dan pemenuhan hak-hak konstitusional. Kelompok ketiga
adalah kelompok masyarakat yang datang pasca meledaknya kasus Mesuji.
Mereka adalah kelompok masyarakat migran lama- yang sebelumnya

29  TGPF kasus Mesuji menemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan perusahaan pemegang
konsesi seperti pembuangan limbah dari PT Tunas Baru Lampung (TBL), sebuah pabrik
kelapa sawit yang juga sesama grup usaha PT Silva Inhutani, ke kawasan hutan Register 45.
PT Sylva juga belum melaksanakan program CSR dan yang paling berat adalah ditemukan
adanya penyewaan lahan kepada pihak ketiga yang dilakukan oleh PT Silva Inhutani selaku
pemegang hak tanpa sepengatahuan Kementerian Kehutanan.
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pernah tergusur- dan orang-orang baru. Kelompok ini memperjuangkan
akses kelola dengan berbagai dasar klaim.

Ketiga kelompok besar yang terlibat konflik ini juga mengembangkan
berbagai strategi yang ditujukan untuk mempertahankan klaim atas tanah
yang mereka duduki. Implikasi dari strategi yang dikembangkan tersebut
juga mempengaruhi pilihan kebijakan dari pemerintah sebagai respon atas
tuntutan tersebut. Tabel di bawah ini akan menjelaskan apa yang dimaksud
perbedaan perlakuan yang dimaksud:
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Perbedaan perlakuan ini sebenarnya tidak didasarkan pada
pemahaman komperehensif semata terhadap apa yang terjadi selama
belasan tahun di Kawasan Hutan Register 45, namun juga bertujuan
untuk mencegah bergabungnya ketiga kelompok masyarakat yang
berkonflik tersebut yang dikhawatirkan akan semakin menyulitkan proses
penyelesaian konflik di register 45. Pertanyaan mendasarnya adalah sampai
kapan perbedaan perlakuan ini akan terus dipertahankan oleh pemerintah.
Kekeliruan cara berpikir yuridis formal an sich dalam memandang konflik
di kawasan Hutan Register 45 terbukt telah menyebabkan konflik ini
menjadi semakin kompleks. Berbagai pengingkaran terhadap hak-hak
masyarakat adat, ketidakadilan akses akibat ketimpangan struktur agraria
yang terjadi tentu tidak akan berhasil diselesaikan dengan pendekatan
hukum semata.

H. Penutup

Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Mesuji
menyebutkan bahwa konflik di Register 45 merupakan konflik
penguasaan dan pengelolaan HTI yang sejak lama telah menjadi silang
sengketa antara investor, masyarakat, dan pemerintah. Kebijakan
pemerintah yang berubah-ubah dan tidak terkoordinasi, minimalnya
pengawasan pemerintah, investor yang tidak menjalankan kewajiban dan
menyalahgunakan izin, masyarakat yang tersingkir dan menjadi agresif,
serta beroperasinya spekulan tanah adalah rangkaian yang menyebabkan
persengketaan terus terjadi dan belum dapat diselesaikan. Lebih dari
setahun TGPF Kasus Mesuji menyelesaikan tugasnya dan mengeluarkan
berbagai rekomendasi untuk penyelesaian konfik di kawasan tersebut.
Meski rekomendasi ini sebenarnya dianggap banyak kalangan memadai,
namun tidak satu pun rekomendasi TGPF tersebut dilaksanakan. Pada
kenyataannya saat ini situasi di Register 45 semakin tidak terkendali.
Ribuan penggarap baru berdatangan dan tidak dapat dikendalikan oleh
pemerintah setempat. Pemerintah Kabupaten Mesuji memperkiraan
bahwa hingga saat ini terdapat belasan ribu orang yang masuk. Pasca
mandegnya rekomendasi TGPE, kondisi Register 45 justru menjadi
semakin kacau.

Di Register 45 terdapat empat tipologi perambahan liar yang
dilakukan oleh para perambah. Pertama, perambahan yang dilakukan

Untuk Sebesar-besarnya Kesejahteraan Rakyat e 141



secara sporadis dan cenderung tidak terorganisir. Kedua, Perambahan
secara terorganisir yang didukung modal oleh para cukong. Keriga,
perambahan melalui pengorganisiran kolektif (self or collective-organizing)
untuk memudahkan dalam proses pengelolaan lahan. Keempat, melakukan
transaksi ‘jual beli’ atau ”ganti rugi” pembukaan garapan dari para pelaku
yang menginginkan menjualnya. Kategori pertama dan kedua cenderung
dilakukan oleh kelompok-kelompok penggarap yang datang pasca laporan
TGPF Kasus Mesuji. Kategori ketiga dan keempat yang masuk melalui
pengorganisasian kolektif dan jual beli atau ganti rugi dilakukan oleh
kelompok-kelompok yang datang sebelum kasus Mesuji meledak. Motivasi
para perambah umumnya juga beragam diantaranya ada yang sekedar
untuk bertahan hidup, melakukan spekulasi tanah maupun berinvestasi
untuk kepentingan akumulasi modal. Beragamnya motivasi semacam
ini juga berpengaruh terhadap karakter perjuangan yang dilakukan.
Permasalahan perambahan hutan seperti yang dinyatakan pemerintah
faktanya merupakan hal rumit, yang tidak hanya menyangkut masalah
lingkungan fisik dan ekonomi semata saja, tetapi juga masalah aspek-aspek
non material

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun dalam situasi konflik,
para pihak yang terlibat dalam konflik sebenarnya tetap meraih
keuntungan. Konflik di kawasan Register 45 pada akhirnya berkaitan
dengan kepentingan ekonomi politik yang berkaitan dengan putaran
uang yang beredar. Besarnya putaran uang yang beredar ini pada akhirnya
menumbuhkan spekulasi bahwa konflik ini memang sengaja dilestarikan
oleh pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari konflik ini.
kompleksistas konflik yang ditunjang dengan besarnya putaran uang
yang beredar menyebabkan konflik di kawasan hutan register 45 menjadi
semakin kronis. Persoalan awal yang berangkat dari keterbatasan akses
petani ke dalam kawasan hutan kini bercampur dengan motif ekonomi
politik.

Perbedaan perlakuan dijumpai tidak hanya antara perusahaan dan
kelompok penggarap yang dikategorikan perambah. Perbedaan perlakuan
oleh pemerintah juga terjadi terhadap kelompok-kelompok penggarap
yang dituding sebagai perambah di Register 45. Perbedaan perlakuan ini
pada dasarnya dilatarbelakangi oleh status klaim, latar belakang sejarah
dan strategi yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok masyarakat
yang terlibat konflik.Perbedaan perlakuan dilakukan untuk mencegah
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bergabungnya ketiga kelompok masyarakat yang berkonflik tersebut yang
dikhawatirkan akan semakin menyulitkan proses penyelesaian konflik di
register 45.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini merekomendasikan
beberapa hal antara lain: melakukan Reforma Agraria di Kawasan Hutan
Register 45, dengan mengurangi konsesi HPH TI PT Silva Inhutani
Lampung (SIL); mengembalikan Tanah Adat Masyarakat Talang Gunung;
membuka akses kelola hutan bagi masyarakat sekitar; mendata perambah
yang dikategorikan buruh tani dan tani miskin untuk mendapatkan akses
dari kawasan hutan; menindak para spekulan tanah; pemenuhan hak-hak
konstitusional penduduk kawasan Hutan Register 45.
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Tumpang Tindih Pengelolaan Pertanahan
di Kawasan Tapal Batas Kehutanan
di Kab Tasikmalaya, Jawa Barat

Widhiana HP, Muhammad Mahsun, Valentina Arminah

A. Pendahuluan

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah mengamanatkan kepada negara
untuk dapat menyejahterakan rakyat melalui pengelolaan sumber daya
alam di Indonesia. Negara dengan Hak Menguasai Negara (HMN)
berwenang untuk mengatur penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan
sumber-sumber tersebut melalui pemberian kewenangan, pengawasan dan
pengaturannya pada masing-masing kementerian/lembaga pemerintah
negara lainnya. Tugas ini mengandung konsekuensi yang besar karena
begitu beragam dan besarnya kekayaan sumber daya alam yang terdapat
di Indonesia yang memang saling berkaitan bahkan seringkali tumpang
tindih baik letak maupun pengelolaannya. Belum lagi tuntutan kinerja
kelembagaan yang baik yang menjadi tuntutan pemerintah kepada
masing-masing instansi tersebut akan turut melahirkan persaingan dan
sektoralisme pengelolaan sumber daya alam yang tidak jarang melahir
konflik kepentingan. Oleh karenanya akan membutuhkan sebuah kearifan
dan kebijakan yang tepat dalam mengatur pengelolaan masing-masing
sumber daya tersebut menuju satu tujuan tunggal demi keadilan dan
kesejahteraan bagi masyarakat.

The Jungle of Regulations, kiranya memang sebuah kata yang tepat
untuk memaknai bagaimana carut marutnya perundang-undangan yang
mengatur pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia. Pendelegasian
berbagai kewenangan oleh pemerintah kepada masing-masing sektor yang
dianggap mampu mengelola dengan baik karena memiliki kompetensi
justru melahirkan egoisme sektoral yang mengkotak-kotakkan pengelolaan



sumber daya agraria di Indonesia menjadi bagian-bagian yang makin
rumit. Masing-masing sektor tersebut oleh negara dengan Hak Menguasai
Negara (HMN), telah mendapatkan mandat/ kewenangan untuk
mengelola masing-masing bidang. Tidak ada suatu garis komando yang
jelas bagaimana pola koordinasi yang harus dilakukan oleh masing-masing
lembaga tersebut. Bahkan kecenderungan yang muncul adalah adanya
persaingan diantara lembaga yang ada. Persaingan tampaknya didorong
agar masing-masing sektor menjalankan kewenangannya secara efisien dan
rasional sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal kepada
proses pembangunan.! Namun ada hal yang seringkali menjadi kesadaran
diakhir ketika keadaan tersebut menimbulkan dampak yang luar biasa bagi
masyarakat kita. Muncul dan semakin masif konflik agraria dengan segala
aspeknya yang seringkali pada gilirannya menjadikan masyarakat kecil
sebagai kambing hitam atas berbagai masalah yang ada. Bahkan tidak sedikit
juga aparatur negara sendiri (khususnya BPN) dikriminalisasi oleh negara
yang mengatasnamakan hukum, ketika dasar hukum pelaksanaan kebijakan
redistribusi tanah yang dicanangkan oleh pemerintah bersentuhan dengan
areal yang diklaim masuk dalam kawasan hutan yang berada dalam
penguasaan kewenangan Departemen Kehutanan.

Gambar 1. Sektoralisasi Penguasaan Tanah Negara
dan Sumber Daya Alam?

Sumber Daya Alam
(Dikuasai oleh Negara)

Wilayah
Pesisir

1 Maria SW. Sumardjono. 2004. Naskah Akademis Rancangan Undang-undang tentang Sumber
Daya Agraria (Penyempurnaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria). hal. 11.

2 Julius Sembiring. 2012. Tanah Negara. Yogyakarta: STPN Press. Hal. 45
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Berdasarkan SK penunjukan kawasan hutan dan perairan sampai
dengan bulan November 2012, luas kawasan hutan Indonesia adalah
134.290.240,94 ha yang terdiri dari : Hutan Konservasi (KSA+KPA)
27.086.910,23 ha, Hutan Lindung (HL) 30.539.823,36 ha, Hutan
Produksi (HP+HPT+HPK) 76.663.507,34 ha. Sampai dengan November
2012 luas kawasan Hutan Produksi yang telah dibebani izin pemanfaatan
adalah 34.871.041 ha sechingga Hutan Produksi yang belum dibebani izin
pemanfaatan adalah seluas 41.770.695 ha. 3

Diagram 1.Luas Kawasan Hutan Indonesia

B Hutan Konservasi
76.663.507

5745 B Hutan Lindung

Hutan Produksi

Sumber: Data dan Informasi Pemanfaatan Kawasan Hutan, 2012:35

Kasus yang terjadi di Desa Cidugaleun Kabupaten Tasikmalaya
Propinsi Jawa Barat, tentang pembatalan sertipikat tanah yang dikeluarkan
oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya melalui program
redistribusi tanah pada tahun 2000 di Desa Cidugaleun Kecamatan
Cigalontang dapat menggambarkan kondisi pengelolaan pertanahan
seperti dijelaskan di atas. Pada kasus yang terjadi di Cidugaleun ini, dimana
199 buah sertipikat tanah dengan luas wilayah 35.3964 Ha yang notabene
telah jadi dan telah diserahkan kepada masyarakat, digugat dan dituntut
untuk dibatalkan oleh Departemen Kehutanan dalam hal ini adalah
Perhutani KPH Tasikmalaya dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah

3 Direktoktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan. Data dan Informasi
Pemantfaatan Kawasan Hutan. Jakarta: 2012. Hal: 35.
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termasuk dalam kawasan hutan. Sebenarnya kasus ini sedikit berada di
luar logika dan penalaran, pasalnya ketika sebuah program pensertipikatan
terjadi tentunya telah melalui berbagai tahapan yang cukup rigid, terukur,
dan terpercaya mulai dari awal sampai akhirnya terbit sertipikat tersebut.
Sehingga kejadian pembatalan sertipikat tanah seharusnya tidak terjadi.

Hal yang lebih mengherankan lagi adalah terkait dengan sikap
dan tanggapan BPN Tasikmalaya yang terkesan tidak melakukan
perlawanan atas gugatan yang dilayangkan pihak Perhutani. Selain itu,
juga tidak memberikan pengayoman kepada masyarakat yang mengalami
kriminalisasi dan intimidasi dari orang-orang Perhutani KPH Tasikmalaya
dalam proses pengambilan sertipikat tanah. Tapi sebaliknya, BPN
Tasikamalaya malah terkesan berada dalam dominasi pihak Perhutani
dan memenuhi semua tuntutan pihak Perhutani untuk menarik kembali
sertipikat tanah yang ada di tangan masyarakat, serta ikut serta bersama
Perhutani untuk menciptakan ruang konflik yang terkesan di permukaan
dalam kondisi yang kondusif dan damai tanpa perlawanan sedikitpun
dari masyarakat.

Dari penjelasan di atas secara sepintas kita bisa menilai bahwa ada
sesuatu yang salah dalam masalah ini, sehingga kiranya tidak berlebihan
jika kita perlu melihatnya secara lebih jelas dan mendalam melalui
kajian ini. Oleh karena itu, ada beberapa pertanyaan dasar yang dicoba
untuk dijawab di sini dalam rangka mencari dan mengetahui berbagai
persoalan terkait pembatalan sertipikat tanah yang terjadi di Tasikmalaya
tersebut, serta solusi/ kebijakan apa kedepan yang perlu diambil oleh para
pengambil kebijakan. (1) Bagaimanakah pelaksanaan redistribusi tanah di
Desa Cidugaleun yang berakibat munculnya koreksi oleh Perhutani KPH
Tasikmalaya?; (2) bagaimana kontestasi aktor yang berada di dalamnya
serta kebijakan yang diterapkan masing-masing?; (3) bagaimana akibat
pembatalan sertipikat redistribusi tersebut terhadap masyarakat sekitar?;
dan (4) bagaimana upaya yang perlu dilakukan untuk menciptakan
harmonisasi kebijakan sektor pertanahan dan kehutanan khususnya dalam
kasus pertanahan di wilayah tapal batas kehutanan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris/sosiologis.
Sosiologi hukum tidak hanya berurusan dengan law as what ought to be,
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tapi juga law as what it is (functioning) in society.* Artinya kalaupun sosiologi
hukum juga mempelajari hukum sebagai seperangkat kaidah khusus, yang
dikaji bukanlah kaidah-kaidah itu sendiri melainkan kaidah-kaidah positif
dalam fungsinya yang diperlukan untuk menegakkan ketertiban di dalam
kehidupan bermasyarakat dengan segala keberhasilan dan kegagalannya.
Penelitian ini berusaha mengurai permasalahan dengan berdasarkan
sebuah kasus riil yang bersifat mikro dengan menggunakan analisis hukum
melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan kelembagaan.
Dengan pendekatan ini diharapkan akan didapatkan pemahaman yang
lebih komprehensif untuk dapat mencapai tujuan penelitian berupa policy
note yang dapat direkomendasikan guna memberikan solusi melalui upaya
pengharmonisasian aturan dan kebijakan sampai dengan implementasinya.
Diharapkan kasus-kasus seperti yang terjadi di Tasikmalaya ini tidak
terulang kembali di belahan bumi Indonesia. Tentunya juga tidak lepas
dari kajian dampak/ implikasinya terhadap keadaan sosial ekonomi
masyarakatnya serta sejarah/ riwayat tanahnya. Penelitian kualitatif ini
dilakukan melalui kajian diskriptif analisis berbagai bahan hukum baik
perundang-undangan, yurisprudensi, maupun buku-buku hukum dan
data lapangan yang ditemukan di lokasi penelitian.

Adapun kerangka pemikiran yang dikembangkan dalam penelitian
ini sebagai berikut:

UU No. 5 Tahun 1960 UU No. 41 Tahun 1999
tentang UUPA tentang Kehutanan
a a
BPNRI
a 4
[ Pengelolaan Kawasan Hutan ]
[ Acces Reform ] [ Asset Reform ] [ Tata Batas ] [ Hasil Hutan ]
A X

Koordinasi dan Komunikasi ]

i}

[ Kesatuan Peta Tunggal ]

>
>

4

[l Kesejahteraan rakyat I

4 Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. Hukum.: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya.
Jakarta: ELSAM dan HUMA. Hal. 4.
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B. Tasikmalaya dan Desa Cidugaleun: Melihat Potensi Tanah
Negara di Propinsi Jawa Barat

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu kabupaten di
Propinsi Jawa Barat yang terletak di bagian selatan dari propinsi tersebut.
Secara geografis semua tempat di permukaan bumi ini mempunyai
dua posisi, yaitu posisi atau letak absolut dan letak relatif. Ditinjau dari
posisi absolutnya Kabupaten Tasikmalaya terletak diantara 7°02’-7°50°
Lintang Selatan dan 109° 97°-108° 25’ Bujur Timur, posisi relatifnya
Kabupaten Tasikmalaya terletak di sebelah selatan dari Kota Bandung
yang merupakan ibu kota Propinsi Jawa Barat.

Tasikmalaya mempunyai misi yang salah satu jabaran menyatakan
untuk mewujudkan tata ruang dan pengelolaan pertanahan yang
berkesinambungan dan berwawasan lingkungan. Kenyataan menunjukkan
bahwa penataan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten
Tasikmalaya tidak hanya penataan administrasi wilayah tetapi juga menata
administrasi pertanahan, antara lain dengan mensertipikat tanah.

Kabupaten Tasikmalaya yang luasnya 2.708,82 Km? pada tahun 2011
mempunyai kepadatan penduduk sebanyak 1.692.432 orang, terdiri dari
843.346 orang penduduk laki-laki dan 849.046 penduduk perempuan dan
memiliki rata-rata kepadatan penduduk per Km? 625 orang. Sedangkan
untuk Kecamatan Cigalontang, tempat dimana penelitian ini dilakukan,
memiliki luas wilayah 119,74 Km? dengan kepadatan penduduk sebanyak
68.345 orang dan memiliki rata-rata kepadatan penduduk per Km? 571
orang.’ Luas wilayah administratif penting untuk diketahui karena
terkait dengan luas daerah yang menjadi kewenangan pemerintah
setempat dalam mengelola sumberdayanya, baik sumberdaya manusia,
sumberdaya alam, maupun sumberdaya buatan.

Hutan merupakan penggunaan lahan yang dominan di Kabupaten
Tasikmalaya bahkan bisa dikatakan bahwa mayoritas daratan di Indonesia
berupa hutan. Pada umumnya hutan ini menempati lahan di lereng-lereng
gunung maupun pegunungan terutama pada lahan berlereng curam. Hal
ini dimaksudkan antara lain untuk menghindari terjadinya longsor lahan
disamping sebagai daerah resapan.

5  BPS Kab. Tasikmalaya, 2012
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1. Mengenal Lebih Dekat Desa Cidugaleun dan Masyarakatnya

Seperti disebutkan pada pembahasan sebelumnya, lokasi penelitian
terfokus di Desa Cidugaleun, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten
Tasikmalaya. Secara administratif Kecamatan Cigalontang berbatasan
dengan Kecamatan Sariwangi, dan secara geograﬁs Kecamatan
Cigalontang berada di kaki Gunung Karacak dan Gunung Dinding Ari.
Karena letaknya di kaki gunung, sebagian Kecamatan Cigalontang tidak
merupakan daerah datar melainkan berombak bahkan bergelombang.

Desa Cidugaleun memiliki luas wilayah 917,78 Ha dan letak geografis
yang relatif sulit untuk bisa dijangkau. Kecamatan Cigalontang sendiri
terletak 27 km dari kota Kabupaten Tasikmalaya. Secara umum, jumlah
penduduk Kecamatan Cigalontang sampai dengan bulan April 2010
sebanyak 71.075 jiwa dengan luas wilayah 11.913 Ha. Adapun komposisi

mata pencaharian penduduk di Kecamatan Cigalontang meliputi :¢

Tabel 1. Mata pencaharian penduduk Kecamatan Cigalontang

No |Jenis Mata Pencaharian Jumlah (%)
1 | Petani pemilik, penggarap, dan buruh tani 49
2 | Pengrajin dan buruh pengrajin 15
3 | Pedagang/ wiraswasta 26
4 | PNS/TNI/ POLRI dan pensiunan 3
5 | Bidang jasa dan lain-lain

Dari komposisi tersebut, masyarakat Desa Cidugaleun mayoritas
memiliki mata pencaharian yang hampir seragam, mereka bekerja sebagai
petani penggarap baik atas lahan milik sendiri maupun mengerjakan
wilayah hutan dengan sistem tumpang sari. Tapi untuk petani yang
menggarap tanah milik pribadi jumlahnya relatif sedikit. Oleh karena itu,
banyak penduduk Cidugaleun khususnya yang berusia muda merantau
keluar negeri menjadi TKI untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka
sehari-hari dan membiayai kebutuhan keluarga. Ketika para kaum tua
sudah tidak sanggup lagi untuk bekerja sebagai TKI di luar negeri, demi

6 Data monografi Kecamatan Cigalontang, Kab. Tasikmalaya.
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menyambung hidup keluarga, maka tidak sedikit anak-anak muda yang
menggantikan posisi orang tua mereka sebelumnya.

Penduduk yang memiliki anggota keluarga berprofesi sebagai TKI
di luar negeri banyak yang dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarga
termasuk membangun rumah yang lebih bagus. Tapi sebaliknya,
penduduk yang berprofesi sebagai buruh tani tidak sedikit yang hidup
dalam kondisi kekurangan. Jika dilihat secara umum, kondisi sosial
ckonomi masyarakat Cidugaleun masih berada dalam kondisi yang
relatif masih rendah dan miskin. Berikut ini tabel kondisi sosial ekonomi
masyarakat Ds. Cidugaleun’:

Tabel 2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Cidugaleun

No | Kondisi Penghidupan | Keterangan

1 | Mata Pencaharian Bertani, berkebun, penggarap (tumpang sari
di areal hutan), peternakan (kambing & sapi),
buruh (TKI).

2 | Pendidikan Mayoritas SD dan SMP. Lulusan SMA dan
Sarjana jumlahnya kurang dari 5%.

3 | Keschatan Masih mengandalkan pengobatan tradisional

(dukun)

4 | Pusat perekonomian | Terdapat pasar yang terletak di Kec. Singaparna

(+ 2 jam perjalanan dari Ds. Cidugaleun)

5 | Sarana transportasi Masih mengandalkan sarana transportasi
umum seperti bus, angkudes, dan ojek sepeda
motor karena kondisi jalan masih sulit

6 | Agama Islam
Pola interaksi Paguyuban (gemeinschaft)
masyarakat

Lebih lanjut, kehidupan masyarakat masih sangat tergantung
dengan hasil hutan. Kegiatan seperti memungut hasil hutan seperti kayu,
tanaman-tanaman serta berburu hewan hutan seperti burung maupun

7 Hasil wawancara dengan warga Cidugaleun Pak Ishak, Pak Adun, Pak Dadang, dan Pak
Enik.
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hewan-hewan lainnya masih dilakukan oleh masyarakat. Tanaman hutan
di Tasikmalaya antara lain pohon pinus, jati dan albasia, juga pohon aren
yang oleh penduduk telah dapat dimanfaatkan untuk memproduksi gula
kelapa. Berbagai hasil hutan di Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada
tabel dibawah ini:

Tabel 3. Produksi Hutan Tiap Jenis Tanaman di Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2012

No. | Jenis Tanaman Satuan Produksi Nilai Produksi
1 | Kayu jat M3 1.057 1.016.593
2 | Kayu rimba M3 7.399,62 3.452.122
3 | Getah pinus Kg 807.466 3.868.950
4 | Kelapa Btr 2.500 3.750
5 | Padi Kg 56.200 78.783
Jumlah 8.440.149

Sumber: Perum Perhutani Kab. Tasikmalaya, 2012

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa hutan, termasuk di
Cidugaleun, memberikan produksi yang cukup baik melalui antara lain
tanaman jati, pinus, dan tanaman hutan yang lain. Kecuali itu pada
kawasan hutan penduduk setempat juga mengusahakan tanaman padi
sebagai komoditi untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Komoditi padi
ini pada umumnya dilakukan secara tanam organik dalam arti tidak
menggunakan pupuk buatan melainkan pupuk kandang. Pada umumnya
pupuk kandang diperoleh dari ternaknya sendiri. Di lokasi penelitian ini
tanaman rumput tumbuh dengan baik, schingga dapat dimanfaatkan
untuk pakan ternak secara cukup. Penanaman dengan menggunakan
pupuk kandang menghasilkan produksi yang lebih hieginis dan lebih
berkualitas serta tidak membahayakan bagi tubuh manusia apabila hasil
panen untuk konsumsi keluarga.

Tanaman pinus tumbuh subur di daerah penelitian dan merupakan
tanaman yang sudah dewasa sehingga sudah menghasilkan getah pinus.
Penyadapan getah pinus merupakan mata pencaharian yang diijinkan
bagi sebagian penduduk yang tinggal di sekitar hutan oleh Perhutani.
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Penduduk bekerja sebagai buruh penyadap dan getah hasil sadapan di
setorkan ke pihak Perhutani. Untuk setiap 1 kg getah pinus, penyadap
mendapat upah sebesar Rp. 2.000,-. Pola kerja sama ini merupakan upaya
Perhutani untuk merangkul masyarakat sekitar untuk turut menjaga dan
merawat tanaman hutan dengan cara yang telah ditentukan.

C. Redistribusi Tanah: Kebijakan Sektoral Mewujudkan
Kesejahteraan Masyarakat

Masalah pokok yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat
Indonesia adalah terkait dengan masalah pertanahan. Konflik dan
kekerasan yang bersifat vertikal dan horizontal di negeri ini ditimbulkan
oleh masalah pertanahan dengan berbagai pemicu yang ada. Oleh
karena itu, masalah pertanahan ini membutuhkan perhatian serius dan
ekstra hati-hati dari pemerintah, terlebih ketika berhadapan dengan
masyarakat yang menggantungkan hidup sehari-hari terhadap tanah.
Bagi mereka yang tinggal di pedesaan, tanah adalah salah satu sumber
utama untuk melangsungkan hidup. Hal ini dikarenakan mayoritas mata
pencaharian mereka adalah di bidang pertanian.® Indonesia sendiri juga
termasuk salah satu negara di dunia yang masyarakatnya masih banyak
yang menggantungkan kehidupan sehari-harinya pada tanah (pertanian)
khususnya mereka yang hidup di wilayah pedesaan. Hasil sensus pertanian
yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2013
menunjukkan bahwa jumlah masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai
petani sebanyak 26,13 juta rumah tangga. Jumlah ini pun sudah menurun
dibanding hasil survei BPS tahun 2003 sebesar 31,17 juta rumah tangga.’
Besarnya jumlah petani di Indonesia ini, pada realitanya, menunjukkan
bahwa sebagian besar dari mereka adalah bukanlah petani yang memiliki
tanah garapan sendiri atau disebut sebagai tunakisma atau petani tak

8  Linda Purnamasari dan Simon Sumanjaya Hutagalung. Reforma Agraria Nasional Studi
Kasus Redistribusi Tanah di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Tahun
2010-2011. dalam Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan. Vol.3, No.2, Juli-
Desember 2012.

9 “BPS: Jumlah Petani Berkurang”, Tempo.Co. Sabtu 30 November 2013, diunduh dari heep://
www.tempo.co/read/news/2013/09/07/092511259/BPS-Jumlah-Petani-Berkurang pada
30/11/2013.
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bertanah (landless)”. Artinya, kebanyakan dari mereka adalah buruh tani
yang mengerjakan tanah-tanah orang lain.

Untuk menghadapi permasalahan pertanahan yang ada di Indonesia
seperti dijelaskan di atas, pemerintah telah mengeluarkan beberapa
kebijakan menyangkut pertanahan. Kebijakan di bidang pertanahan
ini adalah suatu kebijakan publik yang dibuat pemerintah dalam
mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berlandaskan pada konstitusi
UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukan
untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat” Menurut Suhariningsing
pasal tersebut yang kemudian dipakai sebagai asas kerohanian negara
dan cita-cita bangsa, khususnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan
rakyat.'" Hal ini sebagamana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA 1960
yang menyatakan bahwa “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Indonesia
sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa
Bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional.”

Untuk mengimplementasikan amanat UUD 1945 yang telah
diturunkan dalam UUPA sebagaimana disebut di atas, pasca reformasi
pemerintah melalui BPN (Badan Pertanahan Nasional) mengeluarkan
kebijakan reforma agraria (landreform), yang intinya adalah agenda/
program redistribusi tanah-tanah negara yang masuk ke dalam agenda
landreform untuk masyarakat yang membutuhkan, khususnya masyarakat
miskin yang tidak memiliki tanah baik untuk digarap maupun untuk
ditinggali. Upaya redistribusi tanah ini dilakukan untuk mengatasi masalah
pertanahan yang penguasaannya dalam kondisi sangat timpang khususnya
antara pihak korporasi (privat), Perhutani, tuan tanah dan masyarakat
tani kecil. Lebih jelasnya terkait dengan pengertian redistribusi tanah,
pendapat Supriadi dapat dijadikan rujukan untuk memahapi apa itu
redistribusi tanah. Program redistribusi tanah menurut Supriadi yaitu
pengambilalihan tanah-tanah pertanian yang melebihi batas maksimum
yang ditentukan oleh pemerintah, kemudian dibagikan kembali kepada
para petani yang tidak memiliki tanah. Program redistribusi tanah tidak

10 Dianto Bachriadi dan Gunawan Wiradi. 2011. Enam Dekade Ketimpangan: Masalah
Penguasaan Tanah di Indonesia. Hal. 16.

11 Suhariningsih. Kebijakan Pertanaban di Era Otonomi Daerah di Bidang Hak Guna Usaha
Perkebunan. Dalam Jurnal Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor, 2, Juni 2011, hal. 264.
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hanya sebatas mengambil alih tanah yang kemudian dikembalikan
kembali kepada petani yang membutuhkan, namun juga bersamaan
dengan pemberian akses reform yaitu berupa kemudahan bagi
petani dalam mengakses modal, teknologi dan juga pemasaran hasil
pertaniannya.'?

Selain itu, redistribusi tanah juga dimaknai sebagai pembagian
tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi
objek landreform yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah
memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224
Tahun 1961 yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi
rakyat dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata
atas sumber penghidupan rakyat tani berupa Tanah. Dengan pembagian
tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata. Terselip
sebuah tujuan mulia untuk bisa mengentaskan kemiskinan melalui
pemberian aset (tanah) sekaligus akses terhadapnya.

Senada dengan pendapat Supriadi di atas, bahwa redistribusi tanah
pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keadaan di mana terdapat sebagian
besar tanah pertanian dipunyai oleh beberapa orang saja. Di lain pihak
adanya bagian-bagian tanah yang sangat kecil yang dipunyai oleh sebagian
besar rakyat. Ini terjadi terutama pada negara-negara berkembang yang
tekanan penduduk pada umumnya tinggi dan kapasitas industri untuk
menampung kelebihan penduduk pedesaan terbatas.

Praktek redistribusi tanah di Indonesia sendiri secara besar-besaran
sudah pernah terjadi pada zaman pemerintahan Soekarno yang dimulai
sekitar tahun 1962-1965 setelah UUPA diundangkan/ disahkan pada 24
September 1960. Dimana tujuan dari redistribusi tanah yang menjadi
bagian dari agenda landreform menurut Utrecht (1969) sebagaimana
dikutip oleh Rachman, adalah untuk menghapus kelas tuan tanah
yang tanahnya digarap oleh buruh tani, dan mengurangi jumlah petani
yang selama ini tidak memiliki tanah. Upaya ini dilakukan dengan cara
memberikan tanah milik atas dasar prinsip tanah untuk mereka yang
menggarap di atasnya.”

12 Supriadi. 2007. Hukum Agraria. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 36.

13 Noer Fauzi Rachman. 2012. Land Reform Dari Masa Ke Masa Perjalanan Kebijakan
Pertanahan 1945-2009. Yogyakarta: STPN. hal. 48.

158 o Reformasi Birokrasi, Penyelesaian Konflik, dan Reditribusi Tanah



Dalam UUPA tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Rachman,'
menetapkan seperangkat kewenangan pemerintah pusat yang disebut
sebagai “Hak Menguasai dari Negara.” Hak mengusai ini dapat
mengandung mutli tafsir, dalam artian memungkinkan setiap rezim untuk
dapat (1) mengatur, mengelola dan mengalokasikan tanah dan sumberdaya
alam; (2) menentukan hubungan kepemilikan; (3) menentukan mana
tindakan yang /egal dan illegal dalam tindakan hukum mengenai tanah
dan kekayaan alam. Dengan demikian, berjalan tidaknya agenda /and
reform tergantung dengan ada tidaknya niat rezim penguasa untuk
menyejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang tidak
bertanah.

Oleh karena itu, UUPA 1960 ini di masa kekuasaan rezim otoriter
Orde Baru tidak lagi bekerja semestinya, yakni melancarkan agenda
reforma agraria sebagaimana yang digagas oleh Presiden Soekarno. Agenda
land reform terhenti karena ulah para elit Orde Baru dan dominasi militer
atas tanah, ditambah adanya kekerasan massal yang terjadi pada 1965
telah mengakibatkan tidak hanya terhentinya agenda land reform tapi
juga banyaknya para petani yang sebelumnya mendapatkan tanah hasil
kebijakan redistribusi tanah zaman Soekarno kehilangan atas hak dan
kepemilikannya. Ini akibat pemilik tanah lama mengambil kembali tanah-
tanah mereka yang telah diredistribusikan oleh negara kepada warga petani
tak bertanah sebelumnya dan ulah para militer dan pihak Perhutani yang
melakukan tindakan okupasi atas tanah-tanah warga.

Setelah jatuhnya rezim otoriter Soeharto pada Mei 1998 sebagaiman
disebutkan di atas bahwa agenda reforma agraria atau dalam konteks tulisan
ini yakni program redistribusi tanah ke warga kembali lagi digaungkan
oleh pemerintah. Jawa Barat adalah salah satu wilayah di Indonesia yang
menjadi agenda landreform, sedangkan Tasikmalaya adalah salah satu
kabupaten di Jawa Barat yang tingkat tuntutan masyarakatnya untuk
dilakukan redistribusi tanah cukup tinggi selain kabupaten Garut dan
Ciamis. Tuntutan ini tidak terlepas dari momentum reformasi (sebelum
dan sesudah 1998) yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan
tanah-tanah negara yang terlantar baik bekas HGU maupun bekas
kawasan hutan melalui negosiasi-negosiasi yang lebih mudah dan terbuka.

14 Ibid, hal. 121

Untuk Sebesar-besarnya Kesejahteraan Rakyat e 159



Program redistribusi tanah ke warga di Tasikmalaya pasca reformasi
dilakukan sebagai implementasi dan perwujudan agenda reforma agraria
(landreform) nasional yang dilakukan dengan bersandar pada langkah
korekif yang diamanatkan dalam TAP MPR No IX/ 2001 tentang
Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Secara garis
besar ketetapan ini bertujuan untuk mewujudkan konsepsi, kebijakan, dan
sistem pertanahan yang utuh dan terpadu, sehingga pengelolaan pertanahan
benar-benar dapat menjadi sumber sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Indonesia. Pembaruan agraria merupakan pembaruan yang dilakukan
di bidang aset (tanah) dan akses di bidang modal, teknologi, serta
pemasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembaruan
ini mencakup penguatan status tanah (pemberian sertipikat tanah) dan
menjalin kerja sama dengan perusahaan/swasta, perbankan, investor,
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan instansi-instansi terkait.”
Program ini pun awalnya direncanakan akan dilakukan sampai dengan
tahun 2015 dan dimulai secara bertahap untuk meredistribusi 8,15 juta
hektar tanah untuk dibagikan di 17 propinsi dengan 104 kabupatennya
dengan model, asset reform (pemberian hak milik atas tanah kepada petani
penggarap) dan dilanjutkan dengan access reform (memberikan kesempatan
pengembangan produksi).’ Tapi sayang, pada prakteknya, program ini
tidak pernah berjalan sesuai rencana hingga kini.

Di Tasikmalaya tuntutan dan pengajuan akan redistribusi tanah dari
masyarakat hingga tahun 2012 cukup besar. Dari data yang dihimpun
pihak kantor BPN wilayah Kabupaten Tasikmalaya dalam kurun waktu 3
tahun terakhir mulai 2010 hingga 2012 saja, jumlah warga yang menerima
redistribusi tanah mencapai 7.879 KK (Kepala Keluarga) dengan luas
tanah mencapai 18. 161. 387 m?, lebih jelasnya sebagaimana tertera pada

tabel berikut.

15 Linda Purnamasari dan Simon Sumanjaya Hutagalung, Log.Cit, hal. 555

16 Martua T. Sirait, dkk. 2008. Leasson Learned RATA Garut dan Bengkunat: Suatu Upaya
Membedah Kebijakan Pelepasan Kawasan Hutan dan Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan.
Working Paper, World Agroforestry Center Nr 84.
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Tabel 4. Jumlah Penerima Redistribusi Tanah
di Tasikmalaya 2010-2012

Tahun Jumlah KK Luas Tanah
2010 2.146 5.407.173 M2
2011 2.218 7.210.715 M?
2012 2.515 5.543.499 M?

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya, 2013

Besarnya jumlah warga penerima redistribusi tanah seperti tertera
pada tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Tasikmalaya termasuk
menjadi salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Barat yang warganya
menggantungkan hidupnya (/ivelihood) pada tanah. Selain itu juga
menunjukkan sedikitnya warga bertanah sebelum reformasi khusunya,
bahkan hingga sekarang, menurut keterangan salah satu informan BPN
Kabupaten tasikmalaya bahwa warga yang mengajukan permohonan
redistribusi tanah juga masih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tanah
adalah bagian terpenting bagi sebagian besar warga petani di Tasikmalaya.
Karena dengan memiliki tanah, warga tidak hanya dapat menuhi
kebutuhan makan sehari-hari mereka tapi juga dapat membiayai anak-
anak mereka untuk dapat mengenyam pendidikan.

1. Program Redistribusi Tanah di Desa Cidugaleun

Salah satu desa di Tasikmalaya yang menjadi sasaran terkena agenda
redistribusi tanah adalah Desa Cidugaleun. Kondisi sosial ekonomi
mayoritas masyarakat Desa Cidugaleun yang merupakan petani seperti
yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, telah membuat negara
melalui BPN melakukan redistribusi tanah sebelum lahirnya TAP MPR
No IX/ 2001 di atas. Redistribusi tanah di Desa Cidugaleun ini terjadi
pada Maret 2000, dan dusun Ciaeul adalah termasuk yang baling banyak
masyarakatnya menerima tanah redistribusi tersebut. Proses redistribusinya
sendiri juga terjadi secara bottom up (dari bawah ke atas) tidak zop down
(dari atas ke bawah). Disebut bottom up karena proses inisiasinya sendiri
langsung berasal dari masyarakat tidak dari pemerintah melalui Kantah
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BPN Tasikmalaya. Meski demikian, program ini tetap layak dilihat sebagai
kebijakan pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat
sebagaimana yang diamanatkan dalam UUPA. Gambaran umum proses
redistribusi dan pensertipikatan tanah yang terjadi di Desa Cidugaleun
dapat disimak pada pemaparan berikut.

Redistribusi tanah dan pensertipikatan tanah di Desa Cidugaleun
tahun 2000 ini terjadi setelah ada usaha sebagian masyarakat melalui
Pemerintah Desa Cidugaleun yang mengajukan permohonan ke kantor
pertanahan (BPN) Tasikmalaya. Pengajuan ini dilakukan melalui surat
Kepala Desa Cidugaleun Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya
tertanggal 20 Maret 2000 Nomor 16/2009/111/2000 yang menerangkan
prihal Usulan Redistribusi Atas Tanah Objek Pengaturan Penguasaan
Tanah/ Landreform. Dengan adanya usulan dan permohodan redistribusi
tanah melalui Surat Kepala Desa tersebut, kemudian pihak Kantah BPN
Tasikmalaya meninjau ke lapangan untuk membuktikan keberadaan tanah
yang diusulkan dan juga melakukan pengukuran terkait batas-batas tanah
tersebut. Setelah itu, barulah proses redistribusi dan pensertipikatan tanah
dilakukan oleh pihak BPN Tasikmalaya dengan dikeluarkannya Surat
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya Nomor
420.3- SK. 14 —KP -2000 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka
Redistribusi Tanah Obyek Pengaturan Tanah/ Landreform.

Berdasarkan keterangan yang tertera pada SK redistribusi tanah di
atas bahwa jumlah penerima redistribusi adalah sebanyak 300 orang atas
nama UUN dkk, dengan luas tanah 73, 6621 Ha (736.621 M?) yang
berupa tanah sawah dan tanah kering. Dalam SK redistribusi tanah ini
juga diberikan tembusan langsung ke Bupati Tasikmalaya pada saat itu.
Artinya proses redistribusi tanah ini diketahui oleh pihak Pemerintah
Kabupaten Tasikmalaya, dan seperti penjelasan dalam SK redistribusi
pada poin Menimbang huruf A bahwa pembagian tanah dengan Hak
Milik ini juga telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Proses redistribusi tanah
tersebut juga didasari dengan bukti-bukti dari masyarakat tentang adanya
SK redistribusi Kepala Inspeksi Agraria yang telah dilakukan sebelumnya,
bangunan-bangunan, dan dokumen-dokumen lainnya.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa proses redistribusi tanah
yang terjadi di Cidugaleun ini sudah dilakukan sesuai prosedur yang ada.
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Pertanyaannya, bagaimana tanah-tanah yang ada di Cidugaleun ini dapat
disertipikatkan? Jawaban atas pertanyaan ini cukup beragam. Tapi jika
mengacu pada keterangan yang ada pada SK redistribusi tanah pada tahun
2000 di atas, redistribusi ini dilakukan karena tanah-tanah tersebut adalah
tanah negara bebas yang pernah diredistribusikan kepada Ibrahim, dkk.
(700 orang) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inpeksi Agraria Jawa
Barat tanggal 21 Juni 1967 Nomor LR 26/D/VI1/60/1967 yang meliputi
di 5 (lima) desa yaitu Desa Sirnaraja, Kersamaju, Nangtang, Pusparaja dan
Cidugaleun. Ini artinya tanah-tanah yang diajukan untuk diredistribusikan
ke warga pada tahun 2000 ini adalah termasuk tanah yang berada dalam
sasaran agenda landreform yang sejak lama telah dilakukan redistribusi.
Berdasarkan keterangan SK redistribusi 2000 dan narasumber dari
pihak BPN bahwa proses redistribusi dan pemberian sertipikat tanah di
Desa Cidugaleun yang terjadi pada 2000 ini dilakukan kembali karena
penerima redistribusi tanah pada 1967 atas nama DJAI, dkk. (270
orang) tidak memenuhi kewajibannya untuk mengajukan permohonan
pembuatan sertipikat tanah ke kantor pertanahan Kabupaten Tasikmalaya
pada saat itu."” Menurut informasi para narasumber dari warga penerima
redistribusi, bahwa tidak dipenuhinya kewajiban masyarakat Cidugaleun
untuk mensertifikasi tanah-tanah yang didapatkan dari hasil redistribusi
pada saat itu karena ketidakpahaman mayoritas masyarakat dan Pemerintah
Desa Cidugaleun atas kekuatan hukum dari SK redistribusi 1967 yang
dapat digunakan untuk mengajukan permohonan pembuatan sertipikat
tanah di Kantor Pertanahan Tasikmalaya. Ketidakpahaman warga ini juga
disebabkan oleh kelalain pemerintah, dalam hal ini kantor pertanahan
Jawa Barat pada saat itu untuk memberikan sosialisasi ke warga terkait
fungsi, kegunaan dan SK redistribusi tanah yang telah diberikan ke warga.'®
Selain dari yang didapatkan dari redistribusi pada 1967 melalui SK
Kepala Inpeksi Agraria Jawa Barat, tanah-tanah yang diajukan untuk
diredistribusikan ke warga dan disertifikasi pada 2000 tersebut adalah
tanah-tanah bekas perkebunan dan bekas kawasan hutan kolonial Belanda
yang sejak lama, sekitar tahun 1965, telah diduduki dan digarap oleh

warga Desa Cidugaleun Kecamatan Cigalontang dan sebagian lainnya

17 Wawancara dengan Wahyuddin, Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN Kantah
Tasikmalaya, pada 15 Juli 2013.

18  Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan dengan warga Cidugaleun pada hari Rabu
Tanggal 17 Juli 2013 di lokasi penelitian Dusun Ciacul, Desa Cedugaleun.
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sudah menduduki dan menggarap sejak kolonial hengkang dari NKRI.
Selain itu, tanah-tanah tersebut juga warga Cidugaleun dapatkan dari
pihak pemerintah desa. Dimana pada akhir tahun 1990 para aparat
pemerintah desa banyak yang menjual-belikan tanah yang berada di sekitar
desa ke warga. Tanah di sini baik yang berada pada kawasan ladang dan
persawahan maupun tanah yang berada dalam kawasan hutan. Dalam
pengetahuan warga tanah-tanah tersebut sebagian adalah tanah kas desa
dan tanah-tanah bekas kawasan hutan, serta tanah-tanah ex HGU yang
tidak lagi digarap atau dikuasai oleh pihak lain.

Kemudian, momen-momen reformasi pasca jatuhnya rezim otoriter
Socharto menjadi waktu yang tepat bagi masyarakat Cidugaleun untuk
bersama-sama mengajukan redistribusi tanah kembali atas tanah-tanah
yang mereka miliki tersebut yang dibarengi dengan pengajuan pembuatan
sertipikat tanah pada tahun 2000. Dalam praktek pembagian redistribusi
tanah ke warga tidak setiap warga mendapatkan jatah/ luas tanah yang
sama, karena pembagian luas tanah hasil redistribusi didasarkan pada
penguasaan tanah yang telah diduduki sebelumnya dari hasil redistribusi
melalui SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tahun 1960, pendudukan
dan penggarapan tanah negara bebas sebelumnya dan warga yang tidak
menguasai dan menggarap tanah negara bebas sebelumnya karena
mereka berprofesi sebagai buruh tani. Bagi warga yang menduduki dan
menggarap tanah hasil pemberian pada tahun 1960 tersebut mendapatkan
jatah yang paling banyak dibanding lainnya, khususnya warga yang
sebelumnya tidak menggarap tanah negara bebas tapi berprofesi sebagai
buruh tani.” Sedangkan bagi warga yang menerima redistribusi tanah
tersebut diharuskan menjalankan berbagai ketentuan yang telah dibikin
oleh kantor BPN Tasikmalaya, diantara ketentuan tersebut adalah tanah-
tanah yang telah diredistribusikan tersebut harus didaftarkan ke Kantor
Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya untuk mendapatkan sertipikat tanah
dan yang bersangkutan (warga penerima redistribusi tanah) diwajibkan

19 Dalam konteks penjelasan di atas, data penting yang tidak peneliti dapatkan, dan seharusnya
dijelaskan di sini, adalah terkait dengan peta tanah yang menerangkan terkait dengan tanah-
tanah mana saja dan dalam batas-batas mana saja tanah warga yang disertipikatkan pada
2000 tersebut berasal dari tanah hasil redistribusi sebelumnya tahun 1967 melalui SK Kepala
Inspeksi Agraria Jawa Barat, pendudukan sejak zaman kolonial, pendudukan sejak masa
kemerdekaan dan tanah yang didapatkan melalui pembelian dari aparat Desa Cidugaleun
pada saat itu. Hal ini terjadi karena ketiadaan peta tanah yang menerangkan hal tersebut secara

eksplisit baik di Desa Cidugaleun sendiri maupun di Kantah BPN Kabupaten Tasikmalaya.
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untuk menjadi anggota Koperasi Unit Desa di daerah letak tanahnya.
Selain itu, tanah-tanah yang telah diredistribusikan ini tidak diperbolehkan
untuk dijual belikan kecuali mendapatkan izin dari kantor pertanahan
Kabupaten Tasikmalaya.

2. Setelah Tanah Diredistribusi

Redistribusi tanah ke warga untuk digarap selalu memiliki dampak
masing-masing terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang dikenai
sasaran tergantung pada konteks dan dalam kondisi apa redistribusi itu
dilakukan. Kehadiran program redistribusi tanah yang menjangkau hampir
sebagian besar wilayah di Tasikmalaya sejak tahun 1980-an tentu menjadi
sebuah angin segar di tengah segala keterbatasan yang ada. Program ini
memang secara rutin dan terencana menjamah masyarakat di Kabupaten
Tasikmalaya. Tujuannya jelas untuk memperkuat kondisi perekonomian
masyarakat melalui pemberian aset sekaligus aksesnya. Tidak jauh berbeda,
program redistribusi tanah di Desa Cidugaleun yang bergulir di tahun
2000 ini juga membawa harapan indah untuk memajukan kondisi
ekonomi melalui pengesahan penguasaan dan pemilikan tanahnya. Ada
hal yang menarik dan mengalami pergeseran akibat adanya program ini,
meskipun relatif tidak bertahan lama karena segera (setahun sesudah
penerbitan sertipikat tanah) sertipikat tersebut kembali ditarik oleh
Departemen Kehutanan.”

Tabel 5. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Program
Redistribusi Tanah

No | Kondisi Penghidupan Keterangan

1 Mata Pencaharian Bertani, berkebun, buruh, beternak
kambing, wiraswasta (berdagang)

2 Kesehatan Dukun, puskesmas, dan rumah sakit
(dokter) yang terletak di Kab. Tasikmalaya

(+ 3 jam perjalanan).

3 Sarana transportasi Sepeda motor dan mobil.

20 Hal ini akan diuraikan pada pembahasan berikutnya dalam tulisan ini.
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4 Pola interaksi masyarakat | Paguyuban (gemeinschaft), sangat segan
terhadap para aparatur desa, kehutanan,
dan pemerintah.

5 Sumber perekonomian Mulai mengenal perbankkan sebagai

tempat menjaminkan sertipikat.

Sumber: Data primer 2013

Dari tabel di atas memberikan gambaran perbandingan kepada kita
bagaimana masyarakat desa setempat memaknai aset yang diperolehnya
dari program redistribusi tanah. Memang secara gamblang tidak terjadi
perubahan signifikan dibanding kondisi sosial ekonomi sebelumnya,
namun bagi masyarakat desa dengan tingkat pendidikan yang masih
rendah kepemilikan aset berupa tanah ini sangat penting termasuk
bagaimana tanah mampu memberikan jaminan kesejahteraan melalui
penjaminan ke bank. Beberapa narasumber yang ditemui di lokasi
penelitian juga membenarkan bahwa sebagian besar sertipikat tanah yang
dimiliki saat itu lantas masuk dalam proses kapitalisme yang ditawarkan
oleh perbankkan. Kemudian kita bisa memaklumi karena kondisi geografis
yang relatif sulit, membuat upaya mengolahan tanah untuk mencukupi
kebutuhan keluarga menjadi lebih sulit. Apalagi kondisi transportasi yang
belum mendukung, kontur tanah yang memang bergunung-gunung
dengan kemiringan curam, iklim dingin yang hanya memungkinkan
bertanam sayuran, serta sikap masyarakat yang cenderung nerima dan apa
adanya membuat upaya pengembangan aset yang dimiliki lebih terbatas.
Oleh karenanya jalan pintas yang ditawarkan oleh perbankkan untuk
mendapatkan sejumlah uang dengan mudah sangat disambut baik oleh
masyarakat.

Namun hal tersebut tidak sampai terjadi karena setahun kemudian
mulai terjadi permasalahan terkait keberadaan sertipikat tanah yang
diklaim Perhutani sebagai kawasan hutan. Proses ini menempatkan
masyarakat sebagai pihak yang dirugikan karena tanah tersebut adalah
milik mereka dan telah sejak lama digarap dan dikerjakan. Secara sepihak
Perhutani bersikukuh bahwa tanah tersebut masuk dalam areal hutan
dan harus diserahkan kembali meskipun telah ada sertipikat. Bagaimana
hal ini bisa terjadi, dapat dilihat pada pembahasan pada bagian berikut.
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D. Pembatalan Sertipikat Tanah Hasil Redistribusi di Ds
Cidugaleun

Meskipun masyarakat Cidugaleun telah menerima sertipikat tanah
hasil redistribusi pada tahun 2000, tantangan yang mereka hadapi tidaklah
berhenti sampai disitu. Sebagai wilayah yang berbatasan dengan kawasan
hutan, ancaman perampasan tanah dari berbagai pihak khususnya pihak
Perhutani sangat mungkin terjadi. Acaman ini pun datang selang satu
tahun setelah sertipikat tanah warga yang dibuat pada tahun 2000.
Dimana muncul gugatan dari pihak Perhutani untuk dibatalkannya
sebagian besar dari sertipikat tanah hasil redistribusi tersebut pada tahun
2001 dengan alasan bahwa sebagian tanah yang telah diredistribusikan
ke warga adalah masuk kawasan hutan berdasarkan peta kehutanan yang
dibuat oleh kolonial Belanda dan BATB (Berita Acara Tapal Batas) No.
21 Tahun 1939.

Adapun kronologi pembatalan sertipikat tanah-tanah warga
Cidugaleun hasil redistribusi ini bergulir sejak adanya gugatan pihak
Perhutani ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya dan DPRD
Komisi A tanggal 21 Oktober 2001 terkait dengan tanah-tanah yang
Perhutani klaim masuk kawasan hutan telah disertipikatkan oleh BPN
pada tahun sebelumnya 2000.?' Menurut keterangan yang disampaikan
oleh Perhutani KPH Tasikmalaya bahwa warga telah melakukan
perambahan/ penggarapan tanah kawasan hutan petak 3d, 4c dan 4d
dengan luas wilayah 35.3964 Ha 199 buah sertipikat. Praktek perambahan
tanah kawasan hutan ini telah dilakukan oleh masyarakat sejak tahun
1965. Kemudian pada tahun 2000 tanah tersebut telah disertipikatkan atas
permohonan masyarakat melalui kepala Desa Cidugaleun, yang menurut
pihak Perhutani prosesnya tidak dilakukan kordinasi dengan PT. Perhutani
dan Pemda Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam salah satu argumen yang diajukan oleh pihak Perhutani
adalah bahwa proses redistribusi tanah ke warga yang terjadi pada tahun
2000 tersebut tidak dilakukan koordinasi dengan Pemda Kabupaten
Tasikmalaya dan pihak Perhutani terlebih dahulu. Tetapi pernyataan
ini jika dikonfrontasi dengan keterangan yang ada pada SK redistribusi
yang dikeluarkan oleh pihak BPN Tasikmalaya pada tahun 2000 bahwa

21 Perhutani KHP Kabupaten Tasikmalaya. 2001. Dokumen “Kronologis Kawasan Hutan Yang
Di Sertipikatkan”.
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pernyataan itu tidak benar, karena dalam SK redistribusi tersebut
dijelaskan bahwa redistribusi pada waktu ini diketahui oleh pihak Pemda
Kabupaten Tasikmalaya yang memberikan tembusan langsung ke pada
Bupati Tasikmalaya. Tapi meskipun demikian, berdasarkan klaim pihak
Perhutani bahwa tanah-tanah yang disertipikasi oleh BPN tersebut masuk
ke dalam kawasan hutan maka pihak BPN Kabupaten Tasikmalaya pun
mengambil kebijakan untuk mencabut kembali sertipikat-sertipikat yang
ada ditangan warga tersebut, dan mencabut kepemilikannya atas warga.
Sedangkan jumlah sertipikat yang ditarik atau dicabut kepemilikannya
pada saat itu mencapai 118 buah. Pencabutan dilakukan berdasarkan
Keputusan Kepala Seksi PMP Korwil Jawa Barat yang menempatkan
keputusan pemberian sertipikat tanah pada tahun 2000 oleh BPN
Tasikmalaya adalah cacat hukum.

Proses pencabutan tersebut dilakukan setelah Perhutani KPH
Tasikmalaya mengadakan konsultasi dan rapat dengan pihak Kantor
Pertanahan Tasikmalaya yang difasilitasi oleh ketua Komisi A DPRD
Tasikmalaya. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa konflik
pertanahan yang mengakibatkan penarikan sertipikat tanah sebanyak 118
buah akan diselesaikan secara musyawarah. Menurut keterangan pihak
Perhutani, dari hasil konsultasi tersebut BPN Tasikmalaya menerima
dengan Jegowo keputusan tersebut. Bagi pihak BPN Tasikmalaya pun
diberikan tugas untuk melakukan pembatalan sertipikat tanah dan
pembuatan BAPH (Berita Acara Pelapasan Hak). Oleh karena itu, pihak
Perhutani dan BPN sepakat untuk memberikan arahan dan penyadaran
kepada masyarakat untuk menyerahkan sertipikat yang pernah diberikan
mereka sebelumnya kepada pihak Perhutani atau BPN Tasikmalaya.
Sampai sini, pertanyaannya, bagaimana respon masyarakat menghadapi
keputusan pembatalan sertipikat yang sangat merugikan masyarakat
tersebut?

Dalam menyikapi dan menghadapi adanya pembatalan sertipikat
tanah oleh pihak BPN yang disebabkan klaim Perhutani tersebut, respon
masyarakat cukup /egowo (menerima dengan damai) dalam versi Perhutani
dan BPN Tasikmalaya. Tapi disisi lain, masyarakat menyatakan telah
melakukan penolakan dan perlawanan. Artinya, terdapat dua pandangan
yang berbeda terkait respon masyarakat terhadap kebijakan pembatalan
sertipikat tanah hasil redistribusi yang terjadi pada tahun 2001 ini.
Bagaimana perbedaan tersebut, dapat disimak pada penjelasan berikut.
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Menurut keterangan informan baik dari pihak Perhutani KPH
Tasikmalaya maupun BPN wilayah Kabupaten Tasikmalaya bahwa
masyarakat secara sukarela telah menyerahkan sertipikat tanah. Penyerahan
itu dilakukan setelah warga mendapatkan penjelasan dari Perhutani
dan BPN Tasikmalaya yang dibantu oleh Kepala Desa Cidugaleun
yang menerangkan bahwa tanah-tanah tersebut adalah tanah kawasan
kehutanan dan bukan bagian dari tanah negara yang masuk ke dalam
agenda land reform. Pada proses penyerahan sertipikat tanah oleh warga
masyarakat Cidugaleun ini juga diikuti pembuatan surat pernyataan di
atas materai 6.000 dan disertai penandatanganan ganti rugi pembuatan
sertipikat oleh warga yang dibayar pihak Perhutani, yang besarnya mulai
dari Rp 200.000,- sampai Rp 400.000,-.

Dari penjelasan yang diberikan oleh pihak Perhutani dan BPN di atas
terkait dengan respon warga atas pembatalan sertipikat tanah redistribusi,
berbeda dengan fakta yang terjadi di lapangan. Jika versi Perhutani dan
BPN Tasikmalaya memberikan gambaran proses pembatalan berlangsung
secara damai dan tidak terjadi konflik, maka gambaran proses pembatalan
versi warga masyarakat Cidugaleun tidak demikian. Artinya, telah terjadi
perlawanan dan sikap tidak /egowo dari pihak masyarakat yang sertipikatnya
dibatalkan oleh pihak BPN karena desakan dari pihak Perhutani.

Sikap perlawanan ini ditunjukkan dari sebagian warga yang tidak mau
menyerahkan sertipikat tanah yang dimilikinya, bahkan terjadi hingga saat
ini. Meskipun pihak Perhutani memberikan ganti rugi atas pembuatan
sertipikat tanah, yang menurut BPN geratis, tidak semua warga mau
menyerahkan sertipikat tersebut ke BPN dan Perhutani. Dari keterangan
yang diberikan oleh warga Cidugaleun memang benar pada prakteknya
di lapangan tidak ada perlawanan secara fisik yang berbentuk kekerasan
dari warga baik dalam bentuk personal maupun kelompok (massal) dalam
proses pembatalan sertipikat. Namun aksi penolakan sebagian kecil warga
untuk memberikan sertipikat tanahnya tersebut juga bisa disebut sebagai
tindakan perlawanan. Sampai di sini tampak bahwa terdapat pertentangan
dan perbedaan terkait melihat respon warga antara versi Perhutani dan
BPN dengan versi warga masyarakat Cidugaleun.

Menurut keterangan para warga yang menjadi informan kami di
lapangan bahwa ketidak hadirnya perlawanan fisik dari warga masyarakat
dalam proses pembatalan sertipikat tanah hasil redistribusi disebabkan
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adanya tindakan intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang Perhutani
kepada warga agar tidak melakukan perlawanan. Intimidasi ini berbentuk
tindakan acaman yang akan memperkarakan warga ke pengadilan dan
perlakuan kekerasan fisik yang sifatnya pribadi dan tersembunyi dari
orang-orang Perhutani.

Tindakan intimidasi lain yang paling membuat takut warga untuk
melakukan perlawanan secara kelompok/ masa adalah tuduhan sebagai
ex atau antek PKI. Ketakutan warga dengan tuduhan ini dapat dibilang
masuk akal mengingat masih periode awal era reformasi. Meskipun
rezim militer Orde Baru telah tumbang oleh gerakan masa pada Mei
1998, mendapat stigmatisasi ex atau antek PKI masih menjadi hal yang
ditakuti oleh masyarakt petani di Tasikmalaya. Kenangan masa Gestapu
1965 yang mengerikan masih melekat kuat di benak warga petani. Tidak
heran kemudian stigmatisasi ex PKI masih ampuh dijadikan alat untuk
menakut-nakuti warga pedesaan yang mayoritas berprofesi sebagai petani.
Tuduhan PKI terhadap warga yang dilakukan oleh orang-orang Perhutani
untuk melakukan okupasi atas tanah warga seperti yang terjadi di Desa
Cidugaleun ini juga ramai terjadi di beberapa wilayah Indonesia termasuk
Tasikmalaya pada masa Orde baru sekitar tahun 1980-an.?

Lebih lanjut, menurut warga Desa Cidugaleun dalam proses
pengambilan sertipikat pun juga tidak dilakukan sosialisasi dengan baik
oleh pihak Perhutani dan BPN sebagaimana dikatakan pihak Perhutani.
Proses pengambilan sertipikat banyak dilakukan dengan cara-cara kasar,
dimana orang-orang Perhutani/ polisi-polisi kehutanan mendatangi warga
secara door to door untuk meminta sertipikat secara langsung maupun
menyerahkannya ke desa untuk diberikan ke kantor BPN Tasikmalaya
yang disertai acaman. Dengan melihat kondisi ini pun pihak desa
juga tidak memberikan pertolongan kepada warga yang mendapatkan
intimidasi/ ancaman dari pihak Perhutani, bahkan seolah-olah aparat desa
dan pihak BPN Kabupaten Tasikmalaya juga cuci tangan dari tanggung
jawab dan tidak memberikan pengayoman maupun informasi yang baik
kepada masyarakat sehingga masyarakat semakin terpojok dengan klaim
Perhutani ini. Selain itu, pihak pemerintah desa dan BPN Kabupaten
Tasikmalaya juga terkesan ikut serta membentuk ruang yang seolah-olah

22 Gunawan Wiradi, Seluk Beluk Masalah Agraria Reforma Agraria dan Penelitian Agraria,
Yogyakarta: STPN Press,2009.
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agar tetap tampak damai seperti yang didesain oleh pihak Perhutani, serta
terkesan turut mendorong lepasnya sertipikat tanah ini kepada Perhutani.
Pemerintah daerah pun juga bersikap diam dengan adanya kasus sengketa
tanah dan penarikan sertipikat tanah yang berakibat pada kriminalisasi
warga Desa Cidugaleun ini. Sikap diam Pemerintah Daerah ini sudah
menjadi hal yang biasa dalam urusan konflik-konflik agraria yang ada
di Tasikmalaya. Bahkan menurut keterangan seorang narasumber yang
ditemui di lapangan, bahwa hampir dalam setiap kasus konflik agraria
yang terjadi antara Perhutani, BPN dan masyarakat di Tasikmalaya,
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini Bupati, seolah-
olah menutup mata (tidak mau tahu).»Sehingga praktis warga hanya
berjuang sendiri menghadapi intimidasi dari Perhutani. Berikut ini proses
penarikan sertipikat versi masyarakat Desa Cidugaleun:

Gambar 2. Prosedur Penarikan Sertipikat
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Dari pemaparan di atas, intinya, proses “pengembalian” tanah ini
memiliki efek yang begitu luar biasa. Berbagai cara pendekatan dilakukan
kepada masyarakat mulai dari cara-cara persuasif sampai dengan intimidasi
dan kekerasan yang melibatkan berbagai pihak termasuk aparat desa.
Karakteristik masyarakat desa yang santun, ramah, “nerimo”, dan apa
adanya ini dimanfaatkan oleh pihak Perhutani untuk dijadikan senjata
ampuh guna mendekati warga agar mau menyerahkan sertipikat tanahnya.
Meskipun dikemas dengan bahasa yang halus dan santun, namun

23 Wawancara dengan Anggun Bahtiar, Kepala Urusan Humas dan Agraria Perhutani KPH
Tasikmalaya, tanggal 16 Juli 2013.
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masyarakat merasakan adanya perasaan ketakutan dan kegelisahan atas
desakan dan keinginan pihak Perhutani ini. Ini lah yang kemudian, seperti
dijelaskan di atas, membuat sebagian besar masyarakat yang menyerahkan
sertipikatnya ke Perhutani, Tapi bagi yang tidak menerima mereka tetap
mempertahankan sertipikat yang telah mereka dapatkan dan miliki.

Namun yang menarik adalah jika kita tilik kondisi perekonomian
maupun tingkat penghidupan masing-masing warga tersebut baik
pemegang sertipikat maupun yang tidak, relatif tidak jauh berbeda.
Masyarakat menggantungkan hidup dari pertanian dan perkebunan
campuran termasuk melalui kegiatan tumpang sari di atas lahan kehutanan.
Tanah yang diterima masyarakat dari permohonan redistribusi tanah
tersebut termasuk tanah-tanah milik warga yang lainnya dimanfaatkan
oleh masyarakat untuk kebun campuran dengan komoditas palawija dan
tanaman keras seperti akasia yang notabene adalah jenis tanaman yang
sama dengan milik Perhutani pada areal hutan. Faktor ini pulalah yang
menyebabkan sulitnya menemukan batas areal kehutanan yang sebenarnya
sehingga tidak jarang masyarakat dikriminalisasi ketika memanen hasil
kebunnya sendiri, ditcuduh melakukan pencurian kayu hutan. Masyarakat
kemudian mengambil sikap aman dengan berusaha menyelaraskan
dengan alam termasuk menerima setiap kondisi maupun jadi korban
kesemrawutan sistem hukum dan tumpang tindih pengaturan sumber
daya di Indonesia. Sama sekali tidak ada gejolak yang mencuat dalam
proses ini. Gejolak yang ada mampu diminimalisir oleh aparat desa dan
pihak Perhutani sehingga permasalahan ini relatif tidak terdeteksi dan
dianggap tidak terjadi masalah karena tidak pernah ada gejolak bahkan
meletus menjadi konflik.

Masyarakat Desa Cidugaleun seolah terlupakan dan ditinggalkan
oleh hiruk pikuk pembangunan yang makin maju di daerah lain.
Masyarakat ini tetap tekun menjalani kehidupannya dengan bersahaja
dan kesederhanaannya. Praktik yang terjadi selama ini, sangat minim
sekali program pemberdayaan khususnya dari BPN yang masuk ke daerah
tersebut. Mereka mengenal BPN hanya sebagai instansi untuk mengurus
administrasi terkait pensertipikatan tanah. Sedangkan di sisi lain,
Perhutani dengan kawasan hutannya merupakan ladang penggembalaan
dan tempat mereka mencari nafkah sehari-harinya. Secara psikologis
ada kedekatan emosional yang lebih dalam antara masyarakat setempat
dengan Perhutani. Sebut saja program seperti tumpang sari maupun Hutan
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Kemasyarakatan begitu familiar di telinga mereka. Mereka sudah cukup
bersyukur, di kala mereka tidak memiliki ladang atau areal untuk bertani
dan mencari nafkah, Perhutani masih berbaik hati dengan mengijinkan
mereka turut mengambil manfaat dari hasil hutan dengan beberapa
persyaratan. Kesemuanya menjadi bahan koreksi dan introspeksi diri bagi
BPN untuk lebih berperan dalam memberdayakan masyarakat dalam
rangka mewujudkan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dengan demikian dari pembatalan redistribusi tanah yang
dilakukan dengan menarik sertipikat tanah warga di desa Cidugaleun ini,
menggambarkan betapa pihak BPN tidak dapat berbuat banyak dalam
memperjuangkan nasib masyarakat miskin ketika harus berhadapan
dengan pihak Perhutani. Yang aneh malah pihak BPN Tasikmalaya
tidak melakukan perlawanan sedikit pun atas klaim Perhutani yang
berlandaskan peta zaman Belanada dan BATB (Berita Acara Tapal Batas)
No. 21 Tahun 1939. Hal ini menurut pendapat kami cukup dilematis.
Pada hal, jika dilihat secara landasan hukum UUPA yang dimiliki dan
digunakan oleh BPN untuk melakukan pengelolaan dan pengaturan atas
tanah dan sumberdaya alam seharusnya lebih kuat dibanding sekedar
peta dan peraturan-peraturan yang dimiliki pihak Perhutani yang dibuat
lebih muda dibandingkan UUPA yang ada sejak tahun 1960. Selain
itu, jika mengacu pada keterangan yang ada pada SK redistribusi yang
dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya tahun
2000 pada poin Menimbang huruf B bahwa tanah yang diredistribusikan
dan disertipikatkan tersebut adalah tanah yang dulunya sudah dilakukan
redistribusi pada tahun 1967. Dengan dasar ini BPN memiliki posisi
yang kuat. Kenapa? Karena tanah-tanah tersebut memang masuk dalam
objek landreform yang telah diagendakan dan dicanangkan sejak masa
pemerintahan Soekarno. Akan tetapi, dalam konteks kasus Cidugaleun ini
BPN Kabupaten Tasikmalaya malah terkesan bekerja sama/ atau sebaliknya
berada dibawah kendali pihak Perhutani KPH Tasikmalaya dalam rangka
membentuk masyarakat agar tidak melakukan perlawanan atas adanya
kebijakan pembatalan sertipikat tanah yang terjadi pada 2001 tersebut.
Dari amatan penulis di lapangan dan keterangan yang diberikan oleh
para informan, terdapat beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi
terjadinya konflik agraria khususnya pada proses redistribusi tanah di
Desa Cidugaleun Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya.
Faktor-faktor ini juga memungkinkan sebagai penyebab konflik agraria
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yang laten terjadi di beberapa daerah Indonesia lainnya. Pertama, adalah
terkait dengan adanya ego sektoral dari masing-masing pihak khususunya
pihak Perhutani dan BPN. Ego sektoral ini juga banyak yang dilandasi dari
perspektif legal formal (regulasi) yang digunakan masing-masing pihak
yang enggan untuk dilakukan saling berekonsiliasi.

Kedua, adanya klaim kepemilikan maupun perizinan atas tanah dari
masing-masing pihak pada areal atau wilayah yang sama. Keziga, motivasi
elite. Motivasi elite yang dimaksud di sini adalah aktor-aktor yang ada
di Perhutani maupun BPN menggunakan konflik untuk dijadikan
sebagai arena menggali keuntungan. Dalam konteks konflik redistribusi
tanah di Cedugaleun ini, elite Perhutani menjadi pihak yang memiliki
motivasi tinggi atas adanya konflik ini. Dengan adanya konflik ini dapat
mengukuhkan kekuasaan atas hutan di Tasikmalaya, mereka juga dapat
mengambil kembali atas tanah/ hutan yang mereka klaim sebagai kawasan
hutan yang selama ini diduduki dan digarap oleh warga.

Keempat, yang paling sering terjadinya adalah klaim lahan oleh pihak
Perhutani karena adanya komoditas yang sama antara yang ditanam
Perhutani dan warga, khususnya untuk wilayah yang berada di perbatasan
kawasan hutan dan tanah garapan warga. Ini paling banyak terjadi di
Kabupaten Tasikmalaya. Untuk lebih jelasnya faktor-faktor penyebab
konflik dalam redistribusi tanah di Desa Cidugaleun dapat lebih dipahami

melalui gambar di bawah ini.

Gambar 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemungkinan konflik
pada redistribusi tanah di Cidugaleun
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E. Melihat Aktor dan Ruang Dalam Konflik Cidugaleun

Proses pengambilan kebijakan tidak terlepas dari kepentingan
ekonomi-politik dari berbagai pihak yang berkepentingan, mulai dari
pihak policy maker (pemerintah), swasta (korporasi) dan masyarakat. Dalam
konteks kebijakan penarikan sertipikat tanah warga hasil redistribusi pada
tahun 2001 di Desa Cidugaleun dan konflik pertanahan yang ada di
dalamnya juga tidak lepas dari berbagai kepentingan aktor yang bermain,
baik dalam rangka mengambil keuntungan dengan adanya konflik maupun
sebaliknya menjadi korban akibat konflik. Selain aktor, pengetahuan juga
menjadi alat penting yang biasa digunakan untuk membentuk ruang
konflik. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Rosemary McGee bahwa
proses kebijakan, apa pun bentuknya, selalu berjalan dalam kondisi yang
cukup dinamis. Dimana aktor dan pengetahuan selalu memiliki peran
dalam membentuk, membingkai dan mengimplementasikan kebijakan.
Dengan kata lain, proses kebijakan tidak berjalan secara linier seperti
yang digambarkan dalam buku-buku kebijakan publik, atau seperti yang
diajarkan pada kuliah-kuliah di kampus selama ini.**

Dalam banyak kasus, aktor dan pengetahuan banyak memiliki
pengaruh dalam upaya menciptakan ruang diantara konflik yang muncul
sehingga memperhalus situasi yang bisa jadi memanas dan pecah menjadi
konflik terbuka. Sebagaimana dikemukakan oleh Henry Lefebvre dengan
teorinya the production of space dalam buku the survival of capitalism. Di
sana dinyatakan bahwa ruang sosial adalah produk sosial-ruang yang
diproduksi sebagai cara tertentu sebagai alat berpikir dan bertindak
yang artinya juga menjadi sarana kontrol dan dominasi/ kekuasaan.”
Jika menggunakan gagasan yang dibangun oleh Rosemary McGee dan
Henry Lefebvre di atas, dalam konteka kasus Cidugaleun, pertanyaannya
adalah bagaimana aktor-aktor yang terlibat dalam proses pembatalan dan
pengambilan sertipikat tanah warga hasil redistribusi pada tahun 2001
tersebut berperan menciptakan ruang konflik yang seharusnya bergejolak

24  Rosemary McGee. 2004. Unpacking Policy: Knoledge, Actors and Space in Poverty Reduction
in Uganda and Nigeria. Kampala. Fountain Publisher. hal. 8

25 Henry lefebvre adalah seorang filsuf dari Perancis yang memperkenalkan teori the production
of space. Dia mengemukakan tentang pentingnya produksi ruang yang menjadi alat berpikir
dan sekaligus bertindak. Dimana artinya akan ada upaya kontrol dan dominasi/ kekuasaan.
Beliau mengkritik perencanaan kota Soviet yang gagal memproduksi ruang sosialis namun
hanya mereproduksi model rancang kota modern yang artinya bahwa intervensi pada ruang
fisik namun tidak mampu menjangkau ruang sosial.
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besar dan berakibat fatal, bisa dikelola sedemikian rupa sehingga bukan
hanya tidak muncul dipermukaan sebagai suatu masalah namun juga
justru menunjukkan sisi-sisi kesantunan cermin budaya timur yang
halus, seolah-olah nerimo, dan tidak neko-neko. Berikut penjelasan lebih
dalamnya terkait jawaban atas pertanyaan.

Dalam kasus konflik redistribusi tanah di Desa Cidugaleun pada
tahun 2001 sebagaimana dijelaskan di atas, setidaknya terdapat tiga aktor
yang terlibat konflik, diantara mereka adalah aktor dari pihak Perhutani
KPH Tasikmalaya, BPN Kabupaten Tasikmalaya dan warga petani
penerima redistribusi. Dari ketiga aktor tersebut tidak semua diuntungkan
dengan adanya konflik pertanahan. Warga masyarakat Cidugaleun yang
semula menerima sertipikat hasil redistribusi adalah aktor/ pihak yang
sangat dirugikan dalam kasus ini.

Sebagai masyarakat biasa yang relatif berpendikan rendah, warga
Cidugaleun tidak memiliki kekuatan untuk melakukan gugatan dan
perlawanan kepada pihak Perhutani yang telah menarik sertipikat
tanah yang mereka miliki. Meskipun klaim kepemilikan tanah oleh
Perhutani hanya didasarkan pada peta hutan buatan Belanda dan BATB
ternyata dalam kasus ini tidak dapat membuat masyarakat dan pihak
BPN Tasikmalaya dapat berbuat banyak selain menyerahkan tanah dan
sertipikatnya kepada pihak Perhutani. Hanya sedikit warga yang berani
bertindak untuk tidak menyerahkan sertipikat tanah tersebut ke pihak
BPN dan Perhutani.

Gambar 4. Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik di Cidugaleun

Perhutani
KPH Tasikmalaya

Konflik
Redistribusi Tanah
di Cidugaleun

BPN

Tasikmalaya Masyarakat
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Sedangkan pihak Perhutani dalam hal ini lebih banyak berperan
sebagai aktor yang menguasai dan membentuk ruang konflik, termasuk
mengendalikan BPN dan warga agar tidak melakukan gugatan dan
perlawanan atas tanah yang mereka klaim. Tindakan BPN Kabupaten
Tasikmalaya yang manut dan memenuhi seluruh gugatan yang dilayangkan
oleh pihak Perhutani atas klaimnya terhadap tanah-tanah yang telah
diredistribusikan ke warga Cidugaleun pada tahun 2000 adalah masuk
kawasan hutan tanpa perlawanan sedikit pun dapat dilihat sebagai simbol
inferioritas posisi BPN ketika berhadapan dengan Perhutani. Selain itu,
tindakan BPN Tasikmalaya dalam membuat proses pembatalan sertipikat
tanah agar tetap dalam kondisi damai tanpa kekerasan fisik di permukaan,
yang dibarengi dengan respon masyarakat yang menerima akan nasib juga
bisa dilihat sebagai upaya untuk melancarkan agenda Perhutani dalam
mengambil sertipikat tanah dalam upaya pengalihan hak penguasaan dan
pengelolaan atas tanah-tanah yang diklaim sebagai kawasan hutan tersebut.

Dengan demikian kondisi damai dan sikap yang terkesan seolah-olah
menerima dari warga Cidugaleun yang mengalami pembatalan sertipikat
tanah pada 2001 adalah hasil bentukan dan manajemen ruang para aktor
yang ada di Perhutani yang bekerjasama dengan pihak DPRD Komisi
A dan BPN Tasikmalaya. Upaya penciptaan ruang untuk tetap dalam
kondisi seolah-olah damai ini pada dasarnya dilakukan agar tidak terjadi
perlawanan dari pihak warga.

Dalam upaya penciptaan ruang konflik agar tidak mengarah pada
tindakan perlawanan dan meletus menjadi kekerasan fisik yang besar
oleh warga dilakukan diantaranya dengan berbagai cara. Perrama, pihak
Perhutani menggunakan DPRD komisi A sebagai alat untuk melakukan
negosiasi dengan pihak BPN agar memenuhi kehendak Perhutani
memberikan legitimasi politik atas tindakan Perhutani yang seolah
mendapatkan dukungan dari pihak legislatif.

Kedua, Hegemoni melalui pengetahuan adalah cara yang efektif
dilakukan oleh KPH Perhutani Tasikmalaya untuk mengendalikan
BPN dan masyarakat agar tidak melakukan perlawanan, dan sebaliknya
memenuhi tuntutan/ gugatan Perhutani. Pengetahuan sebagai alat
hegemoni ini dapat dilihat bagaimana pihak Perhutani yang menciptakan
wacana bahwa tindakan yang dilakukan oleh warga dalam menduduki dan

mensertipikatkan tanah tersebut adalah melanggar hukum, dikarenakan
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tanah-tanah tersebut adalah termasuk kawasan hutan yang harus dilindungi
oleh negara. Upaya penjelasan kepada masyarakat oleh Perhutani bahwa
peta hutan dan BATB (Berita Acara Tapal Batas) adalah legitimasi kuat
dibanding UUPA dan peraturan pertanahan lainnya, menjadi salah satu
isu yang dijadikan Perhutani untuk melancarkan proses hegemoni melalui
pengetahun yang dilakukannya, dan isu ini selalu direproduksi terus oleh
pihak Perhutani.

Ketiga, upaya ganti rugi sertipikat tanah yang diberikan oleh pihak
Perhutani meskipun dalam proses pengurusan sertipikat tanah hasil
redistribusi ke warga Cidugaleun pada 2000 tidak dipungut biaya karena
seluruh biaya ditanggung oleh APBN. Pihak Perhutani mengetahui
hal tersebut, tapi pemberian ganti rugi tetap dilakukan sebagai upaya
menyogok/ membujuk agar warga tidak melakukan perlawanan. Selain
itu, Perhutani juga memproduksi wacana yang terus menerus tentang
akan selalu dilibatkannya warga Cidugaleun dalam proses pengelolaan
dan pemanfaatan tanah yang masuk dalam kawasan hutan negara
dengan sistem yang menguntungkan petani. Wacana itu terus digulirkan,
meskipun pada faktanya praktek pemberdayaan petani yang diwacanakan
tersebut lebih memihak kepentingan pihak Perhutani.

Cara yang keempat, adalah melalui tindakan-tindakan intimidasi
yang dilakukan oleh orang-orang Perhutani ke warga. Tindakan ini
dilakukan untuk membungkam dan memaksa warga agar tidak melakukan

perlawanan baik secara kelompok maupun individu.

F. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program
Pemerintah yang responsif dan berkeadilan

Belajar dari kasus Cidugaleun di atas, pengharmonisan pengelolaan
sumber daya agraria di Indonesia merupakan sebuah keharusan yang
tidak bisa ditawar lagi. Kesemrawutan, tumpang tindih klaim dan
aturan menjadi kescharian yang terus memproduksi sengketa, konflik,
dan bahkan perkara pertanahan yang terus terakumulasi dan membawa
korban. Kesemuanya membutuhkan kesadaran dan kebijaksanaan dari
para pihak pemangku kepentingan termasuk juga berbagai instansi
pemerintah yang mendapat delegasi kewenangan dari negara.

178 e Reformasi Birokrasi, Penyelesaian Konflik, dan Reditribusi Tanah



Gesckan kepentingan antara BPN dengan Departemen Kehutanan
terkait permasalahan tanah sudah sering kali terjadi. Sangat jamak dan
cenderung terus terulang di berbagai lokasi yang berbeda. Kasus yang sama
juga terjadi di Desa Cidugaleun, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten
Tasikmalaya di tahun 2000. Seperti telah dijelaskan di atas, dimana tanah-
tanah negara yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform dan
diredistribusikan kepada masyarakat sampai terbit sertipikat hak milik
tiba-tiba di klaim masuk dalam wilayah hutan dan harus dilepaskan
oleh masyarakat. Ada titik tolak penekanan yang berbeda ketika BPN
dan kehutanan mendasarkan klaim “wilayahnya” berdasarkan peta yang
berbeda. Kehutanan bertindak atas dasar peta wilayah hutan yang dibuat
tahun 1939 pada masa Belanda serta BATB (Berita Acara Tapal Batas).
Di sisi lain, BPN bekerja berdasarkan pemetaan wilayah yang dibuat
dan diperbarui setiap tahunnya untuk menyesuaikan dengan kondisi riil
pertanahan yang berbeda. Selama ini seperti kita ketahui bahwa BPN
berwenang untuk mengurusi kegiatan administrasi seluruh tanah yang
ada di Indonesia melalui pencatatan dan penerbitan sertipikatnya kecuali
wilayah hutan. Masing-masing pihak baik BPN maupun Departemen
Kehutanan seolah saling menjaga jarak dan memimalisir terjadinya
interaksi karena persinggung kewenangan yang ada hampir selalu
menimbulkan konflik yang tidak jarang menimbulkan korban. Padahal
idealnya, setiap jengkal tanah yang ada di Indonesia hendaknya tercatat
dan diketahui penguasaannya tanpa terkecuali. Karena tanah adalah
dasar berpijak sekaligus tempat bersandar seluruh sumber daya yang ada
di Indonesia bahkan di dunia. Oleh karenanya kegiatan administrasi
pertanahan yang baik dan tertib akan menghasilkan basis data yang handal
dan terpercaya dalam rangka menyusun kebijakan pengelolaan atas sumber
daya agraria lainnya termasuk hutan, tambang, dan lain sebagainya.

Sehingga akhirnya tidak pernah singkron persinggung antara kedua
instansi yang memiliki karakteristik berbeda ini. Secara lebih detail,
berikut disajikan tabel karakteristik kebijakan yang diterapkan antara 2
instansi tersebut:
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Tabel 5. Karakteristik Kebijakan BPN dan Perhutani Tasikmalaya

No | Aktor Kepentingan
1 | Kantah BPN Kab a. Kebijakan redistribusi tanah;
Tasikmalaya b. Penetapan lokasi berdasarkan peta penguasaan

tanah BPN yang sesuai dengan kondisi riil
wilayah;

c. Berdasarkan permohonan masyarakat, pengecekan
lokasi, kelengkapan berkas, dan penerbitan
sertipikat;

d. Obyek utama adalah manusia sebagai pengelola
tanah dan sumber agraria;

e. Berstatus sebagai Lembaga Pemerintah Non
Departemen;

f. Bertindak sebagai administratur pertanahan;

2 | Perhutani KPH a. Pengukuhan kawasan hutan berdasarkan peta
Tasikmalaya kehutanan tahun 1939 dan BATB;
b. Berdasarkan patok batas kehutanan yang diklaim
tidak pernah berubah;

c. Kurang update karena mempertahankan kawasan
hutan tetap luasnya bahkan harus bertambah;

d. Obyek utama adalah hutan, sehingga perlindungan
terhadap eksistensi manusia sering terabaikan;

e. Berstatus sebagai kementerian sehingga
berkedudukan lebih kuat;

f. Bertindak sebagai administratur wilayah kehutanan
sekaligus berwenang untuk mengembangkan

usaha komersiil atas hasil hutan;

Berdasarkan pola kerja antar kedua instansi tersebut dalam ranah
persinggungan pertanahan, kita dapat melihat sejumlah aturan hukum
yang menjadi dasar hukum operasional masing-masing instansi tersebut
terutama dalam kaitannya dengan kegiatan redistribusi tanah yang terjadi

di Desa Cidugaleun.
Beberapa peraturan PerUU terkait redistribusi tanah oleh BPN RI:

1. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria:
2. UU No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian:
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3. PP No. 224 tahun 1961 jo. PP No. 41 tahun 1964 tentang
Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi:

4. PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah
Terlantar:

5. PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

6. Keputusan Kepala BPN No. 25 tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara menjadi Obyek
Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform:

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.

Kesemua peraturan tersebut menjadi dasar kebijakan yang diambil
oleh BPN RI khususnya dalam rangka program redistribusi tanah. Berikut
ini alur pikir yang dibangun dari peraturan tersebut:

Gambar 5. Alur Pikir Peraturan Pertanahan BPN RI
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Bermula dari keinginan mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD
1945, UUPA mengemban tugas untuk bisa mewujudkan kemanfaatan
tanah bagi kesejahteraan masyarakat. Artinya harus dilakukan upaya-upaya
agar tanah ini secara merata dikuasai oleh seluruh masyarakat Indonesia
karena tanah adalah bagian dari modal/ aset yang dipercaya akan mampu
menghasilkan kesejahteraan. Beranjak dari pemahaman ini, pemerintah
dalam hal ini BPN menerapkan kebijakan-kebijakan seperti pembatasan
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luas maksimal
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luas maksimal tanah, penertiban tanah terlantar, serta berupaya melakukan

pendaftaran tanah yang nantinya bermuara pada pemberdayaan tanah

masyarakat sendiri. Kesemuanya telah dirangkum dalam program

landreform yang dicanangkan pemerintah melalui asser reform dan acces

reform, dan program redistribusi tanah ini adalah upaya memberikan aset

kepada masyarakat tak bertanah. Program inilah yang diterapkan di Desa

Cidugaleun, Kabupaten Tasikmalaya.

Sedangkan beberapa Peraturan PerUU Kehutanan, Pemerintah

Daerah, dan Penataan Ruang yang menjadi landasan kebijakan sektor

kehutanan:

1.
2.
3.
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UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional;

Permenhut No. P50/Menhut-11/2011 tentang Pengukuhan Kawasan
Hutan;

SE No. SE.1/Menhut-11/2012 tentang Pelaksanaan Tata Batas Areal

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.
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Gambar 7. Alur Pikir Yang Dibangun Dari Perangkat
Aturan Hukum Sektor Kehutanan
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Dari bagan di atas sangat tampak bahwa penekanan pada kebijakan
kehutanan adalah menjamin agar kondisi hutan tetap lestari bahkan
ada persepsi yang dibangun diantara para birokrat kehutanan bahwa
wilayah hutan harus bertambah luas. Dari sini upaya yang dilakukan
diantaranya adalah menjamin eksistensi hutan melalui penetapannya
dalam rencana tata ruang wilayah, pengukuhan wilayah hutan yang bisa
dilakukan melalui rekomendasi menteri kehutanan. Artinya memang ada
peluang bahwa wilayah hutan berubah bahkan bertambah luasnya. Pihak
kehutanan juga cukup terbuka untuk menetapkan areal hutan melalui
Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) meskipun dalam pelaksanaannya
terdapat ketentuan khusus yang mengutamakan kepentingan kehutanan.
Satu hal yang juga menarik bahwa tukar-menukar wilayah hutan juga
dimungkinkan, namun terdapat ketentuan bahwa luas tanah yang ditukar
tersebut haruslah 2 (dua) kali lipat dari areal hutan yang digunakan.
Sehingga memang upaya memperluas kawasan hutan terus dilakukan
bahkan cenderung melupakan eksistensi manusia dan masyarakat di sekitar
kawasan hutan tersebut.

Pemerintah telah menetapkan BUMN yang diberikan kewenangan
untuk mengelola hasil hutan seperti Perhutani. Meskipun disebut sebagai
BUMN, namun kiranya perlu kita kaji sejauhmana peran lembaga
tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan
sumbangan bagi devisa negara. Karena faktanya lembaga ini cenderung
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bersifat komersiil yang mengutamakan profit dan keuntungan yang
sebesar-besarnya. Sehingga kurang tepat rasanya ketika hutan yang
ditetapkan sebagai kekayaan perbendaharaan negara namun tidak mampu
memberikan keuntungan bagi negara secara luas.

Maria SW Sumardjono dalam bukunya melakukan perbandingan
12 perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya alam yang ada
di indonesia. Dalam metodenya, beliau menggunakan 7 (tujuh) kriteria
untuk menguji efektifitas dan operasional kesemua aturan hukum tersebut
yakni: (1) orientasi (eksploitasi atau konservasi); (2) keberpihakan (pro
rakyat atau pro kapital); (3) pengelolaan (sentralistik/ desentralistik,
sikap terhadap pluralisme hukum) dan implementasinya (sektoral,
koordinasi, orientasi produksi); (4) perlindungan Hak Asasi Manusia
(HAM) (gender, pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA),
penyelesaian sengketa); (5) pengaturan good governance (partisipasi,
transparansi, dan akuntabilitas); (6) hubungan orang dan SDA (hak atau
ijin); dan (7) hubungan Negara dan SDA.
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Dari tabel perbandingan di atas, ada satu tolok ukur yang kiranya
begitu membedakan keduanya. Orientasi UUPA adalah dalam rangka
konservasi. Peraturan ini begitu populis bahkan bisa dikatakan bahwa
UU ini semata-mata memang untuk memberikan garis aturan yang jelas
bagaimana negara harus bertindak untuk memberikan kesejahteraan
pada masyarakatnya. UU ini sekedar memberikan batasan dan aturan
bagaimana masyarakat dapat menguasai dan menggunakan tanah sebagai
modal/ aset baik yang sifatnya tetap dan pribadi melalui penguasaan hak
milik maupun yang sifatnya hanya sementara melalui jenis hak yang lain.
Selain itu jelas juga dinyakatan bahwa tidak ada satupun klausul dalam
aturan ini yang bertujuan untuk melakukan eksploitasi atas tanah untuk
kepentingan sekelompok orang tertentu. Yang ada justru bagaimana negara
dapat bertindak ketika sebagian besar aset tanah dikuasai oleh segelintir
orang yaitu melalui program landreform yang terdiri dari aset reform dan
akses reform. Maka jelaslah ketika UU ini diperankan sebagai UU payung
pengelolaan agraria, maka akan cukup menjadi rem dan kontrol yang
komprehensif atas kebijakan negara pada sektor sumber daya alam lainnya.

Perkembangan kemajuan dan tuntutan jaman nampaknya tidak lagi
menganggap cukup ketentuan yang diatur oleh UUPA. UUPA dipandang
oleh sebagian besar kalangan tidak cukup mengakomodir kepentingan
berbagai sektor sumber daya yang ada di Indonesia. Bahkan UUPA secara
substansi telah mengerucutkan diri untuk secara spesifik hanya mengatur
mengenai tanah saja. Inilah yang dianggap menjadi titik celah terjadinya
kesemrawutan pengelolaan agraria di Indonesia. Oleh karenanya para ahli
hukum menerapkan asas hukum lex specialis derogat legi generalis, yaitu
keberadaan aturan yang bersifat khusus akan menyampingkan aturan
yang bersifat umum. Sehingga pilihan hukum mengenai masalah hutan
akan jatuh pada penerapan UU kehutanan yang memang secara spesifik
mengatur hal tersebut.

Kritikan tajam justru mengarah pada eksistensi UU Kehutanan No.
41 tahun 1999 yang tercatat beberapa kali diajukan judicial review ke
Mahkamah Konstitusi. Berbagai aturan hukum yang dimuat dalam UU
ini dianggap terlalu individualis dan liberal karena begitu mengagung-
agungkan hutan sebagai kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi
sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan
alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
Definisi ini seolah berusaha abai akan eksistensi manusia sebagai unsur
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utama dan subjek pendukung alam dan negara. Sehingga terasa kurang
tepat ketika eksistensi manusia justru dilepaskan dari kelestarian alam.
Kiranya akan lebih bijaksana bahwa kesemuanya dapat berjalan seiring
dan harmonis dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejahtera di
lingkungan alam yang tetap lestari.

Kebijakan agraria yang diterapkan pemerintah harus mampu
menyesuaikan diri dengan background keadaan sosial ekonomi maupun
pertanahan yang ada. Kebijakan agraria yang dipilih khususnya untuk
wilayah dengan hutan konsesi yang masih aktif seperti di Desa Cidugaleun
yang berada di kawasan hutan perhutani harus diarahkan untuk mencapai
keharmonisan dan keserasian. Jaminan usaha Perhutani sebagai unit
produksi yang mengelola hasil hutan harus mampu diciptakan namun juga
harus tetap memperhatikan kelangsungan hidup masyarakat sekitar yang
menjadi pendukungnya. Munculnya konflik terkait penguasaan tanah
harus mampu dicarikan solusinya dan sedapat mungkin pola-pola mediasi
dan serta mengoptimalkan peran pemerintah untuk menjadi fasilitator.
Hal ini dimaksudkan agar terdapat kombinasi/ kolaborasi yang tepat antara
mekanisme sharing benefit dan resolusi konflik yang diintegrasikan dalam
manajemen bisnis perusahaan. Hal ini bisa dilakukan dengan penataan
hubungan produksi yang partisipatif melalui pemberian kompensasi yang
seimbang serta melalui program-program community development yang
benar-benar berdampak pada pemberdayaan masyarakat.””

Kesemuanya harus diawali dari niatan yang tulus dan kesadaran tinggi
untuk menciptakan keseimbangan dan semata-mata untuk memberikan
kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbagai alternatif solusi
untuk mengatasi permasalahan tumpang tindih kebijakan khususnya
persoalan peta yang menjadi sumber kekacauan ini diusung dan dibangun.
Seperti telah dijelaskan di awal bahwa terdapat perbedaan dasar kebijakan
yang dipergunakan oleh BPN RI dan Departemen kehutanan, yaitu
adanya sumber peta wilayah yang berbeda. Kiranya perlu penyatuan
pemahaman dan persepsi diantara kedua lembaga ini melalui penyatuan/
penggunaan satu peta yang sifatnya tunggal dan cukup representatif bagi
kegiatan operasional keduanya. Salah satu alternatif solusi yang ditawarkan
adalah optimalisasi peran Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk

27  Endriatmo Soetarto. 2005. Kebijakan Pengelolaan Sumber-sumber Agraria Untuk Kesejahteraan
Rakyat. Pustaka Wirausaha Muda, Bogor.
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merekomendasikan peta tunggal yang dapat dipergunakan oleh smua
instansi yang berkepentingan dalam hal tersebut.

Badan Informasi Geospasial (BIG) lahir untuk menggantikan
Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)
sebagai penuaian amanat pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2011 tentang Informasi Geospasial (IG). Lahirnya BIG ditandai dengan
ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2011 mengenai
Badan Informasi Geospasial pada tanggal 27 Desember 2011. Berdasarkan
Bab XI Pasal 69 UU tentang Informasi Geospasial yang kemudian
dijabarkan lebih lanjut ke dalam Ketentuan Peralihan Bab VII Pasal 40
Peraturan Presiden tentang Badan Informasi Geospasial, dinyatakan bahwa
bidang tugas yang terkait dengan informasi geospasial tetap dilaksanakan
oleh BAKOSURTANAL sampai dengan selesainya penataan organisasi
BIG. BIG menjadi tulang punggung dalam mewujudkan tujuan UU
tentang Informasi Geospasial untuk :

1. Menjamin ketersediaan akses terhadap informasi geospasial yang
dapat dipertanggungjawabkan;

2. Mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial yang berdaya
guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) melalui kerja sama,
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi; dan

3. Mendorong penggunaan informasi geospasial dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Sebagai sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 94 Tahun 2011, BIG menjadi Lembaga Pemerintah
Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Presiden. Dari sudut pandang kompetensi dan kewenangan utama yang
diemban lembaga ini, sebenarnya sangat potensial untuk bisa mewujudkan
peta tunggal sebagai dasar kebijakan setiap instansi pemerintah yang
bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya agraria. Namun memang
kedudukannya sebagai LPND seringkali menimbulkan keraguan bahwa
produk/ out put dari lembaga ini yang berupa informasi geospasial dapat
diterima oleh semua pihak. Kiranya posisi strategis ini harus diambil alih
oleh UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan) yang langsung berada dibawah presiden. Namun harapan
optimalisasi kinerja lembaga ini kiranya dapat segera terlaksana. Karena
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selama ini lembaga ini masih jauh panggang dari api. Sehingga masih
belum banyak catatan prestasi yang diukir. Alternatif solusi lain untuk
memikul tanggung jawab ini mungkin bisa diisi oleh Departemen Dalam
Negeri. Hal ini sesuai dengan sifat lembaga ini untuk menjaga keutuhan
negara melalui pembangunan dan koordinasi yang tepat terhadap segala
permasalahan dalam negeri. Hal ini tentunya cukup relevan terkait
bahwa permasalahan pertanahan pernah menjadi salah satu urusan yang
direkomendasikan untuk menjadi urusan daerah. Selain itu lembaga ini
memiliki struktur pemerintahan yang panjang mulai dari tingkat desa,
sampai dengan propinsi. Praktis bisa dikatakan bahwa permasalahan
pertanahan yang terjadi di Indonesia selalu berkaitan dengan pemerintah
daerah dengan berbagai level/ tingkatan. Sehingga kiranya otoritas yang
dimiliki lembaga ini cukup berkompeten untuk membantu mengurai
benang kusut permasalahan pertanahan yang ada di Indonesia. Karena
faktanya egoisme sektoral seringkali mengalahkan logika keadilan dan
kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perlu ada yang menengahi.

Beranjak dari kesatuan peta tunggal yang akurat, tepat, terkini
dan terpercaya, maka masing-masing lembaga akan dapat menyusun
pola kebijakan yang selaras, serasi dan seimbang untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat khusunya bagi mereka yang berdiam di wilayah tapal
batas wilayah kehutanan. Pola pemberdayaan masyarakat yang sepenuh
hati dan bukan sekedar pemanis menjadi sesuatu yang riil dinantikan oleh
masyarakat. Sehingga harapan dan cita kesejahteraan masyarakat dapat
terwujud di masa mendatang,.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian panjang di atas terkait dengan konflik agraria antara
pihak Perhutani KPH Tasikmalaya dan Kantah BPN Tasikmalaya yang
berakibat pada penarikan sertipikat tanah warga hasil redistribusi pada
2001 di Desa Cidugaleun tersebut, dapat disimpulkan dalam beberapa
poin penting berikut:

Pertama, dari kasus tersebut memberikan informasi bahwa
bargainning position instansi Perhutani di sini tampak lebih kuat daripada
BPN (Kantor Pertanahan) dalam hal pengelolaan pertanahan yang berada
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di tapal batas kawasan hutan. Atau dengan kata lain, aktor yang dominan
menguasai dan membentuk ruang konflik ini adalah pihak Perhutani.
Ketidakberdayaan ini ditunjukkan dengan (1) sikap dan kebijakan Kantor
Pertanahan Tasikmalaya yang lebih memihak pada Perhutani dibanding
masyarakat Cidugaleun, yakni dengan mengeluarkan kebijakan penarikan
atas tanah yang diredistribusikan dan disertipikatkan tersebut, meskipun
sebagian besar tanah-tanah ini dulu adalah termasuk objek landreform
berdasarkan SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tanggal 21 Juni 1967
Nomor LR 26/D/VII/60/1967 tentang redistribusi tanah-tanah negara
bebas. (2) Tindakan dan sikap Kantah BPN Tasikamlaya yang terkesan
menjauh dari konflik yang terjadi antara pihak Perhutani dan warga
dalam sengketa tanah yang telah diredistribusikan ke warga pada 2000,
serta sikap diam dan tidak mengayomi masyarakat yang tertindas akibat
adanya intimidasi dari orang-orang Perhutani. Selain itu, (3) Upaya pihak
BPN Tasikmalaya yang ikutserta membentuk ruang konflik agar terkesan
damai di permukaan bersama pihak Perhutani, menjadi bukti kuat akan
ketidak berdayaan ini.

Kedua, dalam kasus konflik agraria pada proses redistribusi tanah yang
berlangsung di Cidugaleun ini, pihak warga masyarakat setempat adalah
sebagai pihak yang sangat dirugikan, namun mereka tidak dapat berbuat
banyak. Di satu sisi, sikap Perhutani KPH Tasikmalaya yang represif
terhadap warga dalam rangka menuntut pengembalian sertipikat tanah,
dan di sisi lain sikap acuh dan cuci tangan pihak BPN dan perangkat Desa
Cidugaleun atas kejadian ini, telah membuat mayoritas warga hanya bisa
berdiam diri dan nerimo atas penarikan sertipikat tanah yang mereka miliki.

Ketiga, penarikan sertipikat tanah dan pengambilalihan penguasaan
tanah yang dilakukan oleh pihak Perhutani tidak memiliki dampak yang
besar bagi kondisi sosial ekonomi sebagian warga Desa Cidugaleun.
Hal ini dapat dilihat dari perkembangan tingkat ekonomi antara warga
yang masih menerima sertipikat dan yang tidak. Karena warga yang
kehilangan sertipikat atas tanah yang mereka terima pada tahun 2000
melalui redistribusi tanah dari Kantah BPN Tasikmalaya, juga banyak
yang masih menggarap tanah-tanah tersebut hingga kini. Selain itu,
warga juga bekerja sebagai buruh tani di perkebunan yang dimiliki oleh
Perhutani, dengan sekema bagi hasil. Hal ini lah yang kemudian telah
membuat masyarakat Cidugaleun lebih mengenal Perhutani daripada
BPN. Program pemberdayaan warga dalam pengelolaan tanah kawasan
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hutan di satu sisi, dan sikap tidak peduli BPN Tasikmalaya ke pada warga
atas kasus yang mereka alami, telah membuat masyarakat Cidugaleun tidak
begitu tahu (menutup mata) atas keberadaan BPN sebagai lembaga negara
yang memiliki agenda mensejahterakan masyarakat melalui program
landreform-nya, dibanding Perhutani yang secara praksis memberdayakan
mereka meskipun dengan banyak aturan yang mengekang di dalam
pengelolaan kawasan hutan oleh warga.

2. Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Kebijakan agraria yang diterapkan pemerintah harus mampu
menyesuaikan diri dengan background keadaan sosial ekonomi
maupun pertanahan yang ada. Selain itu perlunya terus dibangun
pola-pola pemberdayaan masyarakat yang memperkuat kedudukan
masyarakat beserta tanahnya sehingga penerbitan sertipikat tanah
bukan justru menjadi bumerang yang membuat masyarakat
kehilangan tanah/ asetnya. Kebijakan agraria yang dipilih khususnya
untuk wilayah dengan hutan konsesi yang masih aktif seperti di Desa
Cidugaleun yang berada di kawasan hutan Perhutani harus diarahkan
untuk mencapai keharmonisan dan keserasian antar sektor dan bukan
justru mengkriminalisasi satu sama lain;

2. Dalam rangka mewujudkan koordinasi dan konsistensi pemetaan
wilayah yang akurat, perlu adanya optimalisasi peran Badan Informasi
Geosepasial (BIG) untuk merekomendasikan peta tunggal yang dapat
dipergunakan oleh semua instansi yang berkepentingan dalam hal
tersebut. Dari sudut pandang kompetensi dan kewenangan utama
yang diemban lembaga ini, sebenarnya sangat potensial untuk bisa
mewujudkan peta tunggal sebagai dasar kebijakan setiap instansi
pemerintah yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya
agraria;

3. Untuk mengurai carut marut baik kelembagaan maupun perundang-
undangan dalam bidang pertanahan dan kehutanan tentunya
diperlukan sebuah lembaga yang memiliki kompetensi, otoritas, serta
kedudukan yang strategis baik dalam pola koordinasi maupun sub
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ordinasi pemerintahan. Posisi strategis ini kiranya dapat diambil alih
oleh Kementerian Dalam Negeri atau Unit Kerja Presiden Bidang
Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Karena
faktanya egoisme sektoral seringkali mengalahkan logika keadilan dan
kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perlu ada yang menengahi
Perlu kerelaan dan keteguhan hati untuk bisa secara perlahan
mengurai dan menyelesaikan berbagai sengketa agraria di Indonesia;
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Perkembangan Visi Kadaster 2014 di Kota Batam

Tjahjo Arianto, Tanjung Nugroho, Eko Budi Wahyono

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai pendaftaran tanah selalu diawali dengan cerita
sejarah jaman dahulu yang terjadi beberapa abad sebelum Masehi tentang
petani-petani Mesir di lembah sangat subur Sungai Nil, setiap tahun
selalu kesulitan menemukan kembali batas bidang tanahnya akibat
hilang tersapu banjir. Merekontruksikan kembali batas-batas pemilikan
tanah yang hilang diperlukan penanganan khusus dari Pemerintah,
untuk hal tersebut diperlukan ahli dalam bidang Ilmu Geodesi, hal ini
dimungkinkan apabila data rekaman letak batas memenubhi syarat teknis
rekonstruksi dan masih tersimpan di Badan Pertanahan Nasional

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah oleh Pemerintah diselenggarakan pendaftaran hak atas
tanah (rechts kadaster) yang meliputi kegiatan bidang yuridis, bidang
teknik geodesi dan bidang administrasi atau tata pendaftaran tanah.

Kegiatan bidang yuridis berupa usaha pengumpulan keterangan
mengenai status hukum dari bidang tanah, pemegang haknya serta beban-
beban lain di atas bidang tanah itu. Bidang teknik geodesi melakukan
pengumpulan data fisik objek hak yang kegiatannya meliputi pengukuran
dan pemetaan batas-batas bidang tanah hingga diperoleh kepastian
mengenai letak, batas dan luas tiap bidang tanah, sedang kegiatan bidang
administrasi berupa pembukuan dari hasil kegiatan yuridis dan teknik
geodesi dalam suatu daftar, daftar ini harus dipelihara secara terus menerus
sehingga merupakan arsip hidup dan otentik.

Ketiga bidang kegiatan tersebut sangat erat hubungannya satu sama
lain sehingga tidak ada satupun dapat diabaikan melainkan masing-



masing memerlukan perhatian khusus yang sama cermat dan seksama.
Penanganan yang kurang teliti dari salah satu bidang tersebut dapat
mengakibatkan permasalahan hukum di bidang pertanahan khususnya
dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah.

Pendaftaran tanah merupakan suatu proses pencatatan dan
pemberian informasi tentang pemilikan tanah, penggunaan tanah dan
status pemilikan. Fungsi pendaftaran tanah menurut United Nations
Economic Commission for Europe: “The function of land registration is
to provide a safe and certain foundation for the acquisition, enjoyment and
disposal of rights in land” !

Berangkat dari masalah tersebut diperlukan kegiatan pendaftaran
tanah oleh Pemerintah untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah,
pemanfatan dan peralihan haknya. Selalu muncul permasalahan, bilamana
secara nyata suatu bidang tanah dikuasai orang, belum tentu orang
tersebut berhak atas tanah itu dan letak serta batas-batas bidang tanah
terlihat dikuasai, ditunjuk orang belum tentu diketahui batas sebenarnya.

Jurg Kaufmann dan Daniel Steudler, Ketua dan Sekretaris Kelompok
Kerja 7.1 dari Komisi 7 FIG? pada tahun 1994 mempublikasikan
bagaimana keadaan Kadaster di tahun 2014 atau dikenal dengan Visi
Kadaster 2014. Publikasi ini menyajikan visi kadaster di masa depan yang
diharapkan menjadi tolok ukur keberhasilan Negara-negara dunia dalam
mengukur pengembangan pelaksanaan kadasternya. Indonesia merupakan
salah satu anggota FIG yang seharusnya menggunakan benchmark
Kadaster 2014 ini untuk menilai posisi pengembangan sistem kadasternya.

Visi Kadaster 2014 menyampaikan 6 (enam) pernyataan tentang visi
kadaster dunia pada tahun 2014. °

Statement 1 on Cadastre 2014 : Cadastre 2014 will show the complete
legal situation of land, including public rights and restrictions!

(Artinya : Kadaster 2014 akan menyajikan informasi yang lengkap
segala aspek hukum suatu bidang tanah, termasuk hak-hak publik dan
pembatasannya.)

1 United Nations Economic Commission for Europe, Land Administration Guideline, New
Yrk & Geneva, 1996, halaman 4
2 Federation Internationale des Geometres, International Federation of Surveyor.

3 Jurg Kaufmann — Daniel Steudler, A Vision for a Future Cadastral system, Working Group 1
of FIG Commision 7, 1994
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Memperhatikan pernyataan tersebut, Kadaster 2014 cakupannya
tidak hanya sekedar memberikan informasi tentang pemilikan tanah saja
tetapi lebih luas lagi, segala informasi mengenai aspek hukum dan atribut
bidang tanah tersebut antara lain tentang pajak, nilai tanah, penggunaan
dan pemanfatan tanah. Apabila di bawah bidang tanah tersebut dilalui
jalur kereta api bawah tanah dan atau di atasnya dilewati kabel listrik
tegangan tinggi, maka informasi hal ini harus tersaji secara jelas secara tiga
dimensi. Kepastian hukum atas suatu bidang tanah melalui fakta hukum
yang lengkap harus tersaji dengan mutakhir.

Statement 2 on Cadastre 2014 : The separation between ‘maps and ‘registers’
will be abolished! (artinya: “Pemisahan antara peta dan buku tanah akan
berakhir”.)

Pada awalnya administrasi pertanahan memisahkan antara Kadaster
yang menyajikan peta bidang-bidang tanah sebagai objek dengan
administrasi data yuridis hubungan hukum subjek dengan bidang-bidang
tanah. Hal ini terjadi karena penggunaan teknologi manual berbasis kertas
dan pena tidak memungkinkan adanya solusi lain.

Statement 3 on Cadastre 2014: The Cadastral mapping will be dead. Long
life modeling! (artinya: “Pemetaan Kadaster akan mati, Modelling akan
bertahan”

Peta di masa datang bukan lagi tempat untuk menyimpan informasi.
Peta akan berfungsi untuk menyajikan informasi yang tersimpan pada
basis data. Dahulu surveyor setelah mengukur letak batas bidang tanah
langsung menggambarkannya pada peta’, setelah letak batas bidang tanah
tersaji di peta, selanjutnya dihitung luasnya di atas peta secara grafis dengan
bantuan mistar skala teliti. Pada masa kini setelah pengukuran letak
batas bidang tanah, dilakukan penghitungan koordinat dan pembuatan
model dari objek sesuai data lapangan. Hasil permodelan objek bidang
tanah disimpan dalam suatu sistem informasi basis data yang tersimpan
sepanjang masa.

4 Istilahnya di Indonesia “dikartir”
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Statement 4 on Cadastre 2014: ‘Paper and pencil — cadastre will have gone
Artinya : “Kadaster yang menggunakan kertas dan pensil akan punah”
Pelaksanaan Kadaster menggunakan teknologi komputer akan terus

meningkat, Data tekstual yang tersimpan dalam basis data lebih mudah
diolah. Sertipikat nanti bukan barang bernilai, yang bernilai adalah data
yang tersimpan di kantor kadaster. Sertipikat yang menjadi tanda bukti hak
hilang bukan menjadi masalah, ibarat tiket pesawat yang hilang. Bentuk
sertipikat akan lebih sederhana cukup sebesar Kartu Tanda Penduduk
(KTP). Bila sekarang sudah ada KTP elektronik ke depan harus sudah
siap dengan Sertipikat elektronik. Pengolahan dan peyimpanan data spasial
objek memerlukan perangkat lunak yang lebih canggih daripada perangkat
lunak untuk mengolah dan menyimpan data tekstual. Komponen spasial
objek dalam model objek tidak lebih dari atribut yang mendefinisikan
lokasi dan bentuk objek.

Statement 5 on Cadastre 2014 : Cadastre 2014 will be highly privatized!
Public and private sector are working closely rogether!

(artinya: Kadaster 2014 akan lebih banyak diprivatisasi. Kerja sama
sektor swasta dan pemerintah akan semakin erat)

Pada masa datang, pengukuran kadastral tidak lagi harus dilaksanakan
oleh surveyor pemerintah. Surveyor swasta harus diaktifkan dan digiatkan.
Di Indonesia Surveyor berlisensi yang dibekukan selama 7 (tujuh) tahun
lebih harus dicairkan lagi. Pengaktifan surveyor berlisensi akan lebih
meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Bila pengukuran dilakukan oleh
surveyor swasta, maka akan terjadi persaingan yang schat di antaranya
dalam hal mutu. Surveyor pemerintah akan bertugas untuk memantau
atau supervisi terhadap pekerjaan surveyor swasta. Panitia pemeriksa tanah
yang di Indonesia masih dilaksanakan oleh pemerintah, di masa datang
dapat dilaksanakan oleh swasta.

Statement 6 on Cadastre 2014: Cadastre 2014 will be cost recovering!

(artinya; Kadaster 2014 akan menjadi swadana)

Kadaster selama ini hanya menyajikan informasi yang terbatas sekedar
untuk keperluan pendaftaran tanah. Makin banyak informasi yang dapat
disajikan dari suatu bidang tanah atau yang terkait dengan tanah tersebut
dan sejalan dengan asas publisitas pendaftaran tanah, maka semakin
banyak informasi yang dapat dijual. Peminat informasi akan tidak terbatas
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pada pendaftaran tanah. Ke depan akan semakin tinggi permintaan
akan informasi tersebut, diprediksi bahwa biaya yang dikenakan untuk
memperoleh informasi dapat mengembalikan biaya pembangunan dan
pemeliharaan kadaster itu sendiri.

Pengembangan kadaster di Indonesia masih memprihatinkan, baru
sekitar 40% jumlah bidang tanah terdaftar, dari 40% tersebut hanya sekitar
10% bidang tanahnya tersaji dalam satu peta. Di Indonesia belum ada
Kantor Pertanahan yang dapat menjawab pertanyaan “ Desa mana saja
yang dijamin tidak ada lagi bidang tanah yang masih melayang —layang?”
Pengadministrasian data spasial bidang tanah di Indonesia

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan pokok hasil penelitian
antara lain sebagai berikut:

a. Bagaimana kondisi pelaksanaan Kadaster di Indonesia saat ini ?

b. Upaya apa saja yang telah dilakukan untuk terwujudnya Kadaster
20142

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kantor Pertanahan Kota Batam yang telah
berhasil membuat program tentang Buku Tanah digital.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
melalui pendekatan perundang-undangan (statue aproach) terhadap
Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang ~Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2011 tentang Informasi Geospasial, Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria
Nomor 6 Tahun 1965 dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997,. Selain melalui
pendekatan peraturan perundang —undangan penelitian ini melalui
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pendekatan kasus (case approach) pelaksanaan kadaster di Kantor
Pertanahan Kota Batam.

E. Kadaster di Indonesia

1. Pengertian Kadaster

Kepastian hukum pemilikan dan penguasaan atas suatu bidang tanah
selalu diawali dengan kepastian hukum dari objek bidang tanah. Kepastian
hukum objek bidang tanah timbul dari kepastian letak batas-batasnya.
Pengukuran letak batas bidang-bidang tanah yang telah memperoleh kata
sepakat disebut dengan pengukuran kadaster.

Gerhard Larsson menguraikan tentang kadaster sebagai berikut:

“The Cadastre is a methodically arranged public inventory of data on the
properties within a certain country or district based on a survey of their
boundaries; such properties are systematically identified by means of some
separate designation. The Outlines of the property and the parcel identifier are
normally shown on large-scale maps.” >

Kadaster merupakan kegjatan dalam rangka pendaftaran tanah dalam
suatu kawasan, memberikan informasi secara sistematis melalui gambar
bidang demi bidang tanah, jelas letak batas-batasnya dalam suatu peta
hasil survei lapangan. Tiap-tiap bidang tanah memberi informasi tentang
luas bidang tanah, pemiliknya, penggunaan tanahnya, nilai tanahnya dan
segala atribut di atasnya. Pengertian kadaster di Indonesia masih sering
hanya diartikan sebagai peta pemilikan tanah dan peta tentang pajak tanah,
padahal maksud dan tujuannya lebih luas dari hal tersebut.

Perkembangan dunia teknologi dewasa ini, ketika nilai tanah secara
ckonomis mulai meningkat, menuntut pendaftaran bidang-bidang
tanah hanya dapat dilakukan dengan sempurna apabila pendaftarannya
didasarkan pada pengukuran dan pemetaan secara cermat dan seksama
dari bidang-bidang tanah itu. Hal ini dengan perkembangan Ilmu Geodesi
dan teknologi bukan merupakan kesulitan.

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 mengatur
kadaster sebagai berikut:

5 Larsson Gerhard, Land Registration and Cadastral System, Longman Group, United Kingdom,
London, 1996 halaman 16
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1. pengumpulan dan pengolahan data fisik merupakan kegiatan
pengukuran dan pemetaan meliputi: pembuatan peta dasar
pendaftaran; penetapan batas-batas bidang tanah; pengukuran dan
pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
pembuatan daftar tanah dan pembuatan surat ukur.

2. pembuktian hak dan pembukuannya.

Di Indonesia pelaksanaan kadaster dengan informasi ‘value’ atau
nilai tanah dan penggunaan tanah masih merupakan hal yang baru, masih
disajikan dengan peta skala kecil belum berdasarkan bidang-bidang tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 maupun Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tidak mengatur tentang kadaster
pajak, oleh karena peta-peta kadaster hak dapat digunakan juga untuk
keperluan pajak. Peta-peta untuk keperluan pemungutan pajak tidak
memerlukan kepastian letak dari batas-batasnya secara tepat.

Kadaster hak dilaksanakan untuk kepastian hukum dari letak, batas-
batas bidang-bidang tanah hak, oleh karena itu pengukuran dan pemetaan
bidang-bidang tanah harus diselenggarakan secara teliti, batas-batas serta
letak bidang tanah itu harus setiap waktu dapat ditetapkan kembali atau
direkonstruksi kembali di lapangan.

2. Kadaster Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Lembaran Negara
104 selanjutnya lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria
disingkat UUPA mengatur pendaftaran tanah sebagai berikut:

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan-
ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut meliputi:
a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;

b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak

tersebut.

c. pemberian surat-surat tanda-bukti-hak, yang berlaku sebagai
alat pembuktian yang kuat.
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Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut
dimaksud untuk menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah, dari
pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pendaftaran tanah harus meliputi
dua kegiatan di bawah ini:

Pertama, kadaster hak, yaitu kegiatan pengukuran dan pemetaan
bidang-bidang tanah hak dan pendaftaran bidang-bidang tanah tersebut
dalam daftar-daftar tanah. Bidang-bidang tanah hak merupakan bidang-
bidang tanah yang dipunyai orang atau badan hukum dengan sesuatu hak.

Kedua, pendaftaran hak, yaitu kegiatan pendaftaran hak-hak
dalam daftar-daftar buku-tanah atas nama pemegang haknya.

Pasal 19 ayat 2a UUPA diartikan sebagai kadaster hak sedang Pasal
19 ayat 2b dan ayat 2c diartikan sebagai pendaftaran hak. Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 maupun Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 mengatur semua kegiatan tersebut di atas
sebagaimana uraian di bawah ini.

3. Kadaster Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
mengatur bahwa peta pendaftaran harus memperlihatkan dengan jelas
segala macam hak atas tanah di dalam desa dengan batas-batasnya, baik
yang kelihatan maupun yang tidak. Hal ini jelas menunjukkan bahwa
objek bidang tanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
merupakan bidang tanah hak bukan bidang-bidang tanah pajak.

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
dalam peraturan-peraturan yang mengatur penyelenggaraan kadaster
tidak terdapat sesuatu ketentuan yang memberikan kekuatan bukti pada
peta-peta yang dibuat oleh Jawatan Pendaftaran Tanah pada waktu itu.
Kadaster yang diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dengan
demikian belum merupakan kadaster dengan kekuatan bukti.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
mengatur, bahwa kepada pemegang hak yang haknya telah didaftarkan
dalam daftar-daftar buku-tanah (= daftar umum) diberikan sertipikat,
yaitu surat tanda-bukti-hak yang terdiri dari salinan buku-tanah dan
surat-ukur setelah dijahit menjadi satu dengan kertas sampul yang
bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.
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Sertipikat sebagai surat tanda bukti hak dimaksud dalam Pasal 19
ayat (2c¢) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ditetapkan sebagai alat
pembuktian yang kuat. Sertipikat yang diberikan kepada pemegang hak
yang terdaftar dalam daftar buku-tanah dengan demikian mempunyai
kekuatan bukti yang kuat..

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 mengatur
bahwa surat-ukur merupakan kutipan dari peta-pendaftaran maka peta-
peta pendaftaran (peta kadaster) juga mempunyai kekuatan bukti.

Sebelum bidang tanah diukur, terlebih dahulu dilaksanakan
penyelidikan riwayat bidang tanah itudan penetapan batas-batasnya oleh
suatu Panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang
ditunjuk olehnya. Pendaftaran Tanah menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1961 mengharuskan penetapan batas-batas bidang
tanah pada peta-pendaftaran dilaksanakan secara kontradiktur®

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961,
telah dikeluarkan suatu Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1961
tentang Tata Kerja Pendaftaran Tanah yang Mengenai Pengukuran dan
Pemetaan. Peraturan tersebut mengatur pengukuran dan pemetaan
bidang-bidang tanah menurut cara-cara yang memenubhi teknik geodesi.
Batas bidang tanah yang diukur dengan demikian merupakan fixed
boundary atau batas pasti bukan general boundary atau batas umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 secara jelas mengatur
pelaksanaan kadaster dan merupakan kadaster dengan kekuatan bukdi,
sehingga letak batas bidang tanah merupakan fixed boundary, kemudian

selanjutnya menjadi guaranted boundary atau batas terjamin.

4, Kadaster Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun c1997 sebagai penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 1961 menetapkan bahwa untuk memberikan kepastian dan
perlindungan hukum kepada pemegang hak ditetapkan terlebih dahulu
kepastian hukum objeknya melalui penetapan batas bidang tanah

6 Kata “kontradiktur” tidak ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 1961, penetapan batas secara kontradiktur merupakan rumusan dari
Pasal 3 ayat (2) sampai dengan ayat (6).
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1. Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan
kegiatan pengukuran dan pemetaan.

2. Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana ayat (1) meliputi :
a. pembuatan peta dasar pendaftaran;
b.  penetapan batas bidang-bidang tanah;
c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan

pembuatan peta pendaftaran;

d. pembuatan daftar tanah;

e. pembuatan surat ukur.

Penetapan data fisik atau penetapan batas pemilikan bidang tanah
diatur Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 17 sebagai
berikut :

1. Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah,
bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan
letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan
tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.

2. Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara
sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan
batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.

Bila belum ada kesepakatan maka dilakukan penetapan batas sementara
sebagaimana diatur Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 secara jelas mengatur
pelaksanaan kadaster yang merupakan kadaster dengan kekuatan bukti.

F. Gambaran Wilayah Kota Batam

1. Letak, Batas Wilayah, dan Pembagian Administrasi

Kota Batam terletak pada koordinat astronomis: 0° 25’ 29” hingga
01° 15’ 00” Lintang Utara dan 103° 34’ 35" hingga 104° 26” 04” Bujur
Timur. Kota Batam merupakan kota kepulauan, dengan jumlah pulau
sebanyak 329 pulau. Sebagian besar dari pulau-pulau tersebut belum
berpenghuni.
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Kota Batam mempunyai w1layah +399.000 Ha, yang terdiri dari:
— daratan : + 103.843 Ha
— lautan : + 295.157 Ha

Sedangkan batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

—  sebelah utara : Negara Singapura
—  sebelah selatan : Kabupaten Lingga
—  scbelah barat : Kabupaten Karimun
—  sebelah timur : Kabupaten Bintan

Gambar berikut ini menyajikan peta administrasi Kota Batam.

Gb. Peta Administrasi Kota Batam Pemerintahan Kota Batam terdiri dari 12
Kecamatan atau 64 Kelurahan.

2. Sejarah Lahirnya Otorita Batam

Sebelum menjadi daerah otonom, Batam merupakan Kotamadya
kedua di Provinsi Riau, yaitu yang pertama Kotamadya Pekanbaru yang
bersifat otonom, sedangkan Kotamadya Batam bersifat Administratif yang
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kedudukannya setingkat dengan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat
II lainnya. Sebelum terbentuknya Kotamadya Batam pada mulanya
merupakan suatu Wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Batam yang
termasuk dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Tingkat II Kepulauan
Riau. Batam adalah nama sebuah pulau terbesar di daerah ini, tetapi tidak
jelas diketahui dari mana literatur sejarah masa lampau di waktu Johor
dan Riau masih merupakan Kerajaan Melayu. Pada abad ke 18 Lord
Minto dan Rafles dari Kerajaan Inggris telah melakukan "barter” dengan
Pemerintah Hindia Belanda, sehingga Pulau Batam yang merupakan pulau
kembar dengan Singapura diserahkan kepada Pemerintah Belanda. Luas
wilayah Kotamadya Batam lebih kurang 1.647,83 Km?, yang terdiri dari
lautan 1.035,30 Km? dan daratan 612,53 Km?, sedangkan banyaknya
pulau berjumlah 186 buah di mana 80 buah telah dihuni dan 106 buah
pulau lagi masih kosong, di antaranya ada 3 buah pulau yang agak besar
yaitu Pulau Batam dengan luas kurang lebih 415 Km?, Pulau Bulan dan
Pulau Kepala Jeri.

Karena wilayah Kotamadya Batam letaknya yang sangat strategis
pada jalur pelayaran internasional yang paling ramai di dunia dengan
jarak hanya 12,5 mil laut (20 km) dari Singapura serta pintu gerbang lalu
lintas wisatawan yang keluar masuk dari/ke luar negeri melalui pelabuhan
laut Sekupang. Dengan modal inilah maka Pemerintah Indonesia sebagai
upaya untuk memacu perkembangan di wilayah Nusantara dari semua
aspek kehidupan, khususnya di bidang ekonomi dalam rangka persiapan
tinggal landas pada Pelita VI, maka pemerintah mengembangkan Pulau
Batam menjadi Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam
(OBDIPB). Guna pemantapan pengembangan sebagaimana fungsi Pulau
Batam tersebut menjadi daerah industri dan perdagangan, alih kapal,
penumpukan dan basis logistik serta pariwisata.

3. Kondisi Kantor Pertanahan Kota Batam

a. Personalia

Pegawai (PNS) Kantor Pertanahan Kota Batam sebanyak 28 orang,
yang terdiri dari 26 pegawai aktif dan 1 pegawai sedang tugas belajar.
Rata-rata golongan dari pegawai yang ada adalah 2,73. Semua jabatan
telah terisi, tetapi masih ada staf kosong di 7 Sub Seksi.
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Tenaga kerja sukarela yang membantu Kantor Pertanahan sebanyak
52 orang. Customer Service sebanyak 3 orang, petugas keamanan sebanyak
2 orang dan Pejabat Pembuat Akte Tanah sebanyak 76 orang,.

b. Hak Pengelolaan
Sejak tahun 1987, telah terbitkan Hak Pengelolaan terhadap tanah-

tanah di seantero Pulau Batam. Terbitnya Hak Pengelolaan ini atas nama
Otorita Batam. Terbitnya Hak Pengelolaan ini atas nama Otorita Batam
(Badan Pengelola Batam) seluas = 40.000 Ha.

Telah terbit Sertipikat HPL = 18.627 ha. (46.567 %)
Sisa areal yang belum Sertipikat = 22.129 ha. (53.433 %)

c. Berkas permohonan

Permohonan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Batam
mayoritas permohonan pengukuran dan pemetaan kadastral sporadik,
disusul peralihan hak, yaitu jual beli. Bagan kuantitas permohonan per
bulan secara umum dapat dilihat pada bagan berikut ini.
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Gb-. Bagan statistik jumlah permohonan pendaftaran tanah per bulan tahun 2012
(Sumber: Kantor Pertanahan Kota Batam)
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Hingga 11 Oktober 2012, jumlah permohonan sebanyak 42.284
berkas, yang mana jumlah ini untuk tanggal yang sama pada tahun 2011
sejumlah 31.000 berkas. Dengan demikian, pada tahun 2012 terjadi
peningkatan daripada tahun 2011.

G. Perkembangan Kadaster Kota Batam

1. Perkembangan Pernyataan Pertama Kadaster 2014

Statement 1 on Cadastre 2014 : Cadastre 2014 will show the complete
legal situation of land, including public rights and restrictions! (Artinya :
Kadaster 2014 akan menyajikan informasi yang lengkap segala aspek
hukum suatu bidang tanah, termasuk hak-hak publik dan pembatasannya.)

Statemen 1 di Batam masih jauh dari yang diharapkan, dalam hal ini
masih sama dengan Kantor Pertanahan pada umumnya.

1. Buku Tanah hanya memberi informasi tentang pemilikan tanah,

2. penggunaan tanah pertanian dan pertanian belum secara tegas di
informasikan.

3. Informasi tentang harta asal atau harta gono gini belum tersaji.

4. Menara —menara jaringan listrik tegangan tinggi yang melintasi

bidang tanah Hak Pengelolaan juga belum disajikan pada peta bidang
tanah.

5. Informasi nilai tanah masih dalam zone belum tersaji per bidang

tanah

6. Informasi Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan pada Buku
Tanah tidak jelas seperti gambar di bawah ini:
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Tidak secara tegas dinyatakan bahwa HGB bukan di atas Tanah
Negara, tetapi di atas tanah milik Otorita Batam dengan Hak Pengelolaan
Nomor 05 / Lubuk Baja Timur. Hal ini perlu dipertegas mengingat
masyarakat belum semua mengerti bahwa membeli tanah dengan HGB
ini sifatnya hanya menyewa sedang pemilik tanah adalah Otorita Batam.
Penomoran Hak Pengelolaan menurut ketentuan Pasal 10 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah kota atau kabupaten bukan
desa, sedangkan di Batam satuan wilayah kerja HPL adalah desa, contoh
nama Lubuk Baja Timur adalah nama desa.

Ditemukan juga dalam akta jual beli HGB di atas HPL ini Pejabat
Pembuat Akta Tanah tidak mencantumkannya di dalam AKTA bahwa

tanah ini milik pemegang HPL yaitu milik Otorita Batam sebagaimana
foto di bawah ini:
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Komparisi yang tidak tegas dan jelas seperti di atas akan mengaburkan
keadaan sebenarnya bahwa pembeli dengan akta ini kedudukannya hanya
sebagai penyewa yang tidak memiliki tanah.

Di kota Batam masih timbul masalah di lokasi terkenal dengan
nama Kampung Tua yang terkait dengan kebijakan Otorita di bidang
pertanahan. Masyarakat KampungTua keberatan kalau wilayahnya
masuk dalam Hak Pengelolaan Otorita Batam. Demikian juga tentang
kebijakan hutan kesepakatan belum diperoleh kata “padu serasi” antara
pihak Pemerintah Kota Batam dengan pihak Kementerian Kehutanan.
Beberapa wilayah yang telah terbangun dengan HPL Otorita Batam diakui
sebagai wilayah hutan. Hal ini menyebabkan perencanaan tata ruang kota
menjadi terhambat, sehingga hak-hak publik yang mengakses informasi
perencanaan tata ruang melalui pelaksanaan kadaster menjadi kabur.

2. Perkembangan Pernyataan Kedua Kadaster 2014.

Mengkaji Statement 2 on Cadastre 2014 : 7he separation between
maps’ and ‘registers will be abolished! (artinya: “Pemisahan antara peta
dan buku tanah akan berakhir”. Kantor Pertanahan Kota Batam melalui
Geo Komputerisasi Kantor Pertanahan (Geo KKP) telah menggabungkan
Data Buku Tanah tekstual dengan data spasial bidang tanah. Setiap saat
Datftar Isian 203 dapat di print our . Kantah Batam hampir memenuhi
pernyataan kedua ini. Terhadap bidang tanah yang masih melayang-layang
Kepala Kantor Pertanahan melakukan blokir pada Buku Tanah agar tidak
terjadi perbuatan hukum sebelum bidang tanah tersebut dapat di petakan.
Hal ini merupakan upaya Kantor Pertanahan Batam untuk memenuhi
harapan pernyataan kedua Kadaster 2014.

Program GeoKKP di Kantor Pertanahan Kota Batam telah dimulai
semenjak tahun 2011. Perkembangan (kinerja) program ini dari waktu
ke waktu dapat dilihat pada gambar berikut ini.
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Dalam perbandingan dengan Kantor Pertanahan lain yang dinilai
kemajuannya telah tinggi, Kantor Pertanahan Kota Batam ternyata
menempati peringkat pertama secara nasional. Gambar berikut ini
menunjukkan posisi tiga besar GeoKKP tingkat nasional.
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Gb. Bagan Perkembangan GeoKKP (dalam perbandingan dengan Kantah lain)
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Terlihat dari bagan di atas, bahwa progres program GeoKKP Kota
Batam menempati peringkat pertama secara nasional.

Kantor Pertanahan Kota Batam berusaha semaksimal mungkin untuk
menyelesaikan program GeoKKP (fu/ly GeoKKP). Hingga saat ini telah
mencapai titik optimum yaitu 98%. Persoalan yang kini menjadi kendala
yaitu ketiadaan pengikatan terhadap titik-titik referensi dicoba diselesaikan
dengan melakukan identifikasi lapangan menggunakan teknologi
CORS yang telah dibangun. Langkah lainnya adalah dengan melakukan
pemblokiran terhadap dokumen-dokumen pelayanan pendaftaran tanah
yang belum bias diplot di peta, sehingga jika ada permohonan pertanahan
yang menyangkut bidang yang diblokir maka akan dapat diidentifikasi.

Program GeoKKP ini juga mendigitasi seluruh bidang tanah yang
belum terdaftar dari peta citra. Untuk selanjutnya dari peta bidang-bidang
tanah digital tersebut dikembangkan sistem/metodologi pembuatan
peta tematik Kota Batam (Juli-Desember 2012). Pada tahap berikutnya
akan diupayakan juga untuk menghubungkan GeoKKP dengan jejaring
Pemerintah Daerah Kota Batam dalam pelayanan PBB/BPHTB. Untuk
hal ini, uji coba pemanfaatan GeoKKP diupayakan tanpa hardcopy.

3. Perkembangan Pernyataan Ketiga Kadaster 2014.

Statement 3 on Cadastre 2014 : 7he Cadastral mapping will be dead.
Long life modeling! (artinya: “Pemetaan Kadaster akan mati, Modelling
akan bertahan”)

Peta di masa datang bukan lagi tempat untuk menyimpan informasi.
Peta akan berfungsi untuk menyajikan informasi yang tersimpan pada basis
data Kantor Pertanahan Batam sudah tidak lagi menyimpan data lapangan
di atas peta, tidak ada lagi kartiran. Data ukuran lapangan langsung di
olah dan disimpan dalam “data base”. Kantah Batam telah memenuhi
harapan pernyataan ketiga Kadaster 2014. Namun demikian modeling
belum berjalan secara utuh, contoh peta penggunaan tanah, peta nilai
tanah keduanya belum tersaji sebagai peta kadaster.

Kantor Pertanahan Kota Batam telah membuat peta tematik digital
berbasis unit bidang tanah. Peta-peta yang berbasis bidang tanah ini
menyajikan secara detil aspek pertanahan yang disajikannya berdasarkan
tema yang dikehendaki. Hanya sayang sampai sekarang belum dapat
diintegrasikan dalam sistem admin Kantor Pertanahan. Beberapa peta

212 e Reformasi Birokrasi, Penyelesaian Konflik, dan Reditribusi Tanah



tersebut antara lain adalah Peta Penggunaan Tanah dan peta ekonomi
tanah seperti: peta Zona Nilai Tanah, peta Loan to Value, peta Transaksi
Tanah, peta Sebaran Jual Beli Tanah, dan peta Sebaran Hak Tanggungan.

4. Perkembangan Pernyataan Keempat Kadaster 2014.

Mengamati Statement 4 on Cadastre 2014: ‘Paper and pencil —
cadastre’ will have gone (Artinya : “Kadaster yang menggunakan kertas
dan pensil akan punah”)

Pelaksanaan Kadaster di Kantah Batam telah menggunakan teknologi
komputer dengan dibuatnya Buku Tanah digital. Data tekstual yang
tersimpan dalam basis data lebih mudah diolah. Sertipikat nanti bukan
barang bernilai, yang bernilai adalah data yang tersimpan di kantor.
Sertipikat yang menjadi tanda bukti hak hilang bukan menjadi masalah,
ibarat tiket pesawat yang hilang. Bentuk sertipikat akan lebih sederhana
cukup sebesar Kartu Tanda Penduduk (KTP). Bila sekarang sudah ada
KTP elektronik ke depan harus sudah siap dengan Sertipikat elektronik.
Pengolahan dan penyimpanan data spasial objek memerlukan perangkat
lunak yang lebih canggih daripada perangkat lunak untuk mengolah dan
menyimpan data tekstual. Komponen spasial objek dalam model objek
tidak lebih dari atribut yang mendefinisikan lokasi dan bentuk objek.
Kantah Batam hampir memenuhi Pernyataan keempat Kadaster 2014 ini.

Kantor Pertanahan Kota Batam menyelenggarakannya pilot project
Buku Tanah secara digital yang dilatarbelakangi oleh beberapa persoalan,
yaitu antara lain terjadinya duplikasi pencatatan pada Buku Tanah
dan pada saat entri KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan). Hal ini
mengakibatkan dual effort and maintenance, dan validasi Buku Tanah
menjadi tidak sahih lagi (harus dilakukan validasi kembali). Demikian
pula penyimpanan/pemeliharaan berkas fisik dokumen Buku Tanah
telah membutuhkan ruang yang memakan tempat, pencarian kembali
dokumen yang lambat, serta kemungkinan dokumen Buku Tanah tidak
diketemukan.

Untuk memulai program ini dipilih lokasi/kelurahan yang seluruhnya
(100%) telah dilakukan validasi Buku Tanah, program GeoKKP-nya paling
tinggi capaiannya (mendekati 100%) dengan melakukan pemblokiran
terhadap bidang-bidang tanah yang belum terpetakan. Selanjutnya
setelah Buku Tanah digital berhasil dibuat, maka berkas fisik Buku Tanah
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dibekukan, dalam arti tidak digunakan untuk kegiatan pelayanan. Program
ini dimulai pada bulan Agustus 2013 dengan mengambil Kelurahan
Tanjung Riau sebagai pilot project.

Langkah/prosedur pilot project ini cukup sederhana, yaitu dimulai
dari petugas membuat salinan Buku Tanah dalam format digital,
selanjutnya Pemeriksa dan Penandatangan membandingkan salinan Buku
Tanah digital dengan sertipikat. Berikutnya, penandatanganan dilakukan
di atas salinan Buku Tanah digital, dan jadilah salinan ini sebagai warkah.

5. Perkembangan Pernyataan kelima Kadaster 2014.

Mengamati Statement 5 on Cadastre 2014 : Cadastre 2014 will be
highly privatized! Public and private sector are working closely together!

(artinya: Kadaster 2014 akan lebih banyak diprivatisasi. Kerja sama
sektor swasta dan pemerintah akan semakin erat)

Pada masa datang, pengukuran kadastral tidak lagi harus dilaksanakan
oleh surveyor pemerintah. Surveyor swasta harus diaktitkan dan digiatkan.
Sayang sekali Kantah Batam dengan permohonan pengukuran rata-rata
1000 bidang perbulan hanya mempunyai 3 (tiga) petugas ukur sedangkan
tidak ada satupun Surveyor Berlisensi

Di Indonesia Surveyor berlisensi yang dibekukan selama 7 (tujuh)
tahun lebih harus dicairkan lagi. Pengaktifan surveyor berlisensi akan
lebih meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Statement 5 ini sama sekali
belum terlihat di Batam ini. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 9 Tahun 2013 tentang Surveyor Pertanahan menjadi harapan
pernyataan ke enam Kadaster 2014 ini terwujud di Batam maupun di
Kantor Pertanahan lainnya.

6. Perkembangan Pernyataan Keenam Kadaster 2014.

Statement 6 on Cadastre 2014: Cadastre 2014 will be cost recovering!

(artinya; Kadaster 2014 akan menjadi swadana)

Kadaster selama ini hanya menyajikan informasi yang terbatas sekedar
untuk keperluan pendaftaran tanah. Makin banyak informasi yang dapat
disajikan dari suatu bidang tanah atau yang terkait dengan tanah tersebut
dan sejalan dengan asas publisitas pendaftaran tanah, maka semakin
banyak informasi yang dapat dijual. Penghasilan Negara Bukan Pajak
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dari sektor pendaftaran tanah bila dikalkulasi di Batam dapat memenuhi
pernyataan keenam ini.

H. Penutup

1. Kesimpulan

Pengembangan kadaster di Indonesia masih memprihatinkan, baru
sekitar 40% jumlah bidang tanah terdaftar, dari 40% tersebut hanya
sekitar 10% bidang tanahnya tersaji dalam satu peta, dengan demikian
90% yang masih melayang-layang berpotensi konflik. Di Indonesia belum
ada Kantor Pertanahan yang dapat menjawab pertanyaan “ Desa atau
Kelurahan mana saja yang dijamin tidak ada lagi bidang tanah yang masih
melayang —layang?” Pengadministrasian data spasial bidang tanah pada
peta di Indonesia bagaikan benang kusut, tidak mudah diurai. Benang
kusut memang sulit diurai, administrasi pemetaan bidang-bidang tanah
harus di mulai dari awal kembali. Informasi data yuridis pada Buku Tanah
belum ada ketegasan, pemilikan harta bersama tidak ada kewajiban atau
peraturan perundang-undangan untuk menyajikan sesuai fakta hukum
sebenarnya. Informasi penggunaan tanah yang menentukan subjek hukum
pemilik tanah tidak tegas disajikan pada Buku Tanah. Beberapa fakta
tentang bidang tanah belum semua dapat diinformasikan pada Buku
Tanah hal ini akibat peraturan yang mengatur tentang Tata Pendaftaran
Tanah belum tegas dan cermat.

Terwujudnya “Kadaster 2014” di Indonesia masih jauh dari harapan.
Namun demikian Kantor Pertanahan Kota Batam telah melakukan
upaya melalui pemanfaatan kemajuan teknologi antara lain dengan
memperkenalkan Buku Tanah digital, melalui prioritas penyediaan peta
pendaftaran skala 1 : 1000 melalui citra satelit, bidang tanah terdaftar yang
masih melayang layang segera diukur ulang untuk dipetakan kembali,
sedang yang belum diukur diblokir. Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 9 Tahun 2013 tentang Surveyor Kadastral merupakan
upaya untuk menuju Pernyataan Kelima Kadaster 2014.
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2. Saran

1) Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk membuat Peraturan
Kepala Badan khususnya tentang Tata Pendaftaran Tanah yang tegas
dan jelas sehingga dalam pelaksanaan tidak menjadi multi tafsir.

2) Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional segera mengaktifkan
Surveyor Berlisensi yang sudah dibekukan selama tujuh tahun.

3) Kepala Badan Pertanahan Nasional membuat instruksi untuk
pemblokiran Buku Tanah yang bidang tanahnya masih melayang —
layang sebagai payung hukum pelaksana di daerah, sekaligus sanksi
bagi Kepala Kantor Pertanahan yang tidak melaksanakannya,

4) Kepala Kantor Pertanahan dari Penghasilan Negara Bukan Pajak
wajib mengalokasikan dana khusus yang cukup untuk melakukan
pengukuran ulang bidang-bidang tanah yang masih melayang-layang.

5) Kepala Badan Pertanahan Nasional membuat instruksi ke Kepala
Kantor Pertanahan untuk mentargetkan tiap tahunnya jumlah desa
yang pendaftaran tanahnya sudah 100% tidak ada bidang tanah yang
melayang.
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Politik Lokal, Elite Lokal dan Konsesi
Pertambangan: Perjuangan Perempuan
atas Akses Tanah di Kutai Kertanegara

Anna Mariana, Devy DC, Vegitya R. Putri

Abstrak

Perubahan sistem politik pasca-reformasi di beberapa tempat tidak mengubah
struktur politik secara substantif. Hal ini dapar dilibat dari muncul-nya
kelompok elite-elite lokal yang menguasai panggung kekuasaan adalah mereka
para elite politik lama. Desentralisasi mengubah pula relasi penguasaan
sumber daya alam dari penguasaan ijin konsesi ditingkat pusat berpindah
menjadi kewenangan pemerintah daerah. Akibatnya, ijin konsesi pun
meningkat pesat pasca otonomi daerah, karena bupati mengobral ijin konsesi.
Kondisi ini akan bertambah massif dengan masuknya skema Master Plan
Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mempercepat
proses perampasan tanah (Land Grabbing). Moda perampasan tanah baik
skala besar maupun kecil tidak hanya mengambil lahan-lahan wilayah
konservasi, namun juga lahan garapan masyarakat. Kalimantan, tepatnya
Kalimantan Timur menjadi wilayah frontier bagi para aktor pemangku
kepentingan, mulai dari penguasa hingga pengusaha (lokal nasional, hingga
internasional). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi
yang sangat erat antara kepentingan elite lokal dalam konstelasi politik lokal
dengan dikeluarkannya ijin-ijin konsesi pertambangan yang kemudian proses-
proses tersebut mempercepat ketersingkiran penguasaan dan akses perempuan
atas tanah.

Katakunci: Politik lokal; politik konsesi pertambangan; akses perempuan
atas tanah
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A. Latar Belakang

Studi agraria menjadi kajian yang menggeliat kembali, baik di
kalangan scholar, peneliti, maupun di level pemangku kebijakan pada awal
abad XXI, setelah masa-masa “keterbungkamannya” pada masa Orde Baru.
“Keterbungkaman” studi agraria selama masa Orde Baru dikarenakan
adanya upaya pengkerdilan atas isu agraria, dengan “distigmakannya”
sebagai bagian dari ajaran “komunis” sehingga dilarang pada masa tersebut.
Padahal sejatinya isu agraria merupakan agenda bangsa. Namun, agenda
land reform membeku seiring dengan “dihilangkannya” para tokoh yang
mengusung ini. Bahkan, lebih jauh lagi, pisau analisis sosial yang mampu
melihat ketimpangan tersebut pun turut pula “diberangus” pada masa
Orde Baru. Akibatnya pada masa Orde Baru sangat jarang muncul sikap
kritis terhadap pemerintah dari kalangan akademisi.!

Rezim pun berganti. Namun, persoalan yang menyangkut agraria
justru mulai muncul dimana-mana. Konflik-konflik agraria terjadi lebih
masif di berbagai belahan daerah di wilayah negara Indonesia, seolah
tidak ada hentinya. Hal ini cukup menjadi bukti bahwa rezim Orde Baru,
yang “memberangus” agenda land reform tersebut, telah mewariskan satu
persoalan masa lalu akibat dari ketimpangan penguasaan sumber daya
alam. Tidak berlebihan jika dinyatakan bahwa persoalan atas sumber daya
agraria yang menimbulkan konflik saat ini pada dasarnya merupakan
ujung dari akar persoalan di masa lalu.

Dinamika politik yang masa Orde Baru bercorak sentralistik dan
otoriter berubah menjadi sistem desentralistik setelah keluarnya UU
Otonomi Daerah pada tahun 1999. Kebijakan ini diikuti dengan UU
tentang pemilihan langsung kepala daerah pada tahun 2004. Namun,
momentum perubahan rezim sentralistik pasca reformasi ternyata tidak
dibarengi dengan perubahan struktur birokrasi. Hal ini menyebabkan
perubahan yang diharapkan dari perubahan politik dalam beragam
ranah masih belum terwujud. Banyak kasus di beberapa daerah wujud
desentralisasi adalah munculnya elite-elite lokal (baru) yang menaikkan
tensi politik daerah.?

1 Daniel Dhakidae, Cendikiawan dan kekuasaan Dalam Negara Orde Baru, (Jakarta: Gramedia,
2003), him. 238-240.

2 Beberapa wilayah seperti Papua, Sulawesi dan juga Kalimantan, yang mengalami pemekaran
daerah dengan maksud desentralisasi, justru memicu konflik-konflik baru di daerah tersebut.
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Salah satu kekisruhan di level politik lokal disebabkan oleh
kewenangan daerah dalam mengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA).
Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam pengelolaan sumber
daya alam melalui ijin-ijin ekploitasi sumber daya alam seperti konsesi
perkebunan dan pertambangan. Tidak jarang para calon kepala daerah
yang maju dalam pemilukada didukung oleh perusahaan-perusahaan yang
membutuhkan ijin pengelolaan sumber daya alam tersebut. Fenomena ini
hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Akibatnya adalah sumber
daya alam menjadi ajang bagi-bagi “kue” beragam pihak di tingkatan
lokal. Bahkan, kasus korupsi suap untuk para pejabat dari para pengusaha
agar ijin usaha mereka dikabulkan banyak bermunculan di media massa.’

Pengelolaan sumber daya alam yang diberikan sepenuhnya terhadap
pemerintah daerah telah membuat penataan perijinan serta peraturan
menjadi begitu tumpang tindih. Persoalan ijin-ijin usaha yang dikeluarkan
oleh pemda, utamanya ijin usaha pertambangan (IUP), telah menjadi
ajang “mendulang” pendapatan bagi para pejabat daerah untuk ongkos
politik yang tinggi. Dalam beberapa kasus terbukti bahwa aktor-aktor
lokal—baik mereka yang memang duduk di jajaran pembuat kebijakan
publik maupun mereka nonbirokrat namun memiliki legitimasi sosio-
kultural yang kuat—memiliki peran substansial dalam valuasi dan validasi
terkait JUP.

Secara teoritis, eksistensi para elit di level lokal ini dikenal dengan
local bossism.* Tak dapat dipungkiri bahwa kelompok elit ini juga ada
pada masyarakat adat, meskipun dengan sumber daya politik yang relatif
berbeda. Meski ada upaya emansipatoris terhadap masyarakat adat, namun

Lihat Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, Politik Lokal di Indonesia, Jakarta:
YOI dan KITLYV, 2007.

3 Salah satu kasus suap yang muncul dilakukan oleh Hartati Murdaya, seorang pengusaha
(PT. Hardaya Inti Utama) dan juga salah seorang dewan penaschat dari partai penguasa
yakni Demokrat. Ia dituduh menyuap Bupati Buol, Sulawesi, Amran Batalipu, agar dapat
memperoleh ijin perkebunan sawit di daerah tersebut.

4 Bossism adalah konsep yang menerangkan tentang hubungan patron-klien, atau lebih tepatnya
memetakan relasi antara negara yang lemah (weak state) yang berhadapan dengan oligarkhi
yang kuat (strong oligrbarchy). Konsep ini diperkenalkan oleh John Sidel. Unit analisis Sidel
adalah politik lokal di Filipina. Melalui investigasi di dua provinsi, yaitu Cavite dan Cebu,
Sidel menunjukkan fenomena bossism dimana eksistensi negara yang sangat lemah dihadapkan
pada dominasi oligarki berbasis tanah. Strukeur masyarakat Filipina tersebut, oleh Sidel,
disebut sebagai bossism. Lihat Sidel, J. T. (1997). “Philippine Politics in Town, District, and
Province: Bossism in Cavite and Cebu.” 7he Journal of Asian Studies 56(4): 947-966.
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banyak ditemukan bahwa mereka yang duduk sebagai elit dalam suatu
masyarakat adat tertentu juga berposisi sebagai elit politik lokal.

Tak jarang dijumpai bahwa beberapa pimpinan masyarakat adat
bahkan juga menduduki sebagai kepala daerah. Maka hal ini berpotensi
membuka peluang bagi lahirnya local bossism yang baru ataupun
melestarikan sistem elit lokal yang memang sudah ada. Tidak mustahil
bahwa seorang aktor memiliki berbagai peran dalam masyarakat sehingga
kekuasaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya terakumulasi pada aktor
tertentu saja. Peran-peran yang terakumulasi pada suatu kelompok aktor
inilah yang dapat dijadikan sebagai asumsi awal atau setidaknya sebagai
indikasi bahwa IUP dapat diberikan dengan sedemikian longgar karena
antara pemberi IUP dan pemegang IUP adalah aktor yang sama atau
setidaknya berada dalam lingkaran elit yang sama.

Adapun wilayah yang paling banyak mengeluarkan IUP adalah
di Kalimantan. Pulau ini memiliki jumlah perijinan pertambangan
terbanyak, sedikitnya 2.506 ijin atau 30 persen lebih dari total ijin
pertambangan di Indonesia. Jumlah ini tentunya akan meningkat,
mengingat pemerintah kemudian menetapkan Kalimantan sebagai pusat
produksi dan pengolahan hasil tambang lumbung energi nasional dalam
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI). Dalam skema ini, kegiatan ekonomi utamanya yaitu energi
(migas dan batubara) dan mineral (bauksit dan besi baja).

Dari jumlah ijin pertambangan di Pulau Kalimantan, separuh lebih
berada di Kalimantan Timur (Kaltim). Tercatat Kaltim telah mengeluarkan
Kuasa Pertambangan/ Ijin Usaha Pertambangan (KP/IUP) mineral dan
batu bara sampai akhir 2012 berjumlah lebih dari 10.000 izin, 4.300-
an diantaranya merupakan IUP batubara. Jika diperhatikan, investasi
di bidang pertambangan setelah otonomi daerah sampai terbitnya UU
Nomor 4 Tahun 2009 berjumlah lebih dari 9.500 perusahaan.” Data
JATAM menyebutkan pada 2007 jumlah ijin pertambangan di sebuah
kabupaten Bulungan misalnya terdapat 18 perusahaan dengan luas
lahan konsesi mencapai 59.516 Ha. Pada tahun 2009 bertambahnya 15
KP menjadi 33 KP. Tapi pada Desember 2012 izin kembali bertambah

5  “Izin Tambang Meledak Setelah Otonomi”. Kaltimpost, 14 Maret 2013. Diakses dari: htp://
www.kaltimpost.co.id/berita/detail/14681/izin-tambang-meledak-setelah-otonomi.html pada
15 Juni 2013 pukul 12.30 WIB.
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dari 119 tambang menjadi 152 ijin dengan luasan lahan 664.278 Ha.®
Persoalan pemberian izin pun mencakup pemberian izin yang tumpang
tindih.

Akibat kondisi semacam itu, masyarakat Kalimantan Timur mengalami
kondisi budaya yang terus-menerus dalam situasi wilayah frontier” dengan
komoditas “favorit’-nya adalah batubara. Konsesi pertambangan ini
memerlukan lahan untuk menjadi areal pertambangannya. Tidak hanya
hutan alami maupun hutan lindung yang menyusut, bahkan tanah-
tanah yang menjadi lahan produksi pangan warga pun mulai dilirik dan
“direbut”. Lahan-lahan warga yang berubah tersebut akhirnya mengubah
fungsi lahan pangan warga Kalimantan Timur.

Satu aspek penting dalam perubahan fungsi lahan tersebut yang
kadangkala luput dari amatan adalah soal ketersingkiran akses perempuan
atas sumber daya alam/tanah. Di dalam masyarakat yang berbasis pada
pengolahan lahan/tanah seperti sawah, perempuan memiliki peranan yang
intensif. Para perempuan dalam masyarakat tani merupakan perempuan
yang mandiri secara ekonomi maupun kultural. Namun, dengan
perubahan kondisi zenurial akibat pertambangan, posisi perempuan
menjadi semakin termiskinkan.

Soal kondisi lingkungan yang berubah patut menjadi sorotan
yang jarang dilihat sebagai persoalan yang dihadapi jika suatu wilayah
menjadi daerah pertambangan. Kualitas udara yang buruk, terganggunya
kesehatan ibu dan anak adalah satu pokok dari beragam persoalan yang
dihadapi langsung oleh perempuan sebagai golongan yang paling rentan.?
Beban ganda harus dihadapi oleh perempuan yang hidup di wilayah
pertambangan mengingat mereka sekaligus berperan sebagai pelaku
ekonomi.

Studi ini mengambil dua wilayah di Kutai Kertanegara sebagai titik
fokus dengan pendekatan perbandingan. Wilayah pertama adalah Desa

6 Firman Hidayat. http://www.tempo.co/read/news/2013/05/28/058483967/1zin-Tambang-
di-Kalimantan-Timur-Terus-Bertambah pada 15 Juni 2013 pukul 12.45 WIB.

7 Pembahasan mengenai Frontier akan dijelaskan pada bagian kedua pada tulisan ini.

8  Laila Mustikaningrum, “Pemiskinan Perempuan dalam Industri Pertambangan Batubara
(Studi Kasus Kota Samarinda-Kaltim)”, makalah dipresentasikan dalam Konferensi
pengetahuan II dengan tema Perempuan dan Pemiskinan yang diselenggarakan oleh Komnas
Perempuan dan Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia bekerjasama dengan
Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta,1-4
Desember 2012.
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Kertabhuana yang terletak di Kecamatan Tenggarong Seberang. Penduduk
desa ini berasal dari Bali dan Lombok yang melakukan transmigrasi
pada tahun 1980-an. Perusahaan tambang batu bara yaitu PT Kitadin
beroperasi berbarengan dengan masuknya para penduduk ke desa ini,
namun ijin pertambangan dan banyaknya perusahaan yang masuk ke
desa ini pada masa setelah otonomi daerah. Desa kedua adalah Desa Lung
Anai yang merupakan desa kampung Dayak Kenyah Lepoq Jalan yang
cenderung lebih homogen. Kondisi desa Lung Anai saat ini terancam pula
oleh pertambangan.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat permasalahan utama yang
muncul yakni soal bagaimana politik lokal yang berkaitan erat dengan
dikeluarkannya ijin konsesi pertambangan memberi dampak perubahan
terhadap penguasaan warga (perempuan) terhadap tanahnya. Persoalan
ini akan diterjemahkan melalui beberapa pertanyaan kunci berikut:

1. Bagaimana hubungan desentralisasi birokrasi dengan perijinan
tambang?

2. Siapa sajakah para aktor yang terlibat dalam kontestasi pengelolaan
sumber daya alam di Kabupaten Kutai Kertanegara?

3. Bagaimana proses tersingkirnya perempuan terhadap tanahnya yang
diakibatkan oleh konsesi pertambangan di Desa Kertabhuana dan
Desa Lung Anai?

Studi Terdahulu

Akumulasi kapital melalui penguasaan sumber agraria yang menjadi
penghambat dalam pelembagaan demokrasi lokal dalam menjelaskan
kondisi politik lokal Kutai Kertanegara telah dijelaskan oleh studi Amin
Tohari.” Tulisan ini menemukan bahwa penguasaan yang timpang
terhadap sumber-sumber agraria pada tingkat lokal di Kutai Kartanegara
menjadikan kualitas dan substansi demokrasi jauh dari harapan.

9  Amin Tohari, “Akumulasi Penguasaan Sumber Agraria Sebagai Penghambat Pelembagaan
Demokrasi Lokal (Mendiskusikan Kutai Kertanegara)”, Jurnal Politika, Vol.8, No.1, tahun
2012, hal. 43-64.
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Demokrasi justru menjadi ajang bekerjanya akumulasi kapital kelas elite
untuk menjaga dan memperluas penguasaan sumber agraria tambang
dengan jalan menduduki posisi-posisi strategis di dalam birokrasi lokal
yang lemah melalui legitimasi aturan dan prosedur demokrasi lokal.

Demokrasi lokal di dalam konteks ketimpangan penguasaan sumber
agraria tersebut bukan merupakan arena rakyat melainkan adalah arena
pertarungan para bos dan anak-anaknya. Penelitian Amin tersebut
menjelaskan konteks dinamika politik lokal dan tidak masuk pada
dampak dari politik lokal terhadap kehidupan warga masyarakat terutama
kalangan perempuan. Sedangkan riset kami memperlihatkan bagaimana
para perempuan sebagai bagian dari masyarakat yang terpinggirkan dalam
industri ekstraktif tersebut terus bersiasat dan berjuang atas hak tanah
mereka.

Menurut Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff, dua hal yang
menonjol dari dinamika politik lokal di Indonesia pasca Orde Baru adalah:
pertama, politik lokal di Indonesia selalu berusaha dikendalikan oleh
pusat karena sumber-sumber daya alamnya yang menggiurkan; kedua,
munculnya local strongmen sebagai akibat dari politik sumber daya alam
tersebut. Politik lokal di Indonesia merupakan kombinasi persaingan
kepentingan antara local strongmen (termasuk bos ekonomi) dan pejabat
lama (bangsawan dan awam) yang semuanya berupaya untuk terus
membangun dan mengekalkan kekuasaannya di daerah. Masing-masing
mereka berusaha menjadi pemenang agar sumber-sumber ekonomi di
daerah dapat terus dikendalikan kelompok mereka."® Kajian tersebut
memberi kerangka terhadap penelitian untuk menempatkan konteks
kekhasan politik lokal di daerah Kutai Kertanegara, khususnya politik
desa di Kerthabuana dan Lung Anai.

Secara lebih khusus penelitian mengenai pertambangan batubara di
Kalimantan telah dilakukan oleh Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan
Timur. Dalam laporan penelitian yang berjudul Deadly Coal, dapat dilihat
tentang pemetaan kondisi pertambangan di Kalimantan secara umum dan
bekerjanya alur ekonomi politik dari industri pertambangan ini. Studi ini
menjadi rujukan penting untuk memetakan posisi kedudukan Kaltim
dalam konteks ekonomi politik industri ekstraktif. Selain itu Jatam juga

10 Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff. “Politik Lokal di Indonesia: Dari Otokratik ke
Reformasi Politik.” Jurnal Ilmu Politik, Edisi 21, 2010.
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telah melakukan riset soal keterkaitan penambangan batu bara, pangan
dan perempuan di Desa Kerthabuana. Dari hasil temuan tim diketahui
bahwa penambangan batu bara membawa pengaruh sangat besar terhadap
kondisi sawah garapan penduduk Desa Kerthabuana. Orang-orang
Bali menjadi transmigran ke Kerthabuana untuk mencari tanah demi
kemakmuran hidup mereka, namun kondisi saat ini keberadaan mereka
terancam oleh perluasan areal pertambangan perusahaan batu bara. Dalam
studi ini diketahui pula bagaimana lemahnya posisi perempuan dalam
proses pengambilan keputusan atau musyawarah desa mengenai tambang,
baik itu untuk penawaran tanah, pengambilan keputusan, serta tindakan
masyarakat terhadap pertambangan. Perempuan Desa Kerthabuana masih
jarang dan bahkan tidak pernah diajak ikut bergabung dalam pengambilan
keputusan-keputusan tersebut.

Hal yang berbeda dari penelitian Jatam adalah melihat secara
komparatif anatara desa Kertabhuana sebagai desa transmigran dengan
desa yang bukan desa transmigrasi, yakni desa Lung Anai dalam konteks
percepatan laju pembukaan lahan pertambangan batu bara serta
penguasaan tenurial para perempuan di dua desa tersebut di dalam konteks
kultural dan sejarah penduduk desa yang berbeda. Hal ini dilakukan
untuk melihat sesuatu yang lebih dalam dalam kehidupan perempuan,
yang biasanya tidak terlalu diperhatikan secara lebih oleh suatu riset (seeing
the unseen).

Metode dan Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi lapangan dan desk study yang menggunakan
metodologi etnografi-historis dalam berperspektif politik ekologi
feminis. Adapun pengertian sederhana politik ekologi feminis adalah
suatu perspektif yang mencoba melihat ketidakadilan akses dan kontrol
atas sumber daya alam yang berkaitan dengan politik ekologi dengan
menambah gender sebagai varibel penting dalam melihat persoalan
tersebut bersama dengan varibel yang lain seperti kasta, ras, kultur
dan etnisistas, dst."" Terutama dalam memahami hubungan konteks
perubahan lingkungan di tingkat global yang mempengaruhi proses

11 Mia Siscawati dan Avi Mahaningtyas, “Keadilan Gender, Tenurial Hutan dan Tata Kelola
Hutan di Indonesia”, dipresentasikan dalam seminar Keadilan Gender, Tenurial Hutan dan

Tata Kelola Hutan di Indonesia, Kamis, 18 Oktober 2012. Bogor, hal. 3-5.
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perjuangan laki-laki maupun perempuan dalam satu komunitas atas
lingkungan/penguasaan sumber daya alam ditingkat lokal, dalam skema
“pembangunan berkelanjutan”.'?

Dalam studi lapangan secara etnografis-historis seorang peneliti akan
memulainya dengan catatan terhadap persoalan masa kini dan menariknya
hingga akar permasalahannya. Tidak jarang persoalan tersebut telah
berlangsung sangat lama. Maka metodologi historis, melalui sejarah lisan
akan membantu penelitian ini. Sejarah lisan dengan perspektif feminis
yang digunakan tersaji mellaui metode tutur perempuan. Ini menjadi
pilihan dalam riset kami. Tutur perempuan penting untuk mengungkap
apa yang biasanya tidak nampak, yakni pengalaman perempuan itu sendiri
menjadi lebih terang benderang."

Penelitian lapangan menggunakan 3 teknik pengumpulan data
yakni: observasi langsung (direct observation), dokumentasi dan
wawancara mendalam (indepth interview) dengan penekanan pada metode
tutur perempuan, dan ketiga adalah desk study (Studi literatur).

Observasi langsung dilakukan di area penambangan sekitar Desa
Kerthabuana dan Desa Lung Anai. Pengumpulan informasi dari para
informan kami dapatkan melalui wawancara mendalam dengan mereka.
Wawancara dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan informan
kunci di kedua desa tersebut selama sepuluh hari. Sedangkan dokumentasi
dilakukan dengan mengumpulkan dokumen RPJMD (Rencana Panjang
Jangka Menengah Daerah), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), daftar

sengketa lahan BPN Kaltim serta dokumen-dokumen terkait lainnya.

Sistematika penulisan

Laporan penelitian ini dibagi kedalam tiga bagian. Bagian pertama
membahas mengenai dinamika politik lokal dan konsensi pertambangan

12 Dianne Rocheleau, Barbara Thomas-Slayter, Esther Wangari, “Gender and Environtment:
A feminist political ecology Perspective”, dalam Dianne Rocheleau, Barbara Thomas-Slayter,
Esther Wangari (eds), Feminist Political Ecology, (New York and London: Routledge, 1996),
hlm. 4-5.

13 Metode tutur perempuan adalah cara untuk menggali pengetahuan berdasarkan pada
pengalaman perempuan yang biasanya seringkali tidak terlihat. Praktek metode tutur
perempuan ini, salah satunya adalah mengungkapkan kejahatan berbasis jender pada peristiwa
politik 1965-1966 sebagaimana yang dilalakukan oleh komnas perempuan. Lebih lanjut baca
Komnas perempuan, Kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis Jender: Mendengarkan Suara
Perempuan Korban Peristiwa 1965 (Jakarta: Komnas Perempuan, 2007).
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di Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara lebih khusus, bagian ini akan
membahas terbentuknya rezim konsensi pertambangan di Kukar dan
juga membahas aktor-aktor yang terlibat dalam konstelasi rezim konsesi
ini. Bagian ini juga sebagai pengantar mengenai kontelasi politik lokal di
Desa Kerthabuana dan Desa Lung Anai.

Bagian kedua membahas mengenai sejarah dua desa penelitian secara
khusus. Bagian ketiga membahas mengenai perjuangan para perempuan
dalam mempertahankan akses atas tanah mereka. Bagian ini memaparkan
narasi pengalaman para perempuan yang ada di Desa Kerthabuana dan
Desa Lung Anai ditengah gempuran pertambangan yang dihadapi mereka.
Laporan penelitian ini ditutup dengan kesimpulan hasil penelitian dan
juga policy note untuk BPN.

B. Konstelasi Politik dan ljin Pertambangan di Kutai Kertanegara

Ketika melintasi kawasan Bukit Suharto, Toto menunjuk areal suaka
margasatwa beruang madu dan suaka margasatwa orang utan. Kawasan
tersebut bernama Bukit Suharto karena dulunya mantan presiden RI
tersebut sering datang, bahkan memiliki rumah peristirahatan yang
cukup mewah di sana. Dulunya kawasan hutan ini cukup terlindungi
sechingga memang memenuhi kualifikasi sebagai suaka margasatwa.
Namun setelah batubara ditemukan dan menjadi komoditas favorit, maka
kawasan Bukit Suharto yang berada di daerah adminsitratif Kecamatan
Samboja ini tidak lagi rimbun. Kawasan hutan semakin sempit, sementara
areal pertambangan batubara semakin meluas dengan cepat. Banyak
sekali praktek penambangan di hutan lindung, ataupun areal hutan-
hutan lainnya. Akibatnya sering terjadi longsor di lereng-lereng bukit,
pendangkalan sungai Mahakam, dan banjir di Samarinda. (Catatan
lapangan, 12 Juli 2013)

Wajah pulau Kalimantan adalah wajah wilayah frontier. Pengertian
frontier adalah suatu wilayah yang selalu hanya dilihat sebagai penghasil
komoditas ekonomi bagi siapapun, baik bagi penguasa apalagi pengusaha.
Wilayah frontier selalu berada dalam kondisi tereksploitasi sumber daya
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alam secara terus-menerus.'* Akibat dari situasi semacam itu, maka kondisi
budaya yang tercipta di wilayah fromtier tidak dapat dirujuk sebagai
kondisi budaya yang “normal” seperti memiliki keamanan yang baik. Di
wilayah frontier keamanan yang seharusnya dijaga dan dijamin oleh negara
tidak dapat didapatkan oleh masyarakat. Dalam kondisi wilayah fronzier,
yang terjadi justru adanya regulasi yang tumpang-tindih, hukum dapat
diperjual-belikan, hak atas tanah bisa direbut sewaktu-waktu, sehingga
jargon “siapa yang kuat dia yang berkuasa®™—semacam hukum rimba—
menemukan wajahnya di wilayah ini. Termasuk pula dalam hal ini adalah
soal perebutan sumber daya alam."> Maka, di wilayah frontier, mulai dari
akses informasi, akses pendidikan hingga akses kesehatan selalu menjadi
barang mewah bagi masyarakat.

Kalimantan dalam perjalanan historisnya selalu menjadi daerah
frontier. Hal ini dapat dibuktikan sejak masa kolonial Kalimantan
merupakan wilayah terdepan yang mengalami eskploitasi sumberdaya
alam. Mulai dari eksploitasi minyak bumi, industri kayu masa Orde Baru
hingga saat ini berganti menjadi industri ekstraksi batubara. Kalimantan
selalu menjadi tempat “favorit” bagi para pelaku eksploitasi seperti para
penguasa dan pengusaha.'® Sebagaimana catatan lapang yang kami kutip
dibagian pembuka bagian ini, wajah Kalimantan Timur jelas sedang
berubah menjadi wilayah frontier dengan komoditas Batubara.

Memasuki era otonomi daerah terbentuk beberapa kabupaten-
kabupaten baru hasil pemekaran. Muncul Kabupaten Kutai Kartanegara
yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai. Bupati pertama
Kutai Kertanegara adalah Syaukani, HR. Dalam menyambut otonomi
daerah, Syaukani optimis untuk mengembangkan Kutai Kartanegara.
Menurutnya sistem kekuasaan yang sentralistik mengakibatkan

14 Pengertian frontier dapat ditemui dalam Anna Tsing, Friction : An Ethnography of Global
Connection, (Princeton dan Oxford: Princeton University Press, 2005), hal 27-30. Lihat
pula Kuliah Umum Pujo Semedi “Etnohistori dalam Penelitian Empiris Pedalaman: Kuliah
Umum Pujo Semedi Hargo Yuwono” di Audiorium FIB UGM, 27 Juli 2012 dari: heep:/
etnohistori.org/database/audio-visual/etnohistori-dalam-penelitian-empiris-pedalaman-
kuliah-umum-pujo-semedi-hargo-yuwono, diakses tanggal 2 Oktober 2013.

15 Rikardo Simarmata, “Legal complexity in natural resources management in the frontier
Mahakam Delta of East Kalimantan, Indonesia’, dalam Jurnal of Legal Pluralism, No. 62,
2010, hal 118-120.

16 Arief Wicaksono dan Siti Maemunah (ed), Membaranya batubara: Pengerukan Batubara dan
generasi suram Kalimantan, (Jakarta: Jatam, 2010), hal 10-16.

Untuk Sebesar-besarnya Kesejahteraan Rakyat e 229



pendapatan sumber daya alam banyak tersedot ke pemerintah pusat. '/
Pada era otonomi daerah, mata rantai kebijakan sudah diperpendek, dan
yang mengontrol wewenang pemberian ijin adalah bupati. Pemberian
kewenangan kepada daerah, termasuk kewenangan pengelolaan sumber
daya alam pada dasarnya memiliki wajah ganda yaitu menjadi harapan
sekaligus ancaman.'® Harapan bertumpu pada asumsi bahwa pemerintah
daerah lebih mengetahui kondisi lapangan, peka terhadap masalah
lingkungan hidup. Disisi lain, ancaman datang bagi kelestarian lingkungan
hidup bila anggapan diatas tidak dilaksanakan dengan penuh komitmen.

SEBARAN TAMBANG
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Heterangan :

I Fonsesi Tambang
Ferkebunan Sawit
HTI

. HPH
Kawasan Konssrvasi

Gambar 1. Peta Sebaran Konsesi pertambangan di Kukar
Sumber : JATAM, tahun 2009 (Desember).

17 Syaukani HR. Menolak Kembalinya Sentralisasi, Memantapkan Otonomi Daerah. (Jakarta:
Yayasan Pancur Siwah, 2004). hlm.128.

18  Gerry Van Klinken,”Kembalinya Para Sultan: Pentas Gerakan Komunitarian dalam Politik
Lokal” dalam Jamie. S Davidson, David Henley, Sandra Moniaga (ed.), Adat Dalam Politik
Indonesia 2010, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-KITLV), hlm.173.
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Berpijak dari optimisme Syaukani, pemerintah kabupaten Kutai
Kartanegara menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) 2005-2010 dengan keinginan untuk mengubah
pengelolaan SDA dari eksploitasi SDA yang tidak dapat diperbaharui
kepada pengembangan SDA yang dapat diperbaharui, ditingkatkan
dan dikembangkan di masa mendatang. Hal ini karena peranan sektor
Pertambangan dan Penggalian yang masih mendominasi struktur ekonomi
Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni sebesar 76,25 persen sedangkan
sektor Pertanian dan sektor lainnya menyumbang sebesar 10,45 persen
dan 13,30 persen terhadap total PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara."”

Optimisme Syaukani dan orientasi RPJMD mengenai pengelolaan
sumber daya alam yang dapat diperbaharui berkebalikan dengan
realitas di lapangan. Setelah adanya otonomi daerah dan pemberian izin
penambangan diserahkan kepada daerah, praktik penambangan sumber
daya alam justru semakin carut marut. Pemberian izin tambang diberikan
dengan mudah tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan.
Kondisi politik Kutai Kartanegara menjelang pemilu 2004 dapat dijadikan
sebagai contohnya. Pada Pemilu 2004 mulai terbentuk kolaborasi antara
negara dan pengusaha untuk mengamankan pemilu di Kutai Kartanegara.
Hal ini tampak dalam rapat koordinasi antara pihak Pemerintah kabupaten
Kukar dan 12 perusahaan bidang batubara dan migas pada 4 Maret 2004
di gedung KPU Kukar. Pemkab meminta partisipasi aktif perusahaan
untuk mendukung pelaksanaan pemilu di kecamatan tempat perusahaan
beroperasi. Pemkab juga meminta dukungan berupa sarana transportasi
untuk mengangkut pasukan pengamanan, alat peraga, surat dan kotak
suara dari TPS, Kecamatan dan KPU. *

Terdapat perbedaan jelas antara penambangan sebelum otonomi
daerah dan setelah diterapkannya otonomi daerah di Kabupaten
Kutai Kertanegara. Sebagaimana pendapat Haris Retno, dosen hukum
lingkungan di Universitas Mulawarman.

Setelah otonomi daerah, pelaku penambangan adalah pemegang kekuasaan.
Sedangkan sebelum otonomi daerah, tipe pertambangannya berskala besar
dan sahamnya dimiliki asing seperti Kaltim Prima Coal (KPC), Berau Coal,

19 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kertanegara, tahun
2005-2010.

20 Perusahaan di Kukar Dukung Pemilu 2004. http://www.kutaikartanegara.com/gallery/tgr.
hetml/berita/2004/news050304.html. diakses pada 23 November 2013 pukul 06.30
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Tanitu, Lanna Harita. Sekarang yang kelihatan marak adalab setelah otonomi
daerah. Namun jika dilibat skala luas wilayahnya sebenarnya hampir sama.
Perusahaan skala besar namanya sedikit, namun luasnya sama besar dengan
ijin yang dikeluarkan oleh daerah yang jumlahnya ribuan®

Pada masa Syaukani HR yang menjabat bupati dari tahun 1999
sampai 2004 belum banyak izin penambangan yang diumbar. Ijin
penambangan meningkat drastis menjelang dilaksanakan pilkada langsung
pertama di Kutai Kartanegara sekaligus di Indonesia. Syaukani yang
mencalonkan kembali menjadi bupati Kutai Kartanegara kedudukannya
sebagai bupati sementara digantikan oleh pejabat H. Awang Dharma Bakti
(2004-2005). Namun pengangkatan Awang Dharma Bhakti ditolak oleh
pendukung Syaukani. Beberapa bulan kemudian Mendagri mengangkat
pejabat pengganti yang baru yaitu Kolonel (Purn) Hadi Sutanto. Pada
masa pejabat sementara inilah ditengarai banyak ijin penambangan
yang dikeluarkan. Hal ini terus berlanjut pada masa periode kedua
kepemimpinan Syaukani HR.

Pada pilkada pertama Kutai Kartanegara, tiga pasangan bertarung,
yakni pasangan Aji Sofyan Alex-Muhammad Irkham yang diajukan PKS
dan PAN, Tajuddin Noor-Abdul Djabar Burkam (PPP, Partai Patriot
Pancasila, dan Partai Merdeka), serta Syaukani HR-Samsuri (Partai
Golkar). Hasilnya, Syaukani dan Samsuri keluar sebagai pemenang dengan
total suara 60,85 %. Kemenangan ini menunjukkan bahwa partai Golkar
masih memiliki kekuatan seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.
Walaupun pilkada berjalan lancar, suara masyarakat yang cenderung go/pur
sudah terjadi pada pesta demokrasi ini. Proporsi golpur terhadap jumlah
pemilih terdaftar mencapai 29.3 %. Angka ini mempunyai selisih besar
jika dibandingkan dengan pemilihan presiden 2004 yang hanya 8,3 %
terjadi lonjakan lebih dari tiga kali lipat.??

Sekitar dua tahun Syaukani menjabat bupati, ia divonis oleh
pengadilan Tindak Pidana Korupsi berupa hukuman penjara dua tahun
enam bulan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi selama 2001
hingga 2005 dan merugikan negara Rp.113 miliar. Tindak pidana korupsi

21 Wawancara tim peneliti dengan Haris Retno, 14 Juli 2013 di Tenggarong, Kaltim; jam
19.00-22.00.

22 Iganitius Kristanto. Mantan Kepala Daerah Berkuasa Kembali: Setahun Pilkada Golput
Meningkat, dari:  http://www.unisosdem.org/article_detail. php?aid=6433&coid=3&¢caid
=3&gid=2 diakses pada 31 Oktober 2013 pukul 17.45 WIB.
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yang dilakukan Syaukani adalah menyalahgunakan dana perangsang
pungutan sumber daya alam (migas), dana studi kelayakan Bandara
Kutai, dana pembangunan Bandara Kutai, dan penyalahgunaan dana pos
anggaran kesejahteraan masyarakat.

Lengsernya Syaukani sebagai bupati Kutai Kartanegara berakibat
digantikan oleh wakilnya, yaitu Samsuri Aspar sebagai pelaksana tugas
bupati (2007-2008). Namun, Samsuri Aspar pun terjerat kasus korupsi
sehingga digantikan oleh Shahrudin (2008-2009) dan Sulaiman Gofur
(2009-2010). Pada periode ini, izin penambangan keluar hampir 230 ijin
atau bila dirata-ratakan sama saja dengan 2-3 ijin pertambangan/hari.
Seperti yang diungkapkan oleh Koordinator Jatam Kaltim, Kahar Al Bahri:

Periode kedua Syaukani menjabat, baru sekitar 2 tahun, dia tersanghkut kasus.
Pada masa akhir 3 tahun tersebut ada 3 kali pergantian PLI. Tetapi semuanya
menjadi tersangka seperti Samsuri Aspar. Disinilab terjadi jor—joran ijin
tambang dengan rata-rata 3 hari sekali ijin keluar, sampai ada penunjukkan
pemilihan bupati lagi.”

Pada pilkada 2010, terjadi pertarungan sengit antara pasangan calon
bupati dan wakil bupati. Diantaranya yaitu Sugiyanto-Fathan Djoenaidi,
Rita Widyasari-Ghufron yang diusung koalisi Partai Golkar, Partai
Demokrat, Partai Hanura dan Partai Gerindra; Awang Ferdian Hidayat-
Suko Buono; Awang Dharma Bhakti-Saiful Aduar; Edward Azran-
Syahrani; dan M Idrus SY-Agus Shali. Pasangan Rita Widyasari-Ghufron
menang mutlak dengan suara 55, 45%. Pada Pilkada ini, angka golpus
mencapai 34,4% dari total daftar pemilih tetap (DPT) 431.738. Presentasi
golput tertinggi berasal dari Kecamatan Sanga-Sanga yaitu mencapai 46,44
% dan Kecamatan Muara Jawa mencapai 39,29%. Dua kecamatan ini
adalah kecamatan yang dikepung oleh perusahaan-perusahaan tambang,.

Kemenangan Rita Widyasari merupakan hal yang sangat wajar,
karena Rita Widyasari merupakan anak dari bupati sebelumnya yaitu
Syaukani HR. Hal ini menunjukkan tingkat lingkaran local bossism yang
kuat terjadi di Kukar. Pada masa kepemimpinan Rita Widyasari, tidak ada
izin yang turun karena saat itu sedang diterapkan skema clear and clean
(moratorium). Namun, menurut Koordinator Jaringan Advokasi Tambang

23 Wawancara Tim dengan Kahar Al Bahri (Jatam Kaltim), 12 Juli 2013; jam 13.30-15.00 di
Samarinda, Kaltim.
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(Jatam) Kaltim, Kahar Al Bahri, walaupun jumlah ijin tidak bertambah,

tetapi luas area tambang semakin luas.”*

Aktor-Aktor dalam Lingkar Kuasa Tambang

Aktor yang berperan dalam pertambangan di Kukar tidak hanya penguasa,
dalam hal perijinan, namun juga para pengusaha. Para pengusaha dalam
lingkar pertambangan di Kukar beragam asalnya: mulai dari kalangan
militer seperti Jend. Luhut Pangaribuan dan Prabowo Subianto; kalangan
pengusaha sipil seperti Arifin Panigoro, Tommy Winata, Bob Hasan, dan
Sutiyoso®; serta termasuk para selebritis-selebritis nasional seperti Yuni
Shara dan Kiki Barki.?

Hubungan antara pengusaha dengan penguasa tidak hanya dengan
elite politik daerah. Memiliki hubungan dengan lingkaran pejabat pusat
pun, harus dimiliki oleh para pengusaha ini. Lingkaran pertemanan ini
sangat berpengaruh dalam menentukan “siapa” berbisnis “apa”. Artinya,
diluar lingkaran tersebut, atau tanpa koneksi terhadap lingkaran tersebut,
akan mustahil berbisnis skala besar di KalTim. Setidaknya koneksi itu
akan mengamankan relasi-relasi bisnis. Sebagai ilustrasi, biasanya yang
menjadi petugas land-compensation di perusahaan tambang adalah jaksa
atau polisi — baik yang masih aktif maupun sudah purnawirawan.”’

Situasi politik di KalTim merefleksikan bahwa relasi politik ala Orde
Baru yang berbentuk segitiga kuasa antara militer — birokrat — parpol
tersebut masih lestari. Dalam suatu keluarga elit politik, bisa dipastikan
terdiri dari beberapa anggota keluarga yang berafiliasi dengan partai
politik yang berbeda. Ini adalah strategi pemenangan Pilkada. Meski elit
lokal memiliki peran yang sangat penting, namun tampak bahwa elit
lokal hanyalah bidak catur bagi elit nasional. Bagi elit lokal yang tidak
patuh pada elit nasional, berpotensi terseret pada persoalan hukum yang
serius —misalnya tersandung skandal korupsi. Salah satu contoh elit lokal

24 Ibid.

25 Wawancara dengan Bernard (nama responden disamarkan) salah satu anggota kelompok
Pokja Good Governance Kaltim, pada tanggal 13 Juli 2013; pukul 21.00-23.45 di Samarinda,
Kaltim.

26  Dari : http://www.kabarenergi.com/berita-sepenggal-kisah-miliarder-batubara-kiki-barki.
heml, diakses pada tanggal 26 November 2013; 3:15 pm.

27 Wawancara dengan anggota kelompok Pokja, /bid., op.cit.
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yang tidak cukup harmonis dengan elit nasional adalah kasus terseretnya
Syaukani (mantan Bupati Kutai Kertanegara) dalam kasus korupsi.

Pengurusan ijin usaha pertambangan (IUP) bisa sangat rumit dan
lama, namun sebaliknya, bisa juga sangat “cepat” dan “sederhana”. Tersedia
jalur-jalur khusus bagi kelompok investor dengan rekomendasi yang
kuat. Jalur proseduralnya adalah Dinas Kehutanan, kemudian ke Badan
Pertanahan Nasional, kemudian Pemerintah Daerah bidang Ekonomi.
Makin tinggi level birokrasi yang menerbitkan, maka makin tinggi biaya
percepatan dan penyederhanaannya.*®

Untuk pelayanan pengurusan ijin, Pemda memiliki suatu “tim khusus”
perijinan yang bekerja secara taktis menangani izin secara eksklusif. Sering
terjadi penerbitan ijin asli-tapi-palsu (aspal) ganda yang dijual kepada
para investor. Apabila muncul sengketa, maka yang dimenangkan adalah
investor dengan kontribusi terbesar. Dengan kata lain, investor dengan
sponsor atau rekomendasi terkuat. Sejak awal pembukaan tender, telah
ditentukan jatah proyek bagi pengusaha-pengusaha tertentu. Di setiap
tender tersebut sudah didesain siapa pemenangnya. Sejumlah praktek
penerbitan izin dan peta RTRW secara ganda merupakan kesengajaan.
Praktek tersebut merupakan wujud komersialisasi birokrasi sekaligus
manajemen konflik. Sementara itu dalam hal penjualan batubara, terdapat
broker yang fungsinya menghubungkan antara perusahaan batubara
dengan pembelinya (eksporter). Ada 3 (tiga) broker besar di KalTim, yaitu
broker untuk pembeli/eksporter ke Amerika Serikat, Singapura, dan India.

Kondisi ijin pertambangan yang mudah diberikan oleh para penguasa
di Kutai Kartanegara, serta “perselingkuhan” negara dan penguasa
sebagaimana dijelaskan sebelumnya, didukung pula oleh kelompok
kekuatan “pengaman” yakni Pemuda Pancasila (PP). Pemuda Pancasila
merupakan salah satu aktor yang berperan pula dalam alur dari hulu-
hilir eksploitasi batubara di Kukar. PP “bermain kecil-kecilan” dalam
soal kebutuhan transportasi hasil pertambangan, pembebasan lahan,
dan juga keamanan perusahaan tambang. Jika ada seseorang/perusahaan
yang menambang tanpa melibatkan PP, maka perusahaan tersebut akan
“diganggu”.” Caranya adalah dengan memprovokasi warga disekitar
tambang ini untuk menyerang perusahaan tambang. Lalu Pemuda

28 Ibid.
29 Wawancara dengan Kahar Al Bahri, /bid., op.cit.
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Pancasila akan datang dan mengatakan bahwa mereka menyelesaikan
masalah keamanan ini. Padahal sebenarnya, kelompok merekalah yang
membuat masalah tersebut.

Isu politik identitas dalam permainan kuasa pertambangan

KalTim relatif berbeda dengan KalBar dan KalTeng terkait perihal
etnisitas. Isu etnisitas di KalTim masih laku “dijual” sebagai komoditas
politik terutama di Kabupaten Kutai Kertanegara. Pada masa bupati Kukar
Syaukani HR berkuasa upaya memainkan isu identitas mulai dihidupkan.
Salah satunya dengan menghidupkan kembali Kesultanan Kutai
Kartanegara ing Martadipura yang dipilih sebagai simbol “bangkitnya”
Kukar. Dihidupkannya kembali Kesultanan Kutai dengan motivasi
sebagai upaya pelestarian warisan sejarah dan budaya, mengingat kerajaan
ini merupakan kerajaan tertua di Indonesia. Dihidupkannya kembali
kesultanan Kutai dimaksudkan untuk mendukung sektor pariwisata
Kalimantan Timur.*°

Namun, upaya membangun citra ini nampaknya tidak dengan
niat yang sungguh-sungguh membangun kebudayaan lokal. Pemerintah
daerah mereplika Kesultanan Kutai dengan memunculkan Festival Erau,
sebagai contoh, yang tidak sesuai dengan makna Festival tersebut. Ia hanya
menjadi komoditas budaya para penguasa di Kukar.

Festival Erau yang menunjukkan budaya yang berbasis pada air
ia hanya muncul menjadi “etalase budaya” belaka ketika separuh lebih
dari wilayah Kutai Kertanegara sudah dipenuhi oleh ijin eksploitasi
pertambangan dan masyarakat tidak lagi berdaulat atas air. Akibat adanya
pertambangan sungai-sungai di Kutai Kertanegara telah tercemar tambang,.
Festival Erau pun menjadi simbol penguatan identitas suatu kelompok
etnis tertentu yaitu Kutai dan meredam identitas yang lain seperti budaya
Dayak. Sehingga dengan upaya replica’ yang dilakukan pemerintah Kukar
sekarang yang terjadi justru nampak sebagai “kerangkeng budaya”.

30 Mahandis Yoanata. “Kenali Titisan Kerajaan Kutai ing Martadipura,” diakses di
Sejarah Kesultanan Kutai Kartanegara. http://kesultanan.kutaikartanegara.com/index.
php?menu=Sejarah pada tanggal 31 Oktober 2013 pukul 16.35 Wib

31 Konsep replica atau replika merujuk pada upaya penghadiran kembali budaya masa silam
yang sempat meng(di)hilang(kan) untuk dihadirkan pada budaya masa kini. Namun
upaya penghadiran kembali budaya tersebut telah berganti fungsinya dan juga perubahan
pemaknaan atas kemunculan kembali budaya tersebut. Lebih lanjut soal konsep replica dapat
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Contoh lain tentang bagaimana isu politik identitas “dimainkan”
dalam isu pertambangan seringkali dihubungkan dengan kepemilikan
tanah pihak Kesultanan Kutai. Tanah-tanah yang sulit dilepas oleh
masyarakat kepada pihak perusahaan biasanya memiliki beberapa tahapan.
Pertama pihak preman akan “mengganggu” dengan keamanan warga, jika
warga tidak bertahan, maka ia akan segera menjual tanah tersebut. Namun
bila warga tetap bertahan dengan gangguan para “preman” tersebut, mka
gangguan tahap yang paling akhir dengan “memainkan” isu identitas.
Warga yang tidak mau melepas tanahnya, maka dengan menunjukkan
surat berstempel Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martadipura membuat
warga “takut” dan melepas tanah tersebut. Surat berstempel kesultanan
itu masih laku secara politis.*> Bahkan dari daftar sengketa tanah Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim, salah satunya adalah soal stempel
surat Kesultanan Kutai yang diklaim sebagai hak milik.*

Tidak hanya soal isu etnisitas dan politik identitas di Kutai
Kertanegara dimainkan pihak penguasa masa kini, namun isu ini selalu
dimainkan oleh setiap rezim. Salah satu contoh adalah soal dislokasi dan
disposesi suku Dayak dari pedalaman di hulu menuju ke perkotaan di hilir
pada masa Orde Baru. Lalu kristenisasi — demikian pula dengan islamisasi
— juga berperan determinatif dalam transformasi masyarakat Dayak sejak
masa kolonial. Akibat peran kedua institusi tersebut, masyarakat Dayak
pun tercerabut dari akar kosmologisnya, dan harus pindah dari tanah
leluhurnya. Pada saat yang sama, terjadi penghancuran simbol-simbol
fisikal dan kultural masyarakat Dayak.

Peristiwa dislokasi suku Dayak terjadi pada tahun 1974 dan
diintroduksi dalam bahasa “pembangunan” melalui program Reseztlement
Penduduk (biasa disingkat Respen). Program ini diinisiasi bersamaan
dengan proyek Hak Pengelolaan Hutan. Kedua program ini berekses pada
relokasi masyarakat Dayak yang tinggal di Mahakam Hulu untuk pindah
ke Mahakam Hilir yang mendekati kota. Terdapat campur tangan sponsor
asing, salah satunya dari Jerman, dalam pembangunan infrastruktur pada
saat kedua proyek tersebut diinisiasi. TNI melalui divisi Babinsa juga

ditemui dalam Rachmi Diyah Larasati, 7he Dance That makes You Vanish, Minneapolis:
Minnesota of University Prress, 2013.

32  Wawancara dengan Kahar Al Bahri, op.ciz.
33 Data daftar sengketa tanah BPN Provinsi Kaltim tahun 2011.
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memiliki peran yang determinan dalam transformasi masyarakat, berikut
fungsi-fungsi sosio-kultural.

Relokasi warga suku Dayak dari Mahakam Hulu dilakukan dengan
alasan “modernitas”, diantaranya adalah alasan-alasan kesehatan dan
pendidikan. Relokasi tersebut dibingkai melalui upaya untuk mendekatkan
akses warga terhadap sekolah dan layanan keschatan.** Ada pula upaya-
upaya represif dalam merelokasi masyarakat Dayak. Bukan hanya dalam
artian relokasi pemukiman, namun juga “relokasi kosmologis”. Terdapat
rasa bangga apabila seorang Dayak merupakan orang terakhir yang
masuk atau memeluk agama Kristen — ataupun memeluk agama Islam.
Ditemukan suatu istilah yang unik ketika mereka menjelaskan masa lalu,
misalnya dengan suatu anak kalimat “...dulu waktu kami masih kafir...”

Hal-hal semacam ini menunjukkan bahwa soal politik identitas
yang rentan dimainkan oleh para penguasa terhadap warga Kalimantan
timur baik yang disebut sebagai penduduk “asli” maupun “pendatang’.
Kerentanan posisi semacam ini, menyebabkan pihak penguasa yang saat
ini berorientasi hanya pada soal ijin konsesi pertambangan maka dengan
sangat mudahnya isu politik identitas ini “dimainkan”. Sehingga dengan
isu ini, warga menjadi lebih mudah tercerabut dari tanah-tanah mereka.

Apa yang terjadi di Kutai Kartanegara merupakan sebuah gambaran
soal shadow state. Pengertian shadow state adalah suatu kondisi wilayah
yang memiliki pengaruh adalah para “pemilik modal”. Negara tunduk
melayani pemilik modal, bukan kepada masyarakat. Adapun elemennya
terdiri dari penguasa lokal, penguasa nasional dan pemilik modal, militer
serta permainan politik identitas yang “menguasai” rangkaian alur hulu-
hilir produksi pertambangan di Kukar. Gambaran situasi shadow state
semacam ini telah menjadi semacam “pola” yang khas dari kondisi kota-
kota tambang.” Kota pertambangan hanya menjadi “komoditas” bagi
penyelenggara negara dengan membangun aliansi dengan elemen-elemen
dalam masyarakat guna mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik
jangka pendek yaitu dengan mengundang investor untuk bergabung
dalam jaringan shadow state. Pemerintah membangun dan memberi

34 Yekti Maunati, Identitas Dayak, Komodifikasi dan Politik Kebudayaan. (Yogyakarta: LKIS,
2004).

35  Erwiza Erman, “Deregulasi Tata Niaga Timah dan Pembuatan Negara Bayangan Lokal: Studi
Kasus Bangka.” Dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, Politik Lokal di
Indonesia, Jakarta: YOI dan KITLYV, 2007.
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perlindungan dengan memakai otoritas formal hanya bagi kepentingan

modal belaka.

C. Sejarah Desa Kertabhuana dan Desa Lung Anai : Sebuah
Perbandingan

Tulisan pada bagian ini akan membicarakan sejarah dua desa yaitu
Kertabhuana dan Lung Anai terbentuk. Proses kesejarahan yang berbeda
dari keduanya akan dijabarkan melalui perspektif historis. Pendekatan
ini penting untuk melihat narasi masa kini yang sebenarnya merupakan
kelanjutan dari narasi masa lalu. Kedua desa ini menarik, meskipun
berbeda karakter, untuk diteliti lebih lanjut karena keduanya saat ini
terancam oleh pertambangan batubara.

Kertabuana : Desa yang Menanti Ajal

Sepanjang jalan dari Samarinda menuju Kertabuana, setidaknya ada 5
perusahaan tambang batubara berskala besar, yaitu Kayan Putrautama
Coal (KPC), PT. Bukit Bauduri Energi (BBE), Kitadin, Banpu, dan
Mahakam Sumber Jaya (MS]). Para pemilik perusahaan tersebut dimiliki
oleh sejumlah investor swasta dan dimiliki pula oleh pejabat-pejabat lokal.*
Memasuki desa penelitian yang kami fokuskan dalam penelitian ini,
kami seolah memasuki sebuah desa di pulau Dewata, Bali. Kami seolah
menemukan “rasa” Bali dengan bertemu dengan penyebutan nama-nama
yang bernuansa Bali: Made, Dewa, Dentri, Ayu, dst. Gerbang desa dengan
simbol dewa ganesha menjadi penanda yang khas sebuah kampung Bali.
Ketika memasuki rumah yang akan menjadi tempat kami menginap,
kami disambut oleh sebuah pura yang sangat megah untuk ukuran sebuah
dusun. Desa Kerthabuana, sekitar tahun 1980an merupakan sebuah desa
yang “dibentuk” oleh pemerintah Orde Baru sebagai desa transmigran.
Tidak hanya Kertabhuana, beberapa lokasi di daerah Kutai Kertanegara
merupakan desa-desa transmigran.

Adapun keberadaan Kertabhuana, menurut ingatan responden kami
bapak Ketut’ merupakan daerah yang memang sengaja dibentuk oleh

36 Keterangan ini didapatkan dari para warga, dan juga rekan jatam Kalimantan Timur selama
mengantar kami menuju lokasi penelitian.

37  Untuk kerahasiaan responden, nama-nama responden dalam tulisan ini disamarkan.
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pemerintah Orde Baru dalam program pemerintah transmigran. Pak Ketut
dan rombongan merupakan transmigran generasi kedua dari desanya. Ia
mengingat proses transmigrasi itu sebagai berikut:

“Pertama kali saya naik pesawat dari Bali ke Balikpapan, ada 300 ratusan
orang yang berangkat. Saya berangkat bersama mereka. Mereka tidak hanya
dari bali tetapi juga dari Lombok dan Jawa’.

Pak Ketut memberi alasan mengapa mengikuti program transmigrasi
karena di Bali ia tidak memiliki tanah. Awal mula informasi soal
transmigrasi ini, pak Ketut dapatkan dari kantor kelurahan. Pak Ketut
lalu mengajak istrinya untuk mengadu nasib di Kalimantan. Semula ia
mengira bahwa Kalimantan itu dekat, karena ada tetangganya yang sudah
ikut mengatakan bahwa transmigrasi itu mudah dan tidak jauh dari
kota. Namun, saat menginjakan kaki di Balikpapan dilanjutkan dengan
naik truck ke Samarinda menuju desa Kertabhuana. Ia baru menyadari
bahwa lokasi bagi para transmigran itu jauh dari kota.*® Kondisi yang
tidak mudah dijalani tidak menyurutkan Pak ketut dengan istrinya Ibu
Semani*” untuk membangun kehidupan di “tanah baru” tersebut, tanah
yang bukan tempat kelahiran-nya.

Gambar 2. Pura di depan rumah keluarga Bapak Ketut
Sumber: Foto diambil pada tanggal 14 juli 2013.

38 Wawancara dengan bapak Ketut, 14 Juli 2013; jam 14.00-16.00 di Kertabhuana, Kukar.

39 Nama responden disamarkan.
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Demi kehidupan lebih baik mereka kemudian tinggal dan mengolah
tanah di Kertabhuana. Terasa keterikatan antara manusia dan alam yang
menghidupinya. Bagi keluarga Ketut tanah merupakan ikatan kosmologis
yang tidak hanya berhubungan dengan soal sosial-ekonomi masyarakat
Bali, namun juga spiritual. Kesuburan tanah dan hasil panen yang
berlimpah diyakini merupakan anugerah dari Dewi Sri. Banyak ritual
keagamaan orang Bali yang sangat tergantung pada hasil bumi. Seperti
sesajen yang terdiri dari kelapa gading, bunga, dan juga air—yang bersal
dari tanah juga—sebagai bagian dari aktivitas ritual keagamaan mereka.
Keterikatan atas pengelolaan dan penguasaan tanah tersebutlah yang
menjadi motivasi penting para warga Bali untuk bertransmigrasi ke pulau
seberang yakni: Kalimantan.

Pak Ketut dan rombongan warga transmigran yang lain mulai
mengolah tanah menjadi sawah. Pada awalnya tanah tersebut masih berupa
hutan. Selain mengolah lahan menjadi sawah, para warga menanam buah-
buahan, cabai, sayuran dan tanaman obat-obatan. Upaya ini dilakukan
agar mereka tidak harus ke pasar untuk mendapatkan bahan kebutuhan
sehari-hari. Apalagi kebutuhan air pada saat itu tercukupi.

Namun, keadaan tersebut tidak bertahan lama. Pada tahun
berikutnya kemarau panjang melanda desa ini sehingga masyarakat tidak
bisa bertani. Di tengah keadaan yang serba susah, ketika itu masuklah PT
Kitadin, sebuah anak perusahaan batubara PT. Indo Tambangraya Megah
Tbk, yang berada dalam Banpu Public Company Limited (Perusahaan
pertambangan dan energi asal Thailand). Karena membutuhkan banyak
tenaga kerja, mereka merekrut penduduk dari desa untuk membangun
mess perusahaan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Semani sebagai berikut:

Tidak lama sampai disini, pada tahun 1982 perusahaan sudah mulai rintis
buka mess. Pak Ketut juga ikut jadi burub, pas sedang kemarau panjang.
Kita nanem kacang dan jagung, dimakan tikus. Pokoknya kalau kita tidak
bertahan, ya susah. Pak Ketut kadang mendapatkan gaji 30.000,- rupiah
tiap bulan.

Masyarakat merasa terbantu dengan kedatangan PT Kitadin di
tengah kondisi yang menyulitkan. Hal ini diamini pula oleh Ibu Sasmita®,
warga transmigran asli Bali yang sudah menetap dari tahun 1982:

40 Nama samaran
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Di Bali saya numpang, baru di sini saya dapat tanah. Waktu datang kesini,
saya juga kerja di Kitadin, di mess. Mereka cari karyawan banyak, jadi
langsung kerja. Dulu gajinya Rp 15.000,- per bulan di bagian naik-naikkan
batubara. Dulu banyak kerja di Kitadin, termasuk ibu-ibu. Kalau tidak
bekerja, bagaimana cari wang untuk beli beras karena beras jatah dari
pemerintah kurang. Setelah pulang kerja dari Kitadin, saya menggarap sawah.

Program transmigrasi yang hampir bersamaan dengan pembukaan
lahan untuk penambangan batubara di lokasi yang berdekatan, dapat
dianggap sebagai kebijakan oleh pemerintah Orde Baru. Kebijakan ini
menghitungkan perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja murah.
Karena disisi lain, masyarakat transmigran butuh uang untuk bertahan
hidup sehingga bersedia bekerja sebagai buruh tambang.

Perusahaan tambang dalam ingatan warga menjadi bagian dari
perjalanan sejarah desa Kertabhuana. Hanya saja semenjak kedatangan
mereka di Kertabhuana keberadaan perusahaan tambang tidak
membuat mereka gelisah, karena eksplotasi pertambangan yang bersifat
pertambangan tertutup. Beberapa warga bahkan bekerja di perusahaan

tambang tersebut. Sedangkan jumlah perusahaan tambang hanya satu
yakni PT. Kitadin.

=

Gambar 3. Salah satu areal pertambangan yang dieksploitasi di Kertabhuana
Sumber: Foto diambil tanggal 13 Juli 2013

Setelah pasca otonomi daerah, penambangan di Kertabhuana
menjadi tidak terkontrol. Banyaknya perusahaan tambang yang beroperasi
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membuat kualitas udara semakin buruk. Anak-anak tidak memiliki tempat
bermain, karena sawah-sawah mulai berganti menjadi areal pertambangan
dengan lobang-lobang besar setelah pengerukan tanah-tanah tersebut.
Akibatnya, untuk kesekian kalinya, kecelakaan terjadi di pertambangan
PT Kitadin Banpu. Longsor pada 31 Januari 2006 lalu mengakibatkan
tiga korban tewas. Kecelakaan ini merupakan akumulasi pengelolaan
tambang yang buruk dan berlangsung sejak lama dengan dukungan penuh
pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah dan penduduk lokal harus
menanggung biaya-biaya sosial serta rusaknya sungai dan lahan produktif.

PT Kitadin mengoperasikan tambang batubara di Kecamatan
Tenggarong Seberang sejak tahun 1981. Luas konsesi perusahaan yang
mayoritas sahamnya dimiliki oleh kelompok Banpu Thailand itu kini
mencapai 2.974 Ha setelah beberapa kali mengalami perluasan. Sejak
mulai beroperasi di tahun 1983, kecelakaan di tambang Kitadin sudah
belasan kali terjadi; akibat terowongan longsor maupun kekurangan
oksigen. Pasca kecelakaan di terowongan, tambang batu bara milik PT
Kitadin ditutup. Agar dapat terus melakukan produksi, perusahaan
melakukan penambangan terbuka tidak jauh dari pekarangan milik
penduduk Desa Kerthabuana, terutama Blok C1. Perusahaan membujuk
warga untuk menjual tanahnya pada PT Kitadin melalui jasa calo yang
juga warga Desa Kertabhuana.

Gambar 4. Tugu PT. Kitadin yang terletak di pertigaan jalan menuju desa Kertabhuana
Sumber: Foto diambil tanggal 16 Juli 2013.
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Bujukan para calo mengusik beberapa orang untuk menjual tanahnya
kepada PT. Kitadin. Salah satu warga Lombok menjual tanahnya sebagai
ongkos pergi naik haji dan membelikan emas untuk istrinya. Setelah
pulang haji dia tidak memiliki tanah lagi. Namun karena dia sudah
berpredikat haji, maka dia merasa sebagai orang terpandang di desa.

Berbeda dengan beberapa masyarakat Bali yang menganut agama
hindu. Mereka berusaha mempertahankan tanah karena menurut
kepercayaan mereka tanah dianggap suci. Bentuk penghormatan mereka
adalah apabila musim panen, mereka membuat sesajian sebagai bentuk
persembahan pada Dewi Sri. Sebagai strategi untuk mempertahankan
tanah, orang Bali membuat pura di depan rumah. Untuk membuat pura
mereka harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Dengan demikian,
ketika perusahaan mau membeli lahan penduduk, perusahaan juga harus
membayar harga pura. Sehingga harga jual dari lahan menjadi sangat
tinggi. Sedangkan untuk pembuatan pura pasopati, pura didepan bapak
Ketut, menghabiskan uang yang lebih tinggi lagi.

PETA KONSES! PERTAMBANGAN
D KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
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Gambar 5. Peta konsesi pertambangan di kecamatan Tenggarong Seberang
dimana desa Kertabhuana masuk kedalam wilahnya.
Sumber: Jatam, tahun 2009.
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Desa Lung Anai: Cerita dari Kampung Dayak yang Tersisa

Lung Anai adalah desa yang dihuni oleh suku Dayak Kenyah Lepoq Jalan.
Sebelum menjadi desa, Lung Anai merupakan dusun yang menjadi bagian
dari Desa Sungai Payang. Setelah adanya pemekaran desa-desa, maka
warga Lung Anai mengajukan diri sebagai desa tersendiri dan terpisah
dari Desa Sungai Payang. Demi meraih kemajuan bagi Lung Anai,
para pemuka adat dan elit desa meminta persetujuan dari pemerintah
Kabupaten untuk menjadi Lung Anai sebagai desa budaya.

Penetapan Lung Anai sebagai desa budaya pun sempat memunculkan
perdebatan, terutama terkait untung rugi. Keuntungan bagi warga Lung
Anai, ketika menjadi desa budaya, hak atas tanah perkampungan mereka
menjadi terjamin. Namun, ladang-ladang mereka secara administratif
berada di luar wilayah desa mereka menimbulkan kekhawatiran, karena
tanah-tanah tersebut belum terdaftar menjadi hak milik warga Lung Anai.
Padahal ladang merupakan bagian dari budaya bagi masyarakat Dayak
Kenyah sejak zaman nenek moyang mereka.

Mata pencaharian utama sehari-hari penduduk Lung Anai adalah
berladang berpindah. Ladang-ladang warga terletak jauh dari desa,
sehingga terkadang mereka bermalam di pondok dekat ladang. Untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari, penduduk mengandalkan hasil ladang,
baik padi maupun sayuran. Selain berladang, penduduk juga bekerja di
pemerintahan desa, berdagang dan menjual hasil kerajian khas dayak yang
terbuat dari manik-manik maupun rotan.

Selama di desa Lung Anai, kami tinggal di rumah Mamak. Ia tinggal
bersama dengan anak, menantu dan juga adiknya. Mamak adalah warga
perintis di desa Lung Anai ini. Desa ini hampir seluruhnya dihuni oleh
orang Dayak Kenyah. Mamak berasal dari Apokayan, suatu daerah di
Mahakam Hulu yang berbatasan dengan wilayah Malaysia. Sejak masih
gadis, Mamak ikut orang tuanya bermigrasi ke Hilir. Masa kecil Mamak
masih merasakan tinggal di rumah panjang Dayak (rumah lamin). Saat
ini Mamak tinggal menetap di desa Lung Anai. Alasan utama migrasi
yang dikemukakan oleh mamak agar anak-anak Dayak Kenyah dapat
melanjutkan pendidikan menengah.

Migrasi tersebut berlangsung selama puluhan tahun secara
bertahap. Mamak menyebutkan satu-persatu daerah yang pernah mereka
diami. Di setiap tempat, warga Dayak Kenyah membuka ladang padi.
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Tradisi menanam padi sudah terjadi turun-temurun. Jalur yang dilalui
berkombinasi antara belukar dan sungai. Saat ini Mamak berladang padi,
karet, dan coklat. Ketika baru menetap di Lung Anai, suami Mamak
meninggal. Mamak mendapat ladang untuk padi, karet, dan coklat dari
tanah orang Kutai. Mamak mengelola sendirian seluruh lahannya. Ladang
Mamak tidak terlalu jauh dari desa sechingga aman dari gangguan.

Untuk mengetahui sejarah desa ini, kami mewawancarai Bapak
Pendeta Ungau Njau. Warga Dayak Kenyah menjadi penganut Kristen
Protestan sejak pertengahan tahun 1937 melalui misionaris asal Amerika
Serikat di daerah Mahakam Hulu. Ketika itu, Pendeta Ungau adalah
pemuda Dayak Kenyah paling awal yang bersekolah di seminari Bulungan.
Pendeta Ungau kembali ke Mahakam Hulu sepulang sekolah seminari. Ia
pindah ke hilir pada tahun 1964 karena terlalu sulit menyekolahkan anak.
Pada saat itu terjadi konfrontasi dengan Malaysia sehingga ia diperintahkan
oleh Komandan Operasi GM 1 (Ganyang Malaysia) untuk merelokasi
warganya ke hilir Mahakam. Motif lain adalah supaya lebih dekat dalam
menyekolahkan anak-anak warga. Komandan TNI yang memerintahkan
Pendeta Ungau bernama Ruddy Manoppo (asal Manado).

Pendeta Ungau tiba di Loa Kulu bersama rombongan dari Apokayan
(perbatasan Malaysia). Ribuan orang Dayak Kenyah bermigrasi dari
Pokayan ke Samarinda, Tarakan, Tanjung Kelor, dan tempat-tempat
lain. Ada juga yang migrasi ke Malaysia. Perpindahan melalui jalur darat
dilakukan dengan berjalan, dan kadang-kadang menyusuri sungai dengan
perahu. Jarak Pokayan lebih dekat ke Malaysia, namun warga memilih
migrasi ke Samarinda. Memilih tinggal di Lung Anai karena dekat
Tenggarong. Ketika warga tiba di Loa Kulu, sudah ada pemukim, namun
belum terkoordinir sebagai penduduk dalam suatu kampung,

Dulu daerah Lung Anai dikenal dengan nama Gunung Tanah Merah.
Di daerah ini sudah ada usaha perkayuan dari Amerika bernama ICI. Desa
Long Anai sendiri belum lama terbentuk. Desa ini baru terbentuk setelah
diresmikan sebagai Desa Budaya untuk warga Dayak Kenyah. Nama Long
Anai diambil dari nama kampung Dayak Kenyah ketika masih di Pokayan
dulu. Saat ini Pokayan di Mahakam hulu telah menjadi ramai penduduk
kembali karena ada perkebunan sawit. Dahulu di Pokayan banyak emas
yang dapat diayak di sungai-sungai. Bahkan ada perusahaan bernama
Marunda yang menambang emas di Pokayan.
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Ketika Pendeta Ungau tiba di Loa Kulu, kampung-kampung warga
masih sangat berjauhan dan belum ada transmigrasi. Setelah tetap
bermukim, maka didirikanlah Geraja Long Anai pada tahun 1988. Selain
Long Anai, ada pula kampung Dayak Punan di desa Baseb.

Sejak tahun 1955 Pendeta Ungau telah menjadi Pendeta. Ketika
sekolah seminari di Bulungan, sudah banyak orang Dayak bersekolah di
sana, bukan hanya orang Kenyah. Ia sendiri bisa sampai sekolah seminari
karena diajak misi oleh PN Potu asal Palu. Sesampai di sekolah seminari,
banyak orang-orang Dayak yang memotong telinga panjangnya, dan juga
tidak lagi bertatoo. Sebelum memeluk agama Kristen, Pendeta Ungau
memiliki kepercayaan Bungan yang menghormati hewan dan burung.
Diceritakan bahwa dulunya orang Dayak Kenyah sering perang dengan
orang Dayak Iban. Sesama Kenyah pun kadang saling berperang dengan
alasan berebut pangan, sebab kemiskinan, ataupun adanya perkosaan.
Semenjak menjadi Kristen, orang Kenyah tidak lagi berperang.

Pendeta Ungau dan keluarganya tiba di Loa Kulu tahun 1965.
Sebelumnya ketika masih di Mahakam Hulu, keluarga Pendeta Ungau
masih tinggal di rumah panjang (rumah betang). Dalam 1 rumah betang
ada 40-70 keluarga. Saat ini warga Kenyah tidak lagi tinggal di rumah
panjang karena alasan kesehatan — sebagaimana dianjurkan oleh Mantri
Kesehatan yang kerap melakukan penyuluhan. Untuk alasan keamanan
juga, sebab rumah betang sangat beresiko terjadi kebakaran.

Selain alasan untuk memberadabkan dan memodernkan dalam
kebijakan program relokasi itu, kerap kali terdapat kaitan langsung antara
dipindahkannya penduduk asli dan dieskploitasinya sumber daya alam,
contohnya seperti kayu dan mineral berharga. Selain itu, keterkaitan
antara eksploitasi sumber daya alam dengan relokasi penduduk bukan
hanya bersifat ekonomis, tetapi juga bersifat politis yaitu berkaitan
dengan keinginan negara untuk menentukan identitas warga negaranya.
Misalnya pada orang Dayak terjadi transformasi gaya hidup nomaden
menjadi kehidupan tinggal menetap di desa yang permanen terikat erat
dengan proyek pemberadaban yang dilakukan oleh pemerintah.*’ Pada
tahun 1970-an, banyak perusahaan kayu yang masuk ke wilayah ini. Saat
itu warga Dayak Kenyah tidak terlibat dalam penebangan kayu yang
dilakukan perusahaan. Hal ini karena mereka lebih memilih berladang

41 Yekt Maunati, /bid.,op.cit.
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untuk mencukupi kebutuhan hidup. Ketika kayu sudah habis, perusahaan
beralih pada ekstraksi batubara. Saat itulah dimulai periode eksploitasi
batu bara. Di daerah lain, perkebunan sawit merambah terlebih dahulu,
baru setelah itu dilakukan penambangan batu bara.

Waktu berganti, Lung Anai yang dahulu diekploitasi kayunya, saat
ini mulai ditambang. Perusahaan yang mengeksploitasi batubara di sekitar
Lung Anai diantaranya adalah PT Multi Harapan Utama (MHU) dan
PT Mega Prima Persada (MPP). PT MPP memiliki luasan tambang
yang mencakup desa Sungai Payang, Desa Jembayan, Desa Rempanga,
Desa Jembayan Dalam. Desa Lung Anai memang tidak masuk di dalam
wilayah penambangan batu bara. Namun, ladang-ladang milik warga
terletak dekat area penambangan batubara karena masuk ke desa-desa
yang digempur pertambangan, sehingga penambangan batu bara jelas
mengancam ruang hidup penduduk Lung Anai yang mengandalkan
ladang berpindah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain dekat dengan
area penambangan PT. MPP dan PT. MHU, Desa Lung Anai juga dekat
dengan wilayah penambangan PT. Rinjani, PT. KKE, PT. Beringin, dan
PT. MGE.

Untuk mengatasi persoalan di masyarakat akibat dampak
penambangan batubara, PT MPP memberikan dana Corporate Social
Responsibility (CSR) melalui Forum Pemerhati Masyarakat Loa Kulu
(FPMLK). Forum ini adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang
diketuai oleh Rudiansyah yang dibentuk pada tahun 2009. Untuk
memudahkan koordinasi di tingkat desa, dibentuklah forum di tingkat
desa sekitar tambang. Diantaranya di Desa Sungai Payang, Desa Jembayan
Tengah, Desa Jembayang Induk, Desa Jembayang Dalam, Desa Panoragan,
Desa Loakulu Kota, Desa Loh Sumber, Desa Rempanga, Jonggon Desa
dan Desa Lung Anai.

PT. MPP melalui FPMLK memberikan 12 mobil di 12 desa untuk
kegiatan sosial masyarakat. Mobil tersebut merupakan salah satu bentuk
bagi hasil PT. MPP yang menggarap 1000 hektar lahan batu bara milik
FPMLK. PT MPP mulai menggarap lahan tersebut sejak Februari 2009,
selanjutnya pada April lalu FPMLK mendapatkan bagi hasil dengan
kontrak 2,5 USD/metrik ton dari hasil tambang, yaitu sebesar Rp 1,7
miliar. Serta bagi hasil selanjutnya yang telah diterima oleh FPMLK
yaitu di bulan Juli tahun 2009 sebesar Rp 5, 8 miliar. Dengan dana
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tersebut FPMKLK telah menyusun program untuk 12 desa di Loa Kulu
yaitu untuk pendidikan dialokasikan dana 20 persen, Kesehatan juga 20
persen, keagamaan 10 persen, infrastruktur 25 persen, dan kepemudaan
10 persen.®
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Gambar 6. Peta konsesi pertambangan di Loakulu
Sumber: JATAM, tahun 2009.

Menurut salah satu warga, Desa Lung Anai sendiri mendapatkan
dana sebesar Rp 200.000.000,- setiap bulan dari para perusahaan yang
menambang disekitar desa. Jumlah ini kalah besar dibandingkan dengan
desa lain yang terkena dampak langsung dari penambangan. Menurutnya,

42 FPMLK Terima 12 Mobil Sosial. http://www.vivaborneo.com/1096.html diakses pada 29
Oktober 2013 pukul 07.30 WIB

Untuk Sebesar-besarnya Kesejahteraan Rakyat e 249



uang sebesar Rp 200.000.000 setiap bulan tetap tidak sebanding batubara
yang diambil oleh PT MPP. Apalagi pemberian dana tersebut pun beberapa
kali tersendat. Keterlambatan dana kompensasi untuk desa terjadi selama
6 sampai 9 bulan sehingga desa melaporkan masalah tersebut ke DPRD
Kukar. Selain itu, penyerahan dana kompensasi itu sendiri dituding
dilakukan tidak transparan. Pihak desa tidak mengetahui secara persis
berapa nilai nominal uang kompensasi yang diberikan PT. MPP ke forum
pemerhati masyarakat Loa Kulu.®

Permasalahan lingkungan muncul ketika operasi PT MPP di
wilayah Loa Kulu telah mengakibatkan persawahan warga, khususnya di
Jembayan Dalam menjadi terendam limbah. Kondisi tersebut sangatlah
merugikan masyarakat. Pencemaran lingkungan akibat limbah PT MPP
itu terjadi lantaran tidak tersedianya pengelolahan limbah asam tambang;
tidak ada kolam penampungan air limbah; tidak ada penampungan
KB-3; dan tanggul batas areal tambang dengan pertanian dinilai
kurang tinggi.* Persoalan ini mendorong masyarakat Jembayan Dalam
mengadu kepada DPRD Kutai Kartanegara. Hasilnya, Komisi I DPRD
Kukar merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera menutup
sementara operasi PT MPD, sebelum perusahaan melakukan ganti rugi
dan pembenahan penampungan air limbah yang diduga sebagai sumber
terjadinya pencemaran lingkungan. Penggunaan dana kompensasi pun
tidak terlalu jelas peruntukannya.

D. Tanah, Pangan, dan Batubara: Tutur para perempuan
ditengah gempuran pertambangan

Arti Tanah bagi para perempuan Bali

Kedatangan kami sore itu disambut oleh hujan yang sangat deras. Beberapa
kali roda mobil yang kami tumpangi berjuang dari jebakan jalan yang
berlobang dan jalan yang masih berupa jalan tanah. Namun, tak berapa

43  DPRD Desak Kompensasi MPP Loa Kulu Masuk Pendapatan Desa, dari: http://www.
poskotakaltim.com/berita/read/10688DPRD%20Desak%20Kompensasi%20MPP%20
Lo0a%20Kulu%20Masuk%20Pendapatan%20Desa diakses pada 29 Oktober 2013 pukul
07.45 WIB.

44 PT. Mega Prima Persada Diminta Ditutup, dari: http://www.poskotakaltim.com/berita/
read/7822PT%20Mega%20Prima%20Persada%20Diminta%2 Ditutup diakses pada 29
Oktober 2013 pukul 09.57WIB
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lama, sesaat kami tiba di rumah yang kami tempati di desa Kertabhuana,
kami langsung disambut dengan sukacita.

Perempuan setengah baya itu, tampak sangat sehat dan energik.
Meski usia sudah memasuki 60-an tahun, namun seolah tak ada hari
pensiun baginya. Ibu Semani namanya. Seorang perempuan pemangku
adat Bali di Desa Kertabhuana. Ibu Semani pemilik rumah itu, seorang
yang sangat periang, dan senang bercerita tentang semuanya. Dari ibu
Semani kami mengetahui soal bagaimana perjuangan para perempuan
mempertahankan tanah-tanah impian mereka. Ibu Semani memiliki
status sosial yang tinggi karena berasal dari kasta ksatria, kasta yang paling
tinggi diantara warga penduduk di desa Kertabhuana. Ibu Semani setiap
hari menyiapkan makanan untuk keluarga maupun menyiapkan sesajen
untuk ritual ibadahnya. Bagi penganut agama hindu, ritual sesajen dimulai
di pagi hari, setelah bangun dari tidur, dan membersihkan diri/badan.
Adapun sesajen yang diberikan adalah pisang kecil (pisang mas), kelapa
(gading), bunga serta air suci. Bahan sesajen itu semuanya berasal dari
hasil tanah mereka. Jika pun tidak ada, mereka harus membelinya, dan
hal itu tentunya menyulitkan bagi meraka, karena kebutuhan semacam
ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Lain hal-nya jika mereka
memiliki ladang menghasilkan bahan-bahan sesajen tersebut, tentunya
akan mengurangi beban biaya yang harus ditanggung.

Sangat tidak mudah bagi penduduk Bali ini untuk melepaskan tanah-
tanah mereka, apalagi kepada pihak pertambangan. Ibu Semani sendiri
mengalami perubahan pandangan saat ditanya kondisi terakhir tentang
pertambangan dengan dikaitkan kepada, penjualan warga terhadap
tanahnya. Warga melakukan siasat dengan selalu menaikkan harga tanah
kepada pihak perusahaan saat dari pihak perusahaan menawar harga.
Namun, dengan adanya ijin IUP yang jorjoran, dan didukung oleh pihak
pengusa, maka, mau tidak-mau, suka-tidak suka, akhirnya para penduduk
mulai menjual satu persatu tanah mereka.

Sekira awal tahun 2003 ibu Semani dan warga lainnya sempat pula
menolak penjualan tanah-tanah mereka kepada perusahaan-perusahaan di
sekitar desa Kertabhuana. Ibu Semani berusaha untuk meyakinkan kepada
para pemuda agar berdemo terhadap perusahaan atas kondisi lingkungan
yang semakin tercemar.
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Hanya saja kondisi pertahanan warga Kertabhuana semakin menipis
saat kami temui medio bulan Juli tahun 2013. Tanah Ibu Semani sendiri
seluas 2 hektare akhirnya dilepas juga dengan harga sebesar Rp.1,2 Milyar.
Ibu Semani mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak menyangka bahwa
perusahaan akan membeli tanahnya saat ia menaikkan harga tanahnya
setinggi mungkin. Namun, apa lajur nasi sudah menjadi bubur, tanah
sudah terlepas. Akibatnya tanah di sekitar areal tambang Batubara di
Kertabhuana menjadi agak sulit dijual, karena warga meminta pelepasan
tanah dengan harga yang sangat tinggi. Namun pelepasan tanah tetap
banyak terjadi saat pihak perusahaan menyanggupi harga tanah tersebut.

Keluarga Ibu Semani merasa kecolongan, karena ia hanya bermaksud
untuk membuat para pengejar tanahnya itu berhenti. Namun ternyata
perusahaan mengabulkan hal tersebut. Akibatnya penduduk desa mulai
“melirik” untuk menjual tanah-tanah mereka. Warga desa Kertabhuana
yang lain pun akhirnya menyatakan bila harga-nya sesuai maka mereka
akan menjualnya pula.“..bila sesuai dengan harga.. ya kami akan
melepasnya....” ujar Syamsyiah.

Agenda ekonomi liberal berdampak nyata pada mata pencaharian
masyarakat pedesaan, dan keterhubungan masyarakat terhadap tanah
sebagaimana yang dialami para perempuan di desa Kertabhuana.®
Ketersingkiran para perempuan atas tanahnya ini, merupakan soal yang
tidak dapat dipungkiri sebagai perlawanan akhir, ketika kondisi lingkungan
sudah semakin sulit dirasakan kenyamanannya. Jalan berdebu oleh mobil-
mobil perusahaan pengawas pertambangan, ataupun truck-truck serta
bus-bus karyawan para pekerja tambang yang berseliweran mulai dari
pagi hingga pagi kembali. Operasi pertambangan tidak pernah berhenti.

Suara bising yang tidak berhenti selama 24 jam sudah menjadi
langganan “lagu® dalam pendengaran warga Kertabhuana. Udara pengap
dan penuh dengan debu yang pekat. Generasi kedua keluarga transmigran
ini pada akhirnya menjadi tersingkir dari tanahnya dan menjadi proletariat
kembali. Mereka terlempar kembali menjadi para warga yang tanpa tanah.

Ditengah gempuran tambang tersebut, dengan sebagian tanahnya
yang masih tersisa Ibu Semani menggugat:

45 Razavi, S. (2003). “Introduction: Agrarian Change, Gender and Land Rights.” Journal of
Agrarian Change 3 (1-2): 2-32.
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dulu kami datang kesini agar kami punya tanah. Lalu kenapa kami harus
kehilangan tanah kembali karena adanya areal pertambangan ini?

Kisah (Perempuan) Generasi Kedua dan Tanah yang Hilang

Berjalan agak jauh dari rumah keluarga Bapak Ketut dan Ibu Semani,
kami mendekati areal pertambangan dengan melewati beberapa rumah
warga khas transmigran. Struktur bangunan rumah kayu ulin tampak
tegak dan kokoh. Meski sudah rapuh di pojok-pojok rumah dengan
tambahan sebagian dinding batu semen, namun masih terlihat sisa-sisa
bangunan utama. Di panggung rumah dengan topangan kayu besi itulah
kami berbincang di teras rumah keluarga Ahmad.

Keluarga Ahmad merupakan keluarga etnis Kutai yang datang
pada gelombang transmigran kedua setelah keluarga Pak Ketut. Syamsyiah
istrinya adalah seorang Kutai yang berasal dari Embalut. Embalut
merupakan desa/kecamatan yang bersebelahan dengan kecamatan
Tenggarong Seberang. Adapun Bapak Ahmad sendiri adalah orang Bugis.

Mereka menjadi warga penduduk desa Kertabhuana mengikuti
keluarga mereka sendiri yang sudah masuk dahulu ke desa tersebut pada
tahun 1980-an. Mereka masih mempertahankan tanahnya karena merasa
tanah yang ditawarkan kepada mereka masih belum cocok. Keluarga ini
merasa sudah tidak mampu mempertahan tanah sawah yang mereka
miliki. Mereka siap melepaskan tanahnya untuk berganti pemilik dan
siap untuk ditambang.

Mereka berfikir, apa lagi yang akan diharapkan dari situasi rumah
yang di sekelilingnya telah dikepung oleh areal pertambnagan? Tanah yang
digarap pun sudah menyusut produksinya. Mereka mengatakan bahwa
dari uang yang akan mereka dapatkan, pilihan pertama adalah memiliki
tabungan. Rencana mereka tahun ini akan berangkat haji. Namun mereka
merasa bahwa kehilangan tanah tentu saja sangat menyesakkan dada.
Mereka mengatakan:

“...sebetulnya tidak punya tanah lagi itu sangar disesalkan... buar apa banyak
uang namun keadaan hidup susah begini? Air susah di dapat, udara berdebu,
gatal-gatal, dan suara yang bising sangat mengganggu sepanjang waktu..”™

46 Wawancara dengan Ibu Syamsyiah (bukan nama sebenarnya), 15 Juli 2013, Jam 14.00-16.00,
di Kertabhuana, Kutai Kertanegara.
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Aktifitas penambangan selalu berjalan pagi, siang maupun malam.
Aktifitas berhenti sementara waktu karena hujan lebat, sehingga sulit
bagi para pekerja meneruskan kegiatannya. Keluarga ini telah kehilangan
sebagai besar sawahnya, dan mereka sudah sangat ingin pergi dari desa
itu, karena sudah sangat tidak nyaman. Mereka akan menjual tanah
pekarangannya yang tersisa bila sudah menerima harga yang cocok dari
perusahaan. Apa yang akan mereka kerjakan bila ternyata perusahaan
menyetujui harga yang mereka sepakati? Mereka mengatakan akan mencari
tanah lain di luar daerah Tenggarong yang menurut mereka masih banyak
tanah yang murah diluar desa Kerthabuana.

Dyna adalah perempuan generasi kedua para transmigran yang sudah
tidak bisa lagi memiliki akses terhadap tanahnya. Sejak kelulusannya dari
sekolah menegah atas (SMA), Dyna sudah bekerja di dua tempat yang
berbeda. Ia sempat bekerja di Samarinda sebagai pelayan restauran dan
juga penjaga sebuah toko. Namun kedua tempat itu telah ia tinggalkan
karena merasa tidak betah.

Dyna mengingat bagaimana masa-masa kecilnya dahulu di sekitar
lapangan dan sungai yang kini sudah “ditimbun” untuk menjadi
“pembatas” areal pertambangan dan sebagian sawah yang masih ditanami.
Sawah yang luas tempat berkumpul semua warga saat panen, pada
akhirnya saat ini hanya tinggal pemandangan hamparan tanah yang
berlubang akibat dikeruk oleh alat-alat berat dan truck-truck yang lalu-
lalang mengangkut batubara.

Dyna hanya memiliki sisa harapan agar tanah pekarangannnya yang
sekarang tersisa dibeli oleh perusahaan. Dyna mengatakan bahwa ia merasa
tidak lagi bisa memiliki usaha/upaya yang dapat untuk mempertahankan
tanah-tanah mereka, karena bagaimana mereka akan mengolah sawah jika
penambangan hanya berjarak 50 meter saja dari tanah sawah mereka?
Selain karena tanah orang tuanya yang sebagian telah tergusur tambang,
Dyna pun merasa sudah tidak tertarik lagi menggarap tanah tersebut,
sehingga tanah yang tersisa pun tidak akan dia pertahankan. Menurutnya
lebih tertarik “uang penjualan tanah” tersebut dan akan digunakannya
untuk pergi jalan-jalan bertemu dengan artis di Jawa. Adapun yang
mereka tahu sekarang adalah tanah-tanahnya hanya tinggal menunggu
giliran saja untuk digusur oleh pertambangan. Tanah yang mereka cari
saat transmigrasi dulu harus mereka “relakan” untuk pertambangan.
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Tanah-tanah mereka yang sempat menjadi lumbung padi bagi Kaltim
itu terancam tergusur, yang bisa terjadi tahun depan, bulan depan, atau
mungkin besok hari. Tinggal menunggu giliran saja.

Kisah tanah- tanah yang diperebutkan

Rumah Mamak berada di pinggir sungai Jembayan. Kehidupan
warga Dayak Kenyah Lapoq Jalan yang erat dengan kehidupan sungai
membuat posisi rumah Mamak menjadi strategis untuk bertemu banyak
orang karena disebabkan, persis di depan rumah Mamak, oleh adanya
“pelabuhan” kecil. Pelabuhan ini merupakan tempat para warga desa Lung
Anai saat akan bepergian maupun baru saja tiba. Tempat perjumpaan
ini sangat ramai pada pagi hari dan juga pada sore hari. Para warga desa
Lung Anai saling bertegur sapa dan bertemu ketika mereka hendak pergi
ke ladang maupun pulang. Selain itu, pelabuhan tersebut berfungsi pula
sebagai tempat transaksi ekonomi berlangsung. Para perempuan pada
musim panen akan bekerjasama mengatur hasil panenan mereka, dengan
mengikat sayuran yang dipanen secara bersama-sama, lalu menunggu para
tengkulak yang datang untuk dibawa ke pasar.

Gambar 7. Para ibu warga desa Lung Anai sedang mengikat daun pakis hasil
panen dari ladang untuk dijual di pasar
Sumber: Foto diambil tanggal 17 Juli 2013.
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Pada sore hari itu para ibu yang baru saja datang dari ladang mereka
berjumlah sekitar 5 orang, nampak bergembira dengan daun pakis hasil
panenan mereka. Mereka bercerita bahwa pakis-pakis tersebut ditanam
di tanah-tanah ladang mereka yang jaraknya paling dekat sekitar 2 km
dari desa mereka. Mereka mengumpulkan pakis-pakis muda, dipotong
dan diikat, lalu siap untuk dijual.

Mereka menunggu tengkulak yang akan membeli pakis Rp.900/ikat.
Hasil penjualan tersebut dibagi rata kepada kelompok ibu-ibu yang tadi
mengikat daun pakis tersebut. Kedatangan tengkulak sekira jam 2 malam.
Tengkulak akan menjual esok harinya di pasar kecamatan Loakulu.

Fungsi dari pelabuhan itu tidak hanya untuk aktivitas ekonomi,
namun juga aktivitas sosial-budaya. Hal ini terlihat dari setiap warga
yang memanfaatkan pelabuhan tersebut untuk membersihkan mobil,
motor, hingga memandikan anak-anak balita mereka.Sungai Jembayan
merupakan anak sungai Mahakam bersama. Terdapat anak sungai-anak
sungai Mahakam yang lain seperti sungai Payang, sungai Separi, dll.
Keberadaan sungai-sungai itu merupakan jantung dari aktivitas warga
Dayak Kenyah di Lung Anai.

Selain sebagai jalur transportasi, sungai Jembayan bagi warga Lung
Anai merupakan sumber pangan yang penting. Untuk memenuhi
kebutuhan protein yang dibutuhkan, warga biasa mencari ikan-ikan dari
sungai Jembayan untuk dimasak: dibakar, digoreng maupun dipanggang.
Warga yang melakukan pekerjaan tersebut laki-laki maupun perempuan.

Dalam struktur penguasaan tanah dan juga keahlian-keahlian dalam
memnuhi pangan keluarga, warga Dayak Kenyah termasuk kedalam
marga yang saling berbagi kerja dan tangggung jawab yang tinggi. Hal
ini dikarenakan dalam proses produksi ladang berpindah, diperlukan
kerjasama yang baik dan butuh tenaga kerja yang baik pula sehingga
diskriminasi gender berdasarkan pekerjaan tidak ada. Hal ini dapat kita
pahami dari kisah Mamak saat membuka ladang untuk menanam padi
ladang yang hanya bisa satu kali masa tanam saja dalam satu tahun.

Mamak membuka ladang berpindah bersama dengan keluarga serta
tetangga-tetangganya. Sayangnya, saat kami berada disana, ladang baru saja
dipanen, sehingga kami tidak dapat melihat perayaan panen maupun saat
tanam. Ladang sedang memasuki masa tunggu untuk masuk ke musim
tanam kembali.
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Tanah-tanah ladang ini terletak jauh dari tempat tinggal warga
Lung Anai. Ladang-ladang mereka tidak masuk kedalam administrasi
“desa wisata Lung Anai”. Keterancaman tanah-tanah mereka sangat
besar, mengingat pola berladang berpindah yang biasanya mereka tandai
dengan membangun sebuah pondok semi permanen sebagai bentuk
simbol penguasaan tanah mereka. Biasanya, bila sudah ada pondok yang
dibangun, maka warga yang lain harus mencari lagi tanah yang belum
digarap/ diolah oleh keluarga tertentu.

Menurut mamak Pirin, hidup nya pada masa lalu sangat susah.
Ia mulai terbuka melihat banyak orang yang diluar “kelompok”nya
memiliki hal-hal yang “berbeda”. Ta merasa menjadi si-“lain” dari satu
peradaban yang dianggapnya lebih baik dan lebih modern. Maka Mamak
memutuskan mengubah dirinya sama dengan “orang hilir”. Maka, ia pun
memutuskan memotong telinga panjangnya, meski kemudian ia menjadi
orang yang kehilangan identitas sebagai orang dayak. Namun saat ini ia
merasa sangat anch melihat saat ini banyak sekali yang mencari orang
yang masih memiliki telinga panjang. Mamak mengatakan orang yang
memiliki telinga panjang sering diajak ke luar negeri, pergi ke luar kota,
naik pesawat, berjalan-jalan dan juga difoto-foto. Maka, ia pun ketika
memiliki seorang cucu menyarankan agar telinganya dipanjangkan.
Namun, sang anak menolak karena ia merasa malu memanjangkan telinga
sebab sudah tidak ada lagi anak-anak Dayak lain yang berbuat demikian.

“ ... dulu ketika kami tinggal di rumah panjang (lamin), kami dianggap
tidak sehat, urang bersih.. dst. kami melihat bagus sekali ada orang-orang
yang menggunakan baju tidak seperti kami yang memakai baju dari kulit
kayu... Baju masih memakai lembar kayu, tidak ada yang memakai kain
seperti ini (memegang baju), indah betul..” ucap mamak.

Mamak merupakan generasi awal penduduk Lung Anai. Pada saat
ia masuk ke daerah Lung Anai ini, menurut ingatannya, sudah ada para
penduduk lainnya. Mereka umumnya adalah para pekerja di usaha
perkayuan. Hal ini nampaknya selaras dengan kondisi tahun 80-an, ketika
usaha eksplotasi perkayuan menjadi komoditas penting yang menjadi
andalan pemerintah pada masa itu. Hanya orang-orang Dayak saja yang
menggarap ladang. Saat ini potensi sengketa tanah sangat tinggi ketika
industri pertambangan batubara masuk. Banyak orang yang dahulunya
tidak menggarap tanah melakukan klaim terhadap tanah-tanah yang
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digarap oleh warga Dayak saat ini. Mereka mengatakan bahwa selama ini
warga Dayak hanya diberikan hak mengolah-nya saja, dan tidak memiliki
hak milik. Dalam klaim tersebut pada akhirnya suku Dayaklah yang
seringkali mengalah.

“Sekarang banyak orang yang mengaku tanah-tanah yang kita orang garap
milik mereka..kalau sudah begitu ya sudah, kita orang mengalah saja..”"’

Siasat warga dayak atas pengelolaan dan penguasaan Tanah

Dalam pandangan Suku Dayak Kenyah, sebagaimana pandangan suku
Dayak lain, pengolahan tanah memiliki waktu tersendiri seperti waktu
menanam, waktu merawat, dan berpindah. Metode ini dikenal gilir
balik (ladang berpindah) dengan siklus 6 M yaitu menebas, menebang,
membakar, menugal merumput dan menuai. Sistem semacam ini dapat
dilihat sebagai bentuk perladangan yang berkesinambungan.

Ladang yang sudah digunakan setelah satu-dua tahun akan dibiarkan
oleh warga, dan mereka mulai mencari lahan baru. Tanah kemudian
dibiarkan tumbuh ilalang, memberi istirahat tanah tidak ditanami lebih
dahulu, sehingga mengalami penghumusan kembali. Upaya ini dilakukan
sebagai cara untuk memberi unsur hara alami bagi tanah itu. Ketika setelah
3-5 tahun para peladang akan kembali lagi kepada tanah ladang tersebut
karena dianggap sudah subur dan siap untuk ditanami kembali.*’

“ Iya, habis tanam, (kita) tunggu rumputnya tumbuh, kita bersihin lagi.

Sudah bersih, baru kita menemui (mengolah—pen) lagi.” *°

Warga Lung Anai mengerjakan membuka ladang secara bersama-
sama baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini dilakukan karena dengan
pola menanam ladang secara berpindah medannya sangat sulit diperlukan
waktu yang lama, serta tenaga yang banyak. Biasanya para warga membuka
ladang berkerjasama dengan beberapa keluarga yang lain. Mereka misalnya
berangkat hari senin baru hari sabtu mereka tiba kembali di rumah. Praktis
selama satu minggu mereka meninggalkan rumah.

47 Wawancara dengan Mamak, 18 Juli 2013, di Lung Anai.

48  Merilyn, “Tanah (dan) Air yang (akan1) Hilang di Balai Riam”, dalam Budi Susanto (eds),
Ge(mer)Lap Nasionalitas Postkolonial,( Yogyakarta: Kanisius, 2008), hlm. 134-135.

49 Ibid.

50 Wawancara dengan Narni (bukan nama sebenarnya), 19 Juli 2013, di Lung Anai.
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Warga Lung Anai menyebut beras yang mereka tanam sebagai padi
gunung atau padi mayas. Untuk menanami lahan seluas 250m, mereka
hanya membutuhkan sekitar satu kaleng bibit, dan mendapatkan jumlah
yang cukup besar saat panenan tiba.

“Kalau kemarin (kami menanam sebanyak) dua. Dapat sekitar 30 kaleng.
»51

Kalau satu kaleng, yang baru, 7 kilo. Sekitaran, 210kg lah (dapatnya).

Pekerjaan itu dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan. Namun,
saat industri batubara dan sawit masuk mengepung wilayah ini, Narni
menceritakan bahwa aktivitas berladang-nya agak terkendala. Suaminya
saat ini bekerja di perusahaan tambang, sehingga waktunya terbatas untuk
berladang. Akibatnya ia pun menjadi tidak berladang sebagaimana para
perempuan lain di desa-nya.

Alasan lainnya adalah, ia melihat agak susah mencari lahan untuk
dijadikan ladang saat ini, dikarenakan sudah mulai adanya klaim-klaim
atas tanah yang dari dahulu ia pahami sebenarnya lahan tersebut adalah
garapan orang warga Kenyah, dan warga Dayak Kenyah bisa kapan pun
menggarap lahan tersebut.

“Cari lahan agak susah sekarang. Sudah ada yang ngaku-ngaku sekarang
tanah mereka, karena ada batubara masuk.... karena (mereka) pikir batu

bara.. ah duit.. nah..”>?

Bagi Narni yang memiliki pendidikan relatif tinggi, saat ini sedang
mengambil kuliah PGSD/TK, dibandingkan dengan para perempuan lain
di desanya, ia mampu bersiasat atas keterbatasan penguasaan tanah-tanah
komunalnya dengan memilih untuk bekerja dalam Forum Masyarakat
desa, ataupun di PNPM, dan juga menjadi guru taman kanak-kanak,
sebagai pengganti pekerjaannya. Namun, beberapa warga perempuan di
Lung Anai yang menggarap tanah mereka, pekerjaan tersebut menjadi
beban ganda dan menjadi lebih berat. Hal ini dikarenakan selain
harus mengurus rumah para perempuan yang menggarap lahan harus
mengerjakan sendiri ladang mereka. Para suami lebih memilih kerja di
perusahaan diangggap lebih pasti mendapatkan uang,.

Pandangan atas penting-nya tanah bagi warga Dayak Kenyah di
Lung Anai masih menjadi pandangan umum warga, meski kemudian

51 Ibid.
52 Ibid.
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keterancaman mereka demikian nyata. Ketersingkiran atas akses tanah
mereka sangat halus dan tak terlihat contohnya seperti memilih lahan
ladang mereka. Namun jika mereka lalai sedikit saja, dengan membiarkan
klaim-klaim atas tanah ladang mereka, bukan tak mungkin proses
ketersingkiran gelombang kedua akan mereka temui kembali setelah
ketersingkiran nenek moyang mereka dari Apokayan. Ketersingkiran
ini diakibatkan oleh pertambangan batubara yang digembar-gemborkan
oleh pemerintah sebagai komoditas andalan dalam skema percepatan
pembangunan.

E. Penutup

Perubahan corak kekuasaan dari sentralistik menjadi desentralistik pada
awal masa reformasi menjadi angin segar tersendiri bagi dunia politik.
Situasi pasca rezim otoriter, dimanapun tempatnya, memicu perubahan
dalam segala bidang, termasuk soal bagaimana konstelasi politik. Kasus
di Indonesia, pasca rezim otoriter memunculkan perubahan di tingkat
politik lokal yang cukup signifikan. Namun, para aktor politiknya masih
merupakan aktor-kator “lama”. Sebut saja, bupati baru Kutai Kertanegara
sebagai wilayah kabupaten baru, tetap berasal dari Partai Golkar. Selain
itu, faktor elite-elite lokal yang muncul sebagai penguasa sekaligus peran
mereka menjadi pengusaha. Wilayah-wilayah kekuasaan tersebut dipimpin
oleh tata pemerintahan yang oligarkis.

Dengan tata pemerintahan semacam itu, ketika arus besar kapital
masuk ke arena sumber daya alam, maka yang terjadi adalah perlombaan
akumulasi kapital baik di kalangan elite penguasa, apalagi oleh pengusaha,
yang wujudnya melalui dikeluarkannya ijin konsesi-konsesi secara jor-
joran termasuk konsesi pertambangan. Salah satu wilayah yang memiliki
konsesi pertambangan yang terbanyak di Kalimantan Timur adalah di
Kutai Kertanegara (Kukar).

Rezim yang terbentuk di Kutai Kertanegara merupakan potret dari
rezim konsesi pertambangan. Ijin konsesi yang keluar bisa sangat mudah
didapatkan, regulasi yang longgar, pengawasan yang lemah, membuat
lingkaran “kesejahteraan” dalam industri tambang hanya dinikmati oleh
“lingkaran kekuasaan” belaka dan bukan menyejahterakan masyarakat.
Hal ini dibuktikan meski dengan banyaknya konsesi yang dikeluarkan,
tentunya pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya meningkat dan
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memberi dampak pada kesejahteraan warga. Namun yang terjadi
di Kukar justru berbanding terbalik. Ijin konsesi yang dikeluarkan
jumlahnya berbanding terbalik dengan angka kemiskinan di Kukar. Angka
kemiskinan di Kukar menempati posisi nomor satu di Kaltim.

Meluasnya konsesi pertambangan memicu pengalihfungsian lahan
besar-besaran. Perebutan tanah di Kutai Kertanegara samapai saat ini
sedengan berlangsung dengan sangat masif. Mode perampasan tanah
mulai dari yang persuasif melalui skema jual-beli—penggantian harga
tanah meski dengan harga yang murah; hingga sabotase, dengan merusak
fasilitas umum, seperti membiarkan jalanan rusak, dan tambang juga
mengakibatkan banjir dan lingkungan tidak sehat. Warga Kertabhuana
sudah tidak lagi mampu menahan laju pertambahan luasan pertambangan
yang telah “merebut” tanah-tanah mereka, karena segala bentuk mode
perampasan lahan nyata di depan mata. Dengan kondisi jalanan di depan
rumah mereka yang berdebu, suara bising truk-truk pengangkut selama
24 jam non-stop, membuat mereka tidak memiliki pilihan lain, selain
harus “menyerah” dengan “menunggu” kepastian harga jual tanah yang
akan menghampiri mereka. Ketersingkiran akses atas tanah-nya menjadi
sangat nyata, baik laiki-laki lebih-lebih perempuan.

Tidak hanya desa transmigran yang mengalami ketercerabutan atas
lahan mereka, desa masyarakat suku Dayak Kenyah yang juga dijadikan
desa budaya oleh Pemda, sebagai desa “penduduk asli” Kalimantan pun
mereka mengalami keterancaman yang sama yang diakibatkan oleh
industri tambang. Penyingkiran yang mereka hadapi saat ini juga dari
arah lain berupa klaim tanah ladang mereka oleh etnis lain. Dua desa
yang berbeda karakter ini memiliki satu kesamaan yakni terancam oleh
pertambangan. Para perempuan penjaga pangan yang dimiliki oleh warga
di dua desa ini sebagian besar masih berjuang melawan tambang, sebagian
lagi mereka sudah menyerah. Proses penyingkiran agraria melalui tambang
ini terjadi bukan oleh sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka, namun
justru dari para penguasa di negeri ini, yang secharusnya menjadi pelindung
warga negara-nya.
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Zonasi Penilaian Tanah Berdasarkan Pola
Konversi Penggunaan Tanah, Sosial-
Ekonomi, dan Lokasi di Kabupaten Ngawi

Rochmat Martanto, Senthot Sudirman’

Abstrak

Lahan pertanian di Kabupate]n Ngawi banyak mengalami konversi
penggunaan lahan, sehingga penilaian tanah bersifat labil (tidak menentu)
untuk itu perlu suatu perancanangan zonasi menuju penilaiaan tanah untuk
perencanaan pembangunan. Metode perancangan zonasi dikaitkan dengan
pola sebaran konversi penggunaan lahan dan dianalisis dengan kontinum
nearest neighbour (K-NN), sedangkan untuk mengetahui sebaran konversi
penggunaan lahan dengan bantuan citra satelit LANDSAT. Beberapa faktor
penentu (pengarub) konversi penggunaan lahan dianlisis dengan korelasi
berganda, kemudian dari beberapa faktor penentu tersebut digunakan untuk
zonasi penilaian tanah. Zonasi penilaian tanah dianalisis dengan peta skoring
dari variabel penentu konversi penggunaan lahan.

Hasil perhitungan nilai T (indeks penyebaran tetangga terdekat) dari
analisis K-NN adalah mengelompok, karena nilai T = 0,40 mendekati
0. Konversi penggunaan lahan dipengarubi oleh 2 (dua) variabel dari 3
(tiga) variabel yang dianalisis yaitu: kepadatan pendudu dan aksesibilitas.
Pola konversi penggunaan lahan di Kabupaten Ngawi yang terjadi adalah
mengelompok dan bersifat ikutan serta dipengarubi oleh kepadatan pendudu
dan aksesibilitas. Zonasi penilaian tanah mendapatkan peta zonasi penilaian
tanah pada tingkat kecamatan dengan kriteria nilai tanah sangat tinggi,
tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah

Kata kunci : penggunaan tanab, citra satelit LANDSAT, pola konversi

1 Tim dianggotai pula oleh Munawir Aziz



A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Tanah atau lahan merupakan salah salah satu sumber daya alam
yang mempunyai peranan strategis dalam pembangunan. Perkembangan
pembangunan yang semakin pesat dan tingginya laju pertumbuhan
penduduk merupakan faktor pendorong meningkatnya kebutuhan
tanah di perkotaan maupun di pedesaan. Kebutuhan akan tanah untuk
pembangunan dikonversi dari tanah-tanah pertanian, nilai tanah
pertanian yang telah mengalami konversi menjadi tanah bukan pertanian
mempengaruhi penilaian tanah itu sendiri yang cenderung meningkat.
Peningkatan nilai tanah tergantung dari sosial-ekonomi (kepadatan
penduduk dan produktivitas tanah dan lokasi (aksesibilitas).

Pola konversi penggunaan tanah dari pertanian ke non pertanian pada
akhirnya turut menentukan nilai tanah. Konversi penggunaan tanah dari
pertanian ke non pertanian di Indonesia cenderung berpola mengelompok
(Clustered), karena konversi penggunaan tanah dari pertanian ke non
pertanian mempunyai sifat menular atau ikutan, penilaian tanah sangat
berpengaruh terhadap konversi penggunaan tanah dari pertanian ke
non pertanian yang berpola ikutan tersebut (Irawan, 2005). Sedangkan
konversi penggunaan tanah dari pertanian ke non pertanian yang berpola
acak (random) dan seragam (regular) cenderung akan mempunyai
penilaian tanah yang berbeda dibandingkan dengan yang mengelompok.

Pada umumnya akibat pembangunan, tanah yang tersedia di daerah
perkotaan maupun pedesaan semakin terbatas. Hal ini menimbulkan
permasalahan tanah perkotaan dan pedesaan, diantaranya peningkatan
nilai tanah yang tak terkendali akibat adanya konflik berbagai kepentingan.
Kebutuhan tanah bagi industri dan berbagai kegiatan ekonomi bersaing
dengan kebutuhan tanah bagi perumahan yang terus meningkat (Sari
dkk, 2010).

Harga tanah yang akurat dan mutakhir akanlah sulit di informasikan,
sebab pengendalian harga tanah yang senantiasa berubah akibat berbagai
keadaan diantaranya pola konversi, sosial-ekonomi dan letak atau posisi
dari tanah tersebut. Penentuan atau penilaian tanah di perkotaan dan
pedesaan diperlukan untuk estimasi pembangunan, untuk penilaian
harga tanah yang mendekati objektif dapat digunakan diantaranya dengan
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pembuatan model tentang penilaian tanah. Model tersebut menggunakan
metode korelasional dari harga tanah yang terjadi dan paling dominan
didaerah contoh model, pada penelitian ini korelasionalnya dalam
penentuan penilaian harga tanah adalah pola konversi, sosial-ekonomi,
dan lokasi.

Terjadinya laju perkembangan pembangunan lingkungan di
Kabupaten Ngawi berdampak pada konversi penggunaan tanah (alih
fungsi lahan), terutama perubahan tanah pertanian menjadi tanah non
pertanian. Menurut Ritohardoyo (2009) bahwa lingkungan identik
dengan lahan (tanah), aktivitas manusia tidak dapat dilepaskan dengan
tanah, baik tanah untuk budidaya pertanian, pemukiman, maupun
untuk industri. Aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan,
maka tanah untuk budidaya pertanian adalah foktor utama, namun
konversi penggunaan tanah selalu terjadi pada tanah budidaya pertanian,
di samping itu, laju perkembangan (pertumbuhan) wilayah pengaruh
perkotaan berdampak pula terhadap konversi penggunaan tanah.

Rencana pembangunan yang dicanangkan pemerintah pada
hakekatnya merupakan usaha pengelolaan sumberdaya alam dan
lingkungan hidup untuk dilaksanakan secara sadar dan bijaksana, sehingga
diharapkan setiap tindakan manusia tidak menimbulkan kerusakan
lingkungan. Namun kenyataannya, konversi penggunaan tanah pertanian
ke non pertanian memberikan dampak yang kurang baik terhadap
lingkungan, salah satunya adalah penilaian tanah yang tidak menentu
(cenderung naik) dan semakin menurunnya kualitas lingkungan.

Sumberdaya alam berupa tanah dan air yang ada dapat digunakan
untuk mendapatkan produktivitas pertanian, khususnya beras baik
secara ekstensifikasi maupun intensifikasi. Kabupaten Ngawi tidak
memungkinkan dilakukan peningkatan produksi pertanian melalui
ekstensifikasi, karena Kabupaten Ngawi penduduknya dikelompokkan
sebagai daerah padat (Badan Pertanahan Nasional RI, 2009). Usaha
yang paling mungkin dilakukan untuk peningkatan produksi pertanian
di Kabupaten Ngawi yaitu dengan intensifikasi, salah satunya dengan
memperhatikan perencanaan penggunaan tanah untuk pembangunan
melalui zonasi penilaian tanah pertanian per kecamatan.

Salah satu permasalahan pembangunan yang dihadapi Indonesia

termasuk juga Kabupaten Ngawi adalah peningkatan jumlah penduduk
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di setiap tahunnya. Permasalahan tersebut secara tidak langsung memicu
terjadinya konversi penggunaan tanah dari pertanian ke non pertanian
karena kebutuhan tanah oleh penduduk. Peningkatan pertambahan
penduduk mengakibatkan terjadinya peningkatan pembangunan untuk
perumahan dan industri, dan pembangunan perumahan dan industri
berasal dari konversi penggunan tanah pertanian ke non pertanian.

2. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kiranya perlu dirumuskan
mengenai permasalahan penelitian sebagai berikut.

1. Apakah pola konversi penggunaan tanah di Kabupaten Ngawi terjadi
pola mengelompok?

2. Apakah faktor kepadatan penduduk, aksesibilitas, dan produktivitas
tanah mempengaruhi nilai tanah?

3. Apakah nilai tanah dari konversi penggunaan tanah pertanian ke non
pertanian dapat digunakan untuk pemodelan zonasi penilaian tanah

di Kabupaten Ngawi?

3. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang berkaitan dengan judul di atas, maka
penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. menganalisis konversi penggunaan tanah pertanian pada pola
mengelompok di Kabupaten Ngawi;

2. menganalisis faktor kepadatan penduduk, aksesibilitas, dan jenis tanah
yang dapat mempengaruhi nilai tanah di Kabupaten Ngawi;

3. menganalisis model zonasi penilaian tanah tanah di Kabupaten
Ngawi dengan kriteria zona nilai tanah sangat tinggi, tinggi, sedang,
rendah, dan sangat rendah.

4. Kegunaan/manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian pada umumnya dapat menyangkut manfaat
penelitian bagi ilmu pengetahuan khususnya zonasi penilaian tanah di
daerah penelitian.
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1. Kegunaan penelitian bagi ilmu pengetahuan, maka penelitian ini
diharapkan dapat memberikan pemikiran serta wawasan terhadap
lingkup studi hubungan timbal balik antara pola konversi penggunaan
tanah dan zonazi penilaian tanah. Kegunaan penelitian bagi
pembangunan pertanahan yaitu dapat memberikan arahan pemanfaatan
zonasi penilaian tanah pertanian terhadap pemanfaatan tanah sesuai
dengan peruntukannya untuk pemekan biaya pembangunan.

2. Kegunaan penelitian bagi pembangunan pertanahan yaitu dapat
memberikan arahan pemanfaatan zonasi penilaian tanah pertanian
terhadap pemanfaatan tanah sesuai dengan peruntukannya untuk
pemekan biaya pembangunan.

B. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian terdahulu

Tanah merupakan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup
hayati (biotik), manusia sebagai penentu pembangunan harus dapat
mempertahankan lingkungan fisik (abitik) secara berkelanjutan. Manusia
juga mempunyai kemampuan untuk memilih, baik memilih papan
(rumah), sandang (pakaian) maupun pangan. Memilih merupakan
ckspresi manusia yang berkaitan dengan kebudayaan atau culrure
(Soemarwoto, 1995). Ketersediaan pangan secara berkelanjutan adalah
kondisi lingkungan berkaitan dengan fisik tanah (lingkungan abiotik),
kebutuhan pangan dan ketersediaan papan (rumah) merupakan dua
faktor yang saling bertentangan dalam kebutuhan tanah, disatu sisi ingin
mempertahankan bagi kelangsungan swasembada pangan, sisi lainnya
dikonversi dari pertanian ke non pertanian untuk kebutuhan papan
(perumahan dan industri).

Sumberdaya tanah pertanian memberikan manfaat yang sangat
luas secara sosial-ekonomi dan lingkungan. Oleh karena itu hilangnya
tanah pertanian akibat dikonversi ke penggunaan non pertanian akan
menimbulkan dampak terhadap berbagai aspek pembangunan. Secara
garis besar manfaat tanah pertanian dapat dibagi atas 2 kategori sebagai
berikut: 1) manfaat tidak langsung dan 2) manfaat langsung. Manfaat
tidak langsung yaitu berbagai manfaat yang tercipta dengan sendirinya
walaupun bukan merupakan tujuan dari kegiatan eksploitasi yang
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dilakukan oleh pemilik tanah. Salah satu contohnya adalah terpeliharanya
keragaman hayati atau keberadaan beberapa jenis tanaman tertentu belum
diketahui manfaatnya, tetapi di masa yang akan datang mungkin akan
sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manfaat langsung
dapat pula disebut sebagai #se values, manfaat ini dihasilkan dari kegiatan
cksploitasi atau kegiatan usahatani pada sumberdaya tanah pertanian,
sehingga dapat menggambarkan kehidupan sosial-ekonomi dari daerah
tersebut, namun demikian keinginan manusia untuk memperbaiki
kehidupan ekonomi tidak berarti manusia boleh mengorbankan
kelestarian alam. (Munasinghe, 1992, dan Juhadi, 2007).

Menurut Susanto (2008) tanah sawah mempunyai peran utama
dalam menjaga stabilitas suplai pangan khususnya beras, meningkatkan
fungsi ekologis, menciptakan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat
pedesaan, serta wahana pembentuk peradaban masyarakat berbasis agraris.
Namun keberadaan tanah mengalami berbagai tekanan, sehingga luasnya
mengalami penurunan per tahunnya, terutama di Jawa. Tanah sawah juga
merupakan salah satu sektor yang paling vital dalam kehidupan untuk
menyangga sektor produksi pangan, sektor ini tergantung pada tanah, baik
secara jumlah maupun secara mutu kesuburannya. Kebutuhan pangan
melalui produksi pangan terutama padi di kemudian sangat diperlukan,
hal tersebut diperlukan sebanyak mungkin tanah yang subur. Tanah subur
untuk produksi pangan banyak dijumpai di Pulau Jawa dan Bali, oleh
karena itu sangatlah ironis apabila tanah pertanian yang subur di Pulau
Jawa dan Bali digusur dan dikonversi penggunaan tanahnya dari tanah
pertanian menjadi tanah untuk pemukiman dan industri. Kabupaten
Ngawi banyak mengalami konversi penggunaan tanah akibat dari tekanan
perkembangan perumahan dan industri, rerata konversi penggunaan
tanah pertanian hingga tahun 2010 di Kabupaten Ngawi mencapai 20
- 40 ha per tahun. Jumlah tersebut dapat terus meningkat sesuai dengan
kebutuhan tanah akibat pembangunan, apalagi daerah tersebut termasuk
daerah persilangan antar propinsi yaitu Propinsi Jateng dan Jatim (Badan
Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2012).

2. Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas , maka kemudian diajukan hipotesis sebagai
berikut.
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1. Konversi penggunaan tanah pertanian di Kabupaten Ngawi berpola
mengelompok.

2. Konversi penggunaan tanah di Kabupaten Ngawi dipengaruhi oleh
pertumbuhan penduduk, aksesibilitas, dan produktivitas tanah.

3. DPola konversi penggunaan tanah dan beberapa faktor yang
mempengaruhi nilai tanah dapat dibuat model zonasi penilaian tanah
di Kabupaten Ngawi.

C. Metode Penelitian

1. Penentuan Daerah Penelitian dan Unit Analisis

Daerah penelitian adalah Kabupaten Ngawi, untuk menentukan
sampel penelitian diperlukan bantuan citra satelit, citra satelit yang
digunakan adalah citra satelit LANDSAT dengan sensor PRISM
(The panchromatic Remote Sensing Instrument for Strereo Mapping) dan
mempunyai resolusi spasial 30 meter, sehingga cukup akurat untuk
memetakan permukaan bumi dalam skala 1 : 50.000 atau lebih kecil
(Jalzarika, 2008). Sampel yang dimaksud adalah daerah (lokasi) tanah
pertanian di Kabupaten Ngawi per kecamatan yang telah mengalami
konversi penggunaan tanah menjadi non pertanian dari tahun 2003
sampai dengan tahun 2013. Sebagai pertimbangan pengambilan sampel
yaitu bahwa konversi penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di
Kabupaten Ngawi cukup banyak terutama di kawasan yang mempunyai
kepadatan penduduk tinggi, aksesibilitas baik, dan produktivitas rendah.
Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah secara sensus yaitu semua
populasi penelitian diambil/diamati sebagai sampel (obyek penelitian),
karena tiap populasi/sampel mempunyai derajat dan kualifikasinya hampir
sama atau setara, schingga semua sampel memiliki peluang sebagai sampel.

Daerah pertanian di Kabupaten Ngawi memiliki peran strategis
dalam mendukung produktivitas pangan di Kabupaten Ngawi. Selain
itu tanah pertanian di Kabupaten Ngawi juga memiliki karakteristik
yang kompleks, baik dari segi fisik tanah, kondisi sosial-ekonomi, dan
masyarakat, hal tersebut diduga dipengaruhi oleh konversi penggunaan
tanah pertanian menjadi non pertanian.
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2. Penentuan Jenis dan Sumber Data

Data dan variabel yang digunakan untuk analisis dalam penelitian ini
digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok berdasarkan hipotesis dan tujuan
penelitian sebagai berikut.

1. Pola konversi penggunaan tanah

Pola konversi penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di
Kabupaten Ngawi didapat dengan menghitung jarak pada setiap lokasi
konversi penggunaan tanah melalui peta konversi penggunaan tanah
hasil interpretasi Citra Satelit LANDSAT, kemudian dianalisis dengan
Continum Nearest Neighbour Analysis.

Dalam penelitian ini mengaitkan pola sebaran konversi penggunaan
tanah di Kabupaten Ngawi dengan analisis tetangga terdekat (nearest
neighbour analysis). Analisis ini digunakan untuk menentukan pola
sebaran konversi penggunaan tanah apakah mengikuti pola mengelompok,
random atau seragam, yang ditunjukkan dari besarnya nilai T (Hagget
dalam Bintarto dan Hadisumarno, 1982). Hasil dari analisis ini,
bisa memberikan gambaran terhadap kecenderungan suatu konversi
penggunaan tanah, mengapa menunjukkan kecenderungan pada suatu
pola tertentu, dikaitkan dengan analisis faktor yang menjelaskan preferensi
masyarakat dalam memilih lokasi bagi konversi penggunaan tanah. Nilai
T (indeks penyebaran tetangga terdekat) sendiri diperoleh melalui formula
sebagai berikut.

v (1)
Jn
T : indeks penyebaran tetangga terdekat;
J. : jarak rerata yang diukur antara satu titik dengan titik tetangganya
yang terdekat;
Ja : jarak rerata yang diperoleh bila semua titik mempunyai pola
dom =—_
random =~
P : kepadatan titik dalam tiap km? yaitu jumlah titik () dibagi

dengan luas wilayah dalam km? (4), sehingga menjadi: >.»
A
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Dalam melakukan analisis tetangga terdekat, perlu diperhatikan
beberapa tahapan penting sebagai berikut:

a. menentukan batas wilayah yang akan diteliti;

b. mengubah pola sebaran unit amatan dalam peta topografi menjadi
pola sebaran titik terdekat;

c. memberi nomor urut untuk tiap titik, untuk mempermudah analisis;

d. mengukur jarak terdekat untuk jarak pada garis lurus antara satu titik
dengan titik yang lain yang merupakan tetangga terdekatnya;

e. menghitung T, selanjutnya dinterpretasikan dengan Continum
Nearest Neighbour Analysis seperti Gambarl.

T=0 T=1,0 T=2,15
Mengelompok/clustered Acak/random Seragam/regular
O 0 O
& Q2 0 0
0
0 0 O
o3 0 o0 0 o

Sumber : Hagget dalam Bintarto dan Hadisumarno (1982:76)
Gambar 1. Continum Nearest Neighbour Analysis

Pola sebaran konversi penggunaan tanah dilakukan dengan
analisis Kontinum Nearest Neighbor (K-NN) dengan prinsip kerja
mengelompokkan suatu sel satu dengan sel tetangga berdasarkan
kemiripan yang dimilikinya.

2. Beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian tanah

Beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian tanah didekati dari
variabel kepadatan penduduk, aksesibilitas, dan produktivitas lahan.
Beberapa data tersebut berasal dari instansi terkait, pengumpulan data
lapang atau pengecekan data lapang dan hasil deliniasi/digitasi citra
satelit. Pada penelitian ini variabel yang mempengaruhi penilaian tanah
dipakai dalam zonasi nilai tanah, selanjutnya variabel yang mempengaruhi
konversi penggunaan tanah dapat dijelaskan sebagai berikut.
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a. Variabel kepadatan penduduk; kepadatan penduduk didapat dari
jumlah penduduk dan luas daerah serta potensi desa dari data
monografi/profil desa. Bekerjanya variabel ini dapat mempengaruhi
tekanan terhadap tanah, karena tingginya laju pertumbuhan dan
pertambahan penduduk akibat adanya ekspansi kawasan permukiman
yang tidak terencana (Mantra, 1991). Sumber data kependudukan
paling lengkap dan akurat didapat dari sensus penduduk. Sensus
penduduk dilakukan 10 tahun sekali, sehingga data yang dibutuhkan
secara mendesak perlu dilakukan survei selain sensus. Data
kependudukan pada penelitian ini sangat diperlukan, karena
penduduk merupakan sebagai subyek dan obyek suatu perencanaan.
Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh kelahiran, kematian
dan migrasi.

b.  Variabel aksesibilitas; aksesibilitas dihitung berdasarkan kedekatan
unit tanah dengan jalan utama, selain itu juga didasarkan pada
dominasi daerah tersebut dengan keberadaan jalan (Weber, 1909).
Keberadaan jalan dikekompokkan menjadi jalan beraspal (aspal),
jalan berbatu (batu), dan jalan setapak/kampung (jalan tanah).

c.  Variabel produktivitas lahan; produktivitas lahan dipengaruhi oleh
tingkat produksi dan luas lahan. Dua faktor tersebut menunjukkan
produktivitas lahan dan sangat ditentukan oleh ketersediaan
sumberdaya tanah atau dengan kata lain konversi penggunaan lahan
pertanian ke non pertanian akan menurunkan produktivitas tanah
(Ilhan, dkk, 2004). Pengambilan data produktivitas tanah pada setiap
kecamatan bersumber dari kelompok tani, setiap kelompok tani
mempunyai lingkup kerja sampai dengan tingkat desa. Kelompok
tani dibina oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), sedangkan setiap
kecamatan terdapat BPP dan secara srtuktural berada dibawah Dinas
Pertanian Kabupaten Ngawi. Gabungan kelompok tani (Gapoktan)
dapat berperan dalam bisnis hasil pertanian maupun industri pertanian
(Hariadi, 2007). Gapoktan di daerah penelitian mempunyai andil
dalam bisnis pertanian dan peningkatan kesejahteraan para anggotanya,
sehingga pengumpulkan data sekunder, khususnya data produktivitas
lahan menggunakan data yang berasal dari kelompok tani.

Faktor penentu besarnya konversi penggunaan tanah pertanian ke
non pertanian didiaknosis menggunakan Multiple Regression Analysis
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(Ritohardoyo, 2011). Suatu variabel X dikatakan memiliki pengaruh yang
signifikan jika pada tingkat kepercayaan (1-0)x100%, sebagai misal pada
tingkat signifikansi 90% memiliki koefisien slope yang tidak sama dengan
nol (b.#0) yang ditandai dengan nilai t hitung > t table atau sig of t < a.
Lebih jelasnya perumusan hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut.

a.  Perumusan Hipotesis
Ho: b = 0 => variabel independent tidak berpengaruh terhadap
variabel dependent
Ha: b = 0 => variabel independent berpengaruh terhadap
variabel dependent

3. Menetapkan zonasi penilaian tanah

Menetapkan zonasi penilaian tanah dengan kriteria: zona nilai tanah
sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah melalui tumpang
susun dari variabel-variabel yang mempengaruhi nilai tanah, sedangkan
variabel yang tidak mempengaruhi nilai tanah tidak digunakan dalam
zonasi penilaian tanah. Pemintakatan (zonasi) penilaian tanah ditentukan
melalui overlay (tumpang-susun) dari beberapa peta. Peta yang dimaksud
adalah hasil dari beberapa faktor yang menjadi penyebab konversi
penggunaan lahan. Sebagai acuan penyebab konversi penggunaan tanah
yaitu: peta kepadatan penduduk, aksesibilitas, dan produktivitas lahan.
Untuk mengetahui sumbangan masing-masing variabel terhadap konversi
penggunaan lahan dilakukan uji regresi berganda (multiple regression),
pemintakatan dilakukan pada beberapa variabel yang mempengaruhi
konversi penggunaan tanah pertanian ke non pertanian hasil dari analisis
regresi berganda (hipotesis 2). Untuk mengetahui peran dan kekuatan
hubungan masing-masing variabel terhadap faktor yang terbentuk
dilakukan perhitungan dengan uji partial. Penetapan pemintakan
melalui teknik overlay dilakukan dengan skoring, sedangkan hasil skoring
kemudian digunakan rumus sebagai berikut:

7= Bmas Thmin e, )

k

I = interval kelas;
Skor total dari semua variabel bernilai maksimum (Tinggi);

maks ~
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=  Skor total dari semua variabel bernilai minimum (Rendah);

k = banyaknya kelas yang akan dibuat 5 (lima) kelas sesuai dengan
hasil akhir dari pemintakatan yaitu: nilai tanah sangat tinggi,
tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.

Menurut Saaty (1994), penentuan skor (nilai) pada setiap atribut
dalam suatu variabel dapat menggunakan Analilytycal Hierarchy Proses
(AHP). Pengertian AHP adalah mengabstraksikan struktur suatu sistem
untuk mempelajari hubungan fungsional antar komponen dan berakibat
pada sistem secara keseluruhan. Sistem ini dirancang untuk menghimpun
secara rasional persepsi orang yang berhubungan sangat erat dengan
permasalahan tertentu melalui suatu prosedur untuk sampai pada suatu
skala preferensi di antara berbagai alternatif. Analisis ini yang ditujukan
untuk membuat suatu model permasalahan yang tidak mempunyai
struktur, biasanya ditetapkan untuk memecahkan masalah terukur
(kuantitatif), masalah yang memerlukan pendapat (judgement) maupun
situasi yang kompleks atau tidak terkerangka, pada situasi ketika data dan
informasi statistik sangat minim atau tidak ada sama sekali. Jadi sistem ini
hanya bersifat kualitatif yang didasari oleh persepsi, pengalaman ataupun
intuisi. Konsep dasar dari AHP adalah penggunaan pairwise comparison
matrix (matriks perbandingan berpasangan) untuk menghasilkan bobot
relatif antar kriteria maupun alternatif. Suatu kriteria akan dibandingkan
dengan kriteria lainnya dalam hal seberapa penting terhadap pencapaian
tujuan di atasnya. Pendekatan AHP menggunakan skala yang dikemukaan
oleh Saaty (1994) mulai dari nilai bobot 1 sampai 9. Nilai bobot 1
menggambarkan “sama penting”. Ini berarti bahwa nilai atribut yang
sama skalanya, nilai bobotnya 1, sedangkan nilai bobot 9 menggambarkan
kasus atribut yang “penting absolut” dibandingkan dengan yang lainnya.

Dalam AHR penetapan prioritas kebijakan dilakukan dengan
menangkap secara rasional persepsi orang, kemudian mengkonversi
faktor-faktor yang intangible (yang tidak terukur) ke dalam aturan yang
biasa, sehingga dapat dibandingkan. Nilai (bobot) yang disarankan untuk
membuat matriks perbandingan perpasangan. Untuk lebih jelasnya teknik
overlay atau tumpang susun melalui skoring (pembobotan) dan sumber

data dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1. Skoring dan sumber data

No Variabel Asumsi perhitungan Pengelf)l.npokaj'l hasil Skor Sumber data
penelitian (atribut)
1 | Kepadatan Kepadatan penduduk Kurang padat 9 Pengelompokan
penduduk per kecamatan berdasarkan data di
Padat 5 tiap kecamatan
Sangat Padat 1
2 | Aksesibilitas Dominasi Jalan tanah 9 Peta Aministrasi
ketersediaan jalan di Kabupaten Ngawi
tingkat kecamatan Jalan batu 5
Jalan aspal 1
3 | Produktivitas | Produktivitas lahan Tinggi 9 Pengelompokan
lahan terhadap padi sawah berdasarkan data
dari tiap daerah irigasi | Sedang 5 | kelompok tani
tersier Rendah 1

Catatan: Penentuan skor dengan AHP dari Saaty (1994)

Pada setiap skor variabel selanjutnya akan diperoleh total skor,

kemudian total skor tersebut merupakan dasar penentuan zonasi penilaian

tanah. Zonasi penilaian tanah dideliniasi berdasarkan total skor yang
dihasilkan oleh peta hasil overlay dari faktor penentu. Klasifikasi ditentukan
berdasarkan hasil perhitungan interval kelas sesuai rumus (4), sehingga
diperoleh pemintakatan seperti Tabel 2.

Tabel 2. Pengelompokan penilaian tanah di Kabupaten Ngawi

No | Zonasi TOTAL SKOR
1 | Harga tanah sangat tinggi > (¢t +4l)
2 | Harga tanah tinggi sedang > (¢ +3)-< (¢t +4l)
3 | Harga tanah sedang >t +20)-<(t_  +3])
4 | Harga tanah rendah >t +D)-<(t. +2])
5 | Harga tanah sangat rendah <t +1

Catatan: Pemintakatan berdasarkan rumus (2)

Asumsi yang dibangun adalah daerah administrasi Kabupaten Ngawi
dengan zonasi penilaian tanah sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah,

dan sangat rendah, maka total skor tertinggi merupakan nilai tanah
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yang didaerah perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi,
aksesibilitas baik (dominan pada jalan aspal), dan produktivitas tanah
relatif rendah dibandingkan dengan yang lainnya. Namun pada kondisi
berbalikkan yaitu pada total skor rendah mempunyai tingkat kepadatan
rendah, dominasi jalan buruk, dan produktivitas tanah relatif tinggi.

D. Deskripsi Daerah Penelitian

1. Batas daerah penelitian

Daerah penelitian adalah daerah wilayah administrasi Kabupaten
Ngawi, secara geografis dengan U7M adalah zone 49 §, atau 519107 -
576780 mT dan 9171430 — 91993520 mU, dengan batas sebagai berikut.

1. Utara berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, Blora, dan
Bojonegoro.
2. Sebelah Timur berbatasan Kabupaten Madiun.

&

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Magetan.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Sragen

2. Pembagian wilayah

Secara administratip daerah penelitian kerja wilayah kerja administrasi
Kabupaten ngawi, lebih jelasnya wilayah administratip daerah penelitian

dapat dilihat Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Luas daerah penelitian Kabupaten Ngawi tiap kecamatan

No | Kecamatan Luas wilayah (ha) | Persentase(%)
1 | SINE 8022 6.18
2 | NGRAMBE 5749 4.43
3 | JOGOROGO 6584 5.07
4 | KENDAL 8456 6.52
5 | GENENG 8740 6.74
6 | KWADUNGAN 3030 2.33
7 | PANGKUR 2941 2.26
8 | KARANG]JATI 6667 5.14
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9 | BRINGIN 6262 4.83
10 | PADAS 8171 6.30
11 | NGAWI 7056 5.44
12 | PARON 10114 7.80
13 | KEDUNGGALAR 12965 10.00
14 |PITU 5601 4.32
15 | WIDODAREN 9226 7.12
16 | MANTINGAN 6221 4.80
17 | KARANGANYAR 13829 10.67
Jumlah 129634 100

Sumber : Badan Statistik Kabupaten Ngawi, 2012

Secara administrasi (pemerintahan) Kabupaten Ngawi terdiri dari 17

kecamatan. Pada Tabel 2 secara administrasi paling luas adalah Kecamatan
Karanganyar (10,66 %), sedangkan paling sempit adalah Kecamatan
Pangkur (2,26%). Luas wilayat adminiatrasi tiap kecamatan tersebut akan

mempengaruhi dalam perhitungan persentase luas konversi penggunaan

tanah dari pertanian ke non pertanian pada perhitungan berikutnya.
Untuk lebih jelasnya Peta Administrasi Kabupaten Ngawi dapat dilihat
pada Gambar 2 berikut.

0 T i I () B §L7
" [FETA WILAYAS ACM R TRA S
Eragon T HABSRATEN HCAWI
=] N - "
B

Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Ngawi
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E. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan penelitian di daerah di daerah
administrasi tiap kecamatan, Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut.

1. Pola sebaran konversi penggunaan lahan

Untuk medapatkan konversi penggunaan lahan dari setiap unit
penelitian dilakukan Overlay (tumpang-susun) antara Peta Penggunaan
Lahan tahun 2003 dan Peta Penggunaan Lahan 2013 dan hasil selisih
tumpang-susun antara Peta Penggunaan Lahan tahun 2003 dan 2013
berupa peta konversi penggunaan Lahan tahun 2003-2013 untuk setiap
unit penelitian dari pertanian ke non pertanian di Kabupaten Ngawi

seperti pada Gambar 3.

FETA HORVER 51 PEMGGRMARN
b 2| TAMEH PERTAMWN HE NON
Puraredd T PESTANIEN TAHIN 2005.2011
D1 HARL PAT EM MGRWAL
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Gambar 3. Peta Konversi Penggunaan Lahan tahun 2003 dan 2013
di Kabupaten Ngawi

Paga Gambar 3 terlihat bahwa konversi penggunaan lahan selama 10
tahun, dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2013 sebesar 313,160 ha
atau rerata pertahunnya sebesar 313,160 ha : 10 = 31,316 ha/th.
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Untuk mengetahui pola konversi penggunaan lahan digunakan
Kontinum Nearest Neighbour Analysis atau Kontinum Tetangga Terdekat
(K-NN) oleh Hagget dalam Bintarto dan Hadisumarno (1982). Dalam
menganalisis K-/VV diperlukan peta sebaran konversi penggunaan lahan di
Kabupaten Ngawi dari hasil peta tumpang susun peta penggunaan lahan
tahun 2003 dan peta penggunaan lahan tahun 2013 dengan hasil seperti
pada Gambar 4 dan daftar jarak terdekat dari konversi penggunaan lahan

seperti pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Jarak terdekat konversi penggunaan lahan di Kabupaten
Ngawi tahun 2003 dan 2013

0 118 64 67 140 | 147 205 | 204 277 | 284 355 | 357
1 18 65 68 141 | 135 206 | 211 278 | 286 356 | 352
2 3 66 69 142 | 365 207 | 213 279 | 280 358 | 146
3 295 70 71 143 | 146 208 | 213 281 | 287 359 | 363
4 178 72 74 144 | 142 209 | 211 282 | 268 360 | 364
5| 136 731 75 145 | 151 210 | 213 283 | 280 363 | 368
6 9 75 65 146 | 361 212 | 208 284 | 286 364 | 142
7 | 370 78 | 28 147 | 150 214 | 213 285 | 289 366 | 370
8 | 49 79 80 148 | 152 215 | 216 287 | 97 367 | 370
9 | 270 81 83 149 | 151 217 | 212 288 | 292 369 | 372
10 58 82 83 152 | 139 218 | 221 289 | 291 371 | 370
11 | 302 85 90 153 | 154 219 | 217 290 99 373 | 154
12| 84 86 87 155 | 158 220 | 225 293 | 286 374 | 376
13| 14 87 | 88 156 | 154 222 | 224 294 | 291 375 | 376
14| 78 89 88 157 | 152 223 | 229 296 | 297 376 | 377
15| 28 90 92 158 | 161 226 | 222 298 | 299 378 | 379
16| 77 91 92 159 | 161 227 | 239 300 | 301 379 | 380
17| 22 92 90 160 | 163 228 | 225 303 | 305 381 | 63
18 55 93 92 161 | 164 229 | 230 304 | 306 382 | 383
19| 26 94 26 162 | 170 231 | 224 309 | 310
20 17 95 96 163 | 177 232 | 231 310 | 309
21| 20 97 | 98 165 | 164 233 | 234 311 | 312
23| 15 99 | 100 166 | 172 235 | 233 313 | 327

Untuk Sebesar-besarnya Kesejahteraan Rakyat e 283



24| 22 101 | 35 167 | 169 236 | 242 314 | 315
25| 26 102 | 103 168 | 173 237 | 238 316 | 318
27| 57 104 | 102 171 | 176 239 | 245 317 | 299
29 | 199 105 | 106 172 | 180 240 | 235 318 | 322
30 | 76 107 | 109 173 | 175 241 | 246 319 | 320
31| 294 108 | 106 174 | 180 243 | 238 321 11

32| 33 110 | 111 176 | 186 244 | 242 323 | 324
34| 35 112 | 117 177 | 41 247 | 249 325 | 332
36 | 39 113 | 121 179 | 177 248 | 246 326 | 327
37| 38 114 | 115 180 | 184 250 | 245 327 | 332
38| 36 116 | 118 181 | 186 251 | 254 328 | 324
40 | 42 118 | 117 182 | 45 252 | 253 329 | 331
41| 177 119 | 121 183 | 189 255 | 262 330 | 333
43| 41 120 | 121 184 | 186 256 | 257 331 | 337
44| 45 122 | 302 185 | 186 258 | 256 334 | 330
46 | 45 123 | 126 187 | 188 259 | 254 335 | 352
47 | 46 124 | 126 188 | 189 260 | 253 336 | 335
48 | 49 125 | 126 190 | 191 261 | 258 338 | 347
50 | 308 126 | 307 192 | 193 262 | 272 340 | 351
51| 52 127 | 339 193 | 190 263 | 264 341 | 350
531 76 128 | 126 194 | 195 265 | 260 342 | 343
54 | 74 129 | 130 196 | 198 266 | 268 344 | 348
55| 54 131 | 132 197 | 201 267 | 265 345 | 351
56| 70 133 | 134 198 | 200 269 | 265 346 | 361
58| 59 135 | 145 200 | 203 271 | 275 349 | 362
60 | 61 137 | 134 201 | 200 272 | 273 351 | 353
61| 77 138 | 134 202 | 204 274 | 282 353 | 359
62| 63 139 | 134 203 | 207 276 | 280 354 | 347

Hasil analisis pola konversi penggunaan lahan di daerah penelitian
daerah Kabupaten Ngawi dari pertanian ke non pertanian digunakan
K-NN dengan menghitung Nilai T' (indeks penyebaran tetangga terdekat)
melalui formula seperti pada Rumus (1) dengan hasil T = 0,40

T sebesar 0,40 cenderung mendekati 0 (Gambar 1), pada hipotesis
1 berdasarkan perhitungan diatas (analisis K-V/N) dapat disimpulkan
bahwa pola konversi penggunaan tanah di daerah Kabupaten Ngawi
cenderung mengelompok. Pola mengelompok pada konversi penggunaan
lahan setiap tahunnya akan semakin besar, karena konversi lahan yang
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berpola mengelompok pada umumnya bersifat ikutan, dengan kata lain
sekali terjadi konversi lahan terjadi di suatu lokasi, maka luas lahan yang
dikonversi di lokasi tersebut akan semakin besar (Irawan, 2005).

2. Beberapa faktor penyebab konversi penggunaan lahan

Hasil deliniasi dan digitasi Citra Satelit LANDSAT tahun 2003
dan 2013 adalah berujut peta dan dapat menggambarkan kondisi
daerah (lokasi) penelitian tentang penggunaan/pemanfaatan tanah yaitu
penggunaan tanah untuk pertanian dan penggunaan tanah untuk non
pertanian pada tiap kecamatan di Kabupaten Ngawi, sekaligus dapat
menggambarkan konversi penggunaan tanah pertanian di Kabupaten
Ngawi. Untuk lebih jelasnya hasil perhitungan hubungan antara X dan
Y dengan SPSS hasilnya seperti pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Hasil perhitungan setiap variabel pengaruh terhadap
variabel terpengaruh

No. Variabel T Sig T
1  Kepadatan penduduk X1 2.569  .0233
2 Aksesibilitas X2 2274  .0405
3 Produktivitas lahan X3 -,537  0,6001

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS

Kesimpulan statistik: Variabel independen X, dan X, berpengarubh,
sedangkan variabel independen X, tidak berpengaruh terhadap variabel
dependen (Y), semakin besar nilai T pada Tabel 5, maka semakin besar
pula pengaruhnya terhadap konversi penggunaan lahan, tanda (+)/(-)
(kolom T, Tabel 5) untuk menentukan arah hubungan, apabila (+) berarti
searah dan (-) berlawanan arah. Pada penelitian ini X dan X searah (+),

sedangkan X adalah negative (-).
3. Zonasi penilaian tanah
Konversi penggunaan tanah pertanian pertanian ke non pertanian

pada intinya adalah terjadi akibat adanya persaingan dalam pemanfaatan
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tanah (lahan) antara sektor pertanian dan sektor non pertanian. Persaingan
tersebut dalam pemanfaatan lahan adalah akibat adanya 2 (dua) faktor
utama yaitu : (a) keterbatasan sumberdaya tanah pertanian, dan (b)
pertumbuhan penduduk. Luas tanah pertanian di setiap daerah yang
tersedia relatif tetap atau terbatas, sehingga pertumbuhan penduduk
yang memerlukan tanah (lahan) dan dapat menggeser kebutuhan tanah
untuk kegiatan tanah pertanian ke non pertanian. Penduduk disamping
memerlukan tanah untuk kebutuhan akan papan (perumahan dan
industri) juga memerlukan tanah sebagai bagian dari kebutuhan akan
makanan pokok (beras).

Ilham dalam Irawan (2005) mengatakan bahwa konversi penggunaan
tanah sangat dipengaruhi oleh pertambahan penduduk dan daerah
perkotaan karena aksesibilitas yang tinggi. Konversi penggunaan tanah
merupakan bagian dari kegiatan pembangunan yang tidak dapat dihindari,
selama terdapat kegiatan pembangunan konversi penggunaan tanah
pertanian ke non pertanian pasti terjadi, pertumbuhan jumlah penduduk
merangsang peningkatan kebutuhan tanah untuk pembangunan
perumahan, industri, kawasan perdagangan, dan sarana publik lainnya
(Simatupang dan Irawan, 2003). Konversi penggunaan tanah pertanian
ke non pertanian dapat disebabkan oleh tarikan zonasi tanah untuk
kegiatan non pertanian, fenomena konversi penggunaan tanah pertanian
tidak terlepas pula dari kebijakan yang ditempuh pemerintah. Misalnya,
kebijakan subsidi untuk pembangunan rumah murah akan memperbesar
permintaan akan tanah, sedangkan kebijakan di bidang sosial (keluarga
berencana) tidak mampu menekan laju percumbuhan penduduk, begitu
pula kebijakan pembangunan sarana transportasi dan sarana publik lainnya
yang tidak direncanakan dengan baik, juga dapat menyebabkan terjadinya
konversi penggunaan tanah pertanian ke non pertanian (Irawan, 2005).

Pengurangan luas tanah pertanian bersifat permanen artinya bahwa
tanah pertanian sawah terkonversi tidak mungkin akan kembali menjadi
tanah pertanian lagi, sechingga masalah kuantitas pangan cenderung
mengalami penurunan karena konversi penggunaan tanah selama kurun
waktu tertentu (tahun ke 1 hingga tahun ke n) akan bersifat kumulatif.
Gambar 3 mengilustrasikan konversi penggunaan tanah yang bersifat
kumulatif tersebut. Pengurangan luas tanah pertanian selama masih
ada petumbuhan penduduk akan sulit dihentikan, karena konversi
penggunaan tanah pertanian bersifat permanen dan komulatif. Konversi
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tanah pertanian yang bersifat permanen dan komulatif seringkali kurang
disadari, karena biasanya dilakukan berdasarkan asumsi dampak yang
bersifat temporer (Sudaryanto, 2003). Konversi penggunaan tanah
pertanian dari faktor penduduk dapat berhenti jika tidak ada pertambahan
penduduk (zero growth), apabila pertambahan penduduk = 0 maka tinggal
mengatur konversi penggunaan tanah pertanian ke non pertanian supaya
membentuk tanah pertanian yang berkelanjutan, namun demikian zero
growth sulit terlaksana apalagi dengan Program Keluarga Berencana dari
pemerintah yang semakin tidak berdaya.

Pola konversi penggunaan tanah pertanian di daerah penelitian
adalah mengelompok (Hipotesis 1 dan Gambar 3) artinya luas konversi
penggunaan tanah pertanian tersebut setiap tahunnya akan semakin besar
karena konversi penggunaan tanah pertanian umumnya bersifat menular
(Irawan, 2005) dengan kata lain, sekali konversi tanah terjadi di suatu
lokasi maka luas tanah pertanian yang dikonversi di lokasi tersebut
akan semakin besar akibat konversi penggunaan tanah pertanian
ikutan (menular) yang terjadi di lokasi sekitarnya. Gejala penularan
konversi penggunaan tanah pertanian sejalan dengan pertambahan
penduduk yang merupakan ciri perkembangan suatu daerah, akibatnya
kebutuhan tanah (lahan) untuk kegiatan non pertanian akan mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Kecenderungan tersebut menyebabkan
konversi penggunaan tanah pertanian sulit dihindari, dengan kata
lain, setiap tahunnya pasti terjadi konversi tanah pertanian.

Sistem pengolahan data spasial melalui penginderaan jauh (citra
satelit) hasilnya dapat berujut peta dan dapat dimanfaatkan atau digunakan
untuk informasi geografi di suatu daerah sesuai dengan kebutuhan,
informasi geografi tersebut merupakan arahan untuk dapat menentukan
kebijakan yang diambil sesuai kondisi lingkungan (Narulita, dkk, 2008).
Zonasi yang berujud data spasial merupakan informasi geografi dan
dapat dituangkan dalam bentuk data numerik atau bentuk tabel. Tabel
(data numurik) dan data spasial pada penelitian ini akan mempermudah
pembahasan selanjutnya. Pembahasan pada penelitian ini difokuskan pada
arahan zonasi penilaian tanah di Kabupaten Ngawi. Zonasi penilaian
tanah pertanian per kecamatan mempunyai beragam potensi dan kegiatan
yang diusahakan, namun rawan terhadap konflik kepentingan antar
pengguna lahan. Perbedaan kepentingan ini dapat menyebabkan konflik
pemanfaatan ruang yang pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan
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lingkungan. Penyusunan model zonasi penilaian tanah diharapkan
mampu menahan atau menekan laju konversi penggunaan tanah pertanian
untuk pembangunan di daerah penelitian, schingga arahan/perancangan
zonasi penilaian tanah per kecamatan sesuai peruntukan bagi keperluan
yang menyeluruh dan terpadu terutama bagi kebutuhan tanah untuk
pembangunan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan tanah pertanian
(Motik, dkk, 2007). Pemintakan dengan penjumlahan (pengelompokan)
dari beberapa peta yang mempunyai nilai (skor/bobot) dapat membantu
dalam analisis pemintakatan lahan seperti pada Tabel 1, sedangkan hasilnya

seperti pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Zonasi penelaian tanah dan skoring

Kepadatan penduduk | Dominasi jalan
Jumlah
No | Kecamatan Tingkat Dominasi ke
kepadatan Skor (Idlas) Skor | skor
1 | Sine Padat 2 tanah 1 3
2 | Ngrambe Padat 2 tanah 1 3
3 | Jogorogo sangat padat 3 Batu 2 5
4 | Kendal Padat 2 tanah 1 3
5 | Geneng Padat 2 Batu 2 4
6 | Kwadungan sangat padat 3 Batu 2 5
7 | Pangkur sangat padat 3 Batu 2 5
8 | Karangjati Padat 2 Batu 2 4
9 | Bringin kurang padat 1 Batu 2 3
10 | Padas Padat 2 batu 2 4
11 | Ngawi sangat padat 3 aspal 3 6
12 | Paron sangat padat 3 batu 2 5
13 | Kedunggalar kurang padat 1 batu 2 3
14 | Pitu kurang padat 1 tanah 1 2
15 | Widodaren Padat 2 batu 2 4
16 | Mantingan Padat 2 batu 2 4
17 | Karanganyar kurang padat 1 batu 2 3

Tabel 4.1 adalah: ¢
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pengelompokan zonasi penilaian tanah di Kabupaten Ngawi seperti pada

Tabel 7 berikut.

Tabel 7 Hasil pengelompokan zonasi penilaian tanah
di Kabupaten Ngawi

No | Zonasi TOTAL SKOR
1 | Harga tanah sangat tinggi 252
2 | Harga tanah tinggi sedang >4,4-<52
3 | Harga tanah sedang >3,6-44
4 | Harga tanah rendah >2,8-3,6
5 | Harga tanah sangat rendah <2,8

Pada Hipotesis 2 (kesimpulan statistik) dinyatakan bahwa variabel
independen X, dan berpengaruh terhadap variabel dependen (Y),
sedangkan variabel independen X tidak berpengaruh, maka beberapa
variabel independen yang berpengaruh pada pengujian koefisien regresi
(uji parsial) terhadap variabel dependen tersebut digunakan untuk
mendapatkan beberapa variabel sebagai data zonasi penilaian tanah di
daerah penelitian (Kabupaten Ngawi). Semua variabel independen yang
mempunyai hubungan dengan variabel dependen pada kesimpulan secara
statistik tersebut adalah kepadatan penduduk (X)) dan aksesibilitas (X)),
pengambilan datanya di tingkat kecamatan secara sensus. Untuk lebih
jelasnya data besarnya skor zonasi penilaian tanah dari setiap variabel
independen dapat dilihat pada Tabel 7, sedangkan hasil zonasi penilaian
tanah di daerah penelitian (Kabupaten Ngawi) dapat dilihat pada Gambar 4.
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Gambar 4. Peta Zonasi Penilaian Tanah
di Kabupaten Ngawi sampai dengan tahun 2013

Zonasi penilaian tanah diharapkan dapat dimanfaatkan bagi
pengembangan pembangunan (industri, perumahan, dan perkantoran)
daerah khususnya daerah Kabupaten Ngawi, schingga apabila terdapat
pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan tanah, zonasi penilaian
tanah di Kabupaten Ngawi dapat dipergunakan sebagai pertimbangan
dalam pengambilan keputusan lokasi pembangunan disesuaikan dengan
dana yang tersedia (Gambar 4). Pertimbangan dana dapat disesuaikan
dengan macam atau jenis pembangunan, pembangunan untuk pasar akan
berbeda apabila pembangunan untuk pendidikan maupun keschatan
(Rumah Sakit). Variabel kepadatan penduduk dan aksesibiltas merupakan
variabel yang mempengaruhi penilaian tanah, namun demikian penentuan
variabel ini dapat diperbanyak lagi sehingga dalam pengambilan
keputusan/kebijakan pembangunan daerah dapat lebih bervariasi.

F. Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

1. Pola konversi penggunaan tanah pertanian ke non pertanian

adalah mengelompok.
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2. Faktor yang memepengaruhi konversi penggunaan tanah
pertanian ke non pertanian adalah kepadatan penduduk dan
aksesibilitas (jalan).

3. Model zonasi merupakan salah satu cara untuk penilaiaan tanah
di Kabupaten Ngawi.

2. Saran

1. Konversi penggunaan lahan mempunyai konflik kepentingan
antara status sosial dan kebutuhan pangan, arahan model zonasi
agar dapat memberikan penilaian tanah.

2. Diperlukan aturan yang ketat pada daerah yang boleh dikonversi
untuk menghindari/menuju nilai tanah yang wajar.
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Evaluasi Jabatan Fungsional Surveyor
Pemetaan di Badan Pertanahan Nasional

Abdul Haris Farid, Arief Syaifullah, Muh Arif Suhattanto

A. Latar Belakang

Jabatan struktural di BPN adalah jabatan yang sesuai dengan strukeur
organisasi BPN RI di tingkat kantor pertanahan, Kantor Wilayah maupun
Kantor Pusat. Berdasarkan UU no 43 tahun 1999 tentang perubahan
atas UU No 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian, pada
pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil diangkat
dalam jabatan dan pangkat tertentu. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan
Peraturan Kepala Badan no 1 tahun 2013 tentang Pola Jenjang Karier PNS
di lingkungan BPN-RI, pada pasal 43 ayat (1) disebutkan bahwa PNS yang
tidak menduduki jabatan struktural diangkat dalam jabatan fungsional.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, jabatan Fungsional Surveyor
Pemetaan (jabfungsurta) merupakan sistem pemberian Jabatan fungsional
yang sudah lama diterapkan di BPN. Tentunya penerapan sistem tersebut
diharapkan dapat meningkatkan kualitas, kompetensi dan kinerja dari
tenaga-tenaga survey dan pemetaan. Namun demikian dalam proses
implementasinya ditemui kendala-kendala sehingga penerapan jabatan
fungsional tersebut tidak bisa berjalan dengan lancar.

Sejak diperkenalkan pada tahun 2004 hingga saat ini baru sekitar
751 tenaga survei pemetaan di lingkungan BPN yang menjadi pejabat
fungsional Surveyor Pemetaan dari 751 orang tersebut hanya terdapat
475 pejabat yang aktif sisanya dikarenakan alasan-alasan tertentu
berstatus tidak aktif. Dari data yang diperoleh tren penambahan jumlah
peserta jabfungsurta di lingkungan BPN dari tahun ke tahun mengalami
kecenderungan menurun seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Jabfungsurta BPN RI
No Tahun (TMT) Terampil | Ahli | Jumlah
1 |2004 112 61 173
2 12005 - - -
3 12006 - - -
4 2007 363 138 501
5 12008 52 15 67
6 2009 49 15 64
7 12010 10 2 12

Tabel 1.1 Data penambahan Jabfungsurta per tahun (Deputi | BPN RI)

Pelaksanaan Jabfungsurta di Badan Pertanahan Nasional

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan didasarkan oleh

peraturan-peraturan sebagai berikut:

a.

296

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 1999
tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
Keputusan bersama Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan
Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor: OT.02/60-
KA/VII/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional
Surveyor Pemetaan dan Angka Kreditnya.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor:
134/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Surveyor
Pemetaan dan Angka Kreditnya.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2003
tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
Nomor: HK.01.04/54-KA/I1/2006 tentang Petunjuk Teknis
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan nasional
Nomor: HK.01.04/272.B-KA/X1/2006 tentang Kualifikasi
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Pendidikan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Fungsional
Surveyor Pemetaan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara nomor: 134/KEP/M.PAN/12/2002 definisi serta tim penilai dari
Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang selanjutnya dapat disebut
sebagai jabfungsurta bisa dijelaskan sebagai berikut:

Surveyor Pemetaan, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melakukan kegiatan survei dan pemetaan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Survei adalah kegiatan untuk
mendapatkan data dan informasi dari suatu titik atau lokasi yang ada
di atas atau di bawah permukaan bumi, batas-batas wilayah, luas,
kenampakan budidaya dan non budidaya, baik secara kuantitas maupun
kualitas dengan cara pengukuran dan penentuan kedudukan relativitasnya
dalam suatu ruang (secara geometris dan trigonometri). Dan pengertian
Pemetaan adalah penyajian hasil survei pada suatu bidang datar dengan
skala tertentu.

Tim Penilai Angka Kredit, adalah tim penilai yang dibentuk dan
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja
Surveyor Pemetaan. Dalam pelaksanaan pekerjaannya Tim Penilai bertugas
untuk mensinkronkan dokumen-dokumen bukti yang ada dengan standar
yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui angka kredit yang dicapai
oleh pejabat surveyor pemetaan.

Dalam hal ini angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan
dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh
Surveyor Pemetaan dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan
jabatannya.

Instansi pembina jabatan fungsional Surveyor Pemetaan adalah
instansi yang secara fungsional bertanggung jawab dalam kegiatan
survei dan pemetaan, dalam hal ini adalah Badan Koordinasi Survei dan
Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL).

Dalam Pelaksanaan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan di
lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dikoordinir oleh
Kedeputian I yang membawahi Survei dan Pemetaan. Dalam menjalankan
tugasnya Deputi I membentuk tim penilai yang bertugas untuk
melakukan penilaian prestasi kerja Surveyor Pemetaan di lingkungan
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BPN. Kedeputian I juga menyusun kamus kesesuan Angka Kredit Jabatan
Fungsional Surveyor Pemetaan yang dijadikan pedoman bagi para pejabat
Fungsional Surveyor pemetaan saat hendak mengajukan angka kreditnya.
Dengan adanya kamus tersebut diharapkan terjadi kesamaan persepsi
dalam proses pengajuan angka kredit antara pejabat fungsional yang
mengajukan angka kredit dan tim penilainya.

Secara garis besar jenis-jenis kegiatan dalam kamus tersebut
dikelompokkan menjadi empat meliputi:

a. Kelompok I yaitu kegiatan-kegiatan survei dan pemetaan yang
mayoritas dilakukan di BPN Pusat dan Kantor Wilayah Provinsi

b. Kelompok II yaitu kegiatan-kegiatan survei dan pemetaan yang
mayoritas dilakukan di Kantor Pertanahan

c. Kelompok III yaitu kegiatan-kegiatan survei dan pemetaan Tematik
Kelompok IV yaitu kegiatan atau aktivitas terkait survei dan
pemetaan yang belum tercantum dalam Lampiran Kep.Menpan No.
134/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Surveyor
Pemetaan dan Angka Kreditnya

Sampai dengan Juni 2013 terdapat 751 pegawai Badan Pertanahan
Nasional yang menjabat sebagai Surveyor Pemetaan di seluruh Indonesia
dari 751 orang tersebut 475 merupakan pejabat dengan status aktif, dan

sisanya berstatus pembebasan sementara.

No UNIT KERJA PEMEBEBASAN |AKTIF

Biro Tata Usaha Pimpinan dan Protokal
Direktorat Landreform BFN R.1.

1
2
3|Kelembagaan

4|Direktorat Pemetaan Dasar BPN R. 1.
5

4]

Direktorat Pemetaan Tematik BPN R.I.

wmlm|lr e

Direktorat Penatagunaan Tanah BFN R. 1.

Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah
BFN. R.1. 1
Direktorat Penetapan Batas Bidang Tanah dan
Ruang 10
Terlantar dan Tanah Krisis BPN R.1. 1

|

1.4]

[1+]
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10| Girektorat Pengukuran Dasar BFN R 1.
11|Direktorat Survey Potensi Tanah BPN R.1. 1
12| Kanwil BPN Prov. Aceh
13| Kanwil BPN Prov. B.|. Yogyakarta 20 &6
14| Kanwil BPN Frov. Gorontalo 5
15|Kanwil BPN Prov. lambi 20 7
16|Kanwil BPN Prov. lawa Barat 60| 168
17|Kanwil BPN Prov. lawa Tengah 67| 206
18| Kanwil BPN Prov. Kalimantan Timur 14 2
19| Kanwil BPN Prov. Banten 1
20|Kanwil BPN Prov. Lampung
21|Kanwil BPN Prov. NTB
22|Kanwil BPN Prov. Sulawesi Tengah 3
23|Kanwil BPN Prov. Sulawesi Tenggara 22 1
24|Kanwil BPN Prov. Sulawesi Utara 1
25|Kanwil BPN Prov. Sumatera Barat 18
26|Kanwil BPN Prov. Sumatera Selatan 20 g
JUMLAH 276| 475

Table 2.1 Status Jabatan Surveyor dan Pemetaan di BPN-RI

C. Analisis SWOT dalam rangka Perumusan Strategi Peningkatan
Pelaksanaan Jabfungsurta

Untuk mengetahui situasi yang sedang dijalankan pada sebuah
sistem memerlukan sebuah metode. Dalam penelitian ini analisis SWOT
yang merupakan singkatan dari Strengths, Weaknesses, Opportunities,
dan Threats digunakan sebagai sarana untuk mengetahui kondisi terkini
pelaksanaan jabatan funfsional surveyor pemetaan mengetahui kekuatan
dan kelemahan dalam organisasi BPN serta mengetahui potensi-potensi
kesempatan dan ancaman dari faktor-faktor eksternal. Dalam berbagai
literatur disebutkan SWOT analysis digunakan oleh berbagai organisasi
untuk membantu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, kesempatan
serta ancaman yang kemudian dapat diperoleh strategi-strategi yang
diperlukan uantuk meningkatkan proses-proses manajemen yang sudah
ada. Untuk membantu pendefinisian strategi tersebut digunakan matriks
yang dikenal dengan matrik SWOT sebagaimana tergambar pada diagram

di bawah ini
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Opportunities Threats

Strategi-strategi dengan
& 5 5 Strategi-strategi dengan
menggunakan Kekuatan dan
Strengths . .| menggunakan kekuatan
mengambil keuntungan dari )
untuk mengatasi tantangan
kesempatan

Strategi untuk
Strategi untuk meminimalkan g. o
mengeliminasi kelemahan

Weaknesses | kelemahan dengan ST
dan meminimalisasi

memanfaatkan kesempatan.

tantangan

Table 2.2 Matriks SWOT (Radwan et al, 2001)

Proses dari analisi SWOT dimulai dari identifikasi faktor internal
dan eksternal. Identifikasi Internal bertujuan untuk menemukan kekuatan
dan kelemahan sebuah proses dala organisasi sedangkan identifikasi
eksternal bertujuan untuk menemukan kesempatan dan tantangan
yang dihadapi terkait proses yang sedang berjalan. Berdasarkan pada
hasil identifikasi internal dan eksternal matriks SWOT dapat dibangun
dengan mencocokkan kekuatan serta kelemahan dengan kesempatan dan
tantangan sehingga didapat strategi-strategi dalam rangka peningkatan
proses kerja ke di masa depan.

D. Temuan-temuan dalam Pelaksanaan Jabfungsurta di BPN

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya Kedeputian I merupakan
Kedeputian yang bertanggungjawab terhadap penilaian secara menyeluruh
jabfungsurta di lingkungan BPN. Di BPN RI sendiri terdapat 2
Kedeputian yang mempunyai tugas pokok yang berhubungan dengan
pekerjaan-pekerjaan Suvei dan Pemetaan yaitu Kedeputian Bidang
Survei Pengukuran dan Pemetaan atau sering disebut Kedeputian I
dan Kedeputian Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah atau sering
disebut sebagai Kedeputian II. Untuk itu pengumpulan data yang terkait
dengan kebijakan-kebijakan mengenai jabfungsurta fifokuskan pada kedua
kedeputian tersebut.

Pada Sub bab ini akan dijelaskan mengenai hasil wawancara terhadap
Tim Penilai Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan maupun Pejabat
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Fungsional Survei dan Pemetaan di Kedeputian I. Dari hasil wawancara

tersebut dapat dirangkum menjadi pointer-pointer sebagai berikut:

1.

Masih minimnya jumlah SDM, sarana dan prasarana untuk tim
penilai Jabatan Fungsional Surveyor.

Tanggungjawab penilaian jabatan fungsional surveyor selama ini
dibebankan kepada tim yang dibentuk di kedeputian 1. Keterbatasan
kuantitas SDM di tim penilai dihadapkan dengan tanggung-jawab
yang besar yaitu kewajiban untuk menilai seluruh pejabat fungsional
surveyor Pemetaan BPN di seluruh Indonesia menyebabkan kurang
optimalnya pelaksanaan tugas. Salah satu dampaknya adalah keluhan
dari pejabat fungsional surveyor yang ada di kanwil BPN maupun
Kantor Pertanahan atas kelambatan pelayanan yang diberikan, salah
satu contoh kasusnya adalah terdapat pejabat fungsional surveyor yang
terlambat kenaikan pangkatnya dikarenakan berkas hilang ataupun

tidak terperiksa.

Kurangnya dukungan dari pejabat struktural terkait atas pelaksanaan
jabatan fungsional surveyor.

Dalam masa pelaksanaan sampai saat ini jabatan fungsional surveyor
belum menjadi prioritas kebijakan di BPN, sehingga dukungan
SDM, dana, kesiapan lembaga masih dirasa minim. Jumlah Surveyor
yang relatif banyak di lingkungan BPN RI tentunya memerlukan
Tim Penilai yang mapan dan dibentuk khusus untuk melaksanakan
penilaian terhadap pejabat fungsional surveyor disertai dengan
Standar Operasi Pelayanan yang baku.

Selama ini standar penilaian masih menggunakan standar Bakosurtanal
sementera terdapat perbedaan jenis dan volume pekerjaan antara
surveyor Bakosurtanal dengan BPN sehingga menyebabkan kendala
dalam melakukan penilaian kinerja surveyor kadastral di BPN. Untuk
itu sebaiknya diperlukan standar yang khusus dalam penilaian jabatan
fungional surveyor di BPN.

Kondisi kantor-kantor pertanahan yang variatif di seluruh Indonesia
terutama menyangkut volume pekerjaan menyebabkan kesulitan
dalam menyusun standar penilaian. Masing-masing kantor pertanahan
memiliki kondisi yang spesifik, terdapat kantor pertanahan yang
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mempunyai volume pengukuran bidang tanah yang tinggi dan
terdapat pula kantor pertanahan yang memiliki volume pengukuran
bidang tanah yang rendah. Kondisi tersebut juga menyebabkan di
kantor pertanahan yang memiliki volume pekerjaan rendah, juru
ukur maupun petugas yang terkait dengan pengukuran dan pemetaan
tidak memiliki minat untuk memiliki jabatan fungsional pengukuran
karena khawatir tidak bisa mencukupi perolehan angka kreditnya.

Sedangkan di Kedeputian II pelaksanaan Pekerjaan Survei dan
pemetaan dilakukan di Direktorat Pengukuran Batas Bidang Tanah dan
Ruang. Direktorat ini utamanya bertugas melakukan pengukuran batas-
batas bidang tanah skala luas sesuai dengan kewenangannya yang diatur
dengan peraturan. Hasil wawancara dengan pejabat fungsional Surveyor

Pemetaan di direktorat PB2TR dapat dirangkum pada pointer-pointer
dibawah ini:

1. Minat untuk mempunyai jabatan fungsional pengukuran cukup tinggi,
dikarenakan volume perkerjaan yang besar masih memungkinkan
petugas ukur untuk dapat memenuhi standar penilaian.

2. Jika pengukuran kinerja petugas ukur masih berdasarkan pengukuran
dengan satuan bidang dikawatirkan tidak memenuhi rasa keadilan
terutama untuk daerah-daerah pedesaan (rural) dikarenakan daerah
tersebut memiliki luas bidang yang rata-rata lebih besar dibanding
daerah perkotaan (urban), untuk itu perlu dipikirkan untuk membuat
mekanisme penilaian berdasarkan satuan yang lebih adil.

Wawancara juga dilakukan di beberapa Kantor Pertanahan yang
terdiri dari Kantor Pertanahan Jakarta timur, Kantor Pertanahan
Kabupaten Tangerang dan Kantor Pertanahan Sleman. Berikut adalah
pointer-pointer hasil wawancara terhadap Pejabat Fungsional surveyor
Pemetaan di kantor-kantor pertanahan tersebut:

A. Kantor Pertanahan Jakarta Timur
1. Kurang siapnya Tim Penilai di Pusat menyebabkan proses
administrasi penilaian yang berlarut-larut sehingga banyak
Petugas Ukur yang lebih memilih untuk tidak menjadi pejabat
fungsional surveyor.
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2. Sebagian besar juru ukur sudah berusia lanjut sehingga mereka
kurang memiliki semangat untuk menjadi pejabat fungsional
surveyor.

3. Kurangnya sosialisasi terhadap pelaksanaan jabatan fungsional
pengukuran dari BPN pusat dan Kanwil BPN

B. Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
1. Sebagian besar Juru Ukur belum memiliki pengetahuan yang
cukup mengenai jabatan fungsional surveyor terutama mengenai
tata cara untuk menjadi fungsional surveyor serta mekanisme

penilaiannya, hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari
BPN Pusat.

C. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

1. Jabatan Fungsional diminati dikarenakan banyaknya volume
pekerjaan pengukuran di sleman sehingga memudahkan dalam
mengumpulkan angka kredit.

2. Pada awal pelaksanaan Jabatan Fungsional pengukuran masih
terdapat kendala dalam mekanisme penilaian sehingga ada
beberapa juru ukur yang terkendala kenaikan pangkatnya,
namun sekarang proses penilaian lancar sehingga banyak petugas
ukur yang berminat memiliki jabatan fungsional.

E. Jabfungsurta Dihadapkan dengan Perkembangan Dunia
Survei dan Pemetaan

Tantangan dunia Survei Pemetaan di Indonesia semakin meningkat
seiring dengan perkembangan teknologi di bidang survei dan pemetaan
serta tuntutan kualifikasi yang semakin meningkat kepada tenaga-tenaga
surveyor pemetaan di dunia. Di level global dengan diberlakukannya pasar
bebas di tahun-tahun mendatang tentunya akan semakin meningkatkan
persaingan tenaga-tenaga surveyor pemetaan yang harus disikapi dengan
peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga surveyor pemetaan di
indonesia umumnya dan di BPN pada khususnya. Di tingkat nasional
dengan hadirnya UU No 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
yang mengamanatkan tuntutan kompetensi keilmuan bagi para pelaksana
kegiatan survei dan pemetaan tantangan itu disikapi dengan melakukan
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pembinaan dan piningkatan kualitas secara internal terhadap para surveyor
pemetaan di BPN baik di tingkat Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah
BPN dan BPN RI.

Teknologi Survei dan Pemetaan yang berkembang pesat dengan
misi digitalisasi data-data pemetaan mengharuskan BPN untuk berbenah
diri. Konsep Kadaster 2014 yang intinya adalah meninggalkan metode
survei dan pemetaan secara manual dan bertranformasi ke metode digital
merupakan benchmark yang harus kita perthatikan dan tidak bisa kita
abaikan. Oleh karena itu pembinaan tenaga-tenaga di bidang surveyor
pemetaan merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk menghadapi
tantangan-tantangan tersebut.

Dengan disyahkannya peraturan-peraturan yang terkait dengan
Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang terutama diinisiasi oleh
Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) yang
kemudian berganti nama menjadi Badan Informasi Geospasial diharapkan
dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas dari tenaga-tenaga Surveyor
Pemetaan di BPN.

Peran serta institusi di luar BPN dalam hal ini BIG dalam
mengkoordinir kegiatan survei dan Pemetaan diharapkan juga dapat
memacu tenaga-tenaga survei pemetaan di BPN untuk berbenah diri
menghadapi tantangan-tantangan yang ada.

F. Hasil Analisis SWOT Pelaksanaan Jabfungsurta

Identifikasi terhadap hasil pelaksanaan jabatan fungsional Surveyor
Pemetaan telah menemukan beberapa temuan-temuan. Temuan-temuan
tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu temuan-temuan
yang bersifat Internal yaitu temuan-temuan dari dalam organisasi BPN
itu sendiri yaitu kekuatan-kekuatan (Strength) dan Kelemahan-kelemahan
(Weaknesess), serta temuan-temuan yang bersifat eksternal yaitu temuan-
temuan yang berasal dari lingkungan luar BPN yaitu Kesempatan-
kesempatan (Opurtinities) dan tantangan-tantangan (Treaths). Berikut
dapat dijelaskan temuan-temuan mana saja yang bisa dikelompokkan
pada kategori-kategori tersebut.
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A. Kekuatan-kekuatan yang berasal dari internal BPN:

1.

Kegiatan survey dan pemetaan yang dilakukan BPN merupakan
kegiatan primer Pendaftaran Tanah

Kesempatan bagi Pegawai BPN yang mempunyai profesi di
bidang survei dan pemetaan untuk memperoleh pangkat dan
golongan lebih cepat sesuai dengan kinerjanya

Jumlah tenaga Survei dan Pemetaan yang besar

Target kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral yang relatif
besar dari tahun ke tahun.

Amanat dari Perkaban no 1 tahun 2013 tentang jabatan
fungsional umum dan khusus di lingkungan BPN RI

B. Kelemahan-kelemahan yang berasal dari internal BPN

1.

Keterbatasan SDM serta sarana dan prasarana tim penilai
jabatan fungsional.

Kurangnya dukungan dari pejabat struktural terkait atas
pelaksanaan jabatan fungsional surveyor.

Volume dan jenis pekerjaan survey pertanaahan yang berbeda
antar kantor di BPN.

Kurangnya sosialisasi dari BPN Pusat atau Kanwil BPN provinsi.
Kurangnya informasi tentang tata cara menjadi jabfungsurta
dan persyaratan persyaratan dalam melakukan penilaian.
Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral masih
dilaksanakan tidak sesuai dengan konsep Pengukuran dan
Pemetaan di beberapa daerah karena lemahnya SDM di bidang

Survey dan Pemetaaan.

C. Kesempatan-kesempatan yang berasal dari lingkungan luar BPN:

1.

UU No 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
mengamanatkan tentang kebutuhan tenaga surveyor pertanahan
yang mempunyai lisensi keahlian di bidang suvey pengukuran
dan pemetaan.

KepMenPAN no 134/KEP/M.PAN/12/201 telah mengatur

tentang jabatan fungsional surta dan angka kreditnya.
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D. Tantangan-tantangan yang berasal dari lingkungan luar BPN:

1.

UU no 4 tahun 2011 mengamanatkan pelaksanaan Survei
pengukuran dan pemetaan harus dilakukan oleh seseorang yang
memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dikeluarkan oleh
lembaga berwenang.

Semangat reformasi Birokrasi mengamanatkan untuk
melakukan penilaian pegawai sesuai dengan kinerjanya
Privatisasi di bidang Survei dan Pemetaan menuntut adanya
perbaikan kualitas SDM survey dan pengukuran di internal
BPN.

Perkembangan ilmu dan teknologi di bidang Survey dan
Pemetaan

Dari temuan-temuan tersebut dapat dibangun strategi-strategi

dengan membandingkan antar komponen. 4 tipe strategi yang dapat
diturunkan adalah sebagai berikut:

1. Strategi S-O dengan memanfaatkan kesempatan yang sesuai dengan

kekuatan-kekuatan yang ada.

2. Strategi W-O yang akan mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan
kesempatan.

3. Strategi S-T yang akan menggunakan kekuatan untuk mengurangi

ancaman

4. Strategi W-T yang merupakan rencana untuk menanggulangi

kelemahan dan menanggulangi ancaman-ancaman yang ada.

Kombinasi dari faktor faktor internal dan eksternal tersebut
dipergunakan untuk menyusun matrik SWOT.

Dari Analisis SWOT yang telah dilakukan Strategi-strategi yang
dapat diambil adalah sebagai berikut:

i.  Strategi S-O
1.
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Perlunya implementasi jabatan fungsional survei dan pemetaan
secara lebih serius terencana dan terkonsep dengan baik.
Penguatan database kepegawaian untuk mendeteksi jumlah

SDM serta kinerja yang dihasilkan.
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3.

Kerjasama dengan lembaga atau ikatan profesi surveyor dan
pemetaan dalam pemberian lisensi.

ii.  Strategi W-O

1.

Perlunya rencana sosialisasi jabfungsurta baik dengan memberikan
sosialisasi langsung maupun tidak langsung melalui media-
media lain yang dimiliki oleh BPN.

Membuat struktur tim penilai tidak hanya terpusat tapi bisa
direpresentasikan sampai ke tingkat kanwil.

Pembuatan sistem penilaian online sehingga memudahkan dalam
penilaian dan evaluasi.

Pendefinisian tata cara dan pelaksanaan jabfungsurta yang lebih
jelas disesuaikan dengan kebutuhan BPN.

Standard Operasional Prosedure harus mengatur secara lebih
terperinci dan harus segera dilengkapi untuk menyikapi
dinamika dan variasi pekerjaan surta di BPN RI, kanwil BPN
dan Kantor Pertanahan.

iii. Strategi O-T

1.

Menindaklanjuti UU no 4 tahun 2012 dengan membuat
peraturan-peraturan di bawahnya yang khusus mengatur tentang
pelaksanaan Jabfungsurta di BPN.

Sosialisasi mengenai Dunia surta dan perkembangan peraturan-
peraturan yang menaunginya ke Kanwil BPN dan Kantor
Pertanahan

iv.  Strategi S-T

1.

Perlunya pemberian pendidikan dan Pelatihan untuk
meningkatkan kualitas SDM Surta di BPN RIL

Pemberian lisensi kepada tenaga survei dan Pemetaan dan
dievaluasi secara periodik untuk peningkatan penguasaan
terhadap teknologi serta daya saing tenaga surta internal BPN.
Penilaian kinerja mutlak dilakukan sehingga pelu dibuatkan
sebuah sistem kepegawaian yang dapat memberikan feedback dan
evaluasi mengenai prestasi pegawai sesuai dengan beban tugas yang
diperlukan dan selanjutnya dapat diberikan rewards untuk yang
berprestasi dan punishment untuk yang berkinerja tidak sesuai.
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v.  Strategi W-T

1.

Peningkatan kualitas SDM Surta dengan memberikan rewards
sesuai dengan kinerjanya.

Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan yang terkait dengan
profesi Surveyor dan Pemetaan .

vi. Strategi S-W

1.

Sosialisasi mengenai keuntungan jabfungsurta untuk
pengembangan karier tenaga-tenaga survei dan pemetaan di
BPN.

Pemberian rewards yang jelas dan terukur tehadap tenaga-tenaga
survei dan pemetaan.

Perlunya analisis beban kerja tenaga-tenaga survei dan pemetaan.
Perlunya alternatif penilaian bagi pegawai-pegawai yang ada di
kantor-kantor yang volume pekerjaannya tidak terlalu besar
Dengan adanya reward kenaikan pangkat yang lebih cepat
terhadap pegawai yang berkinerja lebih baik perlu disosialisasikan
mekanisme reward lain bagi pegawai yang berprestasi.

G. Strategi Penguatan Implementasi Jabfungsurta

Setelah dilakukan penyusunan strategi-strategi yang sekiranya
efektif untuk diambil sebagai dasar kebijakan bagaimana menerapkan

jabatan fungsional surveyor pemetaan secara lebih baik, strategi-strategi
yang dihasilkan melalui analisis SWOT kemudian dapat dikelompokkan
menjadi 4 kategori untuk memudahkan implementasi kebijakan-kebijakan

tersebut. Kategori-kategori yang dapat disusun yaitu:

1. Kebijakan yang bersifat kelembagaan seperti pembuatan peraturan

perundangan, dan pendefinisian struktur organisasi.

2. Kebijakan yang bersifat koordinatif seperti kerjasama antar institusi

maupun departemen

3. Kebijakan yang berhubungan dengan manajemen Database/IT

4. Kebijakan yang berhubungan dengan manajemen Sumber Daya

Manusia.
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1. Analisis Kelembagaan

Peraturan perundangan bagi pelaksanaan tugas di kementrian dan
lembaga pemerintah merupakan sesuatu yang vital dikarenakan di dalam
birokrasi pegawai tidak bisa melakukan pekerjaan diluar peraturan yang
ada. Peraturan adalah dasar bagi seorang pejabat da pegawai pemerintah
untuk bertindak. Meskipun kebijakan-kebijakan inovatif masih tetap
dimungkinkan namun kebijakan-kebijakan tersebut masih harus tetap
ada di dalam koridor peraturan-peraturan tersebut.

Kelembagaan juga terkait dengan pendefinisian dan pengembangan
struktur sebuah organisasi. Di dalam organisasi pendefinisian struktur serta
tugas pokok dan fungsi yang jelas dari setiap unit kerja dan setiap pegawai
akan sangat menunjang efisiensi dan efektifitas dari pelaksanaan pekerjaan.

Dari strategi-strategi yang telah dirumuskan pada analisis SWOT
dapat dirangkum beberapa strategi-strategi yang berhubungan dengan
kelembagaan yaitu:

a.  Perlunya implementasi jabatan fungsional survei dan pemetaan secara
lebih serius terencana dan terkonsep dengan baik.
Sampai dengan tahun 2013 jumlah pegawai BPN yang mengikuti
jabatan fungsional Surveyor Pemetaan masih kurang signifikan
dibandingkan jumlah total pegawai yang mempunyai tupoksi di
bidang survei dan pemetaan. Hal tersebut salah satunya disebabkan
kemauan dari pengambil kebijakan dalam rangka implementasi
jabatan fungsional tersebut masih kurang. Untuk itu demi
peningkatan kapasitas dan kualitas SDM maupun output pekerjaan
survei dan pemetaan di BPN, diperlukan keseriusan yang lebih tinggi
bagi para penentu kebijakan dalam penguatan dan pembangunan
infrastruktus yang diperlukan bagi keberhasilan implementasi
jabfungsurta di BPN.

b. Membuat struktur tim penilai tidak hanya terpusat tapi bisa
direpresentasikan sampai ke tingkat kanwil.
Tim penilai Jabfungsurta selama ini berada di BPN-RI yang
merupakan tanggungjawab dari kedeputian I. Hal tersebut dirasa
kurang efektif dikarenakan volume dan tanggung jawab yang begitu
besar dari tim penilai untuk melakukan penilaian jabfungsurta di
BPN seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu demi kelancaran dan
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efektifitas kegiatan penilaian diperlukan struktur organisasi tim
penilai yang tidak hanya di BPN-RI (kedeputian I) akan tetapi
tugas-tugas tersebut dapat di delegasikan secara berjenjang di tingkat
Kanwil BPN. Dengan pendelegasian wewenang tersebut tentunya
proses penilaian akan jauh lebih efektif sehingga faktor-faktor yang
dikeluhkan oleh pejabat surveyor pemetaan mengenai lamanya waktu
penilaian serta kehilangan dokumen selama proses penilaian dapat
dieliminasi.

Pendefinisian tata cara dan pelaksanaan jabfungsurta yang lebih jelas
disesuaikan dengan kebutuhan BPN.

Selama lebih kurang 8 tahun implementasi jabfungsurta banyak
pegawai survei pemetaan di BPN yang masih belum mengerti
dengan jelas tata-cara pelaksanaan jabfungsurta. Untuk itu perlu
dibuatkan alur yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan jabfungsurta
di lingkungan BPN RI dalam sebuah buku panduan yang mudah
dimengerti.

Standard Operasional Prosedure harus mengatur secara lebih
terperinci dan harus segera dilengkapi untuk menyikapi dinamika
dan variasi pekerjaan surta di BPN RI, kanwil BPN dan Kantor
Pertanahan.

Pembuatan manual prosedur tentang tata cara penerimaan
jabfungsurta, bagaimana penilaian kreditnya serta reward dan
punishment dalam pelaksanaan jabfungsurta merupakan hal yang
mutlak diperlukan, sehingga pegawai yang berprofesi di bidang survei
dan pemetaan dapat dengan mudah mengakses serta memahami.
Menindaklanjuti UU no 4 tahun 2012 dengan membuat peraturan-
peraturan di bawahnya yang khusus mengatur tentang pelaksanaan
Jabfungsurta di BPN.

Peraturan yang mendukung implementasi jabfungsurta harus
dapat menjelaskan secara terperinci dan mendetail sehingga tidak
menimbulkan multitafsir oleh pemegang kebijakan maupun pejabat
surveyor pemetaan.

Penilaian kinerja mutlak dilakukan sehingga pelu dibuatkan sebuah
sistem kepegawaian yang dapat memberikan feedback dan evaluasi
mengenai prestasi pegawai sesuai dengan beban tugas yang diperlukan
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dan selanjutnya dapat diberikan rewards untuk yang berprestasi dan
punishment untuk yang berkinerja tidak sesuai.

Faktor yang banyak dikeluhkan oleh kantor pertanahan terkait
dengan Sumber Daya Manusia adalah kurangnya petugas ukur yang
akan berpengaruh terhadap capaian kinerja kegiatan maupun kantor.

Jumlah pegawai BPN RI sampai saat ini relatif mencukupi,
yaitu berkisar sekitar 25.000 orang. Dari tahun ke tahun peningkatan
jumlah pegawai kecil disebabkan terbatasnya jumlah penerimaan
pegawai baik setingkat pendidikan strata 1, Diploma maupun SMA.
Dengan berkembangnya struktur organisasi sesuai Peraturan Presiden
No. 10 Tahun 2006, serta adanya pemekaran daerah, sehingga jumlah
keseluruhannya mencapai 430 Kota/Kabupaten, maka perlu adanya
petugas ukur secara memadai.

Dari beberapa Kantor Pertanahan yang kita temui, masih
dijumpai jumlah petugas ukur dibawah 3 orang, bahkan Kepala Sub
Seksi masih turun kelapangan untuk melayani pengukuran rutin.

Beberapa hal yang dapat menjadi solusi akibat keterbatasan
jumlah petugas ukur antara lain:

a.  Perlu mengoptimalkan kinerja petugas ukur yang ada.

b. Perlunya distribusi petugas ukur dengan membandingkan
keperluan akan petugas ukur dengan beban kerja masing-masing
kantor.

c. Peningkatan kemampuan petugas ukur yang masih di bawah
standar.

Dengan semakin besar pemahaman masyarakat atas hukum
pertanahan, maka kualitas pegawai harus dapat mengimbangi
pengetahuan pertanahan yang komprehensif, sehingga diperlukan
standar kompetensi sebagai syarat bagi seorang pejabat untuk
menduduki satu jabatan.

Dalam kurun waktu cukup lama masih ada jabatan yang tidak
terisi formasinya karena pejabat lama promosi, mutasi dan purna
tugas, namun sampai saat ini belum ada pengganti. Kondisi tersebut
pasti akan mempengaruhi kinerja kantor.

Secara umum, kondisi kepegawaian secara kuantitas masih
kurang yang berdampak pada adanya pegawai yang melaksanakan
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banyak pekerjaan (multi task), sehingga pegawai tersebut tidak dapat
fokus pada satu pekerjaan.

Masih kurangnya pegawai dan terus berkembangnya teknologi
informasi yang memerlukan tenaga, menyebabkan kantor pertanahan
merekrut tenaga honorer. Namun dalam prakteknya tenaga honorer
tersebut diberi kewenangan yang lebih besar dari seharusnya sehingga
kekhawatiran kerahasiaan data tidak terjadi.

Terkait dengan permasalahan Sumber Daya Manusia diatas,

langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Dengan menghitung beban kerja yang ada di kantor-kantor
pertanahan, maka dapat diperkirakan jumlah kebutuhan petugas
ukur suatu kantor, sehingga petugas ukur sangat diperlukan
untuk didistribusikan di unit kerja sehingga pelayanan
pengukuran dapat dilaksanakan secara optimal. Data base
tersebut juga berguna untuk keperluan rekrutmen petugas ukur
dengan memperhitungkan petugas ukur yang mutasi, promosi
dan purna tugas.

b. Pembuatan analisis jabatan yang mengatur persyaratan dan
kemampuan dasar, sebelum seseorang menduduki suatu jabatan.

c. Perlu dibuat database kepegawaian yang didukung dengan
analisis jabatan, sehingga setiap ada perubahan mutasi atau purna
tugas atau dimungkinkan terjadi kekosongan jabatan dengan
segera agar dapat diantisipasi agar organisasi menjadi lebih kuat.

d. Perlu dibuat tipologi kantor yang berguna untuk menunjang
efektifitas dan efesiensi kinerja.

e. Keberadaan tenaga honorer perlu dikaji lebih dalam dengan
melihat kebutuhan dan beban kerja. Namun yang lebih penting
lagi adalah meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.

Koordinasi

Kerjasama dengan lembaga atau ikatan profesi surveyor dan pemetaan
dalam pemberian lisensi.

Bidang Survei dan Pemetaan memerlukan tenaga-tenaga
yang handal dan profesional. Profesionalitas seseorang dalam
mengemban sebuah pekerjaan dapat dilihat dari kemampuannya
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dalam mengembangkan diri dan menguasai perkembangan
teknologi yang berkaitan dengan profesinya. Khususnya di bidang
survei dan pemetaan, perkembangan teknologi yang terkait sangat
pesat baik dari perangkat keras maupun perangkat lunak. Seorang
pegawai di bidang survei dan pemetaan haruslah seorang pegawai
yang selalu melakukan update penguasaan terhadap penguasaan
teknologi survei dan pemetaan sehingga output yang dihasilkan dapat
dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan
terkini.

Untuk itu, semangat kompetisi merupakan hal yang mutlak perlu
untuk ditumbuhkan bagi pegawai survei pemetaan di lingkungan
BPN RI. Meskipun sebagai institusi pemerintah yang monopolistik,
BPN harus meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia nya demi
untuk peningkatan pelayanannya kepada masyarakat. Hal tersebut
bisa dicapai jika BPN mempunyai standar penilaian yang mengikuti
perkembangan di dunia survei dan pemetaan terkini.

Peningkatan mutu tenaga-tenaga survei dan pemetaan dapat

dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi
profesi survei pemetaan di Indonesia seperti Ikatan Surveyor
Indonesia (ISI), Masyarakat Penginderaan Jauh (MAPIN) dan lain-
lain untuk menetapkan standar mutu bagi dan memberikan lisensi
bagi tenaga-tenaga survei dan pemetaan di BPN.
Perlunya rencana sosialisasi jabfungsurta baik mengenai keuntungan
jabfungsurta dalam pengembangan karier tenaga-tenaga survei dan
pemetaan di BPN dengan memberikan sosialisasi langsung maupun
tidak langsung melalui media-media lain yang dimiliki oleh BPN.

Menghadapi keluhan dari para tenaga survei dan pemetaan di
kantor pertanahan mengenai kurangnya sosialisasi dari BPN pusat
mengenai pelaksanaan jabfungsurta maka pelaksanaan sosialisasi perlu
lebih diintensifkan lagi baik dengan melakukan sosialisasi langsung
ataupun melalui media lain seperti media-media online seperti web
yang lebih gampang diakses.

Sosialisasi mengenai dunia survei dan pemetaan dan perkembangan
peraturan-peraturan yang menaunginya ke Kanwil BPN dan Kantor
Pertanahan.
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Seperti yang telah disebutkan sebelumnya sosialisasi program
sampai ke semua unit merupakan hal yang penting, untuk itu perlu
dibuat perencanaan secara teknis maupun administratif dalam rangka
pelaksanaan sosialisasi tersebut, sehingga sosialisasi dapar berjalan
lebih efektif dan menemui sasaran yang diinginkan.

Seperti yang telah kita ketahui bersama, teknologi survei dan
pemetaan berkembang dengan sangat pesat, hal itu tentulah harus
diikuti dengan profesionalisme user nya dalam hal ini tenaga-tenaga
survei pemetaan di BPN. Di beberapa daerah khususnya di kantor-
kantor pertanahan yang tidak terletak di ibukota, penguasaan
teknologi survei dan pemetaan belumlah cukup memadai, hal tersebut
bisa dikarenakan keterbatasan akses terhadap informasi. Untuk
itu perlu kiranya BPN RI memprioritaskan sosialisasi mengenai
perkembangan dunia survei dan pemetaan baik perkembangan
teknologi, standar-standar survei dan pemetaan terkini maupun
peraturan-peraturan terbaru yang menaungi survei dan pemetaan
secara umum dan internal BPN khususnya di daerah-daerah tersebut.

Adanya keterbatasan teknologi informasi dan komunikasi pada
kantor-kantor yang jauh dan terpencil dengan akses dan peralatan
yang terbatas menyebabkan kemampuan pelayanan dari kantor
tersebut relatif lamban.

Dalam hal ini data spasial sangat membantu untuk menjaga
kualitas data dalam legalisasi tanah terutama menghindari duplikasi
sertipikasi, sengketa batas dan kepastian hukumnya. Daerah yang
pelayanan pertanahannya kecil atau terbatas akan sangat kesulitan
dalam meningkatkan kemampuan dalam penyediaan sarana spasial
tersebut. Peta sebagai sarana utama harus mempunyai kualitas dan
standar tertentu agar dapat menjamin kepastian hukum obyek
pendaftaran tanah. Salah satu kendala terkait data spasial yang sangat
beragam baik sumber data, skala dan sistem koordinat.

Salah satu keperluan mendasar dalam pembuatan data spasial
bidang tanah adalah pengukuran baik teristris, citra maupun
teknologi lainnya. Peralatan harus mempunyai standar, baik alatnya
maupun penggunaannya.
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3.

Manajemen Database/IT

Penguatan database kepegawaian untuk mendeteksi jumlah SDM
serta kinerja yang dihasilkan.

Pembuatan Tipologi Kantor baik itu di Kantor BPN RI, Kantor
Wilayah BPN maupun Kantor Pertanahan merupakan hal yang
mutalak diperlukan dengan memperhatikan berbagai segi baik teknis
maupun non teknis seperti kondisi alam dan budaya setempat.

Dengan adanya tipologi kantor dan database kepegawaian yang
lengkap maka dapat digunakan sebagai sarana pengambilan kebijakan
yang cepat dan tepat, termasuk didalamnya dalam rangka penyusunan
beban kerja dan penilaian bagi pejabat surveyor pemetaan.
Pembuatan sistem penilaian online sehingga memudahkan dalam
penilaian dan evaluasi.

Sistem penilaian yang masih bersifat manual tentunya akan
menghambat proses penilaian bagi pejabat fungsional surveyor
pemetaan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Keterlambatan
penilaian, kehilangan dokumen penilaian merupakan keluhan-
keluhan yang sering terjadi dengan penerapan sistem manual.
Oleh karena itu seiring dengan perkembangan dunia informasi dan
teknologi, penerapan sistem penilaian online bisa dipertimbangkan
untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dengan sistem penilaian
online monitoring kinerja dapat lebih mudah dilakukan sechingga
proses penilaian dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Manajemen Sumber Daya Manusia

Perlunya pemberian pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan
kualitas SDM Surta di BPN RI.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya kualitas Sumber
Daya Manusia BPN di bidang Survei dan Pemetaan masih belum
merata. Hal tersebut dihadapkan dengan tuntutan-tuntutan dari
masyarakat yang semakin meningkat. Demi memenuhi tuntutan
tersebut pendidikan dan pelatihan demi untuk peningkatan kualitas
SDM sangatlah mutlak perlu dilakukan. Penerapan jabfungsurta

merupakan salah satu upaya untuk peningkatan kualitas tersebut.
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Dengan jabfungsurta, pegawai lebih berorientasi kepada kinerja dan
peningkatan kualitas profesinya.

Pemberian lisensi kepada tenaga survei dan Pemetaan dan dievaluasi
secara periodik untuk peningkatan penguasaan terhadap teknologi
serta daya saing tenaga surta internal BPN.

Lisensi adalah mekanisme kontrol kualitas. Pemberian lisensi
yang melibatkan pihak eksternal akan mengeliminir terjadinya
praktek-praktek kolusi yang tentunya akan menerunkan kualitas
Sumber Daya Manusia. Jabfungsurta menawarkan konsep pemberian
lisensi yang dievaluasi berdasarkan kinerja pegawai. Hal itu tentulah
merupakan konsep yang harus dilakukan baik terhadap profesi-profesi

lain yang terkait dengan kinerja organisasi BPN secara umum.

Peningkatan kualitas SDM Surta dengan memberikan rewards sesuai
dengan kinerjanya.

Pemberian penghargaan atau rewards bagi yang berprestasi dan
hukuman atau punishment bagi yang tidak berprestasi merupakan
dasar bagi pengelolaan Sumber Daya Manusia. Tanpa adanya dua
mekanisme tersebut mustahil sebuah organisasi akan berjalan dengan
profesional dan memenuhi visi dan misi yang diembannya. Oleh
karena itu penerapan jabatan fungsional yang diawasi oleh pihak
ekternal yang profesional merupakan keharusan bagi peningkatan
kualitas Sumber Daya Manusia. Dengan mekanisme rewards dan
punishment pegawai yang berprestasi akan dihargai sesuai dengan
kinerja yang telah dilakukan.

Perlunya analisis beban kerja tenaga-tenaga survei dan pemetaan.
Kondisi di BPN dimana terdapat variasi yang mencolok antar
kantor pertanahan baik dari segi sarana prasarana, kepegawaian,
maupun volume pekerjaan mendorong untuk dilakukannya analisis
beban kerja khususnya di bidang survei dan pemetaan. Hal tersebut
dikarenakan bidang survei dan pemetaan merupakan bidang pokok
yang mendasari pekerjaan-pekerjaan turunan pendaftaran tanah.
Sistem penilaian kinerja tentunya juga harus didassarkan pada beban
kerja di masing-masing kantor pertanahan. Tentunya tidak memenuhi
rasa keadilan jika terdapat kemudahan dalam mengumpulkan angka
kredit bagi pegawai yang bekerja di kantor pertanahan yang volume
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pekerjaannya besar dan didukung oleh ketersediaan sarana dan
prasarana yang lebih lengkap dibandingkan dengan pegawai yang
terdapat di kantor yang volume pekerjaan kecil dan dukungan sarana
dan prasarana minimal.

Untuk itu perlu dibuat sistem cluster kantor sebagai dasar untuk
melakukan penilaian kinerja, sehingga pegawai-pegawai yang terdapat
di cluster kantor dengan volume pekerjaan rendah juga masih bisa
mengumpulkan angka kredit sesuai dengan yang ditargetkan.

Perlunya alternatif penilaian bagi pegawai-pegawai yang ada di
kantor-kantor yang volume pekerjaannya tidak terlalu besar.

Karakteristik daerah yang satu dengan daerah yang lain sangat
beragam. Di kantor-kantor pertanahan tertentu terdapat kendala
dalam pelaksanaan tugas pertanahan di lapangan, disebabkan
hambatan transportasi. Daerah yang transportasinya tidak lancar
sangat mempengaruhi pelayanan pertanahan, karena ketergantungan
dari sarana transportasi sangat tinggi dan mempengaruhi kecepatan
dalam penyelesaiannya.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana yang telah dibahas pada bab-

bab sebelumnya, dapat dirumuskan rekomendasi sebagai berikut:

1.

a.

Kelembagaan

Diperlukan keseriusan yang lebih tinggi bagi para penentu kebijakan
dalam penguatan dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan
bagi keberhasilan implementasi jabfungsurta di BPN.

Pembuatan struktur tim penilai tidak hanya terpusat tapi bisa
direpresentasikan sampai ke tingkat kanwil. Dengan pendelegasian
wewenang tersebut tentunya proses penilaian akan jauh lebih efektif.
Pendefinisian tata cara dan pelaksanaan jabfungsurta yang lebih jelas
dalam alur yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan jabfungsurta
di lingkungan BPN RI dalam sebuah buku panduan yang mudah
dimengerti.

Pembuatan manual prosedur tentang tata cara penerimaan
jabfungsurta, bagaimana penilaian kreditnya serta reward dan
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punishment. Hal tersebut mutlak diperlukan, sehingga pegawai
yang berprofesi di bidang survei dan pemetaan dapat dengan mudah
mengakses serta memahami.

Peraturan yang mendukung implementasi jabfungsurta harus
dapat menjelaskan secara terperinci dan mendetail sehingga tidak
menimbulkan multitafsir oleh pemegang kebijakan maupun pejabat
surveyor pemetaan.

Penilaian kinerja mutlak dilakukan sehingga pelu dibuatkan sebuah
sistem kepegawaian yang dapat memberikan feedback dan evaluasi
mengenai prestasi pegawai sesuai dengan beban tugas yang diperlukan
dan selanjutnya dapat diberikan rewards untuk yang berprestasi dan
punishment untuk yang berkinerja tidak sesuai.

Koordinasi

Kerjasama dengan lembaga atau ikatan profesi surveyor dan pemetaan
dalam pemberian lisensi. Peningkatan mutu tenaga-tenaga survei dan
pemetaan dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan
organisasi-organisasi profesi survei pemetaan di Indonesia seperti
Ikatan Surveyor Indonesia (ISI), Masyarakat Penginderaan Jauh
(MAPIN) dan lain-lain untuk menetapkan standar mutu bagi dan
memberikan lisensi bagi tenaga-tenaga survei dan pemetaan di BPN.
Pelaksanaan sosialisasi perlu lebih diintensifkan lagi baik dengan
melakukan sosialisasi langsung ataupun melalui media lain seperti
media-media online seperti web yang lebih gampang diakses.
Prioritas sosialisasi mengenai perkembangan dunia survei dan
pemetaan baik perkembangan teknologi, standar-standar survei
dan pemetaan terkini maupun peraturan-peraturan terbaru yang
menaungi survei dan pemetaan secara umum dan internal BPN
khususnya di kantor-kantor yang jauh dan terpencil dengan akses
dan peralatan yang terbatas.

Manajemen Database/IT

Penguatan database kepegawaian untuk mendeteksi jumlah SDM
serta kinerja yang dihasilkan.Pembuatan Tipologi kantor baik itu di
Kantor BPN RI, Kantor Wilayah BPN maupun Kantor Pertanahan
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merupakan hal yang mutlak diperlukan dengan memperhatikan
berbagai segi baik teknis maupun non teknis seperti kondisi alam
dan budaya setempat.

Pembuatan sistem penilaian online sehingga memudahkan dalam
penilaian dan evaluasi. Dengan sistem penilaian online monitoring
kinerja dapat lebih mudah dilakukan sehingga proses penilaian dapat
berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Manajemen Sumber Daya Manusia

Perlunya pemberian pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan
kualitas SDM surta di BPN RI. Penerapan jabfungsurta merupakan
salah satu upaya untuk peningkatan kualitas tersebut. Dengan
jabfungsurta, pegawai lebih berorientasi kepada kinerja dan
peningkatan kualitas profesinya.

Pemberian lisensi kepada tenaga survei dan pemetaan dengan
melibatkan pihak eksternal yang profesional serta dievaluasi secara
periodik untuk peningkatan penguasaan terhadap teknologi serta
daya saing tenaga surta internal BPN.

Peningkatan kualitas SDM Surta dengan pemberian penghargaan atau
reward bagi yang berprestasi dan hukuman atau punishment bagi yang
tidak berprestasi. Tanpa adanya dua mekanisme tersebut mustahil
sebuah organisasi akan berjalan dengan profesional dan memenuhi
visi dan misi yang diembannya.

Perlunya analisis beban kerja tenaga-tenaga survei dan pemetaan
dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan. Kondisi di
BPN dimana terdapat variasi yang mencolok antar kantor pertanahan
baik dari segi sarana prasarana, kepegawaian, maupun volume
pekerjaan mendorong untuk itu perlu dibuatnya sistem cluster kantor
sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, sechingga pegawai-
pegawai yang terdapat di cluster kantor dengan volume pekerjaan
rendah juga masih bisa mengumpulkan angka kredit sesuai dengan
yang ditargetkan.

Perlunya alternatif penilaian bagi pegawai-pegawai yang ada di
kantor-kantor dengan jumlah volume pekerjaan tidak terlalu besar.

Untuk Sebesar-besarnya Kesejahteraan Rakyat e 319






Dafar Peneliti Penelitian Sistematis STPN 2013

(Berdasarkan Surat Ketua STPN Nomor 564/
Peng-800.38/VI1/2013, tertanggal 2 Juli 2013)

No | Nama Lembaga

1. | Abdul Haris Farid, Drs. M.Si. Sekolah Tinggi Pertanahan
Nasional

2. | Ahmad Nashih Luthfi, S.S. M.A | Sekolah Tinggi Pertanahan
Nasional

3. | Anik Iftitah, S.H. Asisten Dosen di Fakultas
Hukum, Universitas Islam Balitar

4. | Anna Mariana, M.A. Peneliti di Etnohistori

5. | Arief Syaifullah, S.T., M.Si. Sekolah Tinggi Pertanahan
Nasional

6. | Devy DC, S.Si Peneliti di IRE, Yogyakarta

7. | Dian Aries M, S.Pd.I., M.H. Sekolah Tinggi Pertanahan
Nasional

8. |Dwi Wulan P, S.Ant. M.Hum | Sekolah Tinggi Pertanahan
Nasional

9. | Eko Budi Wahyono, Ir. M.Si Sekolah Tinggi Pertanahan
Nasional

10. | Farhan Mahfuzhi, S.H Peneliti di Sitas, Blitar

11. | Haryo Budhiawan, S.H., M.Si. Sekolah Tinggi Pertanahan
Nasional

12. | M. Nazir Salim, S.S., M.A. Sekolah Tinggi Pertanahan
Nasional

13. | M. Yusuf, M.Si Peneliti di Sajogyo Institute,
Bogor

14. | Muh Arif Suhattanto, M. Sc Sekolah Tinggi Pertanahan
Nasional

15. | Muh. Mahsun, M.Si. Peneliti di Polgov. UGM




16. | Munawir Aziz, M.A. Alumnus Center for Religious and
Cross Cultural Studies,
Sekolah Pascasarjana Universitas
Gadjah Mada

17. | Oki Hajiansyah Wahab, M.H. Mabhasiswa Doktoral, Fakultas
Hukum, Universitas Diponegoro

18. | Rochmat Martanto, Dr. I. M.Si | Sekolah Tinggi Pertanahan
Nasional

19. | Sarjita, S.H., M.Hum. Sekolah Tinggi Pertanahan
Nasional

20. | Senthot Sudirman, Dr. Ir. M.S | Sekolah Tinggi Pertanahan
Nasional

21. | Sukayadi, Drs. M.H Sekolah Tinggi Pertanahan
Nasional

22. | Tanjung Nugroho, S.T., M.Si. Sekolah Tinggi Pertanahan
Nasional

23. | Tjahjo Arianto, Dr. M. Hum. Sekolah Tinggi Pertanahan
Nasional

24. | Valentina A. Dr. M.Si. Sekolah Tinggi Pertanahan
Nasional

25. | Vegitya Ramadhani Putri,. SH.,S. | Fakultas Hukum, Universitas

Ant,LL.M. MA. Sriwijaya

26. | Widhiana HP, S.H., M.H. Sekolah Tinggi Pertanahan
Nasional

27. | Wijatnika, S.Sos WALHI, Lampung

322 o Reformasi Birokrasi, Penyelesaian Konflik, dan Reditribusi Tanah




